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PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

a.

1.

KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2} Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan
Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Kerja Pembangunan
Daerah menjadi Pedoman penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa sesual ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah dapat diubah untuk
menyesuaikan dengan perkembangan tahun berjalan yang
disebabkan sesuai kriteria yang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2015;

Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3851);

2. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1795,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten
Kutai Timur  dan Kota  Bontang (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomeor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5324);

9. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (lLembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah {Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam ...




17,

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

-4 -

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai
Tirnur;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur 5
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Lainnya Kabupaten Kutai Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2015;

25. Peraturan ...
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

26. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2015,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH  KABUPATEN  KUTAI TIMUR
TAHUN 2015.

Pasal 1

{1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disebut (RKPD) Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2015 adalabh Rencana Tahunan yang merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah {RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kera
Pemerintah (RKF}.

(2) Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini memuat:

BAB I Pendahuluan
BAB II Eveluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun

scbelumnya dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah

BAB 1l Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan
Kebijakan Keuangan Daerah

BAB 1V Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Dalam Perubahan RKPD

BAB VI Penutup

Pasal 2 ...
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Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 merupakan
dokumen lanjutan dari RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun
2015, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi-asumsi
dari RKPD Tahun 2015 yang meliputi: perubahan kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, digunakan sebagai:

a. pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015; dan

b. pedoman Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015.

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 sebagaimana dimaksud
dalazn Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 28 Juli 2015
BUPATI KUTAI TIMUR,

5 \..___...—ﬂ""',‘:h
H. ARDIANSYAH SULAIMAN
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Tabel 2.1

Tahel 2.2
Tabel 2.3

Tabel 2.4
Tabel 2.5

Tabel 2.6

Tabel 2.7

Tabel 2.8

Tabel 2.8

Tabel 210
Tabel 2.11
Tabel 2.12
Tabel 2.13
Tabel 2.14
Tabel 2.15
Tabel 2.186
Tabel217
Tabel 2.18
Tabel 2.18
Tabel 2.20
Tabel 2.21

Tabel 2.22

DAFTAR TABEL

Luas Wilayah Kecamatan dan Jumiah Oesa di Kabupaten
Kutai Timur

Penyebaran Fisiografi Kabupaten Kutai Timur

Luas Wiiayah Kabupaten Kutai Timur Menurut Penggunaan
Lahan [ha] Tahun 2001

Potensi Di Setiap Kecamatan Kabupaten Kutai Timur
Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK] Kabupaten Kutai
Timur

Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dan Persebaran serta
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-
2013

Jumlah dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2003-2013

Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan

di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2009-2013

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2009-2013

Perkembangan PDRB Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun
2008-2013 '

PDRE Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 200S- 2013 [Juta Rp)

Kontribusi Sektoral Tanpa Migas dan Batubara Tahun 2009-
2013

PDRB Perkapita Dan Pendapatan Regional Perkapita

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 - 2013

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Timur Tahun
20082013

IPM Kabupaten Kutai Timur Menurut Kecamatan Tshun 2008-

2012

Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 20082013

Persentase Kemampuan Baca/Tulis Penduduk usia 10 tahun
ke atas Tahun 2009-2013

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut
Kemampuan Membaca dan Menulis, tahun 20082012
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk di Kabupaten Kuta! Timur
Tabun 2009-2013

Angka Partisipasi Kasar [APK] Menurut Tingkat Pendidikan
Tabun 20039-2013

Angka Partisipasi Murni [APM] Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2009-2013

2-2
2-4
2-5
2-7
2-10
2-18
2-19
2 .20
2-20
2-22
2-24
2-27
2-29
2-31
2-34
2 .37
2-39
2 - 40
2 -4
2 - 42
2 - 43
2-44
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Tabel 2.23
Tabel 2.24
Tabel 2.25

Tabel 2.26

Tabel 2.27
Tabel 2.28
Tabel 2.29
Tabel 2.30
Tabel 2.31
Tabe! 2.32
Tabel 2.33

Tabel 2.34
Tabel 2.35

Tabel 2.36
Tabei 2.37
Tabel 2.38
Tabel 2.39
Tabel 2.40
Tabel 2.41
Tabet 2.42
Tabel 243

Tabel 2.44

Tabel 2.45

Tabel 2.46

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2008-2012
Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Kesehatan
Kabupaten Kutai Tirur Tahun 2009-2013

Angks Kelahiran dan Kematian, Usia Harapan Hidup, dan Rasio
Ketergantungan Tahun 2009-2013

Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas [Penduduk Usia Kerja)
Menurut Kelompok Umur Kabupaten Kutai Timur 2008-
2013

Jumtah Tenaga Kerja Di Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan
Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2009-2013

Angka Partisipasi Sekolah [APS] Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tshun 2008-2013

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

Rasio Guru Terhadap Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2002-2013

Angka Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2009-2013

Angka Kelulusan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-
2013

Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Kutai Tirnur Tahun
2008-2013

Capaian Indikator Kesehatan

Rasio Puskesmas, Peliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2013

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2009-2013

Rasio Dokter, Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk
Kabupaten Kugai Timur Tahun 2008-2013

Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Kutat Timur Tahun
2011-2013

Capaian Indikatar Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2010-2013

Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2013

Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 -
2013

Sarana Peribadatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-
2013

Capaian Indikator Urusan Perumahan Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2013

Jumlah permukiman fayak huni dan rumah layak huni di
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

Rasio Rueng Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di
Kabupaten Kuta! Timur Tahun 2008-2012

Rasto Bangunan berdMB per Satuan Bangunan di Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2008-2012

v
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Tabel 2.47

Tabel 2.48
Tabel 2.49

Tabel 2.50
Tabel 2.51
Tabel 2.52
Tabel 2.53
Tabel 2.54
Tabel 2.55

Tabel 2.56
Tabel 257

Tabef 2.58
Tabel 2.59

Tabel 2.60

Tabel 2.61

Tabel 2.62
Tabel 2.63
Tabel 2.64
Tabel 2.65
Tabel 2.66
Tabel 2.67
Tabel 2.68
Tabel 2.69
Tabel 2.70

Tabel 2.71

Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Kutai
Timur Tahun 20C08-2012

Capaian Indikator Urusan Perhubungan Tahun 20102013
Jumlah Uiji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2012

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2008-2012

Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di
Kabupaten Kutaj Timur Tahun 2008-2012

Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai
Timur tahun 2010-2013

Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Kutai Timur Tahun
2008-2013

Capaian Indikator Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kutai Timur Tahun 20102013

Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2010-2013

Capaian Indikator Urusan KB dan Keluaga Sejahtera
Rata-Rata Jumnlah Anak per Keluarga di Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2010-2012

Rasio Akseptor KB di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-
2012

Perkembangan Kondisi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai
Timur Tahun 20102013

Tingkat Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja, dan Tingkat
Partisipasi Angkatan-Kerja [TPAK] Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2009-2013

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Angkatan Kerja dan
Bukan Angkatan Kerja dan Jenis Kelamin Kabupaten Kutai
Timur Tahun 20102013

Persentase Koperasi Altif di Kabugpaten Kutai Timur Tahun
2009-2013

Jumiah UKM Non BPR/LKM di Kabupaten Kutai Timur Tahun
2008-2013

Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-
2012

Jumlah investor PMDN/PMA di Kabupaten Kutai Timur Tahun
2009-2013

Jumiah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2009-2013

Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten
Kutai Timur Tahun 2008-2013

Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan dan Olahragas di
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2013

Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk di Kabupaten
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1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu dari empat fungsi mansjemen yang
penting dan saling terkait. Empat fungsi manajemen tersebut adalah merencanakan,
mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan {Kuncoro, 2012)
Perencanaan membutuhkan pemahaman posisi daerah saat ini dan arah yang
hendak dituju. Arah yang dituju tercermin dalam visi dan misi, yang pencapalannya
membutuhkan rumusan strategi yang sesvai. Pengorganisasian diperiukan oleh
daerah untuk mengeiola semua sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya fisik
maupun sumber daya konseptual agar perencanaan dapat dilaksanakan.
Pengarashan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin dalam pemanfaatan
sumberdaya untuk pencapaian visi, misi, tujusn dan sasaran. Pengendalian
merupakan fungsi manajemen terakhir yang intinya untuk mengevaluasi dan
melaporkan kinerja organisasi dan pembangunan daerahnya.

Perencanaan permnbangunan dsersh merupakan satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasikan rencana-rencana pembangunan
dslam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara daerah dan  masyarakat di  daerah. Sistemn  perencanaan
pembangunah' daerah disusun untuk (1] mendukung koordinasi antar pelaku
pembangunan; (2] menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi; (3}
menjamin  keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat, [5)
menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeaditan
dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Pembangunan Oaerah [RKPD] adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 [satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan
tshunan daerah. Penyusunan RKPD dilsksanakan melalui beberapa tahapan
diantaranys penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD,
penyusunan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan
pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, Lottom up dan top down. Pendekatan
pofitk dilakukan sebagai proses perencanaan karena rakyat pemilih menentukan

pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh
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setiap celon kepala daerah. Pendekatan teknokratik dilakukan oleh perencana
profesional atau {embaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan
perencanaan, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir
ilmiah. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan pihak yang berkepentingan
terhadap pembangunan (stakeholders) yang antara lain melalui pelaksanaan
musrenbang. Proses bottom up dilakukan secara berjenjang mulai dari desa,
kecamatan, provinsi dan nasional sedangkan proses top down antara lain
dimplementasikan dalam bentuk dedicated program.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 yang merupakan tahun
keempat dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015 memperhatikan Rencana
Kerja Pemerintah [BKP} Tahun 2014 dan BKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2014. Doturmen RKPEB secara umum mempunyai nilai strategis dan penting, antara
lain:

Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD. _
Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan
SKPD dan/atau lintas SKPD,

c. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran
RPJMD.

d. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD.

RKPD mengacu pada hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya. RKPD
memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun,
yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen
pemerintah daerah yang harus dilaksanskan secara konsisten. Selain itu, RKPD
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan anggaran yang mendasari
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [RAPBD) dan penetapan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD).

Selain itu, substansi RKPD harus mampu menjawab kebutuhan materi bagi
proses perencansan dan penganggaran tahun selanjutnya. Dokumen RKPD
menuntut adanya keberlanjutan [sustainability) dan percepatan (akselerasi] program
dan kegiatan dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan di dalam
RPJMD. Peran pemangku kepentingan (stakeholders) diharapkan menjadi
pendorong dalam percepatan pencapaian target tersebut, selain ity konsistens
antara perencanaan dan implementasi program/kegiatan juga sangat dibutuhkan.
Oleh sebab itu, dalam rangka menamin konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian priaritas dan sasaran
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pembangunan nasional dan daerah, prograrm dan kegiatan yang ditetapkan dalam
RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD.

Namun demikian, apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun berjalan menunjuikkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan
maka dapat dilskukan perubshan RKPD, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evsluast Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, beberapa keadaan yang
dapat dilakukan perubahan RKPD, diantaranya meliputt:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana
program dan kegiatan prioritas daerah.

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagasimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan

d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target
kingrja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan.

Sementara itu berdasarkan perkembangan pelaksanaan RKPD Tshun 2014
menunjukkan perkembangan yang berbeda dengan asumsi makro yang digunakan
sebelumnya terutama pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga SPN tiga bulan, /fing
minyak, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal tersebut
berpengaruh terhadap besaran pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur. Selain
itu. juga terjadi koreksi saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang
diasurmmsikan lebih besar sehingga harus digunakan untuk tahun berjalan, serta
adanya pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penambahan kegiatan baru/ kegiatan
alternatif dalam rangka mengoptimalkan capaian sasaran pembangunan.

Berdasarkan perkembangan tersebut di atas. maka Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur harus melakukan perubahan RKPD Tahun 2014. Perubahan tersebut
diharapkan tetap menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran serta
pencapaian optimal sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Tahapan penyusunan RKPO Kabupaten Kutai Timur tahun 2014 adalah seperti
pada bagan alir Gambar 1.1 berikut :

Perubalian RXTD Takun 2015
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1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.

Undang-undang Normmor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koiusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 19899 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang HRepublik Indonesia Nomer 47 Tahun 1898 Tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898];

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Bepublik indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4288,

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355];

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383];
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan, Pengelolaan
dan Pertanggungjswaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor BB, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undeng-undang Nomor 235 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional [Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421];
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah
(Lembaran Negara Bepublik Indonesia Tshun 2004 Noemor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4437} sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Besersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844,

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Perubahan RKED Talun 2015
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antara Pemerintah Pusat dan Pemerintshan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1286, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438,

10.Undang-Undang Namor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemar 4700);

11.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penataan Ruarg {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725];

12.Undang-undang Nomor 25 tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112j;

13.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup [Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tehun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daersh (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45783,

15.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara BRepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150j;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 3B Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Neomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737}

17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89];

18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19);

18.Perawran Pemerintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesis Tshun 2008 Nomor 21,

Perubahan RIED Tahun 20153
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817];

20.Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang
Berkzadilan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010;

21.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana FPembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

22.Peraturan Presiden Republik Indonesiz Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

23.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;

24 Instruksi  Presiden Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2010 tentang
Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010,

25.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program
Pembangunan Yang Berkeadilan;

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Oaerah, sebagaimana telgh diubah dengan Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nermor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negert Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubashan Kedua atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

27.Perasturan  Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010 Nomor: 0199/M
PPN,04,/2010 Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan
Rencana Pembangunan Jangka Meanengah Daerah {RPJMD] Dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

28.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacars
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelsksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Bencana Kerjg Pembangunan Daerah
Tahun 2014;
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30.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangks Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-
2025;

31.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dasrah Provinsi Kalimantan Timur
2008-2014;

32.Perzturan Daerah Nomor OB Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tabhun 2001%-2010 (Lembaran Daersh
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2004 Nomor 08);

33.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur [Lembaran
Daerah Tahun 2003 Nomor 1]

34.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur {Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor
2);

35.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tantang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lermnbaga Teknis Daersh dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai
Timur {Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3);

36.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 4];

37.Persturan Daerah Nomor & Tahun 2008 tentang Kewenangan Oaerah
Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 0B);

38.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah [RPJIPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2025
[Lembaran Daersh Tahun 2010 Nomor 4]).

38.Peraturan Dagrah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD) Kabupaten Kutai
Timur Tahun 2011-2015 [Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11);

40.Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tehun 2014;

@erubghan RKED Takun 2015
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1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan dsersh terintegrasi dalam Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasicnal dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara
beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasicnal hingga provinsi dan dari
tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota.

RPJP Nasional menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM Nasional dan BKP.
Oleh karena itu, ketiga dokumen nasional di atas menjadi pedoman penyusunan
RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, dan BKPD provinsi, dan selanjutnya juga menjadi
pedoman penyusunan RPJPD Kabupaten, PRPJMD Kabupaten, dan RKPD
Kabupaten. RPJMD dan BKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan
Renstra SKPD dan Renje SKPD.

RPJMD dan Renstra SKPD adalzh dokumen perencanaan jangka menengah
daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana
tahunan, Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja
Pemerintah {RKP)] dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan
Daserah (RKPD). Hubungan Renstra K/L dengan BKP dan Renstra SKPD dengan
RKPD adslah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus
berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra /L
dan Renstra SKPO adslsh bersifat konsultatf yaitu penyusunan Renstra SKPD
harus memperhatikan Renstra K/L.

Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran,
maka BKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah {RAPBD]. Oleh ksrena itu penyusunan RKPD
tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan
program dan kegratan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula
mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dara untuk
mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan.

Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada
Gambar 1.2 di bawah ini.

Perubalion RKED Tafiun 2015
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Gambar 1.2
Bagan Alur Perencanaan
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Sumber : UU SPPN Nomor 25 Tahun 2004

1.4 Sistematika dokumen Perubahan RKPD
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah [RKFD) Kabupaten Kutai
Timur Tehun 20714, yang mengimplementasikan Perencansan Pembangunan
Jangka Menengah dan Penganggaran Tahtunan, disusun dalam sistematika sebagai
berikut:
. PENDAHULUAN
[.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD
beszrta perubahannya serta menjelaskan dasar pertimbangan perubahan
RKPO.
[.2 Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam

penyusunan Perubshan RKPD. baik yang berskala nasional, maupun lokal.

Perubahan KD Tafun 2015
@Pemerintak Kabupaten Kytai Timur




Baf I Pendohulian

1.3 Hubungan antar dokumen
Bagian ini menguraiken tentang hubungan antar dokumen yang digunakan
dalam peryusunan RKPD

.4 Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen BKPD terkait dengan
pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya

.5 Maksud dan Tujuan
Meznjelaskan maksud dan tujuan penyusunan perubahan BKPD tahun
rencana dalam kaitannya dengan dokumen BPJMD dan isu strategis serta

kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.

[l. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Mendeskripsikan gambaran umum kondisi daerab yang meliputi aspek
geograft dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan urmum dan
daya saing daerah
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun
Sebelumnya dan Realisasi RPJMD
Menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah berupa
program dan kegiatan, indikator kinerja program serta capaian kinerja
RPJMD hingga tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk:
a) Mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai terhadap target
kinerja yang diharapkan menurut RPJIMD, target pembangunan nasional
[RPJM Nasional] maupun sektoral;
b) Mengetahui realisasi capaian program dan kegiatan sampai tahun
2014 triwulan i,
c] Mengetahui tingkat capaian realisasi target sampai tshun 2014
trivvulan I,
2.3 Permasalahan Pembangunan Daegrah
Mengemukakan rumusan umum  permasalahan pembangunan daerzh
meliputi
al Permasalahan daerah yang berhubungan dengan priorites dan sasaran

pembangunan daerah

Perubahan RKPED Tafiun 2015
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b] Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah
[l. PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Mengemukakan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun
berjalan, yang antara lain mencakup: a) Indikator Pertumbuhan Ekonomi
Daerah; bh] Sumbersumber Pendapatan dengan perincian, sumber
pendapatan tahun falu dan satu tahun sebelumnya, tahun berjglan, tahun
rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai prakirsan maju
pendapatan; dan c) Kebijakan Pemerintah Daerah yang diperiukan dalam
Pembangunan Perekonomian Daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja
Deserah dan Pembiayaan Daerah, yang dituangkan dalam Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3.1 Perubsahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Arah kebijakan ekonomi daserah mengemukakan :
a. Asumsi indikator makra ekonomi daerah
b. Deskripsi yang rasional, menjelaskan rangkaian asurmsi indikator makro
daerah dan kesesuaianya dengan berbagai isu lingkungan eksternal serta
tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014,
3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah
daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah serta
belanja daerah berdasarkan analisis.
3.2.1 Perubahan Arah Kehijakan Pendapatan Daerah
Memuat penjelasan perubshan proyeksi sumber-sumber pendapaian
daersh berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, yang mencakup
Pendapsatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Laindain Pendapatan
Yang Sah. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi :

a] Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan
pada tahun anggaran berkenaan dengan meningkatkan optimalisasi
sumbersumber  pendapatan, sehirgga  perkiraan  besaran
pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai

lebih dari yany ditargetkan;

Perubahan RIPD Takun 3015
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3.2

b} Uraian arah kebijakan berkaitan dengan perubahan target
pendapatan daerzh
¢} Upaya-upaya pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam rnencapai

target.

.2 Perubshan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berisikan uraian mengenai perubahan kebijgkan penerimaan pembiayaan
dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan yang akan
dilakukan terkait dengan kondisi keuangan daerah. apakah cenderung
mengalami Defisit Anggaran ataukah dalam kondisi Surplus Anggaran.
Dalam hal ada kecenderungan terjadinya Defisit Anggaran, harus
diantisipasi  kebijakan-kebijgskan yang akan berdampak pada pos
Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaiiknya jika ada kecenderungan akan
terjadinya Surplus Anggaran, harus diantisipast kebijakan-kebijakan yang

akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3.2.3 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

V.

4.1

4.2

Berisikan uraian mengenai perubshan kebijakan yang akan dilakukan ofeh
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, minimal yang terkait langsung
dengan pengelolaan Belanja [Belanja Langsung maupun Belanja Tidak

Langsung) dalarm APBD.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit program prioritas dan  sasaran
pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD
tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi
isu strategis dan masalah mendesak di tingkst daerah dan nasional,
rancangan kerangka ekonomi daerah beserts kerangka pendanaan.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan serta sasaran
pembangunan lima [5] tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2014
Mengemukakan bahwa suatu prioritas pembangunan daerah tahun
rencana pada desarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun
rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah
(RPJMD)] tahun rencana.

Perubahan RKED Tahun 2015
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V. PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana perubahan program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam BPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili
aspirasi dan kepentingan masyarakat. Oiuraikan dari program dan kegiatan

yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

Vi. PENUTUP
Bagian ini memuat arahan Kepala Daerah bagi SKPD dalam rangka
pelaksanaan Perubahan BKPD dan menyusun dokumen Perubahan Benja
SKPD.
1.5 Maksud dan Tujuan
Tujuan penyusunan Perubahan RKPO Tahun 2014 untuk mewujudkan
sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembancunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat
pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alckasi berbagal sumberdays dalam
pembangunan daerah.
Sehingga Perubshan RKPD tashun 2014 ini dapat berfungsi sebagai dasar
hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bagi:
7. Penyusunan Renja-SKPD, KUPA dan PPAS perubahan, serta RAPBDP
Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2014;
2. Menjaga konsistensi antara capaian perencanaan dan pengasnggaran
pembangunan daerah;
3. Memfasilitasi berbagai potensi sumberdaya masyarakat atau swasta
atau institusi non pemerintah dafam  mendukung pelaksansan
pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014,

Perubohan RKPD Tafun 2015
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BAB i

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGABRAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kendisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Kutal Tmur dipergunakan sebagat
acuan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai
Timur, Adapun gambaran umum ini terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek

kesejahteraan, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

Aspek geografi menjelaskan karakterisitik fokasi dan wilayah, potensi dan
pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan
aspek demografi menggambarkan percbahan penduduk, kamposisi dan populasi

masyarakat secara keseluruhan.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik fokasi dan wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat ditinjau dari

beberapa aspek :
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kutai Timur merupakan ksbupaten hasil pemekaran wilayah
berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1988, yang meliputi 5 kecamatan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinst Kalimantan Timur Nomar 18 Tahun 1828,
Kabupaten Kutal Timur dimekarkan menjadi 11 wilayah kecamatan, dan kemudian
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005
dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan dengan 135 desa.

Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur sebesar 35.747.50 km? atav sekitar 17
persen dart luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Batas wilayah Kabupater Kutai
Timur sebelah utara adalsh Kabupaten Berau, sebelah selatan dan barat berbatasan
dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat

Makasar dan Laut Sulawesi.

Perubahan REED Takun 2015
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Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Kutai Timur
No. Kecamatan Baré\,r:slglya LS
Km? %
(1] 2 &) IZ] (5]
1 Muara Ancalong 8 2.739,30 756
2 Busang 8 372162 10,41
3 Long Mesangat 7 526,88 147
4 Muara Wahau 9 5.724, 32 16,01
5 Telen 7 3.129, 61 8,75
B Kombeng 7 581.27 1,63
7 Muara Bengkal 7 1.522,80 4,26
8 Batu Ampar 6 204,50 0,57
8 Sangatta Utara 4 1.262,58 3,53
10 Bengalon 11 3.186,24 884
11 Teluk Pandan B 831,00 2,32
12 Rantau Pulung 8 1.660,85 465
13 Sangatta Selatan 4 143,82 0,40
14 Kaliorang 7 3.322,58 9,29
15 Sangkulirang 13 438,91 128
18 Sandaran 7 3.418,30 857
17 Kaubun 8 257 45 0.72
18 Karangan 7 3.064,35 8,57
Kabupaten Kutai Timur | 135 35.747,50 100,00

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kuta Timur Tahun 2012

2. Letak dan Kondisi Geografis

Witayah Kabupaten Kutal Tirur berada pada 115° 56'268" - 118°6818" Bujur
Timur dan  1°17'1" Lintang Selatan - 1°52'38 Lintang Utara. 115°5828" -
118°58"19” Bujur Timur dan 0°02'11" Lintang Selatan - 1°52'39" Lintang Utara.
Letak geografis wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi cukup strategis
untuk mendukung interaksi wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan wilayan luar, baik
dalam skala nasional maupun internasional. terutama dengan adanya dukungan
fasilicas transportasi,

Potensi nposisi strategis tersebut terlihat dari posisinya yang dikaitkan dengsn
wilayah lebib luas adalah sebagai berkut:

a) Kabupaten Kutai Timur berada pada jalur regional lintas Trans Kalimantan

yang menghubungkan jaiur Tarakan {Kota Orde ll) - Tanjung Redeb ke
Samarinda [Kota Orde Hbu Kota Provinsi) - Balikpapan (Kota Orde 1) -

Perubahan RKED Tahun 2015
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b)

Kabupaten Penajam Pasir Utara-Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan
Kalimantan Barat. Sehingga. dengan posisi tersebut, menjadi potensi yang
mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa dari dan kedalam
Kabupaten Kutai Timur.

Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur dengan panjang garis pantai 152
km, terletak dalam wilayah perairan Selat Makasar dan Laut Sulawesi dan
juga bagian Laut Kalimantan Timur yang merupakan Alur Lavut Kepulauan
inconesia [ALKI) N, sehingga posisi Kutai Timur menjadi strategis karena

berada pada jalur transportasi laut internasional.

3. Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Kutai Timur bervariasi berupa daratan landai,

bergelombang hingga berbukit-bukit dan pegunungan serta pantai, dengan ketinggian

tanah bervariasi antara 0-7 meter hingga lebih dari 1000 meter dari permukaan

laut. Wilayah dataran mencapai 48 persen, pegunungan 30 persen, perbukitan 18

persen dan lainnya mencapai 8 persen.

i antara variasi topografi yang dimaksud adalah:

a} Kawasan yang relatif datar dan landai terdapat di Kecamatan Sangatta Utara

Y

c)

d)

dan Selatan, Muara Bengkal, Muara Ancalong dan sebagian Muara Wahau dan
Sangkulirang, sangat sesuai untuk dikembangkan menjadi areal permukiman,
pertanian, industri berat, pengembangan tanaman keras dan kawasan prioritas
untuk pengembangan lapangan terbanag.

Kawasan pegunungan kapur terdapat di daerah Kecamatan Sangkulirang,
Muara Wahau dan Muara Ancalong, sesuai untuk pengembangan pertanian
tanaman tertentu seperti jat dan karet,

Jaringan sungai terdapat di seluruh kecamatan terutama Sungai Sangatta,
Sungai Marah dan Sungal Wahau. Sungai-sungai di daerah tersebut airnya
dimanfaatkan penduduk sekitar sebagai sumber air minum dan jalur
transportasi air antara daerah pantai dan daerah pedalaman. Sedangkan
danauv terdapat di Kecamatan Muara Bengka!l yaitu Danau Ngayau dan Oanau
Karang, berpotensi sebagsi sumber mata air  maupun pengembangan
perikanan budidaya air tawar

Wilayah pantai berada di sebelah timur kabupaten dengan ketinggian antara O-
7 m diatas permukaan laut. Wilayah ini mempunyai kerniringan lereng datar,

mudah tergenang rawa dan merupakan daerah endapan.
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4, Geologi

Geologi Kabupaten Kutai Timur sebagian besar didominasi oleh Formasi
Pemaluan yang tersebar di bagian tengah dan timur serta alluvium yang tersebar
disepanjang pantai. Disamping itu terdapat kandungan batuan endapan tersier dan
batuan endapan kwartier. Formasi batuan endapan terutama terdiri dari batuan
kwarsa dan batuan liat.

Tingkat kemampuan tanah sangat bervariasi dari rendah sampai dengan tinggi.
Semakin banyak faktor penghambat yang dijumpai disuatu wilayah seperti lereng
terjal, ketersediasn air kurang dan mudah terjadi erosi maka dapat dikatakan
kemampuan tanah pada wilayah tersebut rendah. Jenis tanah di wilayah daratan
Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning, fatosol dan
litosol. Jenis tanah lainnya adalah aluvial, arganosal, latosol, podsol, dan podsolik
merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah.

Tabel 2.2
Penyebaran Fisiografi
Kabupaten Kutai Timur

No Fisiografi Luas [Ha)
| ) | (2 (3]
4 Dataran Alluvium 18.097
2 | Dataran 1.505.1786
3 | JalurKelokan 14.161
4 | Lembah 12.372
5 | Rawa 138,894
B ! Rawa Pasang Surut 25,84
7 | Perbukitan 534,765
| 8 | Pegunungan 975.938
| 9 | Terasteras 70.105

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kutal Timur Tahun 2007

5. Klimatologi

Kutal Timur yang berikiim tropis mempunyai musim yang hampir sama dengan
wilayah Indonesia pada umumnya yaitu adanya yaitu adanya musim kemarau dan
musim penghujan. Kabupaten Kutai Timur beriklim hutan tropiks humida dengan
suhu udara rata-rata 256°C. di mana perbedaan subu terendah dengan subu tertinggi
mencapai 3°-7°C. Jumiah curah hujan antara 20004000 mm/tahun, dengan

jwmiah han hujan rats-rate adaleh 130-150 hari/ tahun,

6. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2001 sebanyak 38,6

persen merupakan kawasan hutan, yaitu hutan primer, hutan bekas tebangan, hutan

(Pemﬁaﬁan fR_?(?D’Taﬁm: 2013 e
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belukar, hutan kerangas, hutan di karst, hutan sejenis [HTI}, hutan rawa, dan
mangrove. Hutan primer banyak dijumpai di daerah pegunungan yang tersebar pada
bagian barat Kabupaten Kutai Timur, yaitu kecamatan Muara Wahau, Telen, dan
Busang. Kabupaten Kutai Timur juga terdapat 2 danau sabagai sumber mata air,
yaitu Danau Ngaysu {1300 ha) dan Canau Karang (750 ha) yang semuanya
terdapat di Muara Bengkat.

Kawasan tidak berhutan di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 52,01 persen
didominasi oleh belukar (32,2 persen) dan alang-alang [13.2 persen). Kawasan
pertanian sebanyak 3.5 persen atau sekitar 108.0538 Ha, meliputi perkebunan,
sawah dan lahan pekarangan. Sedangkan penggunaan Iahan untuk perikanan masih
sangat Kecil meskipun mempunyai potensi sangat besar, baik untuk budidaya kolam
maupun perairan umum, Penggunaan lahan lainnya adalah pertarbangan batubara
sebesar 0,22 persen atau sekitar 7.113 Ha.

Tabel 2. 3
Luas Wilayah Kabupaten Kutai Timur
Menurut Penggunaan Lahan (ha] Tahun 2001

o Penggunasn P A B oA F PenggUNasn & bifya s o rerat el Saezr i
R e B G S IO s E e e
(] {37 4] {7] =l (3] £7 8
Hutan Primer 443035 13,40 13 Belukar 1.082.811 3215
| Hutan Bekas 562.816 17,03 14 Padang 28819 087
Tebangan rumput
Hutan Belukar 84.465 =56 15 Alang-Alang 437.488 1324
1 Hutan 1.382 0,04 16  Perkebunan 28.083 0.88
1 Kerangas
Hutan di karst 106.338 322 17  Sawah 3.479 0,11
: Hutan rawa 11.788 0,36 18 Tembak 78 0,00
. Mangrove 34.318 104 18  Tambang 7113 022
s Batubara
g - HT 30.865 093 20  Pemukiman 18.802 0.57
4 Ladang 15.775 048 1 Danau 304 0,01
) Lahan Basah 38.740 5 (442 22 Sungai 14.5086 0.44
1 Lahan 53124 1.81 23  Awen 8682 0.26
.- Terbuks Karst
- 12 | Lahan 8018 027 24 Tidak sda data 302.538 915
- terbuka
| Jumlah 3.305468 100,00

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kuta Timur 2007

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kecamatan pemekaran yang menjadi wilayah perencanaan merupakan

kawasan yang berkembang berdasarkan karskieristiknys masing-masing, seperti

@erubafian RKED Tafun 2015
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Kecamatan Muara Ancalong dan Muara Bengkal yang dulunya berkembang di
sepanjang Sungai Kelinjau. Sedangkan, Kecamatan Sangkulirang merupakan
kecamatan yang lebin dikenal terlebih dahulu dari pada ibukota Kabupaten yaitu
Sangatta karena posisi geografisnya berada di kawasan pesisir pantai yang
memudahkan transaksi barang dan jasa lebh mudsh. Tetapi seiring dengan
perkembangan sistem ekonomi dan perubahan sistem kegiatan di Kabupaten Kutai
Timur, karakteristik vyang ada tersebut mengslami penggeseran sehingga
menciptakan kiusterkiuster perkembangan.

Gambar 2. 1
Sub W|Iayah Pengembangan Kabupaten Kutai Tamur

ey 2 ity . e, 1% S R
o — )

Sumpber: Revist RTRW Kabup aten Kutai Timur 2007

Pengembangan wilayah yang berpotensi  di dalam RTRW Kabupaten Kutai
Timur Tatun 2007, selain memperhatikan adanya pergeseran tersebut diatas, juga
direncanakan terdapat 4 SWP [Subwilayah Pengembangan). Adapun SWP tersebut
terdin dan

a8} SWPI :Berpusat di Sangatta Utara
b] SWRP Il : Berpusat di Ibukota Kecamatan Sangkulirang
c] SWP I Berpusat di lbukota Kecamatan Muara Wahau
d] SWP IV: Berpusat di Muara Bengkal
Patensi masing-masing kawasan perencanan di 18 kecamatan pemekaran

Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut:

Prrubahan REPD Takun 2015
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Tabel 2. 4

Potensi di setiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur

No

Kecamatan

Potensi

{7]

2]

{3]

| Muara Ancalong

(Ibukota Kecamatan:
Kelinjau Ulu dan
Kelinjau llir)

! Terdapat potensi perkebunan sawit yang saat ini
‘ dikelola oleh PT. 3 S {Sawit Sukses Sejahtera).

Busang

Memiliki potensi pertanian tanaman pangan dengan
| komoditas padi tading

Seitor Perkebunan dengan komoditas utama coklat,
jeruk, dan pisang

Terdapat potensi bahan galian dan tambang berupa
emas dan besi

Long Mesangat

[Ibukota Kecamatan:

Sumber Sari)

Sebagian besar masyarakat di wilayah ini adalah
petani, dengan komoditi pada umumnya adalah: Padi,
Kacang, Jagung.

Pada umumnya masyarakat transmigrasi terdiri dari
| suku yang berasal dari Indonesia Timur, Baii, Jaws, dan
Sunda yang memiliki budaya bertani dan bercocok
tanam.

Potensi perikanan yang terdapat di desa Melan dan
| Sumber sari (komoditi ikan Patin} di Sungai Long
| Mesangat bantuan merupakan salah satu program
| dari Pemkab.

Muara VWahau

Telen

Kongbeng“ N

Muara Bengka-[

(Ibukota Kecamatan:

Muara Bengkal Ulu)

| Terdapat perkebunan dengan komoditas kelapa sawit,
| coklat

| Memiliki hamparan dominan yang landai {O-7 persen)
dengan ketinggian yang variatif antara 0O-1000 dpl
dan pegunungan kapur sehingga sangat kondusif untuk
pengembangan perkebunan jati dan karet.

fMemiliki perkebunan produktif dengan komoditas
utama kelapa sawit dan coklat

Teridentifikasi sebagai salah satu wilayah yang memiliki
kandungan logam mulia berupa emas

Terdapat pertanian tanaman pangan dengan
komoditas utama padi

Me.mhkl sektor perkebunan yang cukup potensial
na perkebunan kelapa, coklat, lada, karet, kelapa |
%ﬁuﬂt

Sektor Peternakan dengan komoditas sapi

Danau keéii di Benua Baru sebagai potensi sumber air
paku dan sudah terdapat jaringan air bersih yang
:a<e PDAM -nya | berasal dari danau tersebut.

Perubabian REED Tafun 2015
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No Kecamatan Potensi

(7] (2] {3

| Potensi perkebunan yang besar mengundang investasi
| seperti Telen Prima Sawit (milik Haji Guaung putra
| daerah yang berasal dari Muara Bengkall.

| Potensi perikanan dengan jenis komaditi kan: Pipija,
Baong, Saleh, Patin, Jelawat, lkan Betutu [orientasi
! | ekspor berdasarkan survei wawancara).

8 | Batu Ampar {lbukota | | Potensi HTI (Hutan Tanaman Industril yang cukup luas
Kecamatan: Batu | untuk sentra produksi hutan.
Timbau)

8 | Sangatta Utara KPC (Kaltim Prima Coal) sebagai perusahaan tambang
‘Eer‘besar di Kabupaten Kutai Timur yang memiliki
kawasan ‘kota mandiri’ di Kawasan Perkotaan
Sangatta merupakan  potensi sebagai  pusat
|pertumbuhan khususnya dalam sektor perdagangan

' dan jasa.

| Memiliki kawasan pariwisata Iokal di Tanjung Sangatta
yang dapat dikembangkan sebagai wisata pantai dan
| wisata pesisir.

Sungai Sangatta sebagai sumber air baku untuk
| memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan perkotaan.

10 | Bengalon ) Potensi perkebunan sawit di Desa Tepian Langsat dan
| Keraitan serta perkebunan Kakao di Desa Sekerat

11 | Teluk Pandan (Ibukota | Memiliki potensi pertanian dengan komoditi padi
Kecamatan: Teluk sawah, pisang, dan cokelat.

Pandan) “Komoditi unggulan  yang sedang dan  akan
dikembangkan oleh kecamatan ini adafah: Jeruk
Martadinata, Piniii, Nenas, Salak

12 | Bantau Pulﬁng_ " Memiliki _-pc-:erlsi pertanan karena pada umumnya
[lbukota Kecamatan: | masyarakatnya adaleh transmigran yang sudah
Margo Mulyo) terfatih untuk membudidayakan lahan pertaniannya

[sawah tadah hujan dan buah- -buahan)
! Memiliki kandungan tambang batu bara.

13 | Sangatta Selatan Potensi sekzor pertanian yaitu sayur-sayuran dan
(lbukota Kecamatan:  produksi ikan segar khususnya ikan bandeng dan ikan
Sangatta Selatan) kakap. Potensi perikanan tersebut lebih banyak

dibudidayakan di tambak dan sebagian lagi dari hasil
tengrap nelay an laut

fMemuliki potensi wisata lokal di Teluk Lombok maupun
Teluk Kaaak

Pusat pemumouhan di kecamatan ini adalah pasar
ikan yang terdapat di Desa Sangatta Selatan.

Ferubehan RIED Tafiun 201 5
Prinerintah ’?{‘:5:.’_:) e K Terner




Bab I Evaluasi Hast{ Pelofsanaan RKED Tafun Lalu
@an Capatan Kfnerja Penyelenygaraan Pemerintahan

No

Kecamatan

l Potensi

{7]

2]

N

| (3)

14

Kaliorang

|Terdapat perkebunan dengan kamoditas andalan
| kelapa, coklat, kopi dan pisang

Berada di sepanjang garis pantai, sektor perikanan
'menjadi  salah satu sektor yang tumbuh dan
berkembang dengan baik dengan komoditas perikanan
| tangkap

| Peternakan sapi sebagai penopang kebutuhan daging
Kabupaten Kutai Timur

Terdapat potensi bahan galian berupa besi, gipsum
serta pasir kuarsa

15

Sangkulirang [Ibuko;é i

Kecamatan: Benua
Baru Uluj

16

Sandaran

17

Kaubun [lbukota
Kecamatan: Bum
Etarn)

.f

|

18

Karangan {lbukota

Kecamatan: Karangan

Dalam)

Sumber:
-Rencana Tata Ruang dan Witayah (KT
- Revisi RTRW Kabupaten Kutar Tim
- Data diolah

Letak geografis kecamatan ini bisa menjadi potensi
untuk produksi perikanan laut dan owtlet barang se-
kabupaten.

Potensi perikanan laut saat ini yang cukup besar |
dengan komoditi adalah udang lobster.

Merniliki potensi perkebunan dengan komoditas utama
kelapa, pisang, coklat, lada

Menjadi salah satu wilayah sentra produksi sayur
mayur

Dengan posisi wilayah yang terletak di pesisir, potensi
perikanan menjadi potensi yang cukup potensial baik
tambak. kolam ataupun perikanan tangkap

Potensi perkebunan sawit saat ini pengelolaannya
masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar.

Didominas! oleh masyarakat transmigrasi yang terlatih
untuk bertani dan berkebun sehingga memudahkan
Lntuk pengembangan program pertanian.

Sungal sebagal potensi air baku untuk keperluan
sehari-hani,

Merniliki fahan hutan dan perkebunan yang cukup luas
yang dimanfaatkan untuk perkebunan rakyat dan milik
perusahaan,

Potensi  unggulan untuk  perkebunannya  yaitu
perkebunan kelapa sawit, tambang batu bara yang
saat ini sudah mulai eksplorasi, pariwisatanya yaitu
wisata air panas [desa mukti lestari} dan goa
cle serta terdapat sir panas dan air
terjun {desa pangadan dan karangan hilir].

var waler
val Walel

WV Kecamatan Kabupaten Kutim Tahun 2008
ur 2007

Penbahan RENFD Tafun 2015

Femerintah M:r;’-:rqtn Foparar Timur




@Bab 1} Evaluesi Hasil Pefaksanaan REKED Tahun Lalu
©an Capaian Kingrja Cenyelenggaraan Pemerintahan

Potensi permintaan hasil produksi wilayah Kabupaten Kutai Timur, khususnya
hasil produksi yang berbasis sumberdaya yang dapat diperbaharui, diantaranya
adalah hasil produksi tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan yang
berada di kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas kondis! dan potensi sumberdaya
alam, sumberdaya marusis dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya mencakup
kawasan pemukiman perkotaan dan perdesaan, pertanian tanaman pangan,
perikanan, peternakan, perkebunan, hutan produksi perindustrian, pertambangan,
pariwisats, kawasan Hankam dan kawasan lainnya.

Daerah yang termasuk dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan [KBNK) di
Kabupaten Kutai Timur terdapat di 11 wilayah kecamatan dengan peruntukan
perkebunan yang dapat dilihat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.5

~ Kawasan Budidaya Non Kehutanan [KBNK] Kabupaten Kutal Tirmur

T

~ Lokasi “Lokasi
{Kecamatan/ Peruntukan Nl;i':-. [Keqama'f:an/_'_
- Desa) x T Pesa) o
(2] {3] WETARES o s
Bengalon 8 Sandaran
| - Tepian Langsat Sawit - Susuk Dalam Sawit, Karet
| - Keraitan Sawit - Susuk Luap Sawit
- Sekerat Kakao - Manugar Karet
Kaliorang - Marukangan Karet
- Selangkau Kakao 9 Sangatta
- Bumi Rapak s - Rantau Pulung Kenaf
- Bumi Etau Sawit 10 Sangkulirang
1 - Cipta Graha Sawit - Karangan Dalam Sawit,
= Cokelat,
3% Pisang, Kakao
| - Bukit Makrmur - Tp.Terap Sawit
1 - Bukit Permiata skao - Pelawan Sawit
| Kaubun - Kerayaan Sawit,
1 Cokelat,
g Pisang
1 - Bumi Bapak it - MunduDalam Sawit
3 - Saka Sawit
i > /Lade - Bt.Lepog Sawit, Kakao
51 Muara Ancalong - Karangan Sawit
- Long Tesut 3 - Baay Sawit, Pisang
= - Senyiur Ss - Pengadan Sawit,Kakao
6| Muara Wahau - Mandu Sawit
i 4 - Dabeg St Sempayau Sawit,
;:.‘3; - Nehes Liahbing Sawit - Keraitan Sawit, Kakao
.+ - Benhes Baowit - Tanjung Manis Sawit, Cokelat
_ 1 - Diakay 19 11 Telen

Perubahan RKED Talinn 2015
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BRiLokasizin 1. 1) 11 RiTEE

camatan/ - Peruntukan

gabesals G 33 SNE SIS

— oamkilie
I\T_l_uara Bengkal

‘Batu Ampar Sawit

- MuaraHalog = Sawit
- Susuk Dalam Sawit, Karet - Marhalog =~ Sawit
- Susuk Luar Sawit : S
- Manubar Karet
oo - Marukangan Karet
Sumber: Revisi RTEYY Kanupaten Kutar Timur 2007

1. Kawasan Hutan

Kawasan hutan ¢bedakan menjadi dua yaitu hutan yang berada dalam
pengawasan Unit Hamiparan Pengkajian [UHP) dan hutan rakyat. Sedangkan Hutan
Produksi menurut P-ooiuran Pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara
Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan dibedakan menjadi 3 macam
kawasan yaitu. a) Kawasan hutan produksi terbatas, adalah kawasan hutan dengan
faktorfaktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing

dikalikan dengan anigka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar

kawasan hutan lindung hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buruy,
b] Kawasan hutan produks: tetap, adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas
lereng, jenis tanah, da intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan
angka penimbang menrpunyai jumlah nilai di bawah 129, di luar kswasan hutan
lindung, hutan sucka clam. hutan pelestarian alam, dan taman buru, c] Kawasan
hutan produksi yang vapat dikorversi adalah kawasan hutan yang secara ruang
dicadangkan untuk diy o nakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
Pengaturan kawezan hutan produksi menurut undang-undang nomor 41 tahun
1899 meliputi 2} Pamanfaatan hutan produkst dapat berupa pemanfaatan kawasan,
permanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasi hutan kayu dan bukan kayu, serta
pemungutan hasl hutun kayu dan bukan kayu, b) Pemanfaatan hutan produksi
dilaksanakan melnl - semberian zin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha
pemanfaatan 557 inzon iz us=ha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha
pemanfaatan hasi hiran bukan kayu, izin pemunguean hasil hutan kayu, dan izin
pemungutan hasil hur n bukan kayu, Dengan demikian di kawasan hutan produksi

tersebut dapat dmant:. itkan oleh perorangan atau koperasi yang telah memperoleh

Perubakan RKTD Talun
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jin dapat menanam dengan sistem tumpang sari sepanjang tidak mengganggu

fungsi hutan tersebut.

2. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanizn tanaman pangan di Kabupaten Kutai Timur terbagi menjadi 2
bagian yaitu tanaman pangan lahan basah dan tanaman pangan lahan kering.

Berdasarkan kriteria kesesuaian lahan untuk kawasan budidaya tanaman pangan
lahan kering yang :neliputi derajat kemiringan tahan, jenis tanah, kedalaman solum,
tekstur tanah, dan tingiat erosi, maka untuk kegiatan pertanian lahan kering berada
di sebagian besar vl y3h Kabupaten Kutai Timur dan tersebar di semua kecamatan
yang ada. Sedangkan kesesuzian lahan budidays tanaman pangan fahan basah
berada di sebagian kel wilayah yang ada di Kabupaten Kutai Timur dengan luas
yang cukup signifika, terutama di kecamatan Muara Bengkal dan Muara Ancalong.

Hasil oroduksi ronaman pangan di Kabupaten Kutai Timur, ditinjau dari sisi
permintazan, berpot:r o dapat memenuhi permintaan di dalam negeri, terutama lokal
kabupaten dan Provine’ Kalimantan Timur. Berdasarkan peluang dan pesaing dalam
pasokan hasil produks: pertanian tanaman pangan, terutama komoditas unggulan
kedelai dan jagung danot berperan serta dalam pemenuhan kebutuhan datam lingkup

nasional. Sedangkan komoditas lainnya, seperti padi, palawija dan buah-buahan juga

rmempunyai potensi mpat memenuhi permintaan lokal dalam jangka pendek, dan
dapat memenuhi porimintaan pada lingkup yang lebih luas (nasional maupun ekspor]
pada jangka menengoh dan jangka panjang.

Kegiatan budidave dalam skala kecll yang tefah dilakukan di Kabupaten Kutai

Timur mencakup keoiatan pertanian tanaman pangan, dengan hasil produksi berupa
padi sawan, pod 0 o palawija, sayur-sayuran dan buah-bushan.

Penggunaan tunah untuk pertanian khususnya tanah sawah tiap tahun
mengalami penyusutur luasan atau alih fungsi. Kondisi ini apabila dibiarkan dan tidak
dilakukan upaya pence jshan alih fungsi, akan menjadi polemik dimasa yang akan
datang yang meiipe - srkurangnya produktivitas padi yang mengakibatkan goyahnya
swasembada paria: - Usaha-usaha yang harus dilakukan adalah usaha semaksimal
mungkin pencenate L herkuranonya lshan sawah seminimal mungkin, terutama
untuk lahan irigas s dan lshan produktif lainnya.

3. Kawasan r“eikel..an
Kegiatan oLuil . perkebunan telah dilekukan dengan basil produksi berupa

cengkeh, coklat (oo . «wpl, kelapa, kelapa sawit , dan karet .

Ferubahan REXPD Tl 2 )
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Hasil praduks: perkebunan di Kabupaten Kutai Timur yang mempunyai potensi
pengembangan dipzidang dari sisi permintaan, baik diihat dari peluang pasar
maupun pesaingnya, serta mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah kelapa sawit,
karet, coklat. nanes, tanaman serat dan lada. Komoditas unggulan tersebut

mempunyai peluans urtuk pasar luar negeni.

4. Kawasan Pete: nakan

Hasil produksi :ternakan di Kabupaten Kutai Timur, baik peternakan kecil
[seperti unggas] mupun peternakan besar {seperti kambing, sapi, dll) mempunyai
potensi yang dapu. memenuht permintaan yang cukup besar untuk kebutuhan iokat
kabupaten maupun kebutuhan regional Provinsi Kalimantan Timur yang masih cukup
tingai. Hal ini {11012 askan diantaranya dengan adanya surplus produksi unggas dan

daging besar.

5. Kawasan Perik an

Kawasan peciinan di Kabupaten Kutat Timur mencakup perikanan darat, laut
dan tambak, deng- 1 orientasi pengembangan pada pemanfaatan potensi, dengan
upaya sebagail o | L

8] Kawasan lzrat dikembangkan dengan pola budidaya  berbentuk

kolam, vz oo, atau sistem karamba di kali dan waduk.

bl Kawasan e sie dikem(bangkam pola tambak air tawar, air payau dan air laut

denga:: Tot=0 mizmpertimbangkanekosistem pesisir.

c] Kawasu 2.7 dengan optimalisasi wilayah 04 mil laut sebagai outlet dengan

pengc:nban @n dermaga ikan, TP dan pasar ikan.

Perikana sisir dan perikanan darat di kawasan Kabupaten Kutal Timur
mempunyal 1, .ar yang cukup baik. Hasil produksi perikanan laut mempunyai
peluang pazc- ke o sedangkan perikanan darat, meskipun ads peluang ekspor,
narmun lebih o . 7 peluang pasar dalam negeri.

B. Kawasan -t nbangan

Kawaszin Lo .0 _angan yang telah berlangsung lama di Kabupaten Kutai Timur
perlu menczi..o . onatisn lebil lanjut, terutama terkait dengan kawasan lindung,
karens pulu 1 pertamioangan ya.g sda sekarang int dimasa yang akan
datang kemu. . uzrada di kewasan lindung. Oleh karena itw mempertshankan
kawasan . ilah upaya pertama, sedangkan upaya selanjutnys adalah
revitalisasi k. -~ ras pertambangan, agsr tidak terjadi kerusakan ekologis yang

sangat ser..- - 1L oumpak fatal di masa mendatang.
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7. Kawasan li.Jus i

Pengembangan  industri di Kabupaten Kutai Timur diorientasikan pada
pembentukan kaw- san industri untuk industri menengah dan besar, sedangkan
industri kecil Jery 1 membuat sentra-sentra industri. Pengembangan kawasan
industri  melsuti industri kecit dan  industr besar., dengan pertimbangan-
pertimbangar . .7onsi alam yang mendukung dan aksesibilitas yang mudah untuk
dikernbangkan. P gembangan industri yang dilakukan mencakup industri hulu
maupun hilir vaog ~ =liputi industri manufakiur dan industri pendukung pertanian.

Kawason ', '@ direncanakan dengan pertimbangan memenuhi syarat zona
industri, yaitu

a} ter'etak arajalur arten

bl memenc' | . jarat secara geografis

c] tersediz ©u Mber air baku cukup

d] adanyn n pembuangan limbah yang ramab lingkungan

e] tidak torie < i kawasan tanaman pangan lahan basah

f] tidak nv e bulkan dampak sosial negatif

g] menemp-t layah landai atau kemiringan lahan kurang dari 15 persen

h) daya dulir  luhan dan potensi air bawah tanah sedang sampai tinggi

i] udsk rooo: o zrakan tanah, banjir dan bencana alam lainnya

i} sksesbiir nwdsh

Berdasark 1 riteria di atas, maka pengembangan kawasan perindustrian
terutama indus’ - inengah besar dapat dilakukan di lokasi kecamatan yang masuk
dalam jalur tr 1351 nasional maupun Pravinsi Kalimantan Timur, yang sesuai
peruntuknann - 1 i Maloy, Sedangkan industri kecil dan rumah tangga dapat
dikembanc -~ .+ & Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Kaliorang, Muara Wahau

dan Sangk /Il

Kawasar ir i dikembangkan di dekat kawasan pelabuhan yang sudah ada
agar terjadi ke~ bangungan sistem transportasi yang ada yaitu di Kota Sangatta
dan Kota S "0, sehingga lahan yang diperlukan disediakan di sekitar kawasan
perkotaar 1 ag'an pengembangan kawasan perkotaan.

8. Kawas.... isuta

Sektor bt - merupakan sekoor yang potensial memberikan masukan bagi
pendapatan . weh [PAD}  serte mampu memberikan mudtipler effect bagi
berkembarc LLor-sextor yeng  lerkait, seperti pertanian {bunga, huah,

Perubafan G4 .. 1

Pemerntalt Wolen::. § Tiuur Si=A =0
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perikanan, ind.

(penginapan,

berkembangr,

sekitar kawas (1
Wilayah b

potensi besar

Kabupaten Kut

sejarah, prort

8. Kawaceu.
Kawasan
permukimun
Kabupaten Ku-
perkotaan
kawasan
perilaku oo
permukiman ¢
strategis.
Tuntute:
tuntutan |-

perkotaan, .

:

pengembang

baru dan [nin
Kebutt™

permukin:

8] Pemer -
KebutL
sebaq:
cikem!
kawas:
beber-
plasmz «
daninc

Penat

Kawaz

£ ol .
Perubahan T} 1.
@emerintall Kaoig

svandu

" kerajinan, perdagangan (misalnya rumsh makan), dan jasa

wisata, transportasi, dan sebagainyal. Sehingga

s “tor ini, taraf kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di

53ta dapatl meningkat.

~en Kutal Timur merupakan salah satu wilayah yang mempunyai

1 pengembangan sektor pariwisata. Potensi wisata yang dimiliki

“imur berupa daya tarik kesenian rakyat, bangunan peninggalan

--ajinan rakyat ataupun atraksi keseharian masyarakat lokal.

akirean

. kiman di Kabupaten Kutai Timur dapat dibedakan menjadi

aan dan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman  di
nur dapat dibedekan atas perkembangannya mencakup kawasan
*muara sungail, kawasan perdesaan di sekitar sungai dan
oo, Sedangkan perkembangan yang terjadi seiring perubahan

maka

sl yang digunakan, banyak berkembang kawasan

n.r jaringan jalan terutama pada kawasan atau lokasi yang cukup

Thangan kawasan yang semakin berkerbang maka akan banyak
ngembangan  kawasan  permukiman  terutama  di kawasan

perfu dipersiapkan kawssan-kawasan permukiman baru bagi
san permukiman yang bisa berupa kawasan kota baru, desa
.A¢ sesuai dengan kebutuhan di setiap lokasi,

H]

o ory iy 1em ’
narus gilag

kukan dalam pengembangan kawasan

nahan yang cukup besar memerlukan upaya penyediaan lahan,

n permukirman. Untuk  itu kawasan  permukiman  bisa

~ekitar kawasan permukiman yang telah berkembang maupun

] memungkinkan.

Permukiman ini bisa dikembangkan di

paru

sebagal kota baru dan desa baru.
o1 permukian liar

diran liar yang

dimaksud adalah kawasan permukiman yang
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berkember. 7 kiwasan yang bukan atau dilarang untuk permukiman, seperti di
Taman Nroiual Kutal. Penataan yang dimaksud mencakup pemahaman dan
pemberda . 1 masyarakatnya baik dart sisi pengetabuan hukum positif,

pemberda 7 asial dan ekonomi serta penyiapan lokasi baru atau tetap dilokasi

tersebut te ..akukan pembatasan-pembatasan dengan dilokalisir terbatas.
c] Rewitclra~ - -ukiman adat
Revital=-«'  rvukiman adat yang dilskukan merupakan upaya pelestarian
bentuk- © sl perumahan yang ada, tetapi revitalisasi yang dilakukan juga
dilakut-n . - upaya peningkatan kesehatan lingkungan. Revitalisasi
permut . -t dilakukan sebagai upaya untuk melakukan perlindungan
terhad~ ¢ un budayas serta keraifan budaya lokal yang dimiliki cleh suku
setem
d] Penge~ * sermukiman perdesaan
Penge ..+ permukiman perdesaan harus mendspat perbatian sebagai
upaya £ - arus urhanisasi Hal ini bisa dilakukan dengan optimalisasi
poten<i p. ian sebagai pusat produksi pertanian, sehingga kawasan
perdronin -+ semakin berkembang, jika kawasan pertanian juga diperhatikan
sebac dak terpisahkan dengan pengembangan kawasan permukiman
perdc:
2113 v . .van Bencana
Kawvi o - 1 bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi
mengalan sam. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi
manusia nnya dar bencana yany disebabkan oleh alam maupun secara
tidak lar, erbuatan manusia O wilayah Kabupaten Kueai Timur, kawasan
rawan oo i yang toridenufikest yaitu rawan bencana banjir dan gerakan
tanah,
1. Kaw: - [ . Bencana Banjir
Kaw:s " -  bencena banpr adainh tempattempat yang secara rutin setiap
musim b ami genangan l2bib dar’ enam jam pada saat hujan turen dalam
keadaan : 1 narmal Kawasan rawan baniie merupakan kawasan lndung
yang be . - ntare, sampal cengan teratasingg masalah  banjir secara
menyelu~ anen di tempat tersebut.
Ka. p 16 . bencans banjir ticok ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi
kawasan - : ngan. Rencana penanggulangan banjir dan pelestarian alam
Perubahan . S 15 o

Pemerintall s e  Thmur
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2. Raw:
Kawa
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adanya [ -

bencana |

sebagiar

2114
Aspel
daerah, ¢
maupur: |
dengan ..
lalu dan
kegiatar
perturmb
dalam p:-
yang ../
Seh:
luas me-
tahun 27
dari Pul:
daerah -
usaha p
mendat
merupa*
Berr

Kabupat

Perubaliii

Pemerintal |

. sanaan RNED Taliun Lalu
* lenggaraan Pemenneahan

ro asi pada masa depan demi kelangsungan hidup ekologi dapat
by, herikut
Il oerlindungan dan pelestarian alam serta penyuluhan bahaya
r. - ghijauan lingkungan
v engelelaan dan penanggulangan banjir
~an bencana terutama kawasan dengan kemiringan lahan yang
e kecamatan Muesra Bengkal dan Muara Ancalong.
i . Gerakan Tanah [Longsor]
i bencana alam rawan longsor merupakan wilayah yang kondisi
a2t . 2 mudah Iongsor karenz terdapat zona yang bergerak akibat
:n .U pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Kawasan rawan
scr zu wilayeh yang mempunyai kelerengan > 40 persen terletak di
rv o sh Kecamotan Musrs Wahau dan Busang.
K wgrafis
er o wkan memilki posisi yang cukup penting bagi pembangunan
"1ge ta kependudukan sangat diperlukan untuk penentuan kebijakan
. programi. Dalann skala yang tebib luas lag data penduduk
i renderungen sangal uerduna dalam mengevaluasi kegiatan yang
¢ .12 berjalan bahkan dapat memperkirskan bentuk dan volume
ol lilakukan di masa mendatang. Persoalan kependudukan seperti
pe  duk dan tngket ferulitas yvang masih tinggl akan berdampak
irastruksur yvang bosar dan rnemadai serta lapangan pekerjaan
Tiendatary
by =n penghasil batu bars dan dengan wilayah hutan yang sangat
‘ava: rik bagl nendatang dori luar Kutai Timur, Pada sensus penduduk
i n besar pandatar g pong king bermukim di Kutal Timur berasal
0 Sulawesi Halin o orong cleh dua faktor, FPertams, terbukanya
imtux mencari kerja atau mengermnbangkan
~enaelolaan kayu hasil hutan yang keduanya
1 ba limedaerah. Kedus, Kabupaten Kutai Timur
1yang dilaksanakan pemerintah.
an ¢ 3 BPS Kabupaten ¥utoi Timue Tahun 2013, jumlah penduduk
- .ur terus mengatam! peningkatan. Tahun 2009 jumlah penduduk
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Kutai Tim -+ vebesar 245.817 jiwa dan kemudian meningkat menjadi 554.751 jiwa
tahun 20 g sebaran penduduk tidsk merata, jumizh penduduk terbesar berada
di Kecam :: Sangatta Utara sebagai ibu kota kabupaten dengan jumlah sebanyak
175.17¢ ' atan sebesar 31,58 persen dan total penduduk Kutai Timur.
Sement: “ah 1 *nduduk paling sedikic terdapat di Kecamatan Batu Ampar yaitu
sebanya - .1 v« atau sebzsar 71,4290 dori total penduduk Kutai Timur,
Tabel 2.6
Jumizh Penduduk, Pertumbuhan dan Persebaran serta
idatan Penduduk Kabupaten Kutal Timur Tahun 2009-2013
Na an | Satuun . 2008 2010 | 2011 | 2012 2013
(1] M I = 5 | (5 | (7] (8]
1 [Ju judd! | Jwa | 245817  367.247 | 430865 | 527.723 | 554.751
Pe: 3 Jivea 32055 ' 121.430 63818 96.858 27.028
Jur Tl : = =
3 | Per ot %) 15 4340 17.32 2247 512
Pem B R | — )
4 | Kep Jiva s 6,14 736 12.05 14,76 15,52
Per: okt 1 ] )

Sunnl s Kep nducuk- gon Cataman Dl Kapupaten Kutar Timur Tabun 2014,

Sen tu umiah penduduk lakelak lebih banyak dibandingkan dengan
pendud. ~p i dengan rasio 1271 535 pada tahun 2011 menjadi 123,87 pada
tahun 2. ond=linl menunjukkan umlah penduduk lakiHaki di Kabupaten Kutai
Tirmur le! wyak Jaripade penduduk perempuan. Perubahan demografis ini dapat
dimungk’ kare ' migrass masuk we Kabupsten Kutai Timur lebih banyak

didomin;
untuk ..
Rasio |
kelamin
penduc .
tiga ker
Kecam:

Kecam:.

“EFAl

—T

Perubalian

Pemertnta.

b lakilaki, Hal int herimiphcos! pada penyediaan lapangan pekerjaan

< la'iaki lebily banysk dacicuds lapangan pekerjsan untuk perempuan.

laimi Kabupaten Kutzl Tinue berada diatas rata-rats rasio jenis
=1 K- limanran Timure o0 o mahun 2012 sebesar 111, Persebaran
oups en Kutad Timur dowcon kurdr tiga tahun terakhir didominasi pada
cyar ekl jumlah ooduduk paling banyak. Pada tahun 2013
ngotte Utars (31,5077 Kecamatan Bengalon [38,52%). dan
nga:ta Szlatan (7 86%)

© Fenduduk Menurut Jenis Kelamin
| 2011-2013

1 LI —
I = =]
= : L i) {77
; R 3.0 9543 €013 | 8908 8.945
e L2885 ave | 4200 3,686
3 4433 5236 4454 | 5312 ‘ 4.489
i : 558 20387 | 18.7389
il &
i horet @ TR
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i 2013
Lan |_ P
[ = {6} {7
| Tele: 7.228 5752
Kor - 16,980 14.354
i o 11.273 9339
Bani _ 4251 3600
Sang ira 98.424 76.755
| Ben 29651 23.170
| Telu . 16.963 13328
B T 24370 19,794

Per: -

sebesal
merupak -
terbest
relatif s

yang rm

Perubalun

Pemerintal

B.742 5.832

8.522 8.083

8.749 7.126
14588 | 12271
103853 7.956
7522 5818
"303.845 | 245484
554,751
123.94

312

U Kepen sun-dan ¢ i Sipll :—\.I.,-\;:: e Hastal Timur Tehun 2014
wode' b Keecwoocan Seagattn Utara hingga tahun 2013

arsen. i o bemoilon Uengon Kecamatan Sangatta Utara
1 kabu . onodan Coerodonn perusahaan tambang batu bara

m Pri coul [0 Fersebaran cenduduk di kecamatan lain

I
S

prerL @n Keer Latarckecosmaian pemekaran dan aksesibilicas

Pers:: ~an Pencwdyl Menurut Kecamatan
Kabu, =olutal o oo Tenun 2002-2013

Cacourna Ponduduk (%)

R SO0 G103 @001 | 2012 | 2013
1% foi | (6] {7}
lan 35 3:3 | 3.58 3.40

12 | 1582 | 142

Sanm ' . 184 177
¥ 3 613 | B89
T ln 7 5.4 243 234

: 44" 5.32 565
5ka 505 4,37 A2z | 416 3.82

: ; 1 L 1,51 1.42
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No :' ., a_ ) -;rs;ebz.u:ain_P-rznduduk[%]
matan = - i
e 200% 2010 2011 | 2012 | 2013
{7/ I (3] 4] e (6] {7]
2] “ta Utar: 23,28 3187 33,46 31,84 31,58
1C n 10,9 736 | B.EB 9,42 9,52
17 indan 5,00 3,91 5,20 538 5,46
1t -+ Sela 7.71 3 908 | 825 7.98
1 Pulung 297 a7 221 2.28 2.27
14 [ 3.4 553 3.4 3.21 817
1E B 3.0L 1 2!3 | 285 | 286
1 lirang = £ 5.3 | 4788 484
51 . ENE ' 3'0 | 337 | 341
1¢ n 2.5 252 e.. | 224 2.42
lain ¢ 100, . 4.0 10220 | 100,00 | 100,00
Sum DL Jzt:1 o L Cebiloien K0 o Timwure Tahun 2014
Berc umiab e duduk o ocnoan Kelomipes umur pada tahun 2013
sebaga. 2 #.8 3k b ., anlsh pendr luk terbanyak berada pada
kelornp: 328 b3, oo Ujwa, ke dian ditkuti kelompok umure
30-34 1. nyxk Ciodee . a0 aya o nue 2024 tahun sebanyak
58.91¢ '
s 1 Jdu [ | 1 Hutai Timure
or < : - 73-2013
No k Jr 2012 2013
{1} _ ’ ' s {7 8]
1 . 42 : 1.2 47225 28220
2 ~59 : 3 | 5 b 54718 | 52675
3 22 186 4. 4 45604 51.850
4 2 : 48.372 43454
5 58003 |  56.832 |
3] §1.864 66.480
7 : 53704 | 65875
8 44018 53648
s | 24.554 43.079
10 24,089 s 32846
11 | 1 17.868 | 21.830
12 : 10578 | 15.084
13 8721 10342
14 ) - ~ : 4,023 | 5758
15 2(; : 2.334"' 3.388 |
16 ; 1870 3310
3 208  n e i 527.723 | 554.751
Sumb 30 ftes - ; nur Tahun 2014

Perubalan L 201>

Pemerinta J rital
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Dari T | 2.9 di atas dapat dilihen tubwa jumlah penduduk Kutai Timur terus
mengalan  ningkatan. Tinyginya pertumnuhan penduduk di Kabupaten Kutai Timur
sebagian ar dikarenakaen oleh migrusi masuk. Kondisi ini menandakan bahwa
Kutai T~ memiliki daya torik yang sancit kuat bagt pendatang terutama karena
alasan et mi. Indikasi ini dapat dilihg. dari dependency ratio sebagsi daerah
terbuka y - terkenal potensi surmber © o2 alam yang melimpah, menyebabkan
mobilitas  duduk yang tc-~adi cukup U Tgi terutama dari mereka yang datang
untuk bel  /mencari kerin ke daerar 1 dimana sebagian besar berusia antara
16840t~ nada usia prod Laf
2.1.2.AS {KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
As kesejahteraan masyar.«i. terdint dori fokus kesejahterasn dan
pemerate  konomi, fokus osejal teraan micsyarakat, serta fokus sent budaya dan
olahraga.
2.1.2.1 ". .3 Kesejahteraw . dan Peni. 2.coun Ekonomi
Tahe J
Fokus Kesjahteruz . Femerataan Ekonemi
abupaten Kutai 7 ¢ [ hun 20712013
No Indikal . 0011 2012 2013
m 1@l (3] (4] i5)
1 Laj sibuhan ekonor 1143 12,88 11.43°*
2 | POR ,dés_a;ﬁa_iga berlak. |juta rupah] JTABB1LES | 50.184447.90* | 50831993147
3 | POARL - dasarharga konat i (juts rupin 1978822 | 21319.12221% | 23.756.96822""
4 [Pend  nperkapita pert un (R . 21137 17366088
= Jurr iduduk miskin 2763 242951] 21,15821
=] :PQ- - penduduk m 837 6.12” 5’8721
B L 7521" 754857
LB Day: ouan rupiah, bul: §0028 60223
7 S
Sumber: £ wipaten Konar © T
- ka sementere
‘ Ka sengals i
1 P Provingi K. i T !
| 2013
A Pe whan PDRE
PD erupakan 1 e 5 d skreovong denat digunakan sebagai
paramet ‘2stasi ehon wsle wile . Bisamy - 'DRB juga dapat pula
mengge: kan kem: 1 sual. e dalam o angelola sumber daya alam
@erubalan fafien 2013
Pemernintait cont Kutal Toaur
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', Rp 41.206.882,30

nku tanpa migas dan
'n 410143875 juta,
‘0063 juta dan Rp

» 2009 hingga tahun

“un 13, tanpa migas dani
a tanpa migas dan
tahun 2013 . Dari
2n gambaran bahwa
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* galem PDRB Kabupaten Kutai Timur, namun
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sumber daya manusia khususnya di sektor pertanian sebagai basis dari agribisnis.
Karena hal ini seiring dengan wsi pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang
mengedepankan agribisnis sebagai basis penggerak perekonomian di masa
mendatanyg.

Sementara itu pendapatan regional merupakan jumiah pendapatan yang benar-
benar diterima oleh seluruh penduduk yang tinggal di daerah yang dimaksud. Bila
pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, maka
akan dihasilkan suatu pendapatan regional perkapita. Namun demikian pendapatan
regional tersebut tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk di daerah itu,
sebab ade sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah lain. Misalnya
suatu perysahaan yang modainya dimilik oleh pihak luar, tetapi perusahaan tadi
beroperasi di daerah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan perusahaan itu
sebagian skan menjadi dan mengalir ke pthak luar yaitu milik orang yang mempunyai
modal tersebut.

Gambar 2.6
~ PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Beriaku Tanun 2008 - 2013
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Surrber: BPS Provina Kalimantan Timur Tahun 2014

Pendapatan regional perkapita atas daser harga berlaku [ADHB] pada periode
2008-2012 tetap mengalami peningkatan cukup berartl. Tidak terjadi perbedaan
antara pendapatan perkapita total dengan pendapatan regional tanpa migas. Namun
bila dibandingkan dengan pendapatan perkapita tanpa migas dan batubara nampak
jelas kesenjangannya. Kondisi ini dapat dimengerti karena kontribusi minyak dan

batubara memberi sumbangan terhadap pendapatan regional hingga 87 %.

Perubalian RKED Tahun 2015
Temerintall Kebupaten Kutal Timur
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Gambar 2.7
Pendapatan Regional Per Kapita
Atas Dasar Harga Berfaku Tahun 2008-2012
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Surrber: BPS Provinst Kalimantan Timur Tahun 2013

C. Kemiskinan

Ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran, sangat penting
manfastnya untuk mengevaluasi kebijasken strategis pemerintah  terhadap
kemiskinan. Hal ini juga penting untuk membandingkan kemiskinan antarwakiu dan
daerah. serta menentukan target penduduk miskin  dengan tujuan  unuk
memperbaki kondisi mereka. Indikator penentu dalam melihat peningkatan
kesejahteraan masyarakat vyang juga merupakan salah satu  suksesnya
pembangunan rmidlennium [MDGs) adatah pengentasan kemiskinan absolut

Persoslan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumah dan persentase
penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu d'perhatikan adalsh tingkat kedalaman dan
keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecit jumlah penduduk miskin, kebijakan
penanggulangan kemiskinan juga terxail dengan weygaimana mengurang tingkat
kedalarman dan keparahan kemiskinan.

Untug mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi
kebutunan dasar fbasic needs gpprasch) Dengan pendekatan i, Kemiskinan
dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan

dasar ma<anan dan buksn makanan yang divkur dari sisi pengeluaran. Dengan

Perubahan RETD Tafun 2015
Pemerintalt Kebupaten Kurai Timur
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pendekatan ini, dapat dihitung Head Count index [HC), yaitu persentase penduduk
yang berada di bawah garis kemiskinan.

Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan [GK), yang terdiri
dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM)] dan garis kemiskinan
bukan makanan {GKBM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah
untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalash penduduk yang
memilkki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Sumbder data utama yang dipakai untuk mengbhitung kemiskinan adalah data
SUSENAS [Survei Sosial Ekonomi Nasional]. Sebagsi informasi tambahan, juga
digunakan hasil survel SPKKD {Survei Paket Komaoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai
untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok
bukan makanan. Pengurangan penduduk miskin hingga separuh merupakan salah
satu target MOGs pada tahun 2015.

Berdasarkan kondisi kemiskinan tingkst nasional, jumlah penduduk miskin di
Indonesia pada tabun 2011 sebesar 1248 persen berhasil menurunkan angka
kemiskinan jka dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 13,33 persen.
Sementarz itu angka kemigkinan di Provinst Kalimantan Timur secara kuantitatif
justru rnengalami kenaikan dari 8,63 persen atau sebesar 247.800 jiwa pada tahun ‘
2011 menjad: 6,68 persen atau sebesar 253.340 jiwa pada tahun 2012. Situasi ini
menunjukkan terjadi pertambahan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur yang
sangat tinggi dan tambahan masuknya penduduk migran yang ditengarai mempunyai
kemampuan ekonomi yang rendah.

Tabel 2.15
Persentase Penduduk Miskin
_Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013
Tahun Penduduk Miskin Penduduk Miskin

{Jiwa) (%) |
{7 A 3
20038 22.890 9.31
2010 29.200 , 7.95
2011 | 27432 837
_2012 | 24285 612"
2013 | 21158 | 587"*
Sumber: BPS Proving: Kalimsntan Timue Tahun 2014
"] Data BPS Proving Kalimantan Timur Tabun 2013
T LKPJ

Sedangkan angka kemiskinan Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 dan tahun

2012 yakni masing-masing scbesar 8,37 persen dan 6,12 persen teiah berada

Penebahan RRED Taliun 2015
Pemerintah Kabupaten Kutal Timur
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pada posisi dibawah rata-rata angka kemiskinan Pravinsi Kalimantan Timur, yakni
B,68 persen pada tahun 2012, serta masih lebih bak dibandingkan angka
kemiskinan nasional tahun 2011 sebesar 1249 persen. Perkembangan penduduk

miskin Kabupaten Kutai Timur tahun 2009-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.15

D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengertian Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index
adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan
estandar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM  digunakan untuk
mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang
atau negsra terbelakang dan jyga untek mengukur pengarvh dar kehijaksanaan
ekonomi terhadap kualitas hidup {Davies A and G. Qunlivan-2006, A Panel Data
Analysis of The Impact of Trade on Human Bevelopment, Journal of
Sociceconomics).

Salah satu ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia adalah
menggunakan indikator Human Development index (HDI) atau Indeks Pembangunan
Manusia [[PM]. Keberhasilan pembangunan manusia akan tercermin daiam kualitas
sumberdaya manusia. Kondisi kualitas sumberdaya manusia sebagai obyek niaupun
subyek pembangunan tampak dari indeks Pembangunan Manusia (IPM]. IPM dapat
digunakan untuk melihat tujuan atau produk akhir pembangunan, yakmt {1] masa
hidup [fongewty] yang diukur dengan usia harapan hidup, [2] pengetahuan
[knowledga) yang divkur dengan kemampuan baca tulis orang dewass secara
tertimbang dan rata-rate tahun bersekolah, serta [3] standar kehidupan {standard of
Hving) yang diukur dengan pengeluaran ril per kapita, disesuaikan dengan paritas
daya beli (purchasing power parity) untuk mencerminkan braya hidup (Todare, 2004:
68].

Berdasarkan perkembangan tingkat nacional, IPM Indonesia terus mengalam
peningkaten peringkat. Walaupun dalam laporan United Nations Development
Frogramme (UNDP), tabun 201 1 IPM Indonesia berada di peringkat 108, dan pada
tahun 2011 turun ke peringkat 124 dart 187 negara. Capaian IPM pada tngkat
nasional basar kemungkinannya berdampak positif bagi Provinsi Kalimantan Timur.
Kondisi ini terlihat dar perkembangan IPM Provies: Kalirantar Timur Pada tahun
2008, angka IPM mencapai 75,11 dan tahun 2010 mencapai nilai 75,58, dan
semua cadaian diatas nilai target yang ditetapkan tahun 2010 sebesar 75,38.

Kemudian tahun 2011 mencapai 76,22 melampaul rata-rata nasional sebesar

Ferubafan ®RKFD Tahun 2015
Pemerintah Kabupater Kutal Timur
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72,77. Pencapatan tersebut menempatkan Kalimantan Timur posist diperingkat 5
setelah OKI Jakarta, Sulawest Utara, Riau dan DIY.

Gambar 2.8
Capatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM] Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur
dan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010s/d 2012

b )

2012

BNasiona! * @Kakim* DKutim**

Sumber:
*] Badan Pusat Statistik {www.bps.go.id)
**} Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Sementara itu Kabupaten Kutal Timur sebagar bagian dari 497
kota/kabupaten di seluruh Indonesis dan salsh satu dar 14 kabupaten/kota di
Kalimantan Timur, pada tahun 2010-2013 menempati posisi di atas rata-rata |PM
nasional namun masih berada di bawah ratarata IPM Provinsi Kalmantan
TirnurfLthat Gambar 2.8).

Pencaparan IPM Kabupaten Kutai Timur menurut kecamatan pada tahun
2008-2012 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.18
tPM Kabupaten Kutai Timur Menurut Kecamatan
Tahun 2008-2012

PR — S Angka IPM__ |
! | 2008 | 2008 | 2010* | 2011 | 2012
(SR £/ A A/ B TR - N
| Muara Ancaiong 7045 /067 | 5888 | 8088 63.14
Busang BE92 6974 = ©Bg2 5721 80,17
Long Mesangat | 7083 7084 | 8313 | 8414 | 6618 |
' Muars Wahau | 7146 | 7187 | 5453 | 8480 | 6731 |
| Telen 6887 | 6907 | 8008 | BO37 | B1.53
| Kongbeng 7041 | 7081 | 6352 | 8381 | 6585 |

Perubalan RKED Tahun 2015
Femerntah Kabupaten Kutai Timur
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Kbt Angka IPM

2008 2008 | 2010* | 2011 2012

{7] 2] (3] (4] (5] (6]

Muara Bengkal 7021 | 7041 | B200 62,29 8417

Batu Ampar 6906 | 6927 | 6255 | 8294 | 6314

Sangatta Utara 7083 72,03 7485 75,18 77.01

Bengalon 7001 7020 85286 85.33 67.11

| Teuk Pandan | 7033 | 7055 | 5489 | 6535 | 6742

Sangatta Selatan [ 7158 | 71,78 7066 | 7088 | 7353

Rantau Pulung 7035 | 70,58 6281 | B3.15 | B83%
Sangkdirang | J084 | 7104 | 6381 | 6419 @ 6654 |
Kaliorang 77080 | 7100 | 6235 | 8168 | 6431 |
[ Sandaran | 6806 6827 ' B042 - 8072 ' 6183 |
{ Kagbun i 7087 | 7087 | 6523 | 6558 | 67.45 |

Karangan €808 6828 | 6282 | 6316 84,24

Kutai Timur 7084 | 7123 | 7451 | 7496 | 7521

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutat Timur
Badan Pusat Statistik Provinst Kalimantan Timur
Keterangan: *} Hasil perfutungan lokal

Pada tahun 2011 Angka IPM kecamatan di Kabupaten Kutai Timur cukup
bervariasi, antara 57.21 sampai 75,18. Nilai APM tertinggi pada Kecamatan
Sangatta Utara sebesar 75,18 sebagai ibukota kabupaten hal ini wajar karena relatif
memiliki fasilitas dan sarana/prasarana lebin lengkap dibandingkan wilayah
kecarnatan lainnya. Kemudian IPM tertinggi kedua diduduki oleh Kecamatan
Sangstta Selatan dengan angka 70.98. Sementara 5 kecamatan dengan [PM
terendah adalsh Kecamatan Busang, Telen, Sandaran, Muara Ancalong dan
Kaliorang yaitu berturut-turut sebesar 5721, 60,37, 80,72, 60,88 dan 61,68.
Gambar lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.8

Kondisi geografis kecamatan ternyata bak secara langsung maupun tidax
fangsung berpengaruh tehadap pembangunan manusianya. Kecamatan-kecamatan
yang paling sulit dijangkau di Kabupaten Kutai Timur, kesulitan sarana transportast
inilah yang diperkirakan menjadi sebab tertinggalnya dari kecamatan lain. Selain itu,
secara umum kecamatan pemekaran cenderung memiliki angka IPM yang relatif
lebih rendah. Sebagai kecamatan yang terhitung baru, kondisi ini tentu saja dapat
dimaklumi. Karena kecamatan-kecamatan tersebut masih  dalam  proses
pembangunan. Namun ni tentu sala menjadi tantangan dan tanggung [awab yang
sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Kutar Timur untuk dapat mewujudkan

kebijakan pembangunan yang merata di wilayahnya.

Perubahan REPD Takun 2013
FPemenintalt Kpbupaten Kutal Timur
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Gambar 2.8
Indeks Pernbangunan Manusia menurut Kecarmatan
S __diKabupaten Kutai Timur Tehun 2012
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Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 204 3 {diotah)

Gambar 2.10
Perkembangan IPM Kabupaten Kutat Timur
~ Tahun 2008-2013

2008 2010 2011 2012+ 2013+

Sumber: Simreda Kabupaten Kutai Timur 2013
*] BPS Proving Kalimantan Timue Tahun 2013
**1 Angka proyexsi sementara

Perubalian RKED Tahun 2015
Pemerinak Kabuparen Kytai Timur
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Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan, nilai IPM Kabupaten Kutai
Tirmur dari tahun 2009 hingga 2013 mengalami peningkatan secara berturut-turut
adalah 71,23, 74,51, 74,86 7521 dan 7546. Peningkatan yang cukup signifikan
terjadi pada tahun 2010 menjadi sebesar 74,51 dari sebelumnya tahun 2008
sebesar 71,23 atau naik 3.28 poin. Sementara pada tahun 2013 diproyeksi
schesar 75,46 terjadi peningkotan angka IPM dibanding dengan tehun 2012
sehesar 73,21, atau naik 0,25 poin.

2.1.2.2 Fekus Kesejahteraan Masyarakat

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap
indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar,
angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan
hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan

rasio penduduk yang bekerja.

A. Pendidikan

Tabel 2.17
Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarskat Urusan Pendidikan
__Kabupaten Kutai Timur Tahun 20082013

[ No [ Indikator " [ aoes | 2000 | 2011 | 2012 | 2013 |
(| (2) | @ (4) 5 | e 7 |
1 | Argka melek huruf (%) | o544 a7,78 g7se | 9823 98,28 |
2 | Ratarrata lams sekolsh | 7es] sos| 805| 80| 849
3 Angka Partisipasi Kasar [APK] | 8755 i 114487 | 12036 | 12552 118,88
S0/Mi (%) i i \ { ‘
4 | AnjksPartispasiKeser [APK] | 7909 | 9677 | 9936 10058 | 10131 |
| IsweeMIsiw) | L | | S
| 5 | Angka Partisipast Kasar (APK] 7043 | 5883 63,88 7208 | Bes8
| SWA/SMK/MA(E | : ! | _
5] Angka Partisipas Murni (APM) 84583 97,30 8951 948,58 5986
, SO/MI (%] ,
"5 | Angka Partisipasi Murni (APM] 7352 | 7513 62,58 gaps| 6853 |
| o dsweymispe L T L TR T T
| '8 | AnckaPartisipasiMurni (APM] | 807 | 478 5180 | 5208 8078 |
|

L | SMA/SMK/MA (%) __ _
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014,

1] Angka Melek Huruf (AMH}

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia [SDM) ditandai oleh peningkatan
indeks Pembangunan Manusia (IPM]. dimana indikator pendidikan divkur dari
Angka Melek Huruf penduduk dewasa serta rata-rata lama sekolah. Faktor
lasinnya adalah idealnya rasio siswa terhadap guru, rasio siswa terhadap daya

tampung sekolah, dan rasio guru terhadap sekolah, Angka melek huruf telah

Perubalian RKED Tafiun 2015
Pemerinteh Kpbupaten Nutal Timur
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digunakan sebagai indikator tercapainya £ducation for A [EFA) dan MDG's dan
berperanan penting dalam meningkatkan standar hidup masyarakat. Melek huruf
merupakan prasyarat utama yang memungkinkan seseorang mengakses
informasi dan pengetahuan serta memiliki kemarnpuan untuk memperolah
pekerjaan demi kehidupan yang lebih baik.

Indikator angke melek huref dapat digunakan untuk: 1) mengukur
keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daersh
pedessan dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak bersekolah atau tidak
tamat S0O; 2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam
menyerap informast  dari  berbagai media; 3} menunjukkan kemampuan
berkomunikasi baik lisan maupun tulisan yang mencerminkan peckembangan
intelekzual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Perkembangan Angka Melek Huruf penduduk Kabupaten Kutai Timur tercatat
penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin,
huruf lainnya, atau dapat membaca huruf latin dan lainnya berjumlah sekitar
204.848 orang atau 8644 persen dari total penduduk berumur 10 tahun ke
atas yang berjumiah 212.408 orang yang berarti jumlah buta huruf masih
terdapat sekitar 7.562 orang étau 3.56 persen. Sementara itu angka melek
huruf penduduk usia 19 tahun ke atas di Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar
95,88 persen menunjukkan banwa persentase penduduk berumur 15 tahun ke
atas yang dapat. membaca dan menulis adalah 9644 persen. Kecamatan
Sangatta Utara memiliki angka melek huruf tertinggi yaitu 97.89 persen.
Sedangkan Kecamatan Sandaran merupakan kecarnatan dengan angka melek
huruf terendah, yaitu 81,40 persen.

Tabel 218
Persentase Kemarmpuan Baca,/ Tulis Penduduk usta 10 tahun ke atas
Tahun 2008-2013

[ Kemampuan | 2008 2010 2011 2012 2013
| membaca/menulis | | . _ it |
Y ;) SURYS NS - S A < A (G | - L] S, (6] .
Buta huruf 356 224 | 201 177 | 1,72
— sz TR | s sl L. =51 PN~ 5 | 5 %
Mampu 96.44 8776 | 9789 ggea| 9828 |
Jumniah | 10000 10000 | 10000 10000 100,00 |
r: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutar Timure Tahun 2013

Pade Tabel 2.18 menunjukkan bahwa penduduk usia 10 tahun ke atas yang

mengalami buta huruf telah mengaiami penurunan yang cukup signifikan yakni
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pada tahun 2010 sebesar 2,24 persen menjadi 1,77 persen pada tahun 2012.
Hal
dicanangkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011 dan 2012

ini mengindikasikan bahwa program pembangunan pendidikan yang
telah berhasil menurunkan penduduk yang tidak mampu membaca/menulis
hurdf latin {angka buta huruf] di Kabupaten Kutat Timur yakni program walib
helajar pendidikan dasar 9 tahun dan wajib belajar 12 tabun yang merupakan
upaya pemerintah untuk memperiuas jangkavan (akses) pendidikan di Indonesia

vmumnya dan Kabupaten Kutai Timur khususnya.

Tabel 2.13
Jumiah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut
Kemampuan Membaca dan Menulis, tahun 2008-2012

Uraian | Satuan | 2008 2008 2010_[ 2011 | 2012 |
(") B (3) @4 | B\ | ®, | 7 |
Penduduk Yang Orang | 141,068 | 168,008 | 171.348 i 179,721 | 188,080
Dapat Membaca l | :
dan - _D_ - e — || ——— S NS SE—— —1
, . A . ! \ :
Menuis/Melek % 95.21 9844 | 9758 98.25 | 98,87 |
Huruf ’ ~ \ i |
Dapat Membaca | Orang | 48168 | 56444 ~ 41476 @ 62170 187588 |
MHuruf Latin i _ _'_ - | ,
% | 3251 3240 | 2382 9326 | S80S |
Dapat Membaca Crang | 88,146 | 103289 | 116439 | 10535 | 122.126 |
Huruf Latn&Arab \ % J 59,49 5323 | 68631 | 8125 ] B53.86
| Buta | Orang | 7.097 6,202 4248 | 3201 | 2381
| Aksara/ Huruf % 479 356 | 242 | 175 | 143 |
| Jumlah Orang | 148,165 | 174,211 | 175598 | 182.92 | 191.241 |
Persentase | % | 10000 | 10000 | 100,00 | 100,00 | 100.00 |
Sumber: Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013
Jika dilihat  pertumbuhannya, maka darm tahun 2010-2012  terjadi

peningkatan yang cukup signifikan pada penduduk yang memilila kemampuan
baca-tuis huruf latin yakni sebesar 44,74 persen. Peningkatan juga terjadi pada
penduduk yang bisa baca-tulis huruf lainnya yakni sebesar 5516 persen.
Sedang«an rata-rata akumulast penduduk yang mampu membaca dan menulis
hurof fainnya dibanding jumlah seluruh penduduk menurun sebesar 44 80
persen dan yang bdak dapat membaca dan menulis meningkast sebesar 8.5
persen. Sehingga secara akumulatif pertumbuhan dari tahun 2010 hingga 2012
terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada penduduk yang melek hucuf, yakni
sepesar 5,72 persen, sedangkan yang tidak mampu membaca dan menuls {buta

huruf] menurun sebesar 24,65 persen.
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2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Ratarata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dibabiskan oleh
penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan
formal yang pernah dijalani. Indiaktor ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi
yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP
minimal O tahun dan maksimal 15 tahun.

Tabel 2.20
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 20038-2013

| Tahun |  PRata-ratalamaSekolah | Pertumbuhan (%) |
i (Tahun] | i
(7] (2 .' (3]
2009 765 | 083 |
2010 | 8,03 4.96
2011 8,05 025
2012 | 8,10 0862
2013 | 8.49 | 359

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutal Tlm_ur- Tahun 2013

Capaian ratarata lama sekolah penduduk Kabupaten Kutai Timur
menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun 2012
adalah 8,10 tshun, kemudian pada tahun 2013 rata-rata lsma sekolah naik
menjadi 848 tahun. Bila angka ini dikonversikan ke jenjang pendidikan, maka
dapat dikatakan bahwa rata-rata keseluruhan penduduk Kabupaten Kutai Timur
sudah menduduki kelas 2 SMP dan  hal ini berarti sudsh melampaui angka 6
tabun [lulus SD). Pada tahun 2011 Rata-rata lama sekalah tertinggi terdapat di
Kecamatan Sangatia Utara yaitu 8 30 tahun, sedangkan yang terendsh terdapat
di Kecamatan Sandaran dan Karangan, yaitu ©,30 tahun. Indikator ini
memberikan gambaran tentang rata-rata wakiu yang dijalani penduduk dalam
kegiatan pembelajaran formal. Populasi yang digunakan dalam menghitung rata-

rata lama sekolah adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.

3) Angka Partisipasi Kasar

Ang<a Parusipas) Kasar [APK] cigelnisikan sebagsi perbandingan antsra
jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu {SD, SLTP. SLTA dan sebagainya)
dengsn penduduk kelompok usia sekolah yang sesuar dan dinyatakan dalam

persentase. Hasil perhitungan APK ini digunaken untuk mengetahui banyaknya
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anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu.
Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di
suaty jenjang pendidikan pada susatu wilayah.

Tahel 2.21
Angka Partisipasi Kasar [APK] Menurut Tingkat. Pendidikan
Tahun 2008-2013

| 1 Tzhun
No APK 2009 2010 2011 2012 2013
%) {%) [%) %) %)
1 sDh 8755 114,47 120,36 125,52 118,88
\ 2 SLTP 789,09 88,77 99,36 100,58 101,31
' 3 SLTA 7043 58563 { 59.88 7205 8258 l

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 3

APK SD/MI di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 2010-2013
terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 capaian APK SD sebesar
114,47 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2011 yakni menjadi sebesar
120,36 persen jauh di atas target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yakni
sebesar 98 persen. Kemudian pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan
menjadi sebesar 125,52 persen, juga jsuh di atas target yang telah ditetapkan
dalam RPJMD sebesar 98 persen. Capaian pada tahun 2011, APK SD
Kabupaten Kuta! Timur berada jauh di atas, jiks dibandingkan dengan APK SD
Praovinsi Kalimantan Timur yakni sebesar 104,83 persen.

Capaian APK SD di Kabupaten Kutai Timur tahun 2012 teiah mencapai
125,52 persen dan tahun 2013 mencapai 119,88 persen. Hal Ini berartt bahwa
rasio antara jumiah anak yang bersekolah ditingkat sekolah dasar lebih besar
daripada jumlah anak usia, sekolan di tingkat sekolah dasar [7-12 tahun), yaitu
selisih 25,92 persen pada tahun 2012, Hal ini bisa diartikan bahwa ada sekitar
2552 persen anak yang bersekolah di sekolah dasar atau yang setara
merupakan anak dibawah atau diatas usia 7-12 tahun. Pencapaian nilai APK di
Kabupzsten Kutal Timur sampasi dengan tahun 2012 telah melebihi target
yaitu sebesar mintmal 98 persen, bahkan telah juga melampaui target APK
Nasiong! sebesar S5 persen. Namun demikian perlu diperhatikan tingkat
distribusinya, karena pada tahun 2011 terdapat empat kecamatan yang masih di
bawsh 100

persen diant Kecamatan Bengelon, Sangatta Selstan,

j9)]

Sangkulirang dan Kaubun. Oleh karena itu empat kecamatan tersebut harus
mendapatkan prioritas  vtama oleh Pemerintah  Kabupaten Kutai Timur

khususnya SKPO yang bersangkutan,
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kasar penduduk lebih rendah. Hal ini berksitan dengan kegiatan ekonomi
penduduk pada usia tersebut yang sebagian besar membantu orang tua untuk
bekerja stau bahkan pada usia tersebut sudah berstatus kawin sehingga
mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga. Pada tingkat SLTP APK tercatat
pada tahun 2011 sebesar 89,36 persen sudah lebih tinggi dari target RPJMD
[minimal 57 persen), Demikian juga pada tahun 2012 teiah mengaiami
peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar 104,67 persen lebih tingg
target yang telah ditetapkan RPJMD sebesar 97 persen. Hal Ini berarti bahwa
rasio antara jumlah anak yang bersekolah ditingkat SLTP lebih besar daripada
jurniah anak usia, sekolan di tingkat SLTP (13-15 tahun), yaitu selisih 4,67 persen
pada tahun 2012, Hat ini bise diartikan bahwa ada sekitar 4,67 persen anak
yang bersekolah di sekolah ianjutan tingkat pertarma [SLTP) atau yang setara
merupakan anak dibawah atau distas usia 13-15 tahun.

Sedangkan APK SLTA sebesar 63,88 persen {tahun 2011) sudah lebih besar
dari target RPJMOD (62,83 persen). Demikian juga pada tahun 2012 capaian
APK SLTA Kabupaten Kutai Timur sebesar 72,05 persen lebih tinggi dan target

‘yang telah ditetapkan RPIMO yakni sebesar 668,63 persen

4) Angka Partisipasi Murni (APM]

Angka Partisipasi Murni [APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara
jumlah siswa kelompok usia sekolah pads jenjang pendidikan tertentu dengan
penduduk usia sekolah yang sesusi dan dinyatakan dalam persentase. Indikator
Angka Partisipasi Murni {APM] ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak
usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidiken yang sesuai,
Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu
daerah pada tingkat pendidikan tertentu,

Tabel 2.22
Angka Partisipasi Murni {APM) Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2013
No | APM | 2008 | 2010 | 2011 2012 2013 |

| (%) %) | (%) (%) | (k)
1 S0 Q4 63 8730 894,51 59,58 ag 5e
|
2 |sLtP | 7abe| 7513 6258 8428 6701

3 | SLTA |' 5’&3?'; _4_7.18|' 5150 5208 | 6078

‘Sumber : Dinas Pendidikan Kabup:aten Kutai Timur Tahun 2014
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APM SO di Kabupaten Kutai Timur trendnya meningkat dari tahun EDO
hingga 2011 dan bahkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup
tingai {2,21 poin) sehingga sudah mencapai 88,51 persen kemudian pada tahun
2012 juga mengalami kenaikan menjadi 99,598 persen. Ini berarti bahwa pada
tahun 2011, ada 98-100 dari 100 anak usia 7-12 tahun yang mengenyam
pendidikan setingkat SD/Mi. Angka ini sudah jauh melebihi APM Nasional
yang nanya mencapai 84,37 persen, yang berarti dari 100 anak Indonesia usia
7-12 tahun, hanya 94 ansk saja yang mengenyam pendidikan di tingkat
SD/MI. Semakin tinggi APM SD berarti semakin banyak anak usia sekolah yang
bersekolah di Kabupaten Kutai Timur pada tingkat pendidikan SD/ ML,

Pada tahun 2011 APM SLTP sebesar 62,58 persen masih jauh dibawah
target RPJMD tahun 2011 [755 persen). Demikian juga jika dibandingkan
dengan capaian APM SLTP di Kalimantan Timur, APM SLTP Kutai Timur masih
jauh di bawah, dimana pada tahun 2011 APM SLTP Provinsi Kalimantan Timur
sebesar 72,40 persen. Namun Idemikian tahun 2012 APM SLTP meningkat
tajam sebesar 84.29 persen di atas target RPJMD sebesar 76 persen.

Sedangkan APM SLTA pada tahun 2011 sudsh tercapai 51,5 persen sudah
diatas target RPJMD tahun 2011 [50.0 persen), namun jika dibandingkan
dengan APM SLTA Kaiimantan Timur sebesar 54,58 persen, maka persentase
APM SLTA Kabupaten Kutai Timur masih berada dibawahnya. Sedangkan pada
tahun 2012 meskipun mengalami kenaikan, akan tetapi APM SLTA Kabupaten
Kutai Timur menjadi sebesar 52,08 persen, masih berada dibawah target

RPJMD yang telah ditetapkan yakni sebesar 53 persen.

5] Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang Ditamatkan merupaskan persentase jumilah penduduk,
baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi
yang telah ditamatkan.

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan
formal. Para analis mengandalkan pendidikan formal yang dicapai oleh
masyarakat sebagai gambaran ketrampilan yang mereka peroleh dan
keterbukaan mereka terhadsp ide-ide baru. Tingginya tingkat pendidikan yang
dapat dicapat oieh rata-rata penduduk suatu negara mencerminkan taraf

intelektualitas suatu bangsa.
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Tabel 2.23
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2008-2012

Pendidikan Tertinggi | 2008 | 2009 2010 2011 2012 |
Yang Ditamatkan |
(1] 7N 4} (5] (6] |
Tidak/Belum Sekolah/ | 24,04 27,22 2510 | 2077 18,21
Tidak tarmat SD
Sekolan Dasar 30,69 31,69 25,74 3058 3133 |
SLTPUmum Dan 18,59 19,63 18,08 17,91 1764
Kejuruan |
SLTA 21.70 18,85 2555 2898 | 2723
Perguryan Tinggi 498 262 5,53 374 438
Jumlah (%} 10000 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 )

Sumbe~: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013
BPS Provinst Kalimantan Timur Tahun 2013

Pada kurun waktu lima tahun 2008-2012 tingkat pendidikan yang ditamatkan
oleh penduduk 10 tahun keatas mengalami perkembangan yang cukup baik,
terutama perkembangan pada tingkat pendidikan S3, SLTP dan SLTA, sedangkan
tingkat pendidikan perguruan tinggi masih belum menunjukkan perkembangan
yang bararti. Sehingga memeriukan perhatian khusus terhadap potensi-patensi
yang dimilki  dengan melaksanakan program-program @ yang —masampu
meninckatkan angka pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Kutai Timur.

Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak/belurn sekolah/tidak
tamat SO pada tazhun 2010 sebesar 25,10 persen kemudian pada tahun 2012
turun menjadi sebesar 18,21 persen. Persentase Tamat Sekolah Dasar (SD)
pada tahun 2010 sebesar 25,74 persen naik menjadi sebesar 31,53 persen
pada tahun 2012. Kemudian tingkat pendidikan SLTP pada tahun 2010
perseniase yang ditamatkan sebesar 1808 persen menjadi sebesar 17,64
persen pada tahun 2012. Selanjutnya tingkat pendidikan SLTA juga mengalami
peningkatan persentase angka yang ditamatkan pada tahun 2010 hingga tahun
2012 yakni dari sebesar 23,55 persen menjadi 27.23 persen. Narmun dermikian
perkembangan peningkatan angka yang ditamatkan dari pendidikan SD, SLTP dan
SLTA udak dikuti peningkatan pada tingkat pendidikan perguruan tinggi, yang
justru mengalami naik turun Pads tahun 2010 persentase pendidikan tertinggi
yang ditamatkan sebesar 553 persen, kemudian turun pacds tahun 2011
sebesar 3,74 persen. kemudian mengslami peningkatan kembali pada tahun

2012 ysknt dengan estimasi persentase yang ditamatkan sebesar 4,38 persen.
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B.

Kesehatan

Tabel 2.24
Capaian Fokus Kesejghterasn Masyarakat Urusan Kesehatan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2013

| No Indikator | 2011 | 2p12 2013

| (1) (2) (5) (8) (7)

l 1 Angka Kelangsungan 2813 8183 85.44

' Hidup Bayi [AKI 8] [%() '

| 2 | Angka Harapan Hidup 68.72 68,79 68.86"
(UHH)

Sumber: Cinas Kesehatan Kabupaten Kutai Tirmur Tahun 20134,
*1LKRPJ

1) Angka Kelangsungan Hidup Bayi [AKHB)

Argka kelangsungan hidup bayi (AKHB] adalsh protabilitas bayi hidup sampai
dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = [1-angka kematian bayi).
AKB dihitung dengan jumlah kematian bayl usis dibawah 1 tahun dalam kurun
waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bay lahir
sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan
kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua
macam yaitu endogen dan eksogen.

Tabel 2.24 menunjukkan Angka Kematian Bayi [AKB) di Kabupaten Kutai
Timur mengalami penurunan yang cukup cepat dan sudah tergolong rendah dan
sudah jauh dibawah AKB Nasional {34 per 1.000 kelahiran} maupun target
MOGs yaitu 23 per 1.000 kelahiran, Selain itu juga menunjukkan trend yang
menurun dari tahun ke tahun, diantaranya terlihat pada penurunan dari 18,74
per 1.000 kelahiran di tahun 2007 menjadi 10.32 per 1.000 kelahiran di tahun
2012, Hal nt mengindikasikan bahwa ibu-bu usia produktif usia subur mengalami
peningkatan dalam hal kesehatannya, memahami arti penting menjaga janin
selama kehamilan dengan memskan makanan bergizi dan memeriksakan
kesehatannya di tempat sarana kesehatan yang semakin lengkap. Hasil analisis
SOKI 2007 menunjukkan pendidikan ibu mempunyai hubungan yang terbalik
dengan tingkat kematian bayi, dimana anak dari ibu dengan pendidikan rendah
umumrya mempunyai tingkat kematian yang febih tinggi daripada anak yang
dilahirkan dari ibu yang berpendidikan tingg.

Cukup rendahnya Angka Kematian Bayt di Kabupaten Kutai Timur dan adanya
trend menurun darl tahun ke tahun, disnyalic turut membertkan kangribusi

penting dalam peningkatan Angka Harapan Hidup {AHH) Kabupaten Kutai Timur.

Perubufan RKED Tahun 2015
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Hal tersebut terlihat pada trend angka harapan hidup yang mengalami
peningkatan dari 88,08 tahun di tahun 2007 menjadi 68,73 tahun di tahun
2012. Hal ini menggambarkan semakin sehatnya masyarakat, disinyalir karena
peningkatan pelayanan kesehatan dan adanya peningkatan pendapatan hingga
dapat memenuhi kebutuhan gizi yang cukup dan memelihara tingkat kesehatan.
Hasil analisis SOKI 2007 menunjukkan status kekayaan rumahtangga, dimana
ansk yang tinggal datam rumahtangga yang lebih kaya mempunyai mortalitas
yang lehii rendah daripada yang tinggal dalam rumahtangga miskin.

Tabel 2.25
Angka Kelahiran dan Kematian, dan Usia Harapan Hidup
Tahun 2009-2013

Variabel Satuan 2009 l 2010 J 2011 2012 | 2013
{1} = 3 “4; (6] 7] {8}
Angka Kelahiran Per Wanita 215 2.2 2.85 144 1,80
Total /TFR

Angka Kematian Per 1000 19.69 11.83 11,38 18,07 1427
bayi/IIVR kelahiran hidup |

Angka Harapan Tahun £8.43 £8.61 68,72 68,78 68,86

| Hidup | ! l
Surmnber;

- SIMREDA Kahupaten Kutai Timue Tahun 2013
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

2] Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup [AHH]) merupakan salah satu indikator derajat
kesehatan suatu negara dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan
program kesehatan maupun penilaian kinerja pemerintah dalam meningkatkan
kesejattersan masyarakat pada umumnya dan derajat kesehatan psda
khususiya. Oleh karena ity upaya peningkatan derajat kesehatan. diantaranya
difokuskan untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup yaitu rata-rata-tahun hidup
yang akan dijzlani oleh seorang bayt saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia
meninggal. Berdasarkan laporan BPS [2011], meskipun teriad kenaikan Angka
Harapan Hidup, namun AHH Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011 adalah

68,82 :zhun, dimana kondisi ini masih lebih belum mencapai (lebih rendah 0,58

rendah jika dibandingkan dengan target AHH Provinsi Kaltm [2011) vyaitu
71.20 tahun maupun target AHH Indonesta (tahun 201 1] yaitu 70,76 tahun.
Pada tahun 2007 angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Kutai Timur

Ferubalan RIED Tahun 2013
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sebesar 68,08 tahun, kemudian meningkat 68,25 tahun pada tahun 2008, dan
selanjutnya pada tahun 2012 meningkat menjadi 68,79 tahun, yang artinya
bahwz setiap bayi yang lahir memiliki harapan untuk dapat hidup selama 68
tahun. Kecamatan Muara Wahau adalah kecamatan dengan angka harapan
hidup tertinggi di Kabupaten Kutai Timur yaitu 69,46 tahun, Sedangkan AHH
terendah dimiliki oleh Kecamatan Busang sebesar 67,21,

Angka Harapan Hidup [AHH) Kabupaten Kutai Timur yang masih belum o7
track yaitu berada dibawah angka rata-rata nasionsl, maupun target BPJMD
Kutai Timur, sehingga diperlukan perubshan strategi untuk percepatan program
pembengunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan

lingkungan, kecukupan gizi dan kalori serta program pemberantasan kemiskinan

C. Pertanahan

Pemarfaatan lzhan digunakan sebagsi pertimbangan dalam menentukan pola
penggunaan lahan yang cocok di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil
optimasi antara hasil analisis kesesuaian lahan dengan aspek-aspek lain seperti
tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Timur, peraturan perundang-undangan
tarkait, serta kondisi dan kecenderungan yang ada, maka pola pemanfaatan ruang
yang direncanakan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu
kawasan lindung dan kawasan budidaya. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan
pemanfaatan ruang tersebut, perlu ditakukan penatagunaan tanah dalam rangka
menjamin penguasaan tanah, penggunaan tanah, dan pemanfaatan tanah sesuai

arahan fungsi kawasan.

D. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan penduduk di daerah memiliki konsekuensi bagi pembangunan yaitu
bertambahnya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Namun sebaliknya,
pertumbuhan penduduk tidak terkendali akan membawa dampak yang kurang baik
apabita tidak dikuti dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Penyediaan lapangan
kerja yang lebih banyak akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu
daerah. yang secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tersediaanya sumber daya alam yang melimpah berpotensi untuk investasi
besar. Masuknya investas: aken membenkan pembukaan lapangan kerja yang lebih
banyak. Penyerapan tenaga kerja sebagay dampak masuknya investasi akan
memberikan pendapatan kepada masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat

akan meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan dalam jangka panjangnya

Perubahan REED Tahun 2015
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diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarshkan pada perluasan
kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumnlah dan kualitas
yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang
memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Karena itu peningkatan dalam jumlah
angkatan kerja bila tidak diimbangi dengan perambahan kesempatan kerja akan
menimbulkan permasalahan dalam pembangunan.

Berdasarkan Tabe! 2.28 menunjukkan bahwa Jumlah penduduk usia kerja dari
tahun ke ahun selalu meningkat, pada tahun 2002 tercatat sejumlah 174.211 jiwa
meningkat 134,89 persen menjadi 408.204 jiwa pada tahun 2013. Jika dilinat dan
jenis kelamin, tercatat peningkatan jumiah penduduk usia kerja laki-laki cenderung
lebih besar jika dibandingkan penduduk usia kerja perempuan. Penduduk usia kerja
lakidaki meningkat sebesar 148,86 persen sedangkan yang perempuan 12080
persen dari tahun 2009 ke tahun 2013. Data penduduk usia kerja tahun 2009-
2013 dapat dilihat Tabel 2.28:

Perubafian RKD Takun 2015
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Pertumbuhan penduduk yang bekerja sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan
penduduk usia kerja. Tingkat pertumbuhan penduduk usia kerja yang hampir sama
dengan tingkat pertumbuhan penduduk yangbekerja memberikan gambaran bahwa
jumlah penduduk yang terserap ke dalam {apangan pekerjaan yang ada relatif lebih
sedikit daripada penambahan jumlah penduduk yang siap kerja. Kesempatan kerja
dapat menggambarkan ketersediaan pekerjaan bagt para pencari kerja.

Berdasarkan perkembangan jumlah tenaga kerja yang terserap, maka jumlsh
penduduk tenaga kerja di sektor pertanian menempati posisi yang paling tinggi
dibandingkan dengan sektor usaha lain. Hal ini tentu memberikan pengaruh positif
terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Kutai Timur yang berbasis
agribisnis. Untuk mengetahui jumiah penduduk di Kebupaten Kutai Timur yang
bekerja menurut tapangan usaha tahun 2011-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27
Jumlah Tenags Kerja di Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2011-2013

Sektor/ | 2011 } 2012 ;- 2013 |
Lapangan Pekerjaan 2 | - | = '
Utama Jumniah % Jumlah % Jumlah ‘ Y
{1} (6] {7] (8| (3 {(10) | (11}
i Pertanian 30.307 5156 | 38348 | 51.77 45668 | 5503
| Pertambangan 15.358 26.12 17.783 23,41 18.078 21,78
Listrik, Gas dan Air 215 037 425 0.58 425 054
Bersih sl
Bangunan 1.135 | 1,83 1787 | 235 1.789 2,186
Perdagangan, Hotel dan 3.080 5,21 3885 485 3822 4,81
Restoran
Pengangkutan dan T 2.00 2.584 440 | 2803 3.50
Komunikasi |
| Keuangan, Persewaan 290 D049 369 | 049 389 3.50
| dan Jasa Perusahaan |- |
Jasa-jasa 7244 12.32 89.987 13.14 9.733 11,73
Total | 58780 | 10000 | 76006 | 10000 | 82885 | 10000 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras! Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Penduduk usia kerja di Kabupaten Kutai Timur bekerja pada berbagai lapangan
usaha. Lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerjg di tahun 2013 adalah
sektor pertanian dengan persentase sebesar 55,03 persen atau sejumish 45668
jwa dan dikuti oleh sektor pertambangan sebesar 21,78 persen atau sebesar
18.079 jwe, kemudian disusul sgkiur jasajasa dengan persentase 11,73 persen.
Sedangkan pada sekvor-sektor lain yakni sektor perdagangan, hetel dan restoran,
pengangkutan dan komunikasi, listrik, gas dan air bersih serta keuangan, persewaan

dan jasa perusahaan masih dibawah 5 persen.

Perubahan REPD Tahun 2013
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2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudaysan di Kabupaten Kutai Timur ditujukan untuk
melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daersh serta mempertahankan jati
diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi
dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunann seni dan budaya di Kabupaten
Kutai Timur sudsh mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya
pemahaman terhadap nilai budaya. Namun demikian upaya peningkatan jati diri
masyarakat Kabupaten Kutai Timur seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan,
budaya dan perilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan
terhadap nilsi budaya dan bashasa masih perlu terus ditingkatkan. Kebersamaan dan
kemandirian dirasakan makin  mermudar. Hal ini  menunjukkan perlunya
mengembalikan dan menggali kearifan loksl dalam  kehidupan masyarakat.
Kepemudasan dan olahraga pembinaan generasi muda dilaksanakan melalui
penyelencgaraan upacara bendera, penyelenggaraan pemuda produkuif, kegiatan
pemuda pelopor.

Pembinaan olahraga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan olahraga pelajar
dan pembingan olahraga masyarakat yang meliputi pengadsan sarana  dan
prasarana olahraga, penyelenggaraan Pekan Olaghraga Pelsjar Daerah [POPDA].
Kegiatan lbomba gerak jalan, bimbingan teknis personal, lomba senam dan kegiatan
senam ma3sal, tes kesegaran jasmani bagi SMP dan SMA, penyelenggaraan gerak

jalan santai.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator
kinena penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan
pendidikar, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan
pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dn
catatan sipil, pemberdayan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana
dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah,
penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan
pohtik dalerm neger:, otonomi daerah, pemernintahan umum, sdministras) keuangan
daerah, perangkat daerah, kepegswalan, dan persandian, ketahanan pangan,
pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan

informatika dan perpustakaan,

Pernbalan RKED Tahun 2015
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A. Pendidikan

Sumber Daya Manusia [SDM} merupakan aspek yang sangat berperan dalam
pembangunan suatu wilayah. Namun SDM yang dimaksud adalah sumber daya yang
berkuaiitas atau SDM yang memiliki pendidikan, s&# maupun kemauan untuk maju
demi kesejahteraan hidupnya, masyarakat dan negara. Berkenaan dengan hal
tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengedepankan peningkatan kualitas
SDM rnelalui program-program pembangunan yang berorientasi pada pendidikan
baik formal maupun non formal yang tepat sasaran.

Adapun gambaran umum urusan pendidikan secara terperinci dilthat dari

capaian indikator kinerja, antara lain sebagai berikut:

A. Angka Partisipasi Sekolah [APS])

Angka Partisipasi Sekolah {APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara
jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai
jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan
dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui
banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan.
Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolzh di
suatu daerah,

Tabel 2.28
Angka Partisipasi Sekolah [APS) Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2008-2013
| 2008 | 2010 | 2011 2012 | 2013
No APS
sC | 98687 98,13 89.14 59.25 88,66

9482 | 97.01

\

|
(%) %) | & | A | (%)

! r

2 [ TSP [ 9616 | 94597 | 9513 |
| 6256 | 6345 | 6376 | 6078 |

| 3 | sTA | 6227

Sumber : Dinas Pendidikan Kébupaten Kuta TTmE. Tahun 2013

APS SD dari tahun 2010 hingga tahun 2013 yang terus mengalami
peningkatan. Pemingkatan pada tahun 2011 sebesar 0,01 poin, yakni sebesar
88.13 persen pada tahun 2010 menjadi 899,14 persen. Sedangkan pada tahun
2012 meningkat 0,11 poin dari 89,14 persen tshun 2011 menjadi 89,25
persen pada tahun 2012. Namun demikian jka dibandingkan dengan target
RPJMD sudah melampaui target yaitu minimal 88,0 persen.

Paca tahun 2010 sebesar 94,97 persen, natk pada tahun 2011 menjadi

sebesar 8513 persen, kemudian pada tahun 2012 turun menjadi sebesar

“]

894,82 persen. Trend APS SLTP Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2008 hingga

Perubatan RXPD Talun 2015
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tahun 2013 masih terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan, meskipun pada
tahun 2011 hingga 2013 sudah on tract dengan RPJMD.

Trend capaian APS SLTA Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2008 hingga
tahun 2012 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tabun, namun pada
tahun 2012 masih sedikit dibawah target atau belum on tract dengan BPJMD
Kabupaten Kutai Tinur.

Angka Partisipasi Sekolah (APS] indikatornya ditunjukkan oleh seberapa besar
anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan
dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah, APS
dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih

menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

B. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah {SD/SLTP/SLTA)

Rasio Ketersedizan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalsh
indikator untuk mengukur kemampuan jumiah sekolah dalam menampung
penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan
tingkat pendidikan per 10,000 penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.28 -
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekalah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2013

[ Rasio Ketersediaan | Tahun —-|
Sekolah Terhadap - : — , - !
Penduduk Usia 2008 | 2010 2011 2012 | 2013 |
Sekolah .__|I

| (1) [2) @ | @ [5) B |
| sSD ; _ 5929 | 58.71 59.75 5955 |
e |
i SLTP - | 85| B1A5[ 5879 e

[ SLTA [ - 3320 | 3407 | 3174 3360

Pada Tabel 229 di atas menunjukkan bahwa rasio ketersediaan sekolah
terhadap penduduk usia sekalah SD selama kurun waktu 2010-2013 cenderung
tetap, dengan capaian yang jauh melebihi target RPUMD.

Oemikian juga capaian rasio ketersediaan sekalah terhadap usia penduduk
sekolah SLTP telah jauh melampaui target meskipun selama 3 tahun terakhir
{rahun 20114-2013) mengzlami penurunan, sehagaimana ditunjukkan pada Tabel
2.28.

Berbeda dengan rasio SD dan SLTP yang melampaui target RPJMO, maka

sebaliknya dengan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Perubaftan REED Tafiun 2015
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SLTA masih berada dibawah target meskipun capaiannya cenderung mengalami
kenaikan. Secara umum capaian rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk

baik tingkat SO dan SMP telah melampaui target.

C. Rasio Guru Terhadap Murid [SD/SLTP/SLTA)

Rasio guru terbadap murid adaleh jumlah guru berdasarkan tingkat
pendidikan per 10.000 jumlsh munid berdssarkan tingkat pendidikan. Rasio ini
mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajer juga mengukur jumlah ideal murid
untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabet 2.30
Rasio Guru Terhadap Murid
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2013

Rasio Guru Tahun
Tevhadkap 2009 2010 2011 | 2otz | 2013
) ) @) @ (5) (6
SD = 1444 1466 | 1517 14.98
SLTP , T 123s| 1245| 1282 13.08
B i : T1.82 162 | 126e 1164 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

D. Pendidikan Anak Usia Dini

Fendidikan Anak Usia Dini [PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum
jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang
ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia {6) enam tahun yang dilakukan
melaly pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
jenjanc pendidikan lebih lanut. yang diselenggarakan pada jalur formal,
nonformal, dan informai.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan
pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan
dan perkembangan fisik [koordinas) motorik halus dan kasar), kecerdasan [daya
pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional {sikap
dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan
tahap-tahap perkembangan yang dilelul oleh anak usia din.

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu:

a] Tujusn utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu

anak vyang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat

Ferubafian RKED Tafun 2013
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perkembangannya sehingga memliliki kesiapan yang optimal di dalam
memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa
dewasa.

b) Tujuan penyerta: untuk membantu menytapkan anak mencapai kesiapan
belajar {akademik]} di sekolah.

Rentangan anak usia dini mennrut Pasal 28 | ) Sisdiknas Nomnr 20/2003
ayat 1 adalah 06 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan
penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilsksanakan sejak usia 0-8
tahun.

Ruang Lingkup Pendidikan Anak Usia Dini:

a) Iniant{0-1 tahun)

b) Toddler(2-3 tahun)

c) FPreschool/ Kindergarten chidren(3-6 tahun)

d) Early Primary Schoof(SD Kelas Awal} (6-8 tahun]

Berdasarkan perkembangan capaian indikator PAUD selama kurun waktu
2010-2012 mengalami penurunan, dan bahkan masih jauh dari target, baik pada
tahun 2011 maupun tahun 2012, hal tersebut disinyalir karena pembinaan dan
sosialisasi PAUD belum dilakukan secara merata di seluruh lapisan masyarakat,
selsin itu kepedulian pemangku kepentingan dan komponen masyarakat masih
terbatas dalam mengembangkan layanan PAUD.

Pendidikan ansk usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK/RA
dan sederajat, jalur non formal berbentuk KB, TPA dan SPS serta jalur informal.
Kelembagaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
akan layanan PAUD. Dalam rangka memotivasi seluruh lembaga PAUD sebagai
hbentuk pemerataan den perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi
dan daya saing serta pengustan tata kelols, akuntabilitas dan pencitraan publik
yang merupakan tiga pllar pembangunan pendidikan di Indonesia maka periu

dilaksanakan apresiasi lembaga PAUD berprestast.

E. Angka Putus Sekofah (SD/SLTP/5LTA)

Angka Putus Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumiah
murid putus sekolah pada jJenjang p=ndidikan tertentu {SD, SLTR, SLTA dan
sebagainya] dengan jumlah murid pads jenjgng pendidikan tertentu dan
dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan Angka Putus Sekolah ini

digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang

Perubaban REFD Takun 2015
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pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi Angka Putus Sekolah
berartt semakin banyak siswa yang putus sekeolah di suatu jenjang pendidikan
pada suatu wilayah,

Perbandingan angka putus sekolah tingkat SD antar ksbupaten/kota di
Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008 terdapat enam (8] kabupaten,/ kota
di Kalimantan Tirmur berada di atas rata-rata provingi. Kabupaten Nunukan paling
tinggi angka putus sekolahnya yaitu sebesar 5,2 persen. Sedangkan di Kabupaten
Kutai Timur sendiri, angka putus sekolah pada tahun 2009 sebesar 1.4 persen
yakni masih di bawah rata-rata provinsi. Bal ini menunjukkan bahwa program-
progrem yang dicanangkan Pernerintah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka
inenekan atngka putus sekotal tnasih perlu diongkatkann,

Namun demikan, berdasarkan perkembangan trend angka putus sekolah
selama kurun waktu 2010-2013 terus mengalami penurunan meskipun masih
fluktuatif tetapi tidak signifikan. Secara umum capaian angka putus sekolah baik
tingkat SD, SLTP maupun SLTA masih belum memenuhi target yang ditetapkan
dalam BPJMO.

Tabel 2.31

Angka Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2013

r | . Tahun . j
APS | 2009 2010 | 2011 2012 | 2013
{%) % | (%) (%) (%)
f SO & 0.15 ' 025 0,28 0,10
SUTP | . 027 0.43 j 067 | 019
SLTA | - 027 | 0B4 | 087 | 020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

Angka Putus Sekolah SD terbifang masih rendah yakn pada tahun 2011
sebesar 0,25 persen kemudian jumlahnya naik pada tahun 2012 menjadi
sebesar 0,28 persen, Sedangkan pada tahun 2013 turun kembali sebesar 0,1
persen. Capaian angka putus sekolah sudah mengalami penurunan namun
demikian penurunan jumlah angka putus sekolah SD capatannya masih belum
memenuht target target RPIMD. Meskipun capaian pada tahun 2013 selisih
sedikit ika dibandingkan dengan targetnya.

Upaya untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka
kelulusan pada jenjang pendidikan dasar melalui peningkatan kesiapan anak
bersekolah [schoo! resdiness). Berbagai penelitian mengemukakan bahwa

kabupaten/kota dengan tingkat partisipasi taman kanak-kanak yang tinggi
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cenderung memiliki angka putus sekolah yang rendsh di tingkat sekolah dasar.
Ketkutsertaan anak-anak pada program pengembangan dan pendidikan anak usia
dini [early childhood educstion and development-FCEL) telah meningkatkan
kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan di sekolah dasar karena potensi anak
yang meliputi kernampuan kognitif, emosicna!l dan sosial terbina dengan baik.

Selanjutnya perkembangan capaian angka putus sekolsh tingkat SLTP
menunjukkan capaian yang fluktuatf, Pada tahun 2011 dan tahun 2012 justru
mengalami peningkatan persentase, sedangkan pada tahun 2013 mengalami
penurunan bahkan telah melampavi target RPJMD,

Capaian Angka Putus Sekolah SLTP, meskipun terbilang masih rendah yakni
pada tahun 2011 sebesar 0,43 persen dan tahun 2012 sebesar 0,67 persen,
namun demilkian capaiannya jika dibandingkan dengan target BPJMO juga masih
belum tercapai, dimana target RPIMD tahun 2011 sebesar 0,25 persen dan
tahun 20142 sebesar 0,23 persen, Namun pada tahun 2013 jumlah angka putus
sekalah SLTP telah menunjukkan penurunan menjadi sebesar 0,19 persen atau

melampaui target RPJMD sebesar 0,21 persen.

Sedangkan, Angka Putus Sekolah SLTA juga terbilang masih rendah yakni
pada tahun 2071 sebesar 0,64 persen dan tahun 2012 sebesar 0,67 persen,
narmun demikian capaiannya dibandingkan dengan target RPJMD juga masih
belum tercapai. Sedangkan tahun 2013 menurun kemball jumiah angka putus
sekolah SLTA sebesar 0.2 persen sedikit metampaui target RPJMD sebesar
021.

Beberapa penyebab adanya angka putus sekelah disinyalir disebabkan oleh
beberspa faktor diantaranya adalah kondisi geografis tempat tinggal yang
biasanya jauh dari lokasi sekolah sehingga menyebabkan siswa tersebut merasa
berat untuk melanjutkan sekolah. Selain itu. faktor ekonomi dan rendahnya

partisipasi orang tua menjadi salah satu penyebabnya.

Oleh karena itu, dalam rangka menyeiesaikan berbagai hambatan-hambatan
tersebut serta mewujudkan capatan target angka putus sekotah, maka program
wajib belajar 12 tahun yang telah dicanangkan beberapa tahun yang lalu dan
yang telah menjadi program andalan Kabupaten Kutal Timur masih terus
dilaksanakan diantaranya dengan melakukan kampanye dan sosialisasi ke seluruh
masyarakat Kabupaten Kutai Timur akan pentingnya pendidikan dan juga

pemberian bantuan pendidiken berupa Biaya Operasional Sekoish, dimana
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Pemerintah Kabupaten Kutsi Timur telah mengaslokasikan anggaran pendidikan

sebesar 20 persen dari APBD.
F. Angka Kelulusan (SD/SLTP/SLTA]

Angka kelulusan adalah rasio antara murid yang lulus jenjang tertentu
terhadap murid kelas tertinggi pada jenjang yang sama. Angka kelulusan
merupakan indikator yang sangat penting dalam memberikan gambaran
mengenai tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti vjian dan mutu pendidikan.
Selain ity Angka Lulusan [AL) merupakan indikator cutput yang memberikan
gambaran tentang efisiensi proses pendidikan. Indikator ini digunakan untuk

memantau kemajuan siswa dalam menamatkan pendidikannya di suatu jenjang

pendidikan.
Tabel 2.32
Angka Kelulusan [AL]}
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013
Tahun
AL ._—-_5016-”_—_ 20_';|‘.T—__I_ :’2012 _—__2013
Cm . m s e
sD | 10000 | 10000 | 10000 40000 |
SLTP 9956 | 9980 99,00 9884
slta | @885 gsgs | 9900 98,00

~ Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Indikator Angka Kelulusan di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan capaian
yang sangat menggembirakan, dimana Angka Kelulusan SD dalam kurun waktu
2010 ningga 2013 tercapai 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat
keberhasilan siswa dalam mengikuti vjian dan mutu pendidikan tingkat SO di
Kabupaten Kutai Timur cukup baik,

Demikian pula capaian indikator Angka Kelulusan tingkat SLTP juga
menunukkan prestasi yang cukup baik meskipun belum sampai 100 persen,
namun telah mencapai target BPJMD yang telah ditetapkan. Pada tahun 2011
menunjukkan capaian sebesar 89,8 persen dibandingkan dengan target RPJMD
sebesar 99 persen, hampir mencapal angka 100 persen. Demikian pula pada
tahun 2012 telah mencapai sebesar 99 persen sebagaimana dengan target
RPJUMD yang telah ditetapkan.

Sedangkan capaian indikator Angka Keluiusan SLTA juga menunjukkan
capalan yang cukup bagus. Pada tahun 2011 menunjukkan capaian indikator

kelulusan yang hampir mencapal 100 persen yakni sebesar 88,8 persen.

Perubalian RECD Takhun 2015
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Sedangkan pada tahun 2012 turun sedikit menjadi 98 persen, namun masih o

track dengan target RPJMD yang telah ditetapkan.

G. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka Melanjutkan Sekolah merupakan persentase jumlah lulusan yang
melanjutkan ke Jenjang pendidikan yang lebih tinggl. Indikator ini digunakan untuk
mengetahui banyaknya iulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggt atau daya serap sekolah yang lebih tinggi. Makin tinggi angkanya
makin baik. ldealnya sama dengan 100 persen, berarti semua lulusan dapat
ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tingagi.

Angka melanjutkan ke SMP adalsh perbandingan antara jumiah lulusan
jenjang sekolah dasar, termasuk M), ula, dan paket A setara SD terhadap jurnlah
siswa daru tingkat 1 pada jenjang SMP, termasuk MTs, dan paket B setara SMP
dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau kemajuan
siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jemjang sekalah dasar untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.

Angka melanjutkan ke sekolah menengah pertama [SMP] ditambahkan ke
dalarn indikator untuk memantau kemajuan pencapaian target ketiga. Karena
fokus MOGs pada pendidikan dasar, di Indonesia pendidikan dasar mencakup S0
dan SMP, dan lulusan SD tidak otomatis menjadi siswa SMP, angka melanjutkan
menjadi indikator yang penting berkaitan dengan kelangsungsn pendidikan
setelah anak menyeiesakan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan

menuntaskan pendidikan dasar.
Tabel 2.33

Angka Melanjutkan Sekolah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013

Tahun
Angka Melanjutkan Sekolah 2010 2011 d 2012 2013
) o (%)
SO/Mi ke SMP/MTs 8555 9485 82,66 34,50
| SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 8538 9357 92,19 95,38

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kuta: Timur Tahun 2013

Berikut data perkembangan capaian indikator Angka Melanjutkan dar
SD/ Ml ke SMP/MTs dari tahun 2010 hingga 2012 yang masih flukiuatif. Pada
tahun 2011 menunjukkan capaiannya sebesar 84,85 persen lebih besar dari
target APJMD sebesar 87,55 persen. Namun pada tahun 2012 mengalami

Perubafian RKAD Talun 2015
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penurunan menjadi sebesar 82,66 dibawah target RPJMD sebesar 89,5
persen.

Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA adalah
perbandingan antara jumlah lulusan SLTP dan sederajat (termasuk MTs, dan
paket B setara SMF;} terhadap jurnlah siswa baru tingkat 1 pada SLTA [termasuk
5MA, SMK, MA, dan paket C setara SMA], dinyatakan dalam persentase.
Indikator ini digunakan untuk memantau kemajuan siswa yang telah
menyelesaikan pendidikan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggt.

Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA ditambahkan ke
dalam indikater untuk memantau kemajuan pencapaian target 3. Meskipun fokus
MOGs hanya pada pendidikan dasar, angka melanjutkan ini merupakan indikator
outcome dan pendidikan dasar, khususnya berkattan dengan kelangsungan

pendidikan setelah anak menyelesaikan pendidikan dasar.

H. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi 5-1/D-V

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan MNasional Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetens:
Gurt menetapkan bahwa Setiap guru wajib memenuhi standar koatifikasi
akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Kualifikasi
akademik guru pada satuan pendidikan jsiur formal mencakup kuslifikasi
akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal
(PAUL/TK/RA] guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah {SD/ M), guru sekelah
menengah pertama/madrassh Tsanawiysh [SMP/MTs), guru sekolfah
menengash atas/madrasah alyah (SMA/MA), guru sekolah dasar luar
biasa/sekolah menengah Iuar biasa/sekolah menengah stas luar biasa
{SDLB,/SMPLB/SMALB), dan guru sekolah menengah kejuruan/madrasan
aliyah kejuruan [SMK /MAK].

Berdasarkan capaian indikator tersebut, menunjukkan selama kurun waktu
2010-2013 mengalami capaian yang cukup positif. Pada tahun 2011 sekalipun
capaiannya masih dibawah target RPJMD yakni sebesar 32,31 persen dani
target sebesar 40,79 persen, namun pada tancn 2012 dan 2013 mengatami
peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 59,17 persen dan 64,68
persen dibanding dengan target tahun 2012 sebesar 45,79 persen dan target
2013 sebesar 50.78. Sehingga diperkirakan pada tshun 2015 capatan Guru

Perubaiian RKED Tahun 2015
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Yang Memenuhi Kualifikasi S$1,/0-V optimis akan melampaui target yang telah

ditetapkan sebesar 80,73 persen.
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Gambar 2.11 Perkembangan Capaian Guru Yang Memenuhi Kualifikasi 51,/D4V

Dalam rangka meningkatkan kuslitas pendidikan diperiukan peningkatan
tenaga guru yang memenuhi standar kualifikasi. Terdapat hubungan erat antara
kualifikasi akademik guru dengan keberhasilan pendidikan dan kualites belsjar
mengajar. Beberapa kendala yang masih terjadi diantaranya adalah distribusi
guru yang tidak mersta di perkotaan maupun perdesaan terutama daerab
terpencil, sehingga mengakibatkan beberapa guru memiliki beban kerja yang
berlebih. Hal ini mengakibatkan proses belajar mengajar tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut berarti tantangan yang
dihadaji adalah meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru

serta meningkatkan pemerataan distribusinya.

B. Kesehatan

Derajat kesehatan atau tingkat kesehatan masyarakat Kutai Timur dapat dilinat
dart beberapa hal yang mempengarubi keberhastannya, yakm lingkungan sehat,
pelayanan kesehatan, faktor turunan dan perileku sehat. Di antara empat faktor
tersebut, pelayanan kesehatan memiliki peranan yang sangat strategis karena
melalul pelayanan kesehatan ini tidak saja dapat dilakukan pelayanan kesehatan,
etapi Juga upaya kesehatan  bersifat  preventf, rehabilitas,  edukauf.

Permasalahan yang muncui pada sektor kesehatan secara umum mencakup: (1)
dana kesehatan yang terbatos, (2) terbatasnya dan rendahnya profesionalisme

tenaga medis dan paramedis, [3) rendahnyas mutu layanan medis, (4} sarana dan

Perubaban RKPD Tafun 2015
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prasarana kesehatan yang dimiliki sangat terbatas, (5] belum terpenuhinya mutu gizi

rnasyarakat yang layak, dan (B) wilayah yang harus dilayani sangat luas sebarannya.

Tabe! 2.34
Capaian indikator Kesehatan
Tahun 201062013
Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013
| Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 045 045 045 -
satuan penduduk
Rasio rumah sakit per satuan penduduk g,.02 0.02 0,03 0,02
Rasio dokter per satuan penduduk 0,39 028 0.28 038
Rasio tenaga medis per satuan | 174 | 287 2,88 2,868
penduduk
Rasio Posyandu per satuan balita 9.87 749 7,08 |I 373
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat ‘100 100 100 | 100
perawatan [%5)
Cakupan puskesmas [%) 105,56 105,56 116,87 11867
Cakupan puskesmas pembantu (%) 88,15 7333 | 7333 B4.44
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan 75 2702 | 3331 | 1212
pasien masyarakat miskin {%)
Cakupan komplikasi kebidanan yang 100 58.21 41,79 g2.42
ditangani (%) | |
Cakupan pertolongan persafinan oleh I 5550 7280 | 85.15 83,09
tenaga kesehatan yang memiliki | i
kompetensi kebidanan (%) | |
Cakupan desa/kelurahan Universal Child J 54,50 8143 | 8583 | 7333
immunization [UC) (%) | | = | ,
Cakupan penermuan dan penanganan 68 3538 | 4048 | 5085 |
penderits penyakit TBC BTA [%) |
Cakupan penemuan dan penanganan 8224 | 100 100 100
penderita penyakit DBD [%4) | \

Cakupan kunjungan bayi (%] 5657 | 897,286 7241 | 8185 |

Sumoer: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutal Timur Tahun 2013

1) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunang
kesenatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin
banyak jumiah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam
menjangkau pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2011 dan tahun 2012 menunjukkan rasio sudsh mencapai
target FPJMD sebesar 0,45, Sementara pada tahun 2013 sebesar 0.46 sedikit
melebhi target RPJMD sebesar 045, Capaian rasio puskesmas. polikiinik dan
pustu dengan jumlah penduduk yang telah mencapai target ini seyogyanya tetap

dipertahankan dengan memperhatikan juriah penduduk.

Perubahan RXED Talun 2013
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Tabel 2.35
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2013

No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013
{1 g} {3 4] {5/ (&} 7]
1 Jumlah Puskesmas 19 14 18 21 24
2 | Jumlah Polikiinik 12 12 11 12 5 |
3 | Jumlah Pustu g2 | a8 a5 a5 114 |
4 | Jumlah 13 123 127 126 128 140 |
5 | Jumlah Penduduk 245817 387247 | 4308865 527723 | 554.751%
|
B Rasio Puskesmas per 1:12837 | 1:19328 | 1228677 125129 | 1:26.183
satuan penduduk
7 | Rasio paliklinik per 120484 | 1308604 | 1:38.170, 143877 | 110888
satyan penduduk &
8 | Rasio pustu per satuan 12671 1:3.826 1:4.352 1:5.555 14820
penduduk |
=] Ras o Puskesmas, 1:1.781 1:2.882 1:3.340 1:4.123 1:3.824
Paliklinik dan Pustu ~ _
10 | Jurrlah Kecamatan 18 18 18 18 18
11 | Jumlah 135 135 135 135 135
Desa/Kelurahan |
12 | Rasio Puskesmas per 11 11 | 1:1 1117 | a7
Kecamatan PSS, | RN (NSRRI | | ST | SRS
Sumber:

- Dinag Kesshatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

2) Rasio rumah sakit per satuan penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi

menyelenggarakan pefayanan kesehatan rujukan asuhan keperawatan secara
berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh
pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit akan sernakin mudah
bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Salsh satu wupaya pemerintah dalam mengatast masalah kesehatan
masyarakat adalah dengan membangun atau memperbaiki fasilitas kesehatan.
Ketersediaan berbagai sarana kesghatan [misal. Rumah Sakit] di Kabupaten
Kutai Timur hingga tahun 2012 menunjukkan perkembangan yang relatif lambat
jika dibandingkan dengan lgju pertambahan penduduk sehingga rasio RS per
jumlah penduduk semakin kecil, yaitu pada tahun 2010 sebanyak 1 RS : 52.464
jwa, tahun 2011 sebanyek 1 RS 61.552 jwa dan tahun 2012 sebanyak 1 RS
75.389 jwa. Sejak tahun 2010 hingga pada tahun 2012 jumiah rumah sakit
tetap ¢ebanyak 7 buah dan puskesmas juga tetap sebanyak 18 buah, namun

penambahan jumiah Pustu telah meningkat cukup tinggi (14 pustul.

Terubafion REED Tafiun 2053
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Tabel 2.36
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2013

Ne Uratan 2008 2010 2011 2012 2013

(1] 2] {3} 4] {5} {6} (7]
Rurmah Sakit B 7 7 7 7
Jumlah Penduduk 245817 367.247 430.885 527.723 | 5484293
Rasio 1408970 | 1:52.464 1:61.552 1.75.389 | 1:78.849

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Pelayanan sarana kesehatan [Rumah Sakit) dapat diukur kinerjanya antara
lain dengan meilihat, 1) Persentase pemanfaatan tempat tidur rumah sakit atau
Bed Cccupation Rate {BOR] yang ides/ 60-80 persen ; £] Rata-rata lama rawat
seorang pasien atau Average Length of Stay (ALOS) yang ideal 6-8 hari; 3] Rata-
rata tempat tidur tidak ditempati/ Turn of interva/[TCQIl) yang ideal antara 1-3 hari;
4] angka kematian penderita yang dirawat< 48 jam/Net Desth Rare [NDR]
dengan nilai yang dapat ditolerir adalah 25 per 1000 penderita keluar, 3] angka
kernatien umum penderita yang dirawat rumah sakit/ Gross Death Rate [GDR)
dengan angka yang dapat ditolerir maksimum 45.

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk pada tshun 2011 masih sesuai
dengan target RPIMD sebesar minimal 0,02, namun pada tahun 2012 justru
terjadi penurunan capaian rasio menjadi sebesar 0,01, hal int dikarenakan
pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi di Kabupaten Kutai Timur pada tahun
2012 sebesar 22,47 persen sedangkan jumiah RS tetap. Cakupan puskesmas
telah memenuhi target BPJMD pada tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar
masing-masing 105.56 dan 10556, kemudian cakupan puskesmas pembantu
teiah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2011 dan tshun 2012
sebessr masing-masing 70,75 dan 72,15 dengan capaian indikator sebesar
berturut-turut 73,33 dan 73,33.

Jumish pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Kutal Timur
akan berimplikast pada rasio jumlah rumah sakit. Oleh karena itu, yang patut
mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah
melaksanakan program-program dan kegiatan dalam meningkatan rasio rumah
sakit yeng perlu ditingkatkan seiring dengan pertambahan jumiah penduduk yang
cepat terutama karena faktor migrasi sebagai bentuk pelayanan umum bagi

masyarakat.

Perubahan RERD Tafun 2015
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3) Rasio dokter per satuan penduduk

Kesehatan rerupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan
sumber daya manusia. Manusia yang sehat dan produktif akan meningkatkan
daya saing svatu bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara berbak
mendapatkan perlindungan dan jaminan atas kesehatannya. Hal tersebut
rerupakan armanah Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia {Universs!
Declaration of Human Rights),

Menurut Indikator Visi Indonesia Sehat 2010 Departemen Kesehatan R,
disebutkan bahwa rasio dokter per 100.000 penduduk sebanyak 40 atau 1
dokter untuk 2500 jiwa, Dokter spesialis & per 100.000 penduduk atau 1 dokter
spesialis untuk 1 untuk 186.000 jiwa. Jika jumlah penduduk Indonesia adalah 220
juta jiwa, itu artinya jumlah dokter yang dibutuhkan di Indonesia adalah 88.000
dan dokter spesialis 13.200.

Ketersediaan tenaga kesehatan khususnya, dokter di Kabupaten Kutai Timur
tahun 2011 dan 2012 masih jauh dari ideal berdasarkan rasio ideal
perbandingan dengan jumlah penduduk berdasarkan standar Indonesia sehat
dan WHO (1 dokrer untuk 2500 jiwa), Demikian juga berdasarkan sebaran
dokter masih terjadi ketimpangan, dmana tenaga dokter 50 persen [gbih masih
terkonsentrasi di ibukota kabupaten. Jumlah dokeer umum di Kabupaten Kutal
Timur sebesar 81 dokter umum, dan 48 diantaranya berada di Kecamatan
Sangatta Utara. Tenaga dokter paling banyak terdapat di RSUD Sangatta yaitu
32 orang, diikuti puskesmas sangatta selatan 8 orang, kemudian puskesmas
teluk lingga 7 orang dan RS SOHC 6 orang.

Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2011-2015. maka
capalan rasio dokter per satuan penduduk masih di bawah target, dmana pada
gehun 2011 dan 2012 telah menetapkan target sebesar minimal (.38,
Sedangkan capaian rasio dokter tahun 2011 dan 2012 sebesar 0.20. Hal ini
terjadi karena pertumbuhan penduduk yang cepat di Kabupaten Kutai Timur
namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah dokter.

Jika merujuk Visi Indonesia Sehat 2010 Departemen Kesehatan Rl, maka
berdasarkan rasio dokter terhadap jumlah penduduek di Kabupaten Kutai Timur,
masih diperlukan cukup banyak tambahan jumlah dokier, Selain periunya
penambahan jumah tenaga dokter, perlu diperhatikan distribusinya agar merats

di semua kecamatan.
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Tabel 2.37

Rasio Dokter, Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk

Kabupaten Kutai Timur Tahun 20039-2013

No Urajan 2008 2010 2011 2012 2013
(] &/ {3l 4] {3 (6] ]
1§ Jurndsh Dokter 77 a6 BG 103 103
Umum
2 | Jumlah Dokter 20 27 25 . 25 28
Gigi | |
3 | Jumiah Ookter 20 18 19 19 ' 16
Spesialis
4 | Bidan g9 174 232 267 266
5 | Barjana 2 11 B
Keperawatan
& | Perawat 342 421 430 512 462
7 | Tenaga Farmasi 25 20 39 55 32
B | Sarjana Farmasi 17 19 25
dan Apoteker
8 | Tenaga =] 13 12 22 11
Sanitarian
10 | Kesehatan 20 32 a8 34 E8
Masyarakat
11 | Tenaga Gizi 17 186 23 22 10
12 | Tenaga Terapi 8 5 6 3
Fisik
13 | Tenaga 24d 38 33 41 38
Keteknisan
Medfs___ . |
14 | Jumiah 245817 367247 430,865 ‘ 527723 554.751
Penduduk
15 | Rasio dokter 1:3182.43 1382548 1:5.010 | 1:2.123 1, 5.3886
| terhadap
[ penduduk |
! 16 | Rasio dokter 1:12280.85 1:13601.74 | 1:22677 1.27.774 | 1:348B72
spesialis ‘ [
terhadap {
i penduduk |
17 | Rasiodokter gigi 1:1228085 | 1:19328.79 1:17.234 1:21.109 1,18.129
terhadap |
| penduduk ! B SR ! .
18 | Rasiotenaga | 1248300 1211081 | 1:1.76584 | -
farmasi dan | i
apoteker |
terhadap | f , \
| penduduk | ) | _ ,
19 | Rasiotenaga gizi | 1:122808.50 | 1:33388.09 1:18.733 I 1:23.887 | 1:55475
| terhadap - | '
| Ipenduduk | Y S . |
| 20 [ Rasiotenaga | 1718786 87232 | 192085 .
; | keperawatan - - |
terhacap 5 ‘
penduduk |
21  Hasioienags 1883268 1.18382.35 1.857 1:1.877 1.2.086

bidan terhadap
| penduduk

|
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No

Uraian

2009

2010

2011

2012

(7]

&

{3}

4

{5

(6]

22

Rasic tenags

1:1445389.82

1:19328.79

1:11.338

1:15.521 |

kesehatan
masyarakat
terhadap
penduduk

23 | Rasio tenaga 1:27313.00 12824877 1:35805 123887
| sanitasi |
terhadap
penduduk | B

24 | Rasio tenaga 1:1229085 | 1:11476.47 1:13056 1:92.871 |
teknis medis
terhadap
penduduk

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutal Timur Tahus 2014 [Data diolah)

4) Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio tenaga medis per jurnlah penduduk adalah jumiah jumiah tenaga medis
per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap
tenaga medis. Capaian rasio tenaga medis per satuan penduduk Kabupaten
Kutai Timur selama kurun walkiu 3 (tiga) tahun menunjukkan capaian yang positif
meskipun naik turun namun masih mencapal target RPJMD. Capaian selama 3
tahun terakhir 2011-2013 berturutturut sebesar 2,67, 2,88 dan 2.66.
Sementara target tahunan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar 1,74.
Upaya yang dapat dilskukan untuk mempertahankan rasio tersebut adalash
mengendalikan laju pertambahan penduduk dan pendistribusian tenaga medis

yang lebih merata.

5) Rasic posyandu per satuan balita

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu
strateci dalam upaya pemenuhsn pelgyanan kesehatan dasar yang meliputt
peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan
amarn, pengembangan berbahasa dan

psikososial/emosi,  kemarmpuan

pengembangan kemampuan kognitf [daya pikic dan daya cipta) serta
perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukan, bahwa
strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak
seperti tu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Posyandu merupakan saiah salu bentuk upaya kesehatsn bersumber daya
masyarakat [UKBM) yang dikelota dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan
bersarma masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan,

guna memberdayaksn masyarakat dan memberikan kemudahan kepada

Perubatan RXPD Tafun 2015
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masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehaten dasar, untuk

mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.38
Jumlah Posyandu dan Balita
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2013

No Uraian 2011 2012 2013

{1 | 2 {57 5] {7]

1 Jumish Posyandu 214 214 | 213

2 | Jumlah Balita £8.555 30.189 31.817
| 3 ; Rasia 749 7.09 573

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tehun 2013

Capaian rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2012 sebesar 12,21,
sedangkan target pada tahun 2015 adalah 12,37. Sehingga dapat diperkirakan
pada tahun 2015 dapat mencapai target yaitu 12,37. Upaya awal yang dapat
dilakukan adalah melakukan pendataan wilayah kerja posyandu termasuk jumiah
balita. Sehingga dapat diketahui apakah jumlah posyandunya memang kurang

atau jumiah balita yang terus meningkat.

6) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang
ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Capaiannya adalah 100 persen yaitu
sermua kasus baiita gizi buruk yang terjadi di tahun tertentu mendapat perawatan
insentif.

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi
menahdn. Status gizi balita secara sedernana dapst diketahui dengan
membandingkan antara berat badan menurut umur Maupun Menurut panjang
badanrya dengan rujukan [standar} yang telah ditetapkan. Apabila berat badan
menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di
bawah standar disebut gizi kurang,

Data cakupan balita gizt buruk mendapat perawatan pada tahun 2011 dan
2012 belum tersedia, sehingga belum dapat dianalisis dan dibandingkan dengan

target yang teiah ditetapkan

Ferubahan RETD Takun 2015
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7] Cakupan puskesmas
Puskesmas adalah kesatuan fungsional yang merupakan pusat
pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta
masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh
dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
Berdasarkan trend capaian cakupan puskesmas pada kurun waktu 2011-
2013 menunjukkan capaian yang positif yakni sebesar 118,67 persen, jika
dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 105,56 persen, maka telah

memenuhi target {on track).

8) Cakupan puskesmas pembantu

Puskesmas Pembanty ysitu Unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan
berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang
dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayeh yang iebih kecil,

Berdasarkan trend capaian cakupan puskesmas pembantu pada kurun wakou
20102013 menunjukkan adanyas kenaikan yakni sebesar 88,15 persen pada
tahun 2010 menjadi 73,33 persen pada tahun 2011 dan tashun 2012
Kemudian naik menjadi 84,44 persen pada tahun 201 3. Sementara tacget akhir

tahun 2015 sebesar 78,15 persen telah terlampaui.

9] Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi
kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat
penanganan definitif sesual dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada
tingkat pelayanan dasar dan rujukan [Polindes, Puskesmas, Puskesrmas PONED,
Rumah Bersalin, RSIA,/ASB, RSU, RSU PONEK).

Target cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah 100 persen
artinya setiap bu yang mengalam: komplikasi kebidanan mendapat penanganan
oleh tenaga kesehatan. Pada tahun 2010, cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani telah mencapal 100 persen, namun untuk tahun 2011 hingga tahun
2013 telah mengalami penurunan yakni berturutturut sebesar 58,21 persen,
41,78 persen. dan 62,42 parsen

Penurunan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani harus segera
mendapatkan perhatian yang serius guna menemukan penyebabnya. Apakah

karena faktor pengumpulan data atau menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Jika
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kondisi yang sebenarnys akan berpotensi kepada meningkatnya angka kematian

bayi dan angka kemnatian ibu.

10] Cakupan pertolongan persalinan oleb tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan

Cskupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan
oleh tanaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja
pada kurun waktu tertentu.

Cskupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011-2013 masih
terjadi fluktuatif yakni berturutturut sebessr 72,8 persen, 85,15 persen, 63,09
persen. artinya telsh mencapai target sebesar 56 persen tiap tahunnya. Jadi,
meskipun capaiannya masih fluktuatif tetap pada posisi sudah on-track Sehingga
pada akhir tahun pelaksanaan RPJMO tahun 2015 diperkirakan akan bisa

melampaui target yang telah ditetapkan.

11] Cakupsn desa/kelurahan Universa! Child Immunization [UCI)

Pencapaian Universal child Immunization [UCI) pada dasarnya merupakan
proksi terhadap cakupan atss imunisasi secara lengkap pada sekelompok bayi.
Bifa cekupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti datam
wilayah tersebut tergambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat atau bayi
(herd immunity) terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi, Dalam hal ini pemerintah menargetkan pencapaian UCI pada wilayah
administras! desa/kelurshan. Suatu desa/kelurahan telah mencapai target UCI
apabils >80 persen bayl di desa/kelurahan tersebut mendapat imunisasi
lengkap.

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Chid Immunization (UCH adalah
Desa/Kelurahan dmana = 80 persen dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut
sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun,

Jika dillhat dari rasio tenaga medis per satuan penduduk dan rasio
posyandu per satuan belita yang sedikit di bawah target serta cakupan kunungan
bayi yang sudah melebihi target di tahun 2011 dan 2012, dimana target
cakupan desa/Kelurahan UC! sebesar 55 persen, Melihat dart perpaduan data

tersebit, disinyalicr bahwa belum semua bayi yang berkunjung ke pelayanan

Perebahan RERD Takhun 2045
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kesehatan termasuk posyandu dan pustu mendapatkan pelayanan imunisasi atau
saat kunjungan bayi, kader atau tenaga kesehatan kurang memberikan informasi
tentang manfaat dan jadwal imunisasi yang lengkap.

12] Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Tuberculosis adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh
Kuman “mycobacterivm tuberculois’. Jumlah penderita TBC diseiuruh dunia
kurang lebih 18 juta orang dan kurang lebih 9 juta orang Tuberculosis (TBC)
merupakan salah satu penyebab kematian dan kesakitan yang utamz di dunia.

Angka penemuan pasien baru T8 BTA positif atau Case Detection Rate
(CDR] adslah persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan
dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah
tertentu dalarm waktu satu tahun.

Capaian CDR Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2011 sebesar 35,38
persen, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 40,49 persen. Sekalipun terjadi
kenaikan cakupan namun capaian ini masih jauh dari target pada tahun 2015
yaitu 70 persen.

Pada tahun 2009, di indonesia tercatat sejumlah 294.732 kasus TB telah
diternukan dan diobat (data awal Mei 2010) dan lebih dari 169.213 diantaranya
terdeteksi BTA+. dengan demikian Case Detection Rate 73 persen, Meskipun
secara nasional menunjukkan perkembangan yang meningkat dalam penemuan
kasus dan tingkat kesembuhan, pencapaian di tingkat provinsi masih
rmenunjukkan disparitas antar wilayah. Pada tahun 2009 tersebut, sebanyak 28
provinsi di Indonesia belum dapat mencapal angka penemuan kasus [COR)] 70
persen dan hanya S pravinsi menunjukkan pencapaian 70 persen CDR dan 85
persen kesembuhan [Kemenkes R, 2011).

Hasil penelinian Pasartbu [2005) menunjukkan bahwa faktor vyang
mempengaruhi rendahnyan COR pada program TBC adalah  kemiskinan,
penyuiuhan kesehatan dan perlunya peningkatan infrastruktur dan surmber daya.
Mitos yang terkait dengan penularan TB masih dijumpai di masyarakat. Sebagai
contoh, studi mengenai perjalanan pasien TB dalam mencari pelayanan di
Yogyakarta telah mengidentifikasi berbagal penyebab T8 yang tidak infeksius,
misalnya merokok, alkohol, stres, kelelahan, makanan gorengan. tidur di lantai,
dan tidur larut malam [Kemenkes, Ri. 2011).

Stigma TB di masyarakat terutama dapat dikurangi dengan meningkatkan

pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai TB, mengurang mitos-mitos
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TB dapat dilakukan melalui kampanye pada kelompok tertentu dan rnembut
materi penyuluhan yang sesual dengan budaya setempat agar pengetahuan
masyarakat tentang TB meningkat. Sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi
gejela T8 pada dirinya sendirl dap orang yang berada di sekitarnys, untuk
kemudian menyarankan agar memeriksakan ke Puskesmas atau pelayanan
kesehatan terdekat.

Selain itu untuk dapat meningkatkan CDR ,perlunya pemantapan strategqi
DOTS {Directly Observed Treatment Shortcourse) pada praktisi kesehatan,
terutama dokter praktek swasts dan tenaga kesehatan lainnya. Strategi ini
terdiri atas lima komponen uvtama yakni adanya komitmen politik, tersedianya
pelayanan pemeriksaan mikroskopik (passive case finding using sputum-smear
microscopy), terjaminnya penyediaan obat yang merata dan tepat waktu, Adanya
sistem monitoring yang baik, dan adanya program pengawasan keteraturan
minum obat disertai jaminan agar setiap pasien pasti minum obat sampai tuntas
(Mahendradhata, 2008).

13) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita pernyakit DBO adalah
persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam
waktu 1 [satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderite 0OBD vyang
diternukan/ dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Demam berdarah dengue [DBD] adalah suatu penyakit yang disebabkan
oleh infeksi virus dengue. DBD disebabkan oleh salah satu dari empat serotipe
virus dari genus Fawvirus, famili Flaviviridee. Setiap serotipe cukup berbeda
sehingga tidak ada proteksi-silang dan wabah yang disehabkan beberapa serotipe
[hiperendemisitas} dapat terjadi. Virus int bisa masuk ke dalam tubuh manusia
dengan perantara nyamuk Aedes aegyptidan Aedes albopictus.

Capaian penemuan dan penanganan penderita penyaki DB di Kabupaten
Kutai Timur sebesar 100 persen pada tshun 2011 dan tahun 2012. Jika
dibandingkan dengan target pada tahun 2015 sebesar 85 persen, rmaka capaian
tersebut telah melampauinya.

14} Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dassr pasien masyarakat miskin adalah

jumiah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama

di satu wilayah kerja tertentu pads kurun waktu tertentu. Cakupan rujukan pasien
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maskin adalah jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata dua

dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama & baru).

Capaian Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di
Kabupaten Kutai Timur masih jauh dari target RPJMD, Pada tahun 2011 hingga
tahun 2013 menunjukkan capatan berturut-turut sebesar 27,02 persen, 39,31
persen , 12,14 persen. Sementara target BPJMD tahun 2011 hingga tahun
2013 berturut-turut sebesar 78 persen, 81 persen, 84 persen.

Terselenggaranya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin
secara berhasil guna dan berdaya guna diantaranya meliputi : {1} terlaksananya
registrasi masyarakat miskin yang tepat sasaran sebagal peserta program
jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin, {il] terlaksananya
pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif dalam meningkatkan pemanfaatan
dan taraf kesehatan masyarakat miskin, [iit) tertaksananya pengelofaan keuangan
yang akuntabel dan efisien dalam program jaminan kesehatan masyarakat
miskin. Program ini menjadi vital mengingat pengentasan kemiskinan di Kutai
Timur merupakan prioritas pembangunan yang salah satunya dengan
memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi mereka. Mereka yang termasuk
kelompok keluarga miskin [gakin]) seringkali direpotkan masalah biaya saat
berhadapan dengan problem kesehatan. Melalui program ini, gakin bisa terlepas
dari beban biaya kesehatan, sebab pemerintah askan menanggung biaya
pelayanan kesehatan untuk gakin. Dengan capaian yang masih rendah
diharapkan ke depan ada peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

miskin,

13) Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperaleh pelayanan
kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki
kompetens! klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu,

Cakupan kunjungan bayt di kabupaten Kutal Timur telah mencapai target di
tahun 2011 yatu 87,26 persen (target sebesar 65 persen), sedangkan pada
tahun 2012 menurun menjadi sebesar 72471, Namun demikian, capaian

tersebut masih melampaui target BPJMD.
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C. Pekerjaan Umum

Capaian urusan pekerjaan umum, dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai

barikus;

Tabel 2.39

Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum

Tahun 201 0-2013

Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013
[ () (3] (4) (5)
Proporsi panjang jaringan jalan dalam 48,73 56,91 58,53 n.a
kondisi baik (%)
Rasio jaringan irigasi 40 50 B85 75
| Rasio ternpat ibadah per satuan 217 2,50 294 2,84
penduduk
Rasio tempat pemakaman urnum per Sesuali 28,69 27.71 27.71
satuan penduduk standar
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan 0,079 0079 0,10 0,10
drainase/saluran pembuangan air
{minima 1,5 m) [%)
Pembangunan turap di wilayah jalan 18.84 35 40,50 40,50
penghubtung dan airan sungai rawan '
longsor ingkup kewenangan kota [%) ,
Sernpadan jalan yang dipakai paedagang 0,186 016 0,16 016
kaki lima atau bangunan rumah ar (%]

Sumbzr: Dinas Pekerjaan Urnum Kabupaten Kutai Tmur Tahun 2013

1} Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan

Pembangunan transportasi di Kabupaten Kutai Timur mermiliki arti terpenting
dan strategis untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
Berdasarkan karakteristiknya, wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat
dikategorikan tiga kawasan yang berbeda, yaskni kawasan pantal/pesisir.
pedalaman, dan kawasan perkotaan. Meskipun hampir semua kawasan memiliki
potensi sumber daya alam yang besar, namun karena terletak secara geografis
dan topografinya relatif sulit dan berat, sehingga kawasan pedalaman rmengalami
ketertinggalan.

Kordisi minimnya aksesibilitas dan pola penyebaran penduduk yang masih
timpang semakin mengiptakan kesenjangan ekonomi dan disparitas regional
antar kawasan-kawasan tersebut. Dengan demikian pembangunan transportasi
sangat berperan dalarm langkah awal sebagai upaya pemearataan pembangunan
di semua sektor. Jalan sebagai serana penunjang transportasi memiliki peran
penting khususnya untuk transportasi darat.

Adapun gambaran mengenal proporsi panjang jaringan jalan di Kabupaten

Kutai Timur sebagaimana tampak pada Tabel 2.40 berikut.

Perubakan RXQD Tahun 2015
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Tabel 2.40
Proporsi Panjang Jaringan Jalan di
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No Uraian | 2009 | 2010 2011 2012 2013
(1) (2 (3] (4] (5] (5) (7
1 | Kondisi baik 514,00 | 538,29 | 58347 315,00 -
2 | Kondisi Sedang 210,00 - 227.20 383,00
3 | Kendisi russk ringan 5500 | 216,00 217.00
4 | Kondisi rusak berat 21871 | 27471 | 21450 167,76
5 | Jalan Kabupaten secara 938898 | 1.0240 | 1.02517 | 1.082,76
keseluruhan 0

6 | Proporsi kondisi baik [%6] 5147 52,67 568,91 29.09

7 | Proporsi kandisi sedang (%) | 21.03 22,16 3537

8 | Proporsi kondisi rusak 551 20,51 20,04
ringan (%]

g | Proporsi kondisi rusak 22,00 26,83 2092 15,48
berat (%6}

Sumber:

- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013
- Dinas Pekerjaan Urnum Kabupaten Kutai Timur Tahun Tahun 2013

Pada tahun 2011, untuk mendukung transportasi darat, pemerintab telah
membangun jalan negara sepanjang 312,29 km, jalan provinsi sepanjang
285,00 km serta jalan kabupaten sepanjang 757,48 km. Dari total panjang }alan
yang sda sekitar 54,49 persen masih tanah, sementara sisanya 235,86 persen

sudah berupa aspal dan 13,65 persen berupa kerikil.

2) Hasio Jaringan Irigasi

Irigasi adalah usaha untuk menyalurkan serta membagi air ke bidang-bidang
tanah pertanian secsra teratur, serta membuang air kelebihan yang tidak
diperiukan lagi. Pembangunan irigasi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat petani, namun pembangunan irigasi juga memberikan dampak atau
pnengaruh terhadap aspek sosial.

Infrastruktur yang berbanding lurus dengan tingkat keberhasilan produksi
pertanian, khususnya beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperiukan
untuk pengaturan air, mulai dari  penyediaan,

pengambilan, pembagian,

pemberian dan penggunaannya. Pada tahun 2012, ketersediaan jaringan irgasi

mengalam! peningkatan pesat dalam jumlahnya Peringkatan jumizh saluren
irigasi pada tahun ini diindikasikan mendorong peningkatan kontribusi sektor

pertanian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Timur tahun 2012.

Perubahan RIED Tahun 2015
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Adapun gambaran mengenai rasio jaringan irigasi sebagaimana tampak Tabel
2.41 berikut.

Tabel 2.41
Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2013
Tahun Luas Sawah [Ha) | Panjang Atau Luas Irigasi [Ha)
Teknis MNon teknis Sedehana
(1} (2) , (3] (4) (5)
2003 6,147 | 2,080 3240 817
2010 11319 2957 8,752
2011 17.112 2485 13622 995
2012 23.817.20 7,144 . 3.785
2013 2 : - —

Sumber: Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

3] Rasia tempat ibadah per satuan penduduk

Rasio tempat ibadah per satusn penduduk adalah jumlah ketersediaan
tempst ibadah per 1.000 penduduk. Beribadah menurut agama dan
kepercayaan yang dianut merupakan wujud kepercayaan dan ketagwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Beribadah sangat berguna untuk membentuk manusia
seutuhnya. Untuk ity diperlukan tempat sarana ibadah dalam mewujudkan hal

tersebut bagi masing-masing pemeluk agama tersebut.

Tabel 2.42
Sarana Peribadatan
bi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2013

Sarana Peribadatan 1 - Tahun |
L B | 2011 | 2012 2013 \
[ (1) NN
[ Masjid/Musholla /Langgar BG2 | 590~ | 713 |
| Gereja Kristen Protestan | 134 124 | 138 ‘
| Gereja Kristen Katolik L 51 | 53 |
| Pura S 16 18] 16 |
Virara = 1| 1] 1|
| Jumlah i | soal 782 921 |
Sumber | - Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013
- Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur Tehun 2013
- Baglan Sosial Sekretriat Kab, Kutai Timur Tahun 2013
Keterangan™) Data KUA Kecamatan yang dinimpun di Kementeran Agama Kab. Kutai Timur

Berdasarkan Tabel 2.42 di atas menunjukkan bahwa jumlah sarana
peribadaan telah mengalami peningkatan pada tiap tahunnya terlihat dari tahun

2011 hingga tahun 2013 jumlah masjid dan gereja meningkat. Hal ini

Perubafian RIED Takun 2015
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menunjukkan bahwa seiring terjadinya peningkatan jumiash penduduk di Kabupaten

Kutai Timur dilkuti dengan adanya penambahan jumlah sarana peribadatan.

Berdasarkan perkembangan rasio tempat ibadah per satuan penduduk tahun
2011-2013 menunjukkan peningkatan meskipun masih dibawsh target tahunan
RPJMD, namun optimis akhir tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2015 dapat

tercapat

4) Basio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Rasio termpat pemakaman umum per satuan penduduk adalsh jumlah daya
tarnpung tempat pemakaman umum per 1.000 jumlah penduduk

Kabupaten Kutai Timur merupsakan satah satu kabupaten dengan tingkat
pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingginya jurnlah penduduk ini juga menuntut
kesiapan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk menyediskan Tempat
Pernakaman Urmum [TPU) bagi penduduknya tersebut.

Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telaht memiiiki TPU yang
diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Untuk mengantisipasi
kebutuhan terhadap TPU yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya
jumiah penduduk, periu juga didorong partisipasi swasta dalam menyedigkan
lahan pemakaman.

Capaian rasio tempat pemakaman umurm per satuan penduduk pada tahun
20112013 masing-masing berturutturut sebesar 28,68, 27,71, 27.71 telah

sesual dengan standar.

5) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air

[minimal 1,5 m)

Capaian panjang jalan yang memiliki trotoar dan  drainase/saluran
pembuangan air (minimal 1,5 m] mengalam peningkatan tiap tahunnys pads
tahun 2011 tercapai 0,073, kemudian tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar
0.10. Meskipun tiap tahun terjadi peningkatan capaian namun masih belum
mencapai atau melampaui target RPJMD yang telah ditetapkan. Cieh karena itu,
dalam upaya untuk mencapai target tehunan dan target akhir pelaksanaan
RPJMD tahun 2015 sebesar minimal 0,15 masih diperlukan kerja keras untuk

mencapainya.

Perubshan RED Tahun 2015
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6} Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan

langsor lingkup kewenangan kota

Pada tahun 2012 capaian pembangunan turap di wilayah jalan penghubung
dan aliran sungai rawan tongsor lingkup kewenangan kota sebesar 40,50 persen
telah metampaut target BRPJMD dan bahkan telah melewati target akhir tahun
2015 sebesar 38,94 persen.

7] Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

Capatan sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan
rumsh fiar selama kurun waktu empat tahun terakhir 20102013 tidak
mengalami perubahan sebesar 0,16 persen, sementara target yang ditetapkan
tiap tahun selalu mengalami penurunan. Gleh sebab itu, diperiukan upaya kerja
keras untuk menurunkan persentasenya hingga tercapai pada akhir pelaksanaan
tahun 201 5.

D. Perumahan Rakyat
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perumahan Rakyat salah
satunya dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.43
Capaian Indikator Urusan Perumahan
Tahun 2010-2013

i Indikator Tahun
2010 2011 | 2012 | 2013
(1) S S ) <) @__ | (9
Persentase rumah tinggal bersanitasi (%] 62,50 | - 6750 | S
Pembangunan rumah layak huni [unit) 84 500 | 750 114
| Rasio pemukiman layak huni | 32.80 80 | 70 83

Sumber, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kuta Timur Tahun 2013

T) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporst rumah  tinggal
bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal. Sanitasi adalah segala upaya yang
difakukan untuk menimin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan
kesehatan. Sedangkan fasilitas sanitasi adalah sarana air minum/air bersih,
sarana permbuangan kotoran kekus/jamban, sarana pembuangan limbah cair,
limbah padat, limbah gas/debu dan sarana pembuangan sampah. Rumah
tangga berakses sanitast sekurangkurangnya mempunyai  akses untuk

mempercleh layanan sanitas, sebagai berikut: 1] fasilitas air bersih; 2]

Perybafian RKED Fahun 2015
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pembuangan air bhesar/tinja; 3] pembuangan air limbah [air bekas) ]
pembuangan sampah,

Capaian persentase rumab tinggal bersanitasi menunjukkan capaian yang
cukup baik yakni pada tahun 2012 sebesar 90 persen jsuh di atas target
sebesar 67,5 persen. Pada akhir tahun pelaksanaan BPJMD tahun 2015

diprediksi akan tercapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 75 persen.

2]} Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumsah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah laysk huni dengan
jumiah penduduk. Pembangunan perumahan merupakan upaya untuk memenuhi
salah satu kebutuhan dasar manusia. Sejalan dengan upaya tersebut dan
sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan
perumahan ditujukan puta untuk mewujudkan perumahan permukiman yang
secara fungsional dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan
wilayah yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan jumlah ruman layak humt di Kabupaten Kutai Timur Tahun
2011- 2013 terus mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 84 unit,
kermudian naik menjad) 500 unit tahun 2011 dan 750 unit pada tahun 2012.
Program pembangunan rumah layak huni tersebut diupayakan olen Pemenintah
Kabupaten Kutai Timur serta juga mendorong pihak swasta untuk mensukseskan
program tersebut, dimana salah satu program terssbut diarshkan untuk

mengkan angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur.

3) Rasio Permukiman Layak Huni
Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak
huni dengan fuas wilayah permukiman secara kessaluruhan. Indikator ini mengukur

proparsi fuas  permukiman yang layak humt terhadap keseluruhan luas

permukaan.
Tabel 2.44
Jumlah permukiman layak huni
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013

| No | Uraian \ Tahun |
| - - | 2070 | 2011 | 2072 | 2013 |

17 (2] RN RN - AR

1| Luas permukiman layak huni [ha) 73531 - - -
| 2 | Luas wilayah permukiman (pa) J 77031 . o
|3 | Fesopermukimanleyak bunl 9545 | 80 | 70 | 85 |

Sumber: Dinas PU Kaa_gatéﬁ'ﬂrta: Timur
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Rasio permukiman layak huni di Kabupaten Kutai Timur selama tiga tahun
terakhir (201 1-2013) terus mengalami peningkatan dan telah melampaui target
RPJMD.

Permukiman dan rumah laysk huni merupakan harapan dan idaman setiap
insan. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat
terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan
agar muncul kepedulian sosial untuk partisipasi dari warga mampu terhadap

yang kurang mampu.

E. Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Penataan Ruang salah
satunya dapat dilinat dari indikator kinerja sebagai berikut:

A. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Ruang Terbuka Hijau [RTH] merupakan area memanjang/jalur dan atau
mengelompok, yang penggunaannya {ebih bersifat terbuka, termpat tumbuh tanaman,
baik yang tumbub tanaman secara alamish maupun yang sengaja ditanam. Tujuan
penyelenggaraan RTH adalah 1] menjaga ketersedisan lahan sebagai kawasan
‘resapan air, 2] menciptakan aspek planologis perkotaan melzlui keseimbangan
antara lingkungan alam dan lingkungan bingan yang brguns untuk kepentingan
masyarakat; 3] meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana
pengaman lingkungsn perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Tabel 2.45
Rasio Buang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

| No Uraian 2008 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012
Vi (2] o s | e | (7]
. 1. | Luas Ruang na one | na | na ‘ n.a
i Terbu<a Hijau | |
2. | Luas wilayah ber | n.a ,—_ n.a | ha | n.a n.a
HRLoHEB | L | | S S
3. | Luas witayah (Ha) | n.a | na | na | n.a | na
4, | Rasio Ruang ' na | na | na \ na n.a
Terbuka Hijau {1:2] | ', - ~ | ‘

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tabun 2012

Ferubahan RFED Tahun 2015
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B. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Tabel 2.46
Rasio Bangunan ber-IMB8 per Satuan Bangunan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2013

No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013
{1} 2] 3] (4] (3] (&} {7]
1. | Jumnlah Bangunan 1.081 1.565 n.a n.a n.a

berivB
2. | Jumlah Bangunan n.a na n.a n.a na
3. | Rasio bangunan ber- n.a n.a n.a n.a n.a

IMB (1:2]

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur
Setiap orang/badan usaha di Kabupaten Kutai Timar vang akan

mendirikan/membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi,

dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan
persyaratan teknis yang berlaku waijib memiiiki ljin Mendirikan Bangunan [iIMB]). Hal ini
dimaksudian dalam rangka pengendalian pemanfasatan ruang Kabupaten Kutai
Timur.
F. Perencanaan Pembangunan

Dokummen  perencanaan daerah diantaranya terdiri  dari:  Rencans
Pembangunan Jangka Panjang Daerah [RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka
{RPJIMD), SKPD, Rencana

Pembangunan Daerah [RKPD), Rencana Kerja SKPO dan Rencana Tata Ruang

Menengah Oaerah Pencanz Strategis Kerja

Wilayah [RTRW). Berikut adalah gambaran ketersediaan dokumen perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu 2008-2013.

Tabei2.47
Ketersediaan Dokumen Perencanaan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 20092013

| No. | Uraian 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
. - il SRR, R -2 b il
7] (2] RN RN RNCRN,
1 | Dokumen Rencana Pembangunan Ada { Ada | Ada Ada ‘ Ada
| Jangka Panjang Daerah (RPJPD] | l |
2 | Dokumen Rencana Pembangunan Ada | Ada | Ada Ada | Ada
| Jangka Menengah Daerah [(RPJMD] | | | |
3 | Dokumen Rencana Strategis SKPD | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada
4 | Dokumen Rencana Kerjs Ada | Ada | Ada | Ada | Ads
| Pembangunan Daerah {RKPD) !
5 | Dokumen Rencana Kerja SKPO dan Ada Ada Ada Ada Ada

Rencana Tata Ruang Wilayah | ~ I !
\ (RTRW) | | | ‘

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur

Penibahan RKPED Tahun 2015
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G. Perhubungan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perhubungan dapat
difihat dari beberapa indikator kinerjg sebagai berikut:

Tabel 2.48
Capaian Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2010-2013
r
| Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013
=13 €] (3] (4) (S)
Rasio fjin trayek 0.08 n.a n.a n.a
| Jurntah uji kir angkutan umum {unit) 183 na n.a n.a
Lama pengujian kelayakan angkutan . n.a n.a 2546 2546
umum [KIR] i menit menit
Pemasangan rambu-rambu i Sesuai n.a n.a n.a
| standar

Sumber; Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

1) Rasioijin trayek

Rasio ijin trayek adalah perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan
selama 1 (satu] tahun terhadap jumlah penduduk.

Seluruh angkutan vmum yang ada di Kabupaten Kutai Timur wajib memiliki
izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penatsan pengaturan dan pengendalian
trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek illegal yang
dilakukan para pengendara angkutan umum. Perkembangan capaian rasio ijin
trayek di Kabupaten Kutai Timur sementara belum dapat dianalisis karena belum

tersedianya data.

2} Jumlah uji kir angkutan umum

2luruh angkutan umum yang didatangkan di Kabupaten Kutat Timur baik
yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan akan dioperasikan dr jalan wajb
memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini
dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan men;ags
keseimbangan ekosistemn lingkungan. Berikut adalah kondisi mengenai jumlah
kendaraanwajib uji dan yang telah melakukan uji kir di Kabupaten Kutai Timur
selama kurun waktu tahun 2010-2012.

Perubakan RXPD Takunr 2015
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Tabel 2.49
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Kutai Timur
Tahup 20102012

fNo Angkutan 2010 2011 2012
Umum
Jmith | Jdmlh | % Jmlh | Jmlh % Jdmih Jmilh %
KIR KIR KIR
(1) [2] {3) (4| (5) (6) (7] [8]) (3] (10) | (11
1 Mobil 81 - 81 - - 52 - -
penumpang
umum
2 | Mobil bus 221 - 148 - - 156
"3 [ Mobil barang | 3.267 TSheegr | - T [ 3488
Jumlah 3.579 - 3.526 | - - 3.686 - -

Sumber: Kutai Timur Oalam Angka 2013

Mengingat belumn adanyas data yang tersedia persentase jumlah KiR dengan
kendaraan yang wajib u)i maka diperlukan pendataan yang kontinu untuk
mengontrol sarana mobilitas dalam rangka memberikan jaminan keselamatan
serta kenyamanan bagi penumpang.

3) Jumlah Terminal/ Petabuhan Laut/ Pelabuhan Udara

Tabel 2.50
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 20102012

No Uraian ! Tahun
| 2010 2011 2012
{7] 2] 3] 4] 5]
1 Jumlah pelabuhan laut 2 2 2
2 Jurmlah pelabuhan udara 11 13 13
3 |Jomlshterminal | - | 10 | 12
Jumlah {13 25 27 |

Sumber:
- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutat Timur

Perkermnbangan jumlah pelabuhan laut, udara, serta terminal darat tidak
mengalams pertumbuhan signifikan, namun dapat dipastikan tingkat mobilitasnya

sernakin tingg! dengan lonjakan jumlsh penumpang yang meningkat setiap tahun,

4} Lama pengujian kelayakan angkutan umum {KIR}

Berdasarkan perkembangan capaian lama pengujian kelayakan angkutan
umum (KIR]) menunjukkan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan target
RPJMD. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD per tahunan bahwa lama
pengupan kelayaken angkutan umum maksimal selema 1 {satu) har, namun
dalam realisasinya lebih cepat dari target tersebut yaitu rata-rata selama 25
sampai 46 menit. Capaian tersebut menuvnjukkan adanya peningkatan pelayanan

umum vang baik bagi masyarakat.

Perubalan RKED Takun 2015
Pemerintal Kpbupaten Kutal Timur




Bab {f Eveluasi Hosil Pelaksanaan RKED Tahun 2012
Dan Capaten Kinerja Peryelenggaraan Pemerintahan

5) Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas merupakan salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk
tertentu yang memuat lambing, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di
antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan
petunjuk bagi pernakai jalan. Pemasangan rambu-rambu lalu fintas bertujuan
untuk mengatur lalu lintas kendaraan bermotor, sehingga ha! ini dapat
meminimalisic  jumlah kecelzkaan yang terjadi. Berikut adalah kondisi
pemesangan rambu-rambu falu lintas di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun
waktu tahun 2009-2013.

Tabel 2.51
Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lslu Lintas
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2013
No. Uraian | 2009 2010 2011 2012 2013
{17 &) {37 A = {5/ {7
4 | Jumlah pemasangan rambu-
rambu lalu lintas

5 | Jurmlah rambu-rambu lalu lintas
i yang Seharusnya tersedia

3 | Persentase i

S——

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

H. Lingkungan Hidup

Gambsran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Lingkungan Hidup salsh
satunya dapat dilhat dam indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.52
Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2010-2013

Indikator l Tahun
L | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
. m__ @ | @ | @4 | (5
Persentase penanganan sampah [%) | 55 n.a | 45 n.a
Persentase penduduk berakses air \ na | na | 1387 na
minum (%] | | |
Cakupan pengawasan terhadap 70 na 40 | 67 !
|_pelaksanaan amdal _ | L o o | |
| Tempat permbuangan sampah (TPS) per | n.a l na n.a ! n.a
| satuan penduduk | l

Sumber Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutal Timur Tahun 2013

1) Persentase penanganan sampah

Persentase penanganan sampah sadalah proporsi volume sampah yang
ditangani terhadap produksi sampah.

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan

bshan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak

Perubaban RK 2D Takun 2015 ES
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membahayakan lingkungan dan melindungl investasi pembangunan (SN 18-
2454-2000).

Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari
bahan organik dan atau anorganik, baik benda logam maupun benda bukan
logam, yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar. Bentuk fisik benda
tersebut  dapat berubah menurut cara  pengangkutannya atau  cara
pengctahannya [Anonim,1988). Sampah padat adaiah semua barang sisa yang
ditimbulkan dari aktivitas manusia dan binatang yang secara normal padat dan
dibuang ketika tak dikehendski atau siasia [Tchobanoglous, Theisen dan Vigil
1983).

Pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan
pengendalian bagaimana sampah dihasikan, peryimpanan, pengumpuian,
pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah yang menggunakan suatu
cara yang sesual dengan prinsip-prinsip pewadahan, pengurnpulan, TPS. Bila
salah satu kegiatan tersebut terputus atau tidak tertangani dengan baik, maka
akan menimbulkan masealah kesehatan, banjir/genangan, pencermaran air tanah,
dan estetika.

Bertambabnya jumlah penduduk, berimplikasi kepads meningkatnya
permasalahan sampah di Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu perlu dilakukan
penanganan yang optimal serta antisipasi adanya peningkatan jumiah penduduk
yang semakin tinggk.

Berdasarkan perkembangan capaian persentase penanganan sampah dari
tahun 2010 hingga tahun 2012 menunjukkan masih javh dari target pencapaian
yang ditetapkan, oleh karena itu perlu upaya kerja keras untuk mencapai target
yang nada akhir pelaksanaan RPUMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 201 5.

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh SKPD terkait diantaranya
adalah periunya penambahan personal mulsi pengumpul, pengangkut sampah
serta cukupnya rasio TPS, agar pelayanan bisa maksimal. Beberapa kegiatan
yang dapat dilakukan diantaranya adalash pembangunan TPA  beserta
pengelolaannya yang diatur melelui Peraturan Daerah, penambahan alat
kebersinan, peningkatan sarana dan prasarana kebersihan sepertl pembangunan
TPS, penambanian truk pengangkut sampah dan penambahan alat berat TPA
Selain tu, perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam

pengelolaan sampanh.

Qerubafan RKED Takun 2013
Pemorintah Kabupaten ‘Kutai Timur
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2}  Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Proporsi penduduk atau rumah tanggs dengan akses terhadap sumber air
minum yang terlindung adalah perbandingan antara penduduk atau rumah
tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindung dengan
penduduk atau rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

Indikator ini digunakan untuk memonitor gkses terhadap sumber air
berdasarkan asumsi bahwa sumber air terlindung menyediakan air yang aman
untuk diminum. Air yang tidak aman diminum adalah penyebab langsung berbagai
sumber penyakit.

Berdasarkan capaian persentase penduduk berakses air minum tahun
2012 sebesar 13,87 persen menunjukkan masih jauh dari target yang
ditetapkan pada tahun 2012, tentu hal ini akan semakin memperberat capaian
pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2015 sebesar 80 persen,

Pertumbuhan jumiah penduduk yang cukup tinggi membawa dampak
meningkatnya perkembangan perrmukiman di Kabupaten Kutai Tirmur yang tentu
berimplikasi pada peningkatan kebutuhan akan air bersih. Beberaps
pemasalahan pelayanan air bersih yang belum maksimal disinyalic diantaranya
disebabkan oleh terbatasnya sumber air baku. tersebarnya kawasan
permukiman, kawasan permukiman yang berada di tempat tinggi dan jauh dari
jaringan, angka kehilangan air yang cukup tinggi mencapai kurang iebih 30
persen, sistem produksi yang kurang maksimal, biaya fistrik tinggi, serta taniff

yang masih rendah.

3) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

Capaisn cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal selama tiga
tahun terakhir (201 1-2013) meskipun telah mengalami peningkatan di setiap
tahunnya namun belum mencapai target tahunan RPJMD. Oleh karena itu perlu
ada upaya yang keras dari Sawan Kera Perangkat Daerah [SKPD] terkait
dengan pelaksanaan program dan kegiatan guna lebih meningkatkan capaian
cakupan pengawasan terhadap peleksanaan amdal yang diharapkan pada akhir
pelaksenaan RPJMD tahun 2015 dapat tercapal.
4) Rasio tempat pembuangan sampah [TPS) per satuan penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS] per satuan penduduk adalah
jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk.

Capaian rasio TPS per satuan penduduk belum dapat dianalsis karena belum

Perubahan RFED Tafiun 2015
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
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tersedia data. Indikator tersebut sangat penting untuk diketahui agar sejauh
mana selama ini kemampuan TPS dalam menampung sampah yang dihasilkan

oleh penduduk Kabupaten Kutai Timur Khususnya.

. Pertanahan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanghan salah
satunya dapst dilihat dari persentase lahan bersertifikat. Kondisi administrasi
pertanahan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013 sebagai berikut:

Tabel 2.53
Luas Lahan Bersertifikat
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2013

No Uraian 2009 | 2010 [ 2011 | 2012 | 201 :U
{7} 2] {3} 4] (5] (6] 7y |
1 Luas wilayah daratan - - - 2 A
2 | Luastanah bersertifikat HGB 7 = [ - -
3 | Lussianah bersertifikat HGU = = - = -
4 | Luas :anah bersertifikat HM - - - - 3

Luas zanah bersertifikat HPL 2 & : - .

Total luas tanah bersertifikat = z 2 = %

Prosentase HGB dibanding luas daratan = = - -

Prosentase HGU dibanding luas daratan 2 3 - s 7

||~ ®m|m

Prosentase HM dibanding luas daratan < > = = -

10 | Prosentase HGPL dibanding luas daratan ~ - 2 . 3

11 iProsentase total iuas lahan bersertifikat . E - ? ‘

Sumber: Dinas PLTR dan BPM

J. Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kependudukan dan
Catatan Sipi salah satunya dapat dilihat dar indikator kinerja sebagai berikut:

Tabei 2.54
Capaian Indikator Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Tahun 20102013
|

| Indikator Tahun
|
| 2010 | 2011 | eol2 | 2018
| j @ [ @& | ¥ (5)_
| Rasio penduduk ber KTP per satuan 1 na [ 7180 | n.a
| penduduk 4 S I
| Rasia bayi berakte kelahiran "~ na | n.a 48,13 na
Kepemilikan KTR B 13 | a3 61.30 | n.a
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK BS | n.a 651,30 4[ n.a

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Perubahan RKED Tafun 2015
FPemerintah Kasupaten Kutai Timur
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1) Rasio Penduduk ber KTP

Rasio penduduk ber KTP adalzh merupakan jumlah penduduk usia di atas
17 tshun yang memiliki KTP dibagi dengan jumlah penduduk usia di stas 17
tahun. Capaian rasio penduduk ber KTP pada tahun 2012 menunjukkan sebesar
71.90. Capaian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata dari 100 penduduk
Kabupaten Kutai Timur terdapat 71.90 yang ber KTP sedangkan sisanya 28,10
belum ber KTP. Jika dibandingkan dengan target BPJMD ditetapkan tiap tahun
minimal 80 maka capaian tahun 2012 masih berada dibawah target. Oleh
karena itu, dalam upaya meningkatkan rasic penduduk yang ber KTP perlu
adanya program sosislisasi yang lebih masif kepada masyarakat tentang arti
pentingnya ber KTP.
2] BRasio bayi herakte kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran merupakan jumlah bayi lahir yang memiliki akte
kelzhiran dibagi jumlah keseluruhan bayi yang ighir. Capaian rasio bayi berakte
kelahiran pada tahun 2012 masih tercapa 46,13 dari 100 yang ditargetkan.
Melihat perbandingan capaian dengan target tahunan dan akhir RPJMD yang
masih jauh, diperkirakan akan sulit tercapai pada akhir pelaksansan RPJMD
tahun 2015.
3) Kepemilikan KTP

Kepemilikan KTP adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumiah
penduduk wajib KTP [ > 17 tahun dan atau pernah/sudah menikah) dikalkan 100
persen. Capaian indikator kepemilikan KTP masih fluktuatif, dimana pada tahun
2011 tercapai 83 persen yang melampaui target RPJMD sebesar SO persen,
namun tghun 2012 menurun menjadi 51,30 persen jsuh di bawah target
sebesar BO persen. Oleh karena itu periu kerja keras untuk melaksanakan
progrem sosialisasi kepemilikan KTP guna mencapai target RPJMD tahun 2015
sehesar 90 persen.
4} Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Capaian ndikator penerapan KTP Nasional berbasis NIK  helum
menurjukkan capaian yang positif, hal ini ditunjukkan dengan capaian pada tahun
2012 sebesar §1.30 persen dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 75
persen. Sedangkan pada akhir pelaksanaan RPJIJMO tahun 2015 ditargetkan
sebeser 80 persen. Oleh karenanya diperiukan kerja keras bagi SKPD terkait
untuk mencapat target tersebut dengan menerapkan program dan kegistan vang

efekuf dan efisien.

Perubalian ®NED Tahun 2015
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K. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerje

sebagai berikut:

Tabel 2.55
Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 20102013
Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013
D) B @ [@ [5)

Persentase partisipasi perempuan di {7218 | 2470 3225 45,83
lermbaga pemerintah %]
Persentase partisipasi perempuan di 82,85 S0 90 80
lembaga swasta (%)
Partisipasi angkatan kerja perempuan 3550 | 3550 3550 3550
(%) '
Penyelesaian pengaduan perlindungan 100 100 100 100
perempuan dan anak dari tindakan
kekerasan [%] |

Sumber; Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

1] Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

indikator capaian persentase palrtisipasi perempuan di lembaga pemerintah
telah menunjukkan hasil yang positif, dimana selama 3 [tiga} tahun terakhir
[2011-2013) menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Pada
tahun 2011 tercapai 24,7 persen, kemudian tahun 2012 sebesar 32,25
persen, selanjutnya tahun 2013 sebesar 4583 persen. Sementara target
tahunan RPJMD hanya sebesar 10 persen. Sehingga pada akhir pelaksanaan
RPJMD tahun 2015 akan tercapal.

2} Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

Indikator capaian persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta juga
menuniukkan hasil yang positif dimans pada tahun 2011 dan 2013 telah
memenuhi target RPJMD sebesar 90 persen, dan bahkan pada tahun 2012
mencapal 98 persen. Sehingga diperkirakan target akhir pelaksanaan RPJMD
tahun 2015 akan tercapal.

3} Partisipasi angkatan kerja perempuan

Parusipasi angkatan kerja perempuan selama kurun wakiw 3 (tiga) tahun
telah mencapai target RPJMD tahunan sebesar 35-50 persen. Sehingga
diperkirakan akan tercapai target akhir pelaksanaan BPIMD tahun 2015.

Perubalan REED Takun 2003
Vemerintah Kpbupaten Kutai Timur
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4] Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari
tindakan kekerasan
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dart tindakan
kekerasan tercatat sefama tahun 2071 hingga tahun 2013 tercapai 100
persen sesuai dengan target RPJMD.

L Keluarga Berencana (KB} Dan Keluarga Sejahtera [K5]
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kelvarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai

berikut:
Tabel 2.56
Capaian Indikator Urusan KB dan Keluarga Sejahtera
Tahun 2010-2013
Indikator [ Tahun

2010 | 2D1 2012 2013

(1] (2] (3} 4] (3]

Rata-rata jumiah anak per keluarga (anak} 23 2.8 2.8 2.8

Rasio akseptor KB 82.88 65 58 _ 71
Cakupan peserta KB aktif (%) | 288 | 8371 £3.91 85,39

Sumber: Badan Pernberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

1) Rata-rata jumlah anak per keluargy

Rata-rata jumlah anak per keluarga adaleh jumlah anak dibagi dengan
jumlah keluarga. Program Keluarga Berencana secara demografi bertujuan
untuk menurunkan angka kelahiran dan secarae filpsofis bertujuan  untuk
mewujudkan kelvarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga
yang dianjurkan oleh Pemerintah adalah 2 [(dua) anak lebih baik. Berkaitan
dengan hal di atas, perkembangan jumiah ansk dan jumlah keluargs yang ada di
Kabupaten Kutsi Timur selama kurun waktu 2010-2012 dapat dielaskan
sebageimana tarmpak pada Tabe! 2.57 di bawah ini.

Tabel 2.57
Rata-Rats Jumlah Anak per Keluarga
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 20106-2012

‘ No ( Uraian L~ Tahun |
| | 2010 | 2011 | 2012 |
7N /A Y T 7
| Jumlah anak 22501 | : ' : |
- | Jumiah keluarga . /7031 . - |
| 3 I Rata-rata jumlah anak per B 3.0 ‘ 34 | 28
L | keluarga |
Sumber:
- SIMREDA Kabupaten Kutat Tirmur Tahun 2013
- Data diolah

Ferubahan RKPD Takun 2015
Pemerintal Kpbupaten Kutar Timur
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2) Rasio akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor K8 dalamn periode 1 [satu) tahun
per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama.

Tingkat fertilitas Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Kutai Timur
sebesar 26.712. Rata-rata jumlsh anak per keluarga di Kabupaten Kutai Timur
sebanyak 3-4 anak. Jumlah akseptor KB di Kabupaten Kutai Timur tahun 2010
sebaryak 25.822 grang peserta dari total 42.383 PUS. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Tabel 2.58 di bawabh ini.

Tabel 2.58
Rasio Akseptor KB
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 20102012
Mo Uraian T Tahun
2010 2011 | 2012
{7 =] {3/ 4] (5]

1 Jumlah PUS 42365 43.013 44594

2 Jumlah Akseptor KB 25622 26.635 28.501

; Rasio Akseptor KB Q80 { a62 | 084 |

Sumber: Kutai Timur Dalarm Angka 2013

Permakaian kontrasepsi banyak digunakan untuk  menilai  tingkat
keberhasilan program KB dan juga dapat digunakan untuk memperkirakan
penurunan angka fertilitas sebagai akibat dari pemakaian kontrasepsi. Terlhat
pada tabel 3.61 menunjukkan adanya trend meningkat penggunaan kontrasepsi
{sebacai akseptor) dani tahun ke tahun, meskipun kenaikannya relatif lambat.
(0,02 per tahun).

Berdasarkan data yang ada menunjukkan adanya peningkatan akseptor KB,
Sebagaimana tampak pada Tabel 361 pada tahun 2010 jumiah akseptor KB
sebesar 25.822, selanjutnya naik pada tahun 2011 sebesar 26.635, kemudian

pada tahun 2012 juga mengalami peringkatan menjadi sebesar 28.501.

3] Cskupan peserta KB Aktif

Cakupan Peserta KB aktif [Contracepiive Prevalence Rate) adalah cakupan
dari peserta KB yang baru dan lama yang masih ak:if menggunakan alat dan obat
kontrazepsi [alokon] dibandingkan dengan iumlah pasangan usia subur di suatu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini menunjukkan jumlah
pesertz KB baru dan lama yang masih aktif memakai alokon terus-menerus
hingga saat ini untuk menunda. menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri
kesuburan.

Capaian cakupan Peserta KB Aktif pada tahun 2012 sebesar 53,91

Ferubahan RKFD Tahun 2015
Pemerintafi Kabupaten Kutai Timur
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persen masih jauh dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 84,55 persen.
Oleh karena itu, diperlukan upaya kerja keras untuk mencapsi target akhir

pelaksanaan pada tahun 2015 sebesar 87,11 persen.

M. Sosial

Maszlah sosial adalah perilaku atau keadaan kompleks yang akibatnya
berpengaruh kesejahteraan orang banyak {umum)] serta dapat mengganggu
kestabilan masyarakat, norma, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat.

Tabel 2.58
Perkembangan Kondisi Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013

N.

No Uraian 2010 2011 2012 2013

1] (] (3] 4] (5] (5]

1 | PMKS yang memperoleh 2525 2814 69.12 S1.11
bantuan sosial [%)

2 | Penanganan penyandang 3683 89,94 91,43 89.12
masalah kesejghteraan sosial
(8]

Sumber:

- Dinas Sosial Kabupaten Kutai Tirnur Tahun 2013

Ketenagakerjaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Ketenagakerjsan

salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.60
Tingkat Pengangguran, Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkas
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2009-2013

I

Na | Variabel | 2009 | 2010 2011 | 2012 | 2013
) e |, (R —

(1] (£] (3] 4] (3] € __| (7]

1. | Jumiah pengangguran | 4638 6.348 7.045 5.096 7.738
[Jiwa) =

2. | Angka setengah I 15014 27.354 27.354 32.800 | 37B4s
menganggur (Jiwa] |

3. | Angkatan Kerja [AK] | 83387 | 122551 | 128874 | 130685 | 130985

4. | Tingkat Partisipasi | 8107 89,79 7045 8C.20 65.23
Angkatan Kerja [TPAK] ‘ |
(%] , : i |

5. | Tingkat Pengangguran | 5.56 518 | 485 | 3.90 | 5.97

| Terbuka (TPT] (%)

Sumber: Dinas Tenaga Kerja da Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

1} Jumlah Pengangguran

Pengangguran merupakan keadaan dimana dalam sebuah masyarakat,

Ferubalan
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sebagian warganya tidak mampu memasuki kesempatan kerja yang ada,
sehingga ia tidak marmpu lagi memenuhi kebutuhan ekonominya, Secara alami
pengangguran terjadi karena pads seat kesempatan kerja penuh (/A
empiloyment] dimana 95 persen angkatan kerja dalam wakiu tertentu
sepenuhnya bekerja, angkatan kerja yang belum masuk dalam kesempatan kerja
tersebut berartt menganggur. Pengangguran umumnys disebabkan karena
jumlah angkatan kerja tidak sebanding dergan jumiah Iapangan pekerjaan yang
mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali meniadi masslah dalam
perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan
pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menysbabkan timbulnya
kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Berdasarkan capaian tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan dan
penurunan jumilah angka pengangguran pada tahun 2011 sebesar 7.045 jiwa
kemudian tahun 2012 menurun menjadi sebesar 5.096 jiwa, selanjutnya tahun

2013 naik menjadi 7.7386 jiwa.

2] Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan
kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah
suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk
yang aktif secara ekenomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu
dalam pericde survei. Beberapa indikator yang dapat mengambarkan partisipasi
angkatan kerja yaitu Geners!/ Economic Activity Hatio [Rasio Aktifitas Ekonomi
Umum), rasio im khusus untuk penduduk usis kerja, atau biasa disebut Tingkat
Partisipast Angkatan Kerja (TPAK]. TPAK adaiah indikator yang biasa digunakan
untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja,

TPAK menurut kelompok umur biasanya memiliki pola huruf "U” terbalik.
Pada kelompok umur muda {15-24) tahun. TPAK cenderung rendah, karena
pada usia inl mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja {sekalah).
Begitu juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah
dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakt (pensiun). Jka kita lihat
perbandingan antar ienis kelamin, maka TPAK perempuan jsuh lebih rendah
dibandingkan laki-iaki. Hal ini kemungikinan ai Indonesia, tanggung jawab mencari
nafkah pada umumnya lakilaki, sehingga perempuan lebih sedikit masuk ke dalam

angkatan kerja.

Berdasarkan capaian TPAK selama kurun waktu 2010-2012 menunjukkan

Pentbalan RXGD Tahun 2015
Pemerintah Kpbupaten Kutai Tmur
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capaian yang sangat bagus {on track). Bahkan pada tshun 2011 dan tahun
2012 menunjukkan capaian yang jauh melampaui target BPJMD. Meningkatnya
persentase TPAK pada dua teahun terakhir menunjukkan bahwa penyerapan
tenaga kerja di Kabupaten Kutai Timur semakin tingg! {meningkat).

3) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase penduduk: yang mencani
pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena
merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai
pekerjzan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada.
Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah
pengangguran dengan jumiah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.
indikator ini bermanfaat untuk melihat keterjangkauan pekerjaan {kesempatan
kerjal.

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas
karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi
angka peangangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial
yang ditimbulkannya, contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka
pengangguran terbuka maka sernakin stabil kondisi sosial dalam rnasyarakat.
Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolok
ukur keberhasilan pembangunan.

Perkembangan capaian tingkat pengangguran terbuka dua tahun terakhir di
Kabupaten Kutai Timur menunjukkan penurunan serta capaian terhadap RPJMD
on track pada tahun 2012 bahkan telah menembus capaian tahun 2014,
sekalipun pada tahun 2011 sedikic di atas target. Sehingga pada akhir

pelaksanaan RPJMO tahun 2015 diperkirakan optimis akan memenuhi target.

4] Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah merupskan perbandingan jumlah
penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Cara menghitung rasio
tersebut terlebih dahulu disusun data angkatan kerja yany bekerja dan yang
mencan pekerjaan menurut kelompok umur berdasarkan hasil sensus terakhie,

Kesermnpatan kerja merupakan hubungan antara angkatan keria dengan
kernampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus
diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan
demikian, dapat menyerap pertambshan angkatan kerja. Dalam ilmu gkonomi,

kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya

Perubahan RKED Tahun 2015
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lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekeria

dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjgan sesuai dengan keahlian,
keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja [demand for
fabour} adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersedizan pekerjaan
[lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan
kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.
Tabel 2.61
Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Angkatan Kerja

dan Bukan Angkatan Kerja dan Jenis Kelamin
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013

Uraian | Tahun2010 | Tahun 2011 Tahun 2012 | Tahun 2013
(1 I i) ) (5)

Angkatan Kerja 122.55% 128.874 130.685 130.985
Lakilaki 83.752 8311 -
Perempuan 36.846 35.763
Bukan Angkatan Kerja 55.057 54.048
Laki-laki 13777 £.858
Perempuan 41280 47.080

D.

Sumber: Simreda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 [Sakernas)

Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan
lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Kutai Timur. menunjukkan adanys
peningkatan pada setigp tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kutai Timur [Simreda Tahun 2012) menunjukkan bahwa pada tahun
2010 sebesar 105902 kermudian naik menjadi 116.742 pada tahun 2011.
Berdasarkan kenaikan tersebut, maka rasio penduduk yang bekerja juga makin
meningkat dimana pada tahun 2011 telah mencapai 90,58 melampau target
RPJVD sebesar 66,07.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah [KUKM)

Gambaran umum kondisi daersh terkait dengan urusan Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah [KUKM] salah satunya dapat dilhat dari indikator kinerja sebagai

berikut:

A. Persentase Koperasi Aktif

Koperas: merupakan saleh satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonami

rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperivas lapangan pekerjsan. Semakin

banyak jumlah koperasi yang akuf, diharapkan semakin berdaya ekonomi kerakyatan,

menurun jumiah kemiskinan dan menurun jumiah pengangguran. Untuk mengetahui

Perubahan BKED Tahun 2013
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jumntah koperasi, dan persentase koperasi aktf di Kabupaten Kutai Timur kurun
waktu tahun 2008-2013 dapst dilihat pada Tabel 2.65 dibawah. Persentase
koperasi aktif menunjukan kecenderungan relatif tetap dari tahun ke tahun berkisar
ratg-rata sekitar 64 persen, dengan demikian perlu dilakukan pembinaan
manajemen perkoperasian sehingga mampu melaksanakan Rapat Anggota Tahunan
[BAT] dan meningkatkan kinerja koperasi serta kesejahteraan anggotanya. Koperasi
yang mampu menyelenggarakan SAT menunjukan keaktifan riil dalam menjalankan

koperasi sesuai asas koperasi.

Tabel 2.62
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Kutal Timur
Tahun 2009-2013

No Uraian | 2009 IT 2010 | 2011 | 2012 | 2013 J
(1 (2 3| @ | 5 (6] (7]

Jumlah koperasi aktif 533 580 508 574 n.a
2 Jumnlah koperasi 796 804 885 950 n.a
3 Persentase koperasi aktif | 66,86 | 72,14 | 56,76 | 6042 n.a

(%] |

Sumber:
- Dinas Koperasi Kabupaten Kutar Timur Tahun 2013

B. Jumlah UKM Nan BPR/LKM UKM

Usaha kecil den menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi
produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka
meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan
menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah
dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. Untuk mengetahui jumlah UKM
Non BPR/LKM UKM di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu 2008-20120 dapat
dilihat pada tabe! di bawah in.

Tabel 2683
Jumiah UKM Non BPR/LKM di Kabupaten Kutai Timur
~ Tahun 2008-2013

No | Uraian _gougfic—ljslfnii‘ 2012 | 2013 |
(1] | (2 B M | s | (5] I/
T | Jumlshseluruh UKM | 2.945.[_ 3057 | 3450 | 5080| na |
2 'Jumlah BPR/LKM |I ( | g / 46 | 46 na |
3 Jurmilah UKW non U ) C g na

| BPR/LKM ( : l

— 1 - — —_—

Sumber:
- Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Ferubahan RKED Takun 2015
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C. Jumlah BPR/LKM
BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai
jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jurmiah
BPR dan LKM, memudsahkan masyarakat miskin dan pengusaha kecil dapat
Untuk
mengetahui jumlah BPR/LKM di Kabupaten Kutai Timur kurun wakwe 20082013
dapat dilihat pada Tabel 2.70 di bawah ini.

Tabel 2.64
Jurniah BPR/LKM di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2008-2013

mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perekonomiannya.

No Uraian 2009 | 2010 \ 2011 2012 | 2013
(1] (2] {3] 4] | (5] (6] {7]
1 | Jumlah BPR B 1 1 1 na
2 | Jumlah LKM |- B B 45 45 n.a
3 | Jumlah BPR dan LKM 9 9 | 46 48 n.a

Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

P. Penanaman Modal

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Penanaman Modal
salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

A. Jumlah Investor Berskala Nasional [PMDN/PMA]

Harpir semua kabupaten/kota membutuhkan modal dalam negenri maupun
modal asing dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan,
Kehadiran investor asing diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspor dan
substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju
pertumbuhan  ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnys di
Kabupaten Kutai Ttmur. Namun hadirnnya investor asing sangat dipengaruhi oleh

kondisi internal negara, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum dan lan

sebagainya.
Tabel 2.65
Jumilah Invester PMDN,/PMA
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2013

No | Ursian | Jumlah Investor [
- | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
m e g T (e 7
R =Y A A - B

2| pva | 13 | s | . : } .

3| Tom | 20 | 12 | 15 | @ 4

Sumbe~ Badan Penanaman Modal Dagrah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Perubafian RKED Tafun 2015
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B. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional [PMDN/PMA])

Pemerintah daersh dan pengusaha adalah dus kelompok yang paling
berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah
daerah, mempunyai kelebihan dalam satu hal, dan tentu saja keterbatasan dalam hat
lain, demikian [uga pengusaha. Sinergi antara keduanya untuk merencanakan
bagaimana ekonomi daerah akan diarahkan perlu menjadi pemahaman bersama.
Pemerintah daserah mempunyai kesempatan membuat berbagai peraturan,
menyediakan berbagai sarana dan peluang. Tetapi pemerintah daerah tidak
mengetahui banyak bagaimana proses kegiatan ekonomi sebenarnya berlangsung.
Pengusaha mempunyai kemampuan mengenali kebutuhan orang banyak dan dengan
berbagai insiatifnya, memenuhi kebutuhan itu. Aktivitas memenuhi kebutuhan itu
membuat roda perekonamian berputar, menghasilkan gaji dan upah bagi pekerja dan
pajsk bag pemerintah. Dengan pajgk, pemerintah daerah berkesempatan
membentuk kondisi agar perekonomian dagrash berkembang lebih lanjut.

Ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah dapat mengundang
ketertarikan investor untuk menanarnkan investasinya di daerah tersebut. Semakin
banyak realisasi proyek maka menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi
fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah
direncanakan.

Tabel 2.68
Jumlah nvestasi PMON/PMA Yang Disetujui
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 20082013

Tahun PMDN ] PMA |
Nilai Investasi | Nilai Investasi [Juta US$)
[Triliun Rp)
A 2] |' I/

2008 - J -

2010 -

2011 1.3275 123
2012 18 633
| 2013 5087 B
Sumber:

- Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

17. Kebudayaan
Gambaran umum kondisi daersh terkait dengan urusan Kebudayaan dapat
dilihat dari sejumlah indikator: Fer¢arma, jumlah sarana dan penyelenggaraan seni

budaya. Kedus, jumlah benda, situs dan kawassn cagar budays daersh dan yang

Prrubahan RRED Tahun 2015
Pemerintah Xabupaten Kutai Timur
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dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya menggall dan
menginventarisic warisan budaya yang dapat dipergunakan untuk menarik minat
wisatawan mengunjungi wilayash Kutai Timur,

Tabel 2.67
Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya

di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2013

No Uraian | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

(1 2] e 4] (5] (6] (7]

1 Jumlah penyelenggaraan festival seni B 10 8 5] 3
dan budaya

2 Jumlsh sarana penyelenggaraan seni (5] B 4 4 4
dan budaya

3 | Jumiah benda, Situs dan Kawasan 100 | 100 100 100 100
Cagar Budaya yang dilestarikan [100] L

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Q. Kepemudaan dan Olah Raga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kepemudaan dan Olah
Raga dapat dilihat dari jumiah organisasi kepemudaan dan clahraga serta kegiatan
yang dilaksanakannya. Banyaknya jumlah organisasi pemuda dan organisasi olahraga
menunjukkan besarnya tanggungjawab yang harus dilakukan pemerintah dalam
melskukan fungsi pembinaan dan fasilitasi penunjang keperdayaannya. Sedangkan.
banyaknya jumlah kegiatan yang dilsksanakan organisasi pemuda dan organisasi
olahraga menggambarkan tingkst partisipasinya dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Untuk mengetahui gambaran umum organisasi kepemudaan dan
olahraga serta kegtatan yang difaksanakan di Kabupaten Kutai Timur kurun waktu
2010-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68
Jumilah Organisasi dan Kegiatan
Kepemudaan dan Olahraga di Kebupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013

No | Uraian | 2010 | 2011 | 20712 2013
(1] (2] | & () (7]
| Jumlsh organisasi pemuda | 10 38 38 a8
b Jumiah organisasi olahraga | 10 43 ! 43 43
| Jumlah kegiatan | Sesuai 4 4 5
| | kepemudaan | kondist
| | | eksisting | | _
' 4 ! Jumlah kegiatan olshraga | Sesual | 10 9 ’ 16 '
| kondisi {
| | eksisting | | |

Sumber: Dinas Pemuda, Clahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Perubahan RKFD Tahun 2015
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R. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri dapat dilihat dari keberadaan Satuan Palisi Pamong Praja
{Satpol PP), Petugas Perlindungan Masyarakat {Linmas) yang dari sisi tugas dan
rasio jumlahnya dapat menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam
memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal

memelihara dan

menyelenggarakan ketentraman dan  Kketertiban

umLim,
menegakkan Peraturan Daerah {Perda] dan Keputusan Kepala Daerah.
A. Rasio Jumiah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk
Keberadaan Satuan Polisi Parmong Praje (Satpol PP), merupakan aparatur
Pemerintab Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara
dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan
Daerah [Perda) dan Keputusan Kepala Daerah.

Tabel 2.69
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 20082013

Ne Uraian 2008 2010 2011 2012 2013
{1} 2 {3] 4] {5} (E} {7}
1 Jurriah polisi pamong praja 97 116 - - ¢
2 | Jurrlah penduduk | 245817 | 367.247 430865 | 527.723 | 554.781
g Rasa jurmnlah polist pamong |

praja per 10.000 ’ |

penduduk

Sumber: Satuan Pamong Praja Kabupaten Kutat Timur Tahun 2013

B. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
Keberadaan Petugas Perliindungan Masyarakat {Linmas), merupakan satuan
yang memiliki tugas umum memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan
keteruban masyarakat secara iuzs. Gambaran umum keberadaan Satusn Linmas di
Kabupatan Kutai Timur kurun wakiu 2008-201 3 dapat dilihat pada Tabel 2.70.

Tahe! 2.70
Rasio Jumlah Linmas Par 10.000 Penduduk
di Kabupaten Kutai Timur Tahup 2008-2013

No Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | =012 2013
(1] 2) RN
1 | Jumilsh Linnmas 1877 | 1877 | . ] '
2 | Jumiah Penduduk 245817 | 367247 | 430865 | 527723 | 554751
| 3 |Resiojumiahlinmes | 130 | 140 | - | - | |
per 10.000 penduduk | . | { l

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

Penubakan RKED Talun 2015
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S. Dtonomi Daerah. Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawsian dan Persandian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja

sebagai berikut:

A. Persentase Penyelesaian Penegakan PERDA
Tugas penegakan Peraturan Daersh [Perds). berdasarkan Peraturan
Pemerintah Rl Nomor 32 Tahun 2002 dilsksanakan oleh Satpol PP. Detail tugas
Satpol PP adalah rmemelihara, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum,
menegakkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah. Berikut adalah gambaran secara
lengkap mengenai penegakan Perda di Kabupaten Kutai Timmur selama kurun waktu
tahun 2009-2013. Inventarisasi data pelanggaran Perda hingga penyelesaiannya
perlu  dilakukan  agar  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Timur  dapat
mengimplementasikan good government governance dalam  penyelenggaraan
pemerintahan. Dengan demikian, hal tersebut akan mendorong tingkat kepatuhan

terhadap segala peraturan perundangan yang berlaku,

Tabel 2.7
Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2013

No Uraian 2008 | 2010 2011 2012 2013
(1] ] </ L (5] 6 | (7]
1 Penegakan Perda
a. | Jumiah Pelanggaran Perda | na na na A e
b. ! Jumlah Penyelesaian | na n.a na na | na
__ |PenegskenPerds | | | | B
| c | Persentase Penyelesaian na | na | na | na | na
Penegakan Perda ! | | l | -
2 | Penegakan K3
a. |JumlshPelanggaranK3 | na | na | na na | na
| b. | Jumlah Penyelesaian | na | na n.a na | na
L Penegakan K3 | ] I
‘ c. , Persentase Penyelesaian | na | na n.a n.a n.a
| Penegakan K3 | | )

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2012

B. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Fungsi utama pemerintah adalah memberikan fayanan masyarakat. Salah satu

parameter keberhasilan layanan masysrakat aparstur pemerintah adalah indeks

Kepuasan Masyarakat (KM} sebagal penerima pelayanan. Indeks Kepuasan

Perubahan REED Takun 2015
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Masyarakat {IKM) adalah dats dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat
yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan
publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Untuk melihat kepuasan layanan terhadap masyarakat perlu memperhatikan
kompaonen IKM dan standar pelayanan publik sebagai komponen layanan yang
persifat keantitatif maupun kualitatif, Komponen IKM  yakni: (1) kesederhanaan, (2).
kejelasan, (3) kepastian waktu, [4] akurasi, (5] keamanan, (B) tanggungjawab, (7)
kelengkapan sarana dan prasarana, (8) kemudshan akses, (S) kedisiplinan, [10)
kenyamanan. Adapun standar pelayanan publik adalsh sekurang-kurangnya
mencakup hal-hal sebagai berikut: [1) Prosedur pelayanan, (2] Waktu penyelesaian,
(3) Biaya pelayanan, (4] Produk pelayanan, [9) Sarana dan Prasarana.

Pelayznan publik oleh aparatur pemerintah hingga saat ini masih banyak dijumpai
kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat.
Hal ini mengingat masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan
melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap
aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani
masyarakat, maka pemerintah daerah Kutai Timur periu terus berupaya
meningkatkan kualitas pelayanan. Kepuasan penerima layanan dapat dicapai apabila
penerima layanan memperoleh pelayanan sesust dengan yang dibutuhkan atau
diharapksn. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat [IKM), diharapkan dapat
sebagai tolok ukur menilai tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakannya, dan

sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas layanan yang akan direncanakan.

T. Ketahanan Pangan
A. Ketersediaan Pangan Utama
Kerahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan
ekonomi. Pemerintah daerah berkewsjiban untuk mewujudkan ketahanan pangan
dengan berbasiskan kemandirian penyedisan pangan domestik. Kemandirian i
semakin penting i tengah kondisi yang mengalami krisis pangan, energi dan
finansial. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan pangan

utama di Kabupaten Kutal Timur selama kurun weaktu tehun 2008.2013.

Perubalan GNED Tabun 2015
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Tabel 2.72
Ketersediaan Pangan Utama
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 20082013

No Uraian 200a 2010 2011 2012 2013
{1} 2} 3] A (5] (67 {7]
1 Jumlah Ketersediaan 43.376 44129 28.357 36072 43.170
Pargan Utama {ton)
2 Jumlah Penduduk 245817 367.247 430885 527.723 554.751
{iwa)
2 Jumlah Konsumsi 2415511 | 3181452 | 34975028
Pangan Utama [ton)
4 Persentase Jumlah 44,31 28.36 8.82
Konsumsi Pangan
Utema Terhadap
Ketersediaan Pangan
Utema {ton} A

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

B. Regulasi Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan merupakan urusan wajib Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai
ada dan tidak adanya regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur selama
kurun waktu tahun 2008-2012.

Tabel 2.73
Regulasi Ketahanan Pangan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No Uraian 2008 2008 2010 : 2011 ‘ 2012
(1] (2 (Bl (4 | (5 | (6] | (7]
1. | Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perda ;
-Ada |
-Tidak Ada v v v [ W N
2 | Reguiasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perkada ;
| -Ada [ ( ] ) i |
| Tidak Ada BT VO A

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur

U Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya terencana dan
berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar
rmemiliki kernampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber
daya yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat kemungkinan bessar akan terhambat

oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang relatf masih rendah.

Perubakan QKPD Takun 2015
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Tabel 2.74

Capaian Urusan Pemberdayan Masyarakat
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013

No Uraian 2010 2011 2012 2013

(1] &) 4} (57 (5] 7]

1 Rata-rata jumlah kelompok n.a 12 13 13
binaan PKK (bush]

2 | PKK Akif [buah) na | 135 135 135

3 | Posyandu Aktif (buah) 105 | 108 185 195 |

Sumber- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Statistik

Ketersediaan dokumen statistik merupakan hal yang sangat penting sebagai

salah satu instrumen dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan

daerah. Data statistik tersebut harus terdokumentasi

secara memadai

yang

selanjutnya dapat diclah menjadi informasi sebagai dasar dalam pengambilan

keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Informasi yang dihasilkan dari

pengolshan data tersebut harus memenuhi keiteria antara lain akurat, dapat

dipercaya. lengkap, dapat diskses, tersedia tepat wakiu dan mudah dimengerti.
Cokurnen-dokumen statistik sebagaimana dimaksud di atas adalah PDRB, IPM,
Suseda, KBDA, Indeks Gini Rasio, Input Outpur, IKM dan IHK. Berikut adalah

gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten

Kutal Timur selama kurun waktu tahun 2009-201 3.

Tabel 2.75
Ketersediaan Dokumen Statistik
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2013

Uraian !

2008

l

2010

2071

2012

2013

J

| Ada |

|

!

Tidak | Ada | Tidak | Ada

Ada |

Ada

Tidak

Ada

| Ada ! Tidak
| Ada

Ada

Adz | Tidak !

]

EANCECANG

(7]

8}

8| (19}

(17] | (1] |

Domestik
Bruto

Procuk
Regidnal
{PDRE}

%

Indeks
Pembangunan
Manusia [IPM]

[ v

v

| Daersh {Suseda)

Data
Ekonormi

Penyusunan
Sosial

KBCA

Indeks Gini Rasio

| @ Ul B

Input Qutput

| Indexs

Kemiskinan
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No Uraian 2008 2010 2011 2012
Ada | Tidak | Ada | Tidak | Ada | Tidak | Ada | Tidak
Ada Ada | Ada Ada
(7] (2] 3 [E @& B 7] @8] &8 19
Masyarakat [IKM)
8 | indeks Harga .
Konsurmen [IHK]) |

Sumber: Bazpeda Kabupaten Kutai Timur

W. Kearsipan
Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belskang.
Keberadasnnya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/ kejadian/kronologis

penyelenggaraan pernerintahan.

Kearsipan, bank data ataupun dokumen merupakan salah satu instansi yang
merniliki fungsi yang cukup penting, mengingat fungsi utamanya sebagai tempat
penyimpanan dokumen kearsipan yang dimiliki kabupaten. Hal ini tentu membutuhkan
tenaga pengelola yang professional dalam mengatur tata laksana kearsipan daerah,

sehingga peningkatan pengelolaan SDM pengelola Arsip dipandang sangan penting.

X. Komunikasi dan Informatika

Gembaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Komunikasi dan

Informatika salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

A. Jumlah Jaringan Komunikasi
Jaringan komunikast yang ada di Kabupaten Kutai Timur berperan dalam
meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat serta
menunjang peningkatan kinerja penyelengaraan pemerintahan. Adapun jaringan

komunikasi yang ada dapat dilihat pada Tabel 2.76 berikut.

Tabel 2.76
Jaringan Komunikasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012
No | Uraian | 2008 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012
(1] (2) NN RN AN
.1 | Jumlah jaringan telepon I 8§ N R 6 B8 6 |
genggam ! |
2 | Jumlah jaringan telepon |1 1 T 1 1 | 1
| stasioner ' | |
3 LTot,al jaringan Komunikasi {1+2) | & | 7 7 | 7 7
| i |

Sumber: Oinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur

Perubakan FRED Tahun 2015
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B. Jumlah Surat Kabar, Radio dan TV Lokal/Nasional

Tabel 2.77
Jumlah Surat Kabar, Radio dan Televisi Nasional / Lokal
di Kabupaten Kutai Timur Tehun 2008-2012

No Uraian 2008 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012
{1} 2] (3] 4] | (5] (6] 7]
1 Jumlah jenis surat kabar terbitan 1 1 1
nasional
2 Jumlah jenis surat kabar terbitan 3 3 3 - -
lokal
3 | Total jenis surat kabar [1+2] 4 4 4 |
4 | Jumiah penyiaran radio lokal N/A | N/A B g -
5 Jumlah penyiaran radic nasional 1 1 1
ﬁS Jumilah penyiaran Televisi lokal N/A N/A 1 =
7 Jumlah penyiaran Televisi 11 11 11
Lnasional

Sumber: Jinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur

Mezdia informasi baik cetak maupun elektronik berperan penting dalam
penyebaran berbagai informasi termasuk informasi  pembangunan  dan
penyelengaran pemerintahan. Selain itu, media tersebut juga berperan sebagai
kontrol masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah. Dengan demikian,
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus mendorong kemajuan berbagal media

infarmasi yang ada.
Y. Perpustakaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perpustakaan salah
satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.78
Jumlah dan Pengunjung Perpustakaan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No Uraian | 2008 | 2009 | 2010 ] 2011 2012 |
(7] (2 T @ 5 @1 7
1 | Jumlah Perpustakaan milik 1 1 1 1 1
Pemerintah Daerah [pemda]) ;

2 | 'Jumilah pengunjung perpustakaan - = | = . -
milik Pemerintah Daerah (pemda)

3 Jumlah Perpustakaan mii.fk_non

|
pemda | i
4 Jumlah pengunjung perpustakaan R ‘
L | milik non pemda ] |
Perubalian RKPD Tafiun 2015
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No Uraian 2008 | 2008 | 2010 | 2011
(7] (2] (3] (9] {5] (6]
5 Total Perpustakaan (1+3] g ; - % =
6 Total pengunjung Perpustakaan
(2+4]

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Timur (konfirmasi data)

Keberadaan perpustakaan harus ditunjang dengan pengelolaan manajemen
secara memadai. Pengelolaan manajemen yang memadai, selain memiliki koleksi
pustaka sesuai kebutuhan penggunanya juga harus memiliki dokumentasi aktivitas
pokoknya yang bermanfaat untuk menilai kinerja perpustakaan dan minat baca

masyarakat.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan
A.  Pertanian

Sektor pertanian sebagai bagian integral dari sistem pembangunan di
Kabupaten Kutai Timur, semakin penting dan strategis sejalan dengan arsh
perubahan lingkup nasional. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar kedua

setelah sektor pertambangan pada PDRB Kabupaten Kutai Timur.
1}  Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per haktar

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kutai Timur terbagi
menjadi dua {2] bagian yaitu tanarman pangan lahan basah dan tanaman pangan
lahan kering. Berdasarkan kriteria kesesuaisn lahan untuk kawasan budidaya
tanaman pangan lahan kering yang meliputi dersjat kemiringan lahan, jenis tanah,
kedslaman solum, tekstur tanah, dan tingkat erosi, maka untuk kegiatan
pertanian lahan kering berada di sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur
dan tzrsebar di semua kecamatan yang ada. Sedangkan kesesusian lahan
budidaya tanaman pangan lahan basah berada di sebagian kecil wilayah yang ada
di Kabupaten Kutai Timur dengan luas yang cukup signifkan, terutama di
kecamatan Muara Bengkal dan Muara Ancalong.

Hasil produksi tanaman pangan di Kutat Timur, ditinjau dart sisi permintaan,
berpoiensi dapat memenchi permintasn di dalam negeri, terutama lokal
kabupaten dan Prowinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peluang dan pesaing
dalam pasckan hasil produksi pertanian tenaman pangan, terutama komoditas
ungguian kedelai dan jagung dapat berperan serta dalam pemenuhan kebutuban

dalarr lingkup nasional. Sedangkan kemoditas lainnya, seperti padi, palawija dan

Perubahan RXTD Takun 2013
Pemenintah Fabupaten Kytat Timur
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buah-buahan juge mempunyai potensi dapat memenuhi permintaan lokal dalam
jangka pendek. dan dapat memenuhi permintaan pada lingkup yang lebih Juas
(nasianal maupun ekspor] pada jangka menengah dan jangka panjang.Kegiatan
budidays dalam skala kecil vyang telah dilskukan di Kutai Timur mencakup
kegiatan pertanian tanaman pangan, dengan hasil produksi berupa padi sawah,
padi ladang, palawija, sayur-sayuran dan bush-buahan,

Tabel 2.78

Luas Lahan hasil Pertanian Tanaman Pangan

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013

Mo. | Luas Ltahan | Satuan { Tahiin |
| | 2010 2011 2012 2013
(@ 3) @ (5) (8) @)
1 | PadiSawah Ha 3.263 4,818 5.056 5.424
2 | PadiLadang Ha 5352 5,650 | 5.887 | 5047
(T3 TJagung Ha 768 538 338 307
[ 4 | UbiKayu Ha | 310 299 360 141
5 | UbidJalar Ha 1868 191 236 76
6 | Kacang Tanah Ha 258 200 184 158
7 | Kedele Ha 374 257 79 73
8  Kacang Hijau Ha 108 87 | 38 13
8 | Sayuran Ha | 2,080 1.763 1537 1.3582
10 | Buah-bughan Ha | 4,757 3.408 2816 2.841
Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014
Pertanian di Kabupaten Kutai Timur dalam periode 2011-2013

menunjukkan perkembangan yang cukup stabil dalam mendukung ketersediaan
pangan, terutama kormoditas padi sebagai pangan utama. Seiring dengan
perfuzsan lahan balk padi sawah maupun padi Jadang dari tahun 2010 hingga
2012, maka diikuti dengan peningkatan produksi padi. Pada tahun 2010 luasan
padi sawah sebesar 3.983 ha dan padi ladang sebesar 5352 ha kemudian
menjadi bertambah luas pada tahun 204 2 yakni padi sawah seluas 5.036 ha dan
padi ladang 5.887 ha.

Peningkatan dan penurunan luasan lahan tanaman tersebut berimplikasi
terhadap hasil produksi tanaman pangan. Pada periode tahun 2010 hinggs
2013 telah mengalami peningkatan produksi padi sawah sebesar 4.758 ton dan
produksi padi ladang meningkat sebesar 1.762 ha. Sedangkan tanaman palawija
yang mengalami penurunan perfuasan juga mengalami penurunan produksi
sebesar 1.773 ton selema kurun wakiv 2010-2013 dengan nincian tanaman
jagung menurun sebanyak 1.035 ton, ubi kayu menurun sebanyak 315 ton,
kacang tanah menurun sebanyak 36 ton, kedelai menurun sebanyak 353 ton,

serta kacang hijau menurun sebanyak 70 ton,

Perubohan REKPD Tafun 2015
Pemerintah Tabupaten Kural Timur
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Tabel 2.80
Produksi Pertanian
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013

i Tahun

i Hraian Satuan ™50 | 2011 | 2012 | 2013
(1} (2} (3} (4} (3) (6) (7)

1 Padi sawah Ton 16.323 | 18854 | 21.082 | 244786
2 Padi ladang Ton | 13026 | 13768 | 14.788 ' 12.718
3 | Jagung Ton 1.589 1117 564 849
4 | Ubikayu Ton 4.323 4174 4.008 1988
5 Ubt jalar Ton 1.685 1.731 1.721 B892
6 | Kacangtansh Ton | 283 e0e ea7 159
7 | Kedele Ton 434 2399 81 €- 86
8 | Kacang hijau Ton 111 68 41 14
S | Sayuran Ton 1.806 5.084 3.188 3.386
10 | Buah-buahan Ton 8171 | 25.148 7.818 | 25353

Sumber: Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

Berdasarkan hasil capaian bidang pertanian Kabupaten Kutai Timur tahun
20102012, hanya padi yang terdapat kenaikan cukup menggembirakan baik
juas tanam maupun produksinya, namun demikian produktivitasnya masih jaub
dari target RPJMD yang ditetapkan. Sehingga diperkirakan pade akhir tahun
2015 target produkiivitas padi sebesar 80 kw/ha akan sulit tercapai.

Sedangkan untuk tanaman pangan lainnya, dimana umbi-umbian relative
tetap; buah dan sayuran masih fluktuatif dan bahkan palawija justru terdapat
kecenderungan penurunan yang cukup tajam. Oleh karena itu, perlu komitmen
yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk tetap mempertahankan
banhkan terus meningkatkan luasan tanam dan produktivitcas tanaman padi dari
capaian yang stabil selama ini, sembari memberikan perhatian yang lebih serius
terhadap penurunan luasan dan produksi tanaman umbiumbian, palawia
maupun hortikultura dengan mencegah luasan lahan yang diakhfungsikan serta
melakukan upaya-upaya terobosan dan inovatif untuk mengembangkan tanaman
hortikultura dan tanaman palawija dalam mewujudken target Kabupaten Kutai
Timur menuju kemandirian pangan pada akhir tabun 2015,

Banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas padi, di antarsnya:
kesuturan tanah, jenis dDibit, musim, can laindan. Upaye peningkatan produktivitas
prodiksi pertanian, erat kaitsnnya dengan intensifikasi pertanian. Untuk itu,
peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, serts pengembangan teknologi dan

metode pertanian menjadi penting untuk pelaksanaan program yang dijalankan

Perubafian RROD Takun 2015
Pemerintah Kpbupaten Kutai Timur
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oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

2) Produksi padi (ton)

Serdasarkan hasil capaian produksi padi di Kabupaten Kutal Timur pada
tahun 2011dan 2012 menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2011
sebesar 33,621 ton kemudian meningkat pada tabun 2012 menjadi 35.870 ton,
Peningkatan produksi tersebut seiring dengan peningkatan luas lahan sawah.

Namun demikian jika dibandingkan antara capaian dengan target RPJMD
maka, naik pada tahun 2011 maupun tahun 2012 masih jauh dari target yang
ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga jika tidak ditakukan terobasan program yang
baik untuk meningkatkan produksi padi, maka pada akhir tahun 2015 akan sulit
tercalisasikan. _

Beberapa hal yang berpengaruh terhadap produktivitas padi diantaranya
adalah:

a) Luas lahan berpengarub positif terhadap produksi padi, karena dengan
tingkat teknologi yang sama, semakin luas lahan yang dapat ditanami padi,
maka diduga akan semakin besar total produksinya.

b) Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap produksi padi, karena semakin
tinggi juriah tenags kerja hinggas pada jumlah tertentu, produktivitas
tenaga kerja mencapai optimal.

c]) Benih unggul berpengaruh positif terhadap produksi padi, dikarenakan
benih yang bermutu mempunyai kemampuan teknis yang lebih tinggi jika
dibanding dengan benih yang bermutu rendah.

d) Pupuk berpengaruh positif terhadap produksi padi, karena sampai batas
tertentu, dengan pemupukan akan meningktakan produktivitas per satuan
fuas lahan.

e] Irigasi berpengaruh positif terhadap produksi padi, karena dengan
pengairan yang baik produktivikas padi per satuan luas fahan semakin
meningkat.

3) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Sektor pertanian sebagai bagian integral dari sistem pembangunan di
Kabupaten Kutai Timur, semakin penting dan strategis sejalen dengan arah
perubahan lingkup nasional. Sektor pertaman memberikan kontribusi terbasar
kedua setelah sektor pertambangan pada PORB Kabupaten Kutai Timur. Namun

kontribusinya cenderung terus menurun seiring dengan meningkatnya peran

Perubahan RYED Tahun 2015
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selktor pertambangan dalam kurun 5 tahun terakhir, yaitu dari 4,37 persen pada
tahun 2008 menjadi 3,25 persen pada tahun 2011 dan pada tahun 2012
berdasarkan angka sementara BPS Kabupaten Kutai Timur peranannys terus
menurun yaitu hanya sebesar 3,10 persen. Namun demikian sektor pertanian
diyakini dapat menyumbang terhadap pertumbuhan dan dapat membentuk
struktur gkonomi seimbang dimasa mendatang {Rusastra, dkk 2004)
apabila prioritas utama pembangunan di Kabupaten Kutai Timur tetap
berorientasi kepada pembangunan pertanian dalam arti luas. Potensi tersebut
terlihat berdasarkan PDRB tanpa migas dan batubara tahun 2008-2012,
dimana sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam
pembantukan PORB dengan kontribusi antara 28.17 persen - 29.38 persen,
dimana subsektor perkebunan merupakan penyumbang terbesar sektor
pertanian dengan share antara 8,41 persen - 10,58 persen pada tahun 2008
hingga 2012.

Tabel 2.81
Persentase Konstribusi PORB sektar Pertanian
Kabupaten Kutai Timur Dengan MIGAS Tahun 2008 - 2012

Sub Sektor Tahun |
2008 2009 2010 2011 | 2012*
1) (2) [3) (8) (5] | I8}
PERTANIAN 4,37 4,37 3.77 3,25 3.10
a. Tanaman Bahan Makanan 088 084 0,73 081 054
| b. Perkebunan 1.25 1,38 1.23 1,16 1.22
c. Peternakan 0.38 0,38 0,32 0286 0,24
d. Kehutanan 1.27 1,15 082 0,71 0,60
e. Perikanan 0,58 0g2 057 0,51 0.49
Sumber:

Bzdan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur {Publikasi PDRB)
Keterangan: ¥} Angka sangat sementara

Kontribust sektor pertanian terhadap PDRB dtargetkan dalam BPJMD
20112015 selalu meningkat tiap tahunnya. Namun reaslisasinys justru
sebalknya, terjadi penurunan teriihat pada Tabel 3.86 dan Tabel 3.87.
Persentase sektor pertanian terhadap PORB dengan Migas pada tahun 2008
hinggs tahun 2012 berturut-turut sebesar 4,37 persen, 4,37 persen, 3,77
persen, 3,25 persen dan 3,10 persen. Demikian pula, persentase sekior
pertaran terhadap PDRB tanpa Migas pada tahun 2008 hingga tahun 2012
berturutturut sebesar 28,38 persen, 28,17 persen, 27,50 persen, 2563
persen dan berdasarkan penghitungan sementara BPS Kabupaten Kutai Timur

terjadi peningkatan pads tahun 2012 yakni sebesar 26,86 persen.

Perubabon RHED Tahun 2015
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Tabel 2.82
Persentase Konstribusi PORB sektor Pertanian
Kabupaten Kutai Timup Tanpa MIBAS Tahun 2008 - 2012

LAPANGAN USAHA Tahun (%)
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012+
{1} [2) (3) 4 (5) (B)
PERTANIAN 2938 | 29,17 2750 | 2563 | 26,86
a. Tanaman Bahan Makanan 5499 582 533 477 47e
| b.Tanaman Perkebunan 841 g22 8.94 920 | 1058
c. Peternakan dan Hasil-hasiinya 2,586 2,50 233 2,08 2,05
d. Kehutanan 8,51 7.65 6.73 558 523
e. Perikanan 3.90 \ a17 418 400 4,27
Sumber:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Tirnur {Publikasi PORB)
Keterangan; *) Angka sangat sementara

Pada Tabel 3.82 kontribusi PDRB sektor pertanian berdasarkan lapangan
usaha terjadi naik turun dalam kurun waktu tahun 2008-2012. Sektor lapangan
usaha yang rmengalami penurunan adalah Tanaman Bahan Makanan dari 5,99
persen menjadi 4,72 persen, Peternakan dan hasil-hasilnya dari 2,56 persen
menjedi 2,05 persen serta kehutanan dari 8,51 persen menjadi 5,23 persen.
Sedangkan sektor lapangan usaha yang mengalami peningkatan adalah Tanaman
Perkebunan dari 841 persen menjadi 10,58 persen dan Perikanan dari 3,90
persen menjadi 4,27 persen.

Penurunan persentase kontribusi PDRB dengan migas tersebut bukan
dikarenakan turunnya produktivicas dari sektor pertanian akan tetapi karena
adanya kenaikan atau pertumbuban pada sektor lainnya, khususnya sektor
pertambangan dan penggalian yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.
Kemudian persentase kontribusi PDRB tanpa migas sektor pertanian juga
mengalami penurunan pesentasernya tiap tahunnya, hal ini disebabkan karena
adanya pertumbuhan di sektor perdagangan. Namun pada tahun 2012 terjadi
penngkatan di sektor pertanian [tanaman pangan dan perkebunan], sedangkan
di semua sektor lainnya telah mengalami penurunan persentase kontribusi
terhadap PORB.

4] Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

Tabel 3.82 mernci kontribusi sektar pertanian ke dalam sub-sektor yang
lebih kecil yakni kontribus: pertanian palawija Namun demikian, tidak diketahui
berapa rincian kontribusi dari sub-sektor palawia dar tahun 2008-2012. Dari
informasi tersebut tidak diketshui berapa persentase kontribusi palawija

terhadap ekonomi pada tahun 2011. Namun demikian, dari informasi yang lain
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didapatkan bahwa pada tahun 2012, kontribusi sub-sektor palawija adalah
sebesar 0,54 persen; yang mana terjadi penurunan dari tahun 2010 vyang
kontribusinya mencapai 0,73 persen. Adapun RPJMD menargetkan kontribusi
sub-sektor palawija adalah sebsar 1,43 persen pada tahun 2015. Untuk
mencapai sasaran tersebut, dibutuhkan upaya yang lebih serius dari pemerintah
daerah sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.

5) Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi tertinggi sektor pertanian terhadap PDREB adalah pada
subsestor perkebunan. Hasil produksi perkebunan yang mempunyal potensi
pengembangan dipandang dari sisi permintaan, bak dilihat dari peluang pasar
maupun pesaingnya, serta mempunyai nilai ekonomis tinggi adalsh kelapa sawit,
karet, coklat, nanas, tanaman serat dan lada. Komoditas unggulan tersebut
mempunyai peluang untuk pasar luar negeri. Kegiatan budidaya perkebunan telah
dilakukan dengan produksi berupa cengkeh, coklat, lada, kapi, kelapa dan karet.

Pada tahun 2012, sub sektor perkebunan menunjukkan perkembangan
yang baik dalam luas lahan tanam, produksi dan produktivitas serta penyerapan
tenaga kerja. Hal ini terlihat dari meningkatnya total lahan, total produksi,
produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja yang terjadi dari tahun 2011-2012.
Namun jika dicermati lebih dalam, terlinat bahwa peningkatan ini tidak terjadi
pada seluruh komoditi perkebunan. Secara parsial terlihat adanya penurunan
pada beberapa komaoditi perkebunan, namun secara kumuiatif menunjukkan
peningkatan yang signifikan. Ha! i sangat dipengaruhi oleh perubahan minat
petan dan peningkatan investasi pade komoditas tertentu yang menjadi favoris
dan lebih menguntungkan.

Luas lahan tanam perkebunan dari tebhun 20112013 bertambah seluas
2665988 Ha atau meningkat 9,15 persen dengan peningkatan produksi
608.183,68 ton atau meningkat 32,07 persen. Peningkatan produksi ini sangat
ditunjang oleh peningkatan produks: perkebunan karet dan kelspa sawit yang
masing-masing meningkat 263,66 ton atau 84,17 persen dan 808.930,29 ton
atau 32,23 persen. Kedua komoditas perkebunan ini pua pada gilirennya juga
merupakan yang terbesar dalam proporsi penyerapan tenaga kerja di sub sektor
perkeaunan pada Tehun 2012, yaitu. 7,88 persen untuk karet can 85,12 persen

untuk kelapa sawit.
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Tabel 2.83
Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013
Luas Lahan perkebunan [Ha):
1 Karet 5511,71 £6.828,00 8.468,30 B.779,85
2 Ke'apa 2.150,18 1.659,07 127585 1.190,62
a Kooi Robusta 288,85 23845 218,97 218,54
4 Lada 23355 264,50 352.88 347,88
3 Vanili 44,60 40,78 3543 3543
6 Kakao 6.955.83 6.404.40 5.253.10 4.818,40
A Keapa Sawit 224.368,51 27545408 302.307,53 3680210,18
8 |Aren 247,85 249,85 257,30 270,80
g Kemiri 111,78 78,93 8167 6267
Jumlah 23882286 | 291.314,14 | 31797403 | 37593438
Produksi perkebunan [Ton}:
1 Karet 287,67 27998 543,64 347,88
2 Keapa 847,40 1.000,81 583,90 344,03
3 Kooi Robusta 184,08 8116 4258 3781
4 Lada 56,03 107,00 77.27 52,34
3 Vaiili 0,88 10,40 521 582
8 Ka<ao 3.786,07 3.158,87 251091 241988
Keapa Sawit 1.096.648,48 | 1.889.598,19 | 2519.717.36 | 3.314.8568,01
8 Aren 2.082,16 226293 2.38145 1.478,28
g Kemiri B39 8.75 445 3,89
Jumiah 1.103.88085 | 1.886.505,19 | 2.525.876,75 | 3.319.646,02
Produktivitas [Kg/Ha) ‘_
Praduksi/Luas Lahan yang Menghasilkan:
1 Karet | 1.083.49 712,76 117498 .I 715,50
2 Kelapa 500,00 | 810.56 57731 363.14
3 Kopi Robusta 935.82 | 478,289 27448 24744
4 Lada 304,80 | 597,07 481,18 33324
5 | Vani ! 10057 | 38863 20832 23280
B | Kakeo [ 854,10 | 77431 759,18 83182
7 ! Kelapa Sawit ‘ 1840836 | 2017904 | 2029356 20.171.98 J
e g || _eckpey eaeainy|  fevee | eHenpe
g Kamiri 184,12 181,88 130,75 11742
Jumiah | 37.362.38 I 3754580 | 3788624 : 3167833

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014
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Perkembangan yang pesat pada perkebunan kelepa sawit di Kabupaten
Kutai Timup, telah pula dikuti dengn berkembangnya industri basil perkebunan
kelapa sawit berupa pabrik pengolahan Crude Palm Of [CPO) di beberapa
kecamatan yang menjadi sentra pengembangan perkebunan kelapa sawit.
Hingga tahun 2012, telah terbangun 19 unit pabrik CPO di Kabupaten Kutai
Tirmur dengan total kapasitas produksi terpasang 910 ton/jam dan kapasitas

terpakai 880 ton/jam.

B. Kehutanan

Luas hutan secara keseluruhan di Kabupaten Kutai Timur adalsh 2.198.344
Ha atau 61,50 persen dari luas total wilayah kabupaten tersebut yang seivas 3.574.780
Ha. Menurut fungsinya, hutan di Kabupaten Kutai Timur yaitu hutan findung luasnya 13.31
persen, Hutan Suaka Alam dan Wisata 8.98 persen, Hutan Produksi Terbatas 38.52 persen
dan hutan produksi tetap sekitar 38,18 persen.

Kawasan hutan yang dimiliki, maka hasil hutan utama berupa kayu bulat di
Kabupaten Kutai Timur terdiri dari kurang lebib 12 jenis kayu dari 16 jenis kayu yang
umumnya ada pada hutan Kalimantan Timur seperti; meranti, kapur, bengkirai,
keruing, nyatoh, anggi, mersawa, Jelutung, kayu indah, rengas, resak dan lainnya. Di
daerah ini jenis kayu yang paling hanyak di eksploitasi adalah jeris kayu meranti,

kapur, kruing dan bengkirai.

Tabel 2.84
Luas Kawasan Hutan Kabupaten Kutai TimurTahun 2008-2013
No |  Fungsi Hutan Luas [Ha}
2008 | 2010 2011 | 2012 2013
{7 &y /5] | M4 B (B) (7}
1| Hursn Lindung 270726 | 317,200 | 317,200 | 317.200 270489
2 | Hutan Suaka Alam 218,385 184764 | 184784 ' 184,764 | 215742
| jdanWisata | - S R | ST
3 | Hutan Produks: 868,778 B39.200 | 839200 833,200 787852
| Teroatas i
4 | Hutan Produksi 839,455 956,500 | 956,500 | 956.500 920.588
Tetap ,
[ 5 | Hutan Tetap 1927618 | 1.8804854 | 1.9804584 | 1880464 | 2205534
| B | Hutan Produksi 1.043.718 | 1.043.716 | 1.043716 | 1.043716 | 1043716
‘{fﬁrg Dapat | |
CIEONVErS: { {
7 | Luas Hutan | 2198344 | 2198344 | 2198344 | 2.198.344 | 2,198.344
8 | Luss Wilayah | 3574760 | 3574,760 | 3574760 | 3574760 | 3.574.760
Sumber, Dinas Kehutanan Kabupaten Kuta Timur Tahun 2013

Perkembangan luasan hutan di Kabupsien Kutai Timur cenderung tetap.
kecuall pada tahun 2010 terjadi peningkatan dan penurunan komposisi luasan

hutan. Luasan hutan yang mengalami peningkatan adalah hutan lindung bertambah

@Perbahan RKED Tafun 2015
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sebasar 17,17 persen, hutan produksi tetap sebesar 13.84 persen dan hutan tetap
sebesar 19,20 persen. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah hutan suaka
alan dan wisata sebesar 15,78 persen serta hutan produksi terbatas turun sebesar

3,40 persen.

C.  Energi dan Sumberdaya Mineral

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Energi dan
Sumberdaya Mineral salah satunya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Sektor pertambangan merupakan salsh satu sektor yang punya peranan
penting dalam perekonomian Kabupaten Kutai Timur, khususnya tambang minyak
bumi dan batubara. Pada tahun 2013, produksi minyak bumi sebesar 525,43 barrel,
rmenurun tajam dibanding tshun sebelurmnnya. Hal yang berbeda terjadi pada
perkembangan produksi batubars, yang mencapai produksi 74.22 juta ton pads
tahun 2013 jauh lebih tinggi dibanding tahun 2012 dengan produksi sebesar 54,36
juta ton. Hasil produksi tambang batubara yang berada di Kabupaten Kutai Timur
merupaken penyangga terbesar ekspor batubara di Provinsi Kalimantan Timur,
selain itu juga hasil tambang batubara Kutai Timur digunakan sebagat bahan baku
pembangkit listrik di Pulau Jawa,

Tabel 2.85
Produksi Minyak Bumi Dan Batu Bara
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2013

2010 | 2011 o012 | 2013

No Praduksi 2009 }

[7] (2] (8l | {4 (5] (6] {7]

1 | Minyak Bumi 1018.350 | 738488 517.30 582,88 525.43
(barrel] i

2 | Batubara (Mtons) | 29154481 ll‘éﬁaf: 221 | 57.882231 | 64.357.783.17 | 74.216.22429

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

Perekonomian Kabupaten Kutal Timur didominast oleh sektor pertambangan
dan penggalian hingga mencapai 88,98 persen pada tahun 2012. Bila dirinci
kontribusi dari sektor tersebut, maka subsektor Galian B [pertambangan non minyak
dan gas bumi] berkentribusi paling tingg! yakni berkisar sebesar 86.73 persen,
kemudian dikuti subsektor Galian A {pertambangan minyak dan gas bumi] sebesar
1.79 pe~sen dan Galian C (penggalian) sebesar 0,53 persen. Namun besarnya
kontribusi terhadap PORB tersebut harus disikapi dengan kehatihatian, mengingat
sektor pertambangan dan penggalian merupakan sumber daya yang tidak
terbaruken dimana suatu saat akan mengalami penyusutan bahkan penipisan

cadangar sehingga perlu dikembangkan sektor alternatif yakni sektor pertanian.

Perubahan RKED Takun 2013
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D. Pariwisata
Pembangunan sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian suatu
daerah karena pariwisata mernberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu
wilayah. Industri ini dapat menghasilken pendapatan besar bagi ekonomi lokal. Sektor
ini memberikan peluang bergeraknya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Para
turis baik wisatawan nusantara [wisnu) maupun wisatawan mancanegra [wisman]
yang berkunjung pada daerah membawa devisa dan berdampak pada masyarakat
lokal. Dengan devisa, negara yang dikunjungi akan mempercleh dana pembangunan
untuk meningkatkan perekonomian dan memberantas kemiskinan. Dengan demikian
devisa meningkatkan perekonomian daerah. Karenanya sektor pariwisata
merupakan salah satu sektor yang marmpu  mengintegrasikan  kemajuan
perekonomian pada berbagai dimensi pada skala nasional, regional, dan global.
Pembangunan sektor pariwisatz suata daerah dapat dilihat dari kunjungan
wisata ke tujuan wisata daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Tabel 2.83 dapat
dilihat bahwa kunjungan di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2008 hingga 2012
terus-menerus mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan tajam pada
tahun 2013. Kunjungan pada tahun 2013, sebagian besar tertuju pada wisata ke
pantai sebanyak 24.803 orang atau sekitar 74,72 persen. Sedangkan kunjungan
menuju pegunungan sebanak 2.308 orang atau sekitar 893 persen. Adapun
kunjungan wisata hutan masih belum populer karena masih sedikit dikunjungi yakni
sebanyak 6.116 orang atsu berkisar 18,35 persen dari total kunjungan wisata yang

terdiri dar wisatawan nusantara dan wisatawan mancanggara.

Tabel 2.86
Kunjungan Wisata
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2003-2013

| No. | Jenis Obyek Wisata | 2009 | 2010 | 2011 2012 | 2013
(7] {2] B </ Y ./ A W £ | g | {7
1 Pantal 9185 | 10150 | 19.062 | 45594 | 24803
2" | Pegunungan 4518 | 4732 | 4780 | 4880 2.309 ‘
A |
|

Hutan 2.081 2.369 2555 | 14.525 | 8116 |

Jumlah Pengunjung | 15754 | 17.251 | 26137 | 64.999 | 83172 |

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutal Timur Tahun 2014

E.  Kelautan dan Perikanan
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kelzutan dan

Perikanan salah satunya dapat dilihat dart indikator kinerja sebagai berikut:
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tkan adalah sumber protein yang berfungst untuk meningkatkan kecerdasan
manusia, dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,
Hal dini dikarenskan usaha perikanan, mempunyai kaitan luas baik ke industri hulu
(backward fingkage) maupun hilir [foreward fingkage], dan menyerap banyak tenaga
kerfa. Namun pada perkembangannya selama kurun waktu 4 tahun yaitu 2010
hingga 2013 justru mengalami penurunan baik dari jumiah rumah tangga perikanan
maupun dari sisi jumlah produksi perikanan dan nilai produksi perikanan.

Tabel 2.87
Jumilah Produksi dan Konsumsi lkan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2013

Tahun —l
No Uraian Satuan -
2010 l 2011 | 2012 L 2013
Rumsah Tangga Perikanan:
1 Perikanan Laut RT 8.6808 4315 4188 4,207
2 | Perikanan ar 2.726 1.268 116 1.172
Perairan Urmum
3 | Tambsk RT 478 437 440 414
4 | Kolam RT | 234 181 255 248
5 | Keramrba RT 328 336 338 300
6 | Budidsya Pantai / BT 164 163 168 170
Sawah | )
Jumiah RT ; 12.537 6.700 6,548 6,508 |
Produksi Hasil Perikanan:
1 Perikanan Laut Ton 8987470 | SESE.S 55843 52110
2 | Perikanan Ton 2638,10 11551 1.148.3 1.028.1
Perairan Umurmn
3 | Tambsk Ton BS0,50 | 74856 834.8 684,1
4 | Kolam Ton 502,10 574.5 5886 5731
S | Kerarmba Ton 272,50 3568 | 4031 3485
B Eudld_c:-ya Parntal / Ton 157080 18127 i 17485 1.604.4
Sawah [ |
Jumian Ton | o _15.'6'¢i9;,§6_i"" 1011640 [ 1030560 |  9.443,20
Nilai Produksi Hasil Perikanan:
"1 | Perikanan Laut RouRp | 182763480 | 133385100 | 731578350 | 132835144 |
2 | Perkanan Ribu Rp | 60328.200 | 31434200 | 31.228300| 31382432
Perairan Umum _ ‘
3 | Tambak Ribu Rp 28173985 20,753,100 32.037.850 23815650 |
4" [ Kolam RibuRp | 12553 030 14,568,558 I 17.428.140 | 17::15824@I
5 | Keramba Ribu Rp | 7318700 26868000 18333750 | 12919800 |
& | Buditaya Pantan / | Fibu Fp 11.768.700 ’ ; 20274000 16.775.250
| Sawal |
| Jumian RibuRp | 300.926,67'5': 202.806.959 | 248.819.450 1 2:37.945.31'5?1

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupat_e;-';(utal Timur Tahun 2014
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Jumlsh produksi den konsumsi ikan dari tahun 2010 hingge 2013 masih
mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2010 jumiah produksi telah
mencapai dari 15.649 ton pada tahun 2010 turun menjadi 2.448 ton pada tahun
2013. Hal tersebut terjadi diantaranya adanya pergeseran usahs perikanan
masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Selama tahun 2010 hingga tahun 2013
mengalami penurunan jumniah rumah tangga perikanan disinyalir karena beralih mata
pencaharian. Penurvnan rumsh tangga perikanan ini disebabkan oleh banysknya
rumash tangga yang beralih mata pencaharian sebagai pengaruh dari kendala cuaca
dan kelangkaan BBM. Penurunan rumah tangga perikanan ini pada gilirannya juga
mempengaruhi perkembangan produksi hasi perikanan dan nilal hasil produksi yang
menurun.

Meskipun sub sektor perikanan secara umum mempunyai potensi yang besar
sebagai andalan pendapstan dsersh maupun rnasyarakat dan  terbukti
ketangguhannya dalam menghadapi kerisis, namun dalam pengembangan sektor
perikanan ke depan masih cukup banyak masalah yang akan dihadapi. Pemanfataan
sumberdays perikanan dan produktifitas pada urmumnya masih rendah.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Dzya saing antar daerah merupakan komponen penting dalam pembangunan
ekonomi, khususnya dalam hal kemampuan daerash untuk  memenuhi
kebutuhannya.Penguatan daya saing daerah tidak lepas dari kontribusi seluruh
sekcor pembentuk PDRB daerah itu sendiri. Gambaran umum kondisi daerah terkait
dengan Aspek Oaya Saing Daerah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja
sebagai barikut:
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerzah
A. QOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Angka konsumsi rumah tangga per kapita adalah rata-rata pengeluaran
konsumsi ruman tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran
penducuk untuk makanan dan bukan makanan per jumiah penduduk. Makanan
menca<up seluruh jents makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau,
dan sirh, bukan makanan mencskup perurnanan, sandang, biaye kesenatan,
sekolah dan seterusnya.

Pola komsumsi rumah tangga merupakan salah satu  indikator

kesejahteraan rumah tangga/ keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa

Ferubahan RXED Tahun 2045
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besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk kansumsi makanan terhadap seluruh
pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejshteraan rumah
tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar
untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasiian
rendah. Makin tinggl tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi
pengeluaran  untuk makanan terhadap seluruh  pengeluaran  rumah
tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan
semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk rmakanan jauh lebih kecil
dibandingkan persentase pengeluaran untuk non-makanan.

Tabel 2.88
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2013

Indikator Satuan | 2008 | 2010 | 2011 2012 2013 |
(1] (2 (3] (4) (5) (B) [Zh5z |
Rata-rata Ribu 62134 | 67599 | 80029 | B00.24 na |
Pengeluaran Per rupiah '.
Kapita |
Sumbazr;

- Bimreda Kabupaten Kutai Temur Tahun 2013,

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
A. Perhubungan
Resio panjang jalan per jumlah kendaraan. Arus lalu lintas pengguna jalan

semakin meningkat dilihat dari semakin bertambahnya jumiah kendaraan
bermotor terutama diera otonomisast daerah dimana jumlah kendarasn
bertambah begitu siginifikan dengan rata-rata per tahunnya mencapai 179,03
persen. Namun demikian sarana dan prasarana pelayanan transportasi umuom
sepert! |alan lebih lambat dan masih belurm dapat menjangkau seluruh daersh
Kabugaten Kutai Tirnur,

Tabel 2.88
Rasio Panjang Jalan per Jumiah Kendaraan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No | Uraian | 2008 | 2009 | 2070 | 2011 | 2012 |

Nz 2 & | @ [ & | & | 73]

T | Panjang Jalan [km] 137930 | 1.616.23 | 1.620.23 | | g

2 | Jumizh Kendaraan 31841| 39811 80878| | ‘
[unit] .

| 3 | Pertumbuhan %) | 2es4|  2as3 | 3783 | R |

Sumber: SIMREDA Kabup;tan Kutai Timur Tahun 261 2

Lalu lintas antar desa dari delapan belas kecamatan di Kutai Timur kesemuanya
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dapat dilewati melalui jalan darat dan terdapat dua belas kecamatan yang melalus
darat dan air atau sebesar 8888 persen. Sebagian besar jalan darat masih
berpermukaan tanah yaitu sebanysk sepuluh kecamatan atau 55,55 persen, dan
yang permukaan diperkeras sebanyak empat kecamatan atau 22,22 persen, serta
hanya tiga kecamatan atau 16,68 persen yang permukaan jalannya aspa! yaitu
Kecamatan Sangatta Utara, Teluk Pandan, dan Sangatta Selatan. Sementara itu
jenis angkutan umum utama ke ibu kota kecamatan sebagian besar menggunakan
angkutan ojek motor yaitu sebanyak sebelas kecamatan atau 81,11 persen, dan
hanya tiga kecamatan yang transportasi utamanya menggunakan kendaraan roda
empat atau 18,66 persen yaitu Kecamatan Kombeng, Muara Bengkal, Sangatta
Utara dan sisanya menggunakan transportasi umum perahu kapal mator yaitu
Kecamatan Busang, Telen, Sangkulirang dan Sandaran.

Perekonomian suatu wilayah dapat tercermin dari mobilitas orang atau barang.
Mobilitas penduduk maupun barang baik melalui pelabuhan, bandara, maupun
terminal merupakan indikator mobilitas tersebut. Jumlah barang yang terangkut
melalui bandara selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dimungkinkan karens
kondisi geografis Kabupaten Kutai Timur lebih memberikan pilihan masyarakat
untuk menggunakan jasa angkutan melalui bandara daripada angkutan umum
lainnya. Selain lebih menguntungkan dari sisi waktu, juga risiko dalam perjalanan

dapat diminimalkan.

B. Penataan Ruang

Gambaran umum kandisi Fasilitas Wilsyah/Infrastruktur terkait dengan
Penataan Wilayah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja seperti ketaatan
terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Luas Wilayah Produktif, Luas
Wilayah Industri, Luas Wilayah Rawan Banjir, Luas Wilayah Kekeringan dan Luas
Wilayah Perkotaan.

Tabel 2.80
Rasio Ketaatan Terhadsp RTRW, Luas Wilayah Produktif,
industri, Rawan Banjir, Kekeringan dan Perkotaan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 20082012

No Uraian | 2008 | 2009 2010 2011 | 2012

| (7] _ & (51 M 3] {6} {77

L |F~1E38!!ESGS! RTRWW

ll Rencana Peruntukan RTRW .
| Basio [1/2)
i Luas Wilayah Produkzif

HlWwln
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No Uraian 2008 2008 2010 2011
(7] € 3 A4 5] {6}
5 | Rasio[4/14)
6 | Luas Wilayah Industri
7 | Rasio{6/14]
8 | Luas Wilayah Rawan Banijir
9 | Rasio[B/14]
10 | Luas Wilayah Kekeringan
11 | Rasio (10/14)

12 | Luas Wilayah Perkotaan - = =
13 | Rasio [13/14) |
14 | Luas Seluruh Wil. Budidaya

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kutat Timur

C. Fasilitas Bank dan Non Bank
Kondisi umum fasilitas wilayah/infrastruktur terkait dengan fasilitas bank dan
non bank‘li‘-{al ini mengingat bahwa aktivitas perkonomian yang semakin tinggi akan
selalu membutuhkan sarana atau fasilitas perbankan sebagai sarana pembayaran,

perkreditan, pendanaan, atau transaksi lainnya.

Tabel 2.91
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 20082012

No Sektor 2008 2009 | 2010 2011 | 2012
{7] (E] {3} @ | (5 & | 7]
1. Ban< Umum
Konvensional = 5 7 .[ i
Syariah - . 1 | |
2. | BPR
| Konvensionat | = . | Y —]
i Syariah I - _. - | . |

Sumber: Begian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

D. Ketersediaan Air Bersih
Dengan tersalurnya air secara merata, terpenuhinya standar air layak dan
higienis untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang 80 persen kebutuhan fisik manusia
adalah pemenuhan kebutuhan akan air, menjadikan tubuh yang sehat dan siap
melakukan kegiatan sosial exonomi guna pemenuhan kebutuban hidupnya.
Air bersih yang dikelola oleh PDAM [Perusahaan Air Minum Daersh) dari
tahun 2030 hingga 2008 mengalami fluktuasi. Tahun 2000 yang merupakan masa

transisi cimulainya otonomi daerah Kutai Timur baru 5,95 persen rumahtanaga

Perubakan RKED Tafun 2015
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yang mendapat saluran air bersih, dan terus meningkat hingga tahun 2006
mencapal 12,36 persen. Namun pada tahun 2007-2008 turun menjadi sekitar
12,07 persen dan 11,81 persen pelanggan yang mendapat layanan air bersin.

Rumahtangga pengguna air bersih untuk minum tdak hanya bersumber dari
PDAM. DBari tabel yang ada sumber air minum rumahtangga banysk yang
mengunakan air sungai, Pada tahun 2007 berturut-turut dari persentase terbanyak
sumber air yang digunakan adalah 25,40 persen rumah tangga mengunakan air
sumur tidak terlindung, 24,33 persen rumah tangga mengunakan air sungai, dan
18,01 persen menggunakan air ledeng (PDAM] untuk air minum.

Tabel 292
Persentase Rumah Tangga (RT] yang Menggunakan Air Bersih [%0)
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 20082012

No Sumber Air Bersih 2008 | 2008 2010 2011 | 2012
(7] B 3 @) (5] & | (7)
1 | Leding (Perpipaan) 16,01 4,84 518 {
2 | Surnur Lindung i 12,43 11.31 13,15 x|
3 | Sumur Tidak Terindung 2540 1574| 1585 j
4 | Mata Air Terlindung 1.01 5.94 0.22 |
5 | Mata Air Tidak Terlindung 1.81 4,01 D22 |
6 | Sungai 24,33 2043 12,85 |
7 | Danau/Waduk - - - |
8 | Air Hujan 2,33 864 6.85 :
S | Air Kemasan 1223 25,186 39,54 |
10 | Leinnya [
11 | Tetal Jumniah Bumah Tangga :
yangumenggunakan air ?
bersih i = |
12 | Jumlah Rumah Tangga | 53.481 £5.014 77.031 |
13 | Persentase Rumah Tangga |
yang menggunakan air ‘ i
bersih [11/12) | i

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutal Timur Tahun 2012

Bila dilihat jumlah pelanggan air bersih dari tahun ketahun terus mengalami
peningkatan, sejalan dengan itu adalah peningkatan volume air bersih yang
digunakan. Tahun 2000 jumlsh pelanggan mencapai 2.246 pelanggan dengan debit
air baku utama 840068 m® dan meningkat pada tahun 2008 jumlah pelanggan
mencapa. 6.329 dengan debit air baku mencapai 3.690.000 m’. Persentase air
yang digunakan terhadap air baku yang tesedia pada tahun 2000 sebesar 5327
persen dan ditahun 2008 turun menjadi 37,03 persen. Dengan kata lain
peningkatan pelanggan belum maksimal bila melihat masih rendahnya pemanfaatan

air bersih yang tersedia.
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E. Fasilitas Listrik dan Telepon
1. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Pemenuhan kebutuhan akan listrik untuk Kutai Timur juga mengalami
fluktuasi, tahun 2000 ada sekitar 27,73 persen rumahtangga yang mendapat aliran
listrik PLN, dan turun ditahun 2002 menjadi 26,71 persen. Persentase pemenuhan
listrik terus meningkat hingga tahun 2005 mencapal 32,43 persen, namun turun
kernbali hingga sekitar 29,94 persen rumahtangga pelanggan listrik.

Jika dilihat berdasarkan jenis pelanggan, penggunaan listrik masih didominasi
untuk pemenuhan kebutuhan rumahtangga. Tahun 2000 sekitar 93,59 persen
pelanggan listrik adalah rumantangga dam 10.460 jumlah pelanggan, dan ditahun
2008 turun menjadi 91,48 persen adalsh rumahtangga dar 15.507 pelanggan dan
selebibnya digunakan untuk usaha dan penerangan fasilitas urmum.

Produksi listrik di Kutai Timur setiap tahun mengalami lonjakan pemakaian
yang cukup tajam, Pada tahun 2000 produksinya mencapai 24.852 MWH dan
meningkat tajam menjadi 72.808,06 MWH ditahun 2008 atau naik sekicar 65
persen. Dan produkst listrik yang ada ternjual sebesar 24.717 MWH ditahun 2000
dan 66.625 MWH ditshun 2008. Atau jika diprosentasekan dari hasil yang
diproduksi pada tahun 2000 terjual 99,06 persen dan turun ditahun 2008 menjadi
81,51 persen.

Masib rendahnya persentase kemampuan PLN dalam memenuhi fasilitas
penerangan rumahtangga, maka untuk memenuhi kebutuhan listnk rumahtangga
diperoleh dari berbagai sumber penerangan. Selama tahun 2000 hinggs 2008
sekitar 22,092 persen menggunakan listrik non PLN dan selebinnya terutama untuk
daerah pedesaan menggunakan non listrik seperti petromak, pelits dan sentir. Dari
data yang ada ternyata pelanggan listrik PLN yang ada hanyslah pada kecamatan-
kecamatsn tertentu saja. Dari 18 kecamatan yang ada yang terahr hstrik PLN 61,11
persen (11 kecamatan].

Tabel 2.93
Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

[ No Uraian | Satuan | 2008 | 2008 | 2010 | 2011 2012
77 R =T O Z O Y N @]
[1. | Kebutuhen
i 2 - Rumah tengga MWH | 5054888 | 5082055 | 5585638 | R |
| -Komersal | MWH | 354458 | 1189532 | 14 322.00
~Publik MWH | 213105 | 7.89977 | 7 855,68
- Industri | MWH - - | -
2. Susut & Losses MWH 442514 | B5.787.88 | 6811.75 |
(T8D) | | |

Perubahan RFD Tohun 2015
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No Uraian Satuan 2008 20038 2010 2011
{1} & {3 4] {5} &) {77
3. Susut Pemakaian MWH 1.757.60 1.287.84 188,08
Sendiri
4, Total Susut & MAH
Losses
5. Faktor Beban MWH - -
6. Produksi MWH 72.808,068 | 78.048,40 86 794,91
7. | Beban Puncak MWH | - e .
8. Kapasitas MwH | 2350400 | 2514300 | 32 480,00
Terpasang
{Existing]

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutas Timur Tahun 2012

2. Persentase Bumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Tabej 2.94
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 20682012

No Uraian 2008 20089 2010 2011 2012
{7] 2] (3] 4] 5] (6] (7]
1. | BT dengan daya 450 watt 496 510 - 2
2. | RT dengan days 800 watt 14.186 14.082 | - : =
3. | R7T dengan daya 1.300 watt 825 957 | - | - :
4. | RT dengan daya 2.200 watt - - -
5. | RT dengan daya > 2.200 -

watt :
6. | Total Jumlah Bumah Tanggs 14.188 14.082 16.255

menggunakan listrik |
7. | Jumlah Bumah Tangga 53481 | 65.014 | 77.031
8. | Persentase Rumah Tangga 26,52 2187 21.10

yang menggunakan listrik

L(EV(7) A ' =
Sumber:

- SIMBEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012
- Kalimantan Timur Dalam Angka 2012
- Data diotah

F. Ketersediaan Penginapan
Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur dalam kurun hma
tahun terakhir cukup kondusif. Kondisi ini tidak terlepas dari banyak aktivitas yang
terkait dengan adanya sektor pertambangan yang menjadr tulang punggu
perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat menyebabkan banyaknya
pendatang dari luar untuk mengadu nasib. Situasi ini menyebabkan para pendatang

yang belum memiliki tempat tinggal mengharuskan mereka memerlukan tempat

™

jgal sementara. Termipal singgah sementara sepertd hotel dan pengmnspan

= 3 =

T
wib i

|4

menjadi sangat dibutuhkan. Oleh karenanya sarana hotel dan penginapan G
Kabupater. Kutal Timur sangat dibutuhkan oleh pendatang baik dar lokal maupun

asing.
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Gambaran umum kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur terkait dengan
ketersediaan penginapan salah satunya dapat dillhat dari Tabel 2.86 berikut.
Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa jumlah penginapan maupun hotel di
Kabupaten Kutai Timur telah mengalami peningkatan yang cukup cepat terutama
dari tahun 2008 {79 buah}) meningkat hingga tabun 2010 jumlah penginapan
maupun hotel telah berubsh menjadi 85 buah.

Tabe! 2.95
Jumlah Penginapan/Hotel
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No i Sarana/Prasarana 2008 | 20089 2010 2011 2012
{1 (2] (3] (4] {5} 8 | 7]
Jumlah penginapan/Hotel 79 82 85 ' y
Jumilah Kamar 1177 1.230 1.280
Jumlah Tempat Tidur 1710 | 1830 | 1.950

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 20612

Ketersediaan kamar juga mengalami peningkatan cukup berarti terutama
pada tahun 2008 sebanyak 814 kamar menjadi 1.177 kamar, bahkan melonjak
menjadi 1290 kamar pads tahun 2010. Perkembangan jumiah termnpat tidur uneuk
memenuh permintaan para pendatanng juga mengalami lonjakan dan tahun 2006
[1.256 bush) melanjak menjad: 1.7 10 buah tempat tidur. Hingga tahun 2010 jumlah
tempat tidur telah berjumish 1.950 bush. Bila melihat perkembangan
pendatanc/imigran yang terus-menerus meningkat, maka sangat dimungkinkan
kebutuhan akan jumliah penginapan maupun hotel di Kabupaten Kutai Timur masih

terus meningkat.

2.1.4.3. Fokus [klim Berinvestasi

A. Angka Kriminalitas

Berdasarkan tampilan data pada Tabel 2.86 berikut dapat dilihat uraian
tindak kriminal yang terjad: di Kabupaten Kutal Timur. Dari tahun ke tahun angka
kmiminal yang terjadi mengalami penurunan yang signifikan. Kasus pencurian
merupakan tndak kriminal tertingg setiap tahunnya, namun pada tahun 2010
angka tindak pencurian terjadi kenaikan kejadian perkara menjadi 83 kasus darni

sebelumnya di tahun 2008 sebanyak 85 kasus

Perubahan RKRO Tafun 2015
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Tabel 2.96
Angka Kriminalitas di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2012

No Jenis Kriminal 2008 2008 2010 2011 2012
{7 2] (3] 4] 3] (6] (7]
T | Jumlah kasus Narkoba 11 18 22

2 Jumlah kasus Pembunuhan 4

3 | Jurrlah Kejahatan Seksual 2 8

4 | Jurrlah kasus Penganiayaan 31 | 34 27

5 | Jurrlah kasus Pencurian 8 | 75 93

8 | Jumlah kasus Penipuan 7 | 7 7

7 | Jumlah kasus Pemalsuan uang 1 ' 1

8 | Totel Jumlah Tindak Kriminal 317 225 220

Selama 1 thn
8 | Jumlah Penduduk 213.762 | 245815 | 262.972
10 | Angra Kriminalitas {8]/(9) 0.0 0,001 0,001
Sumber:

- SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012
B. Kemudahan Perizinan

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik.
Proses perizinan, khususnya perizinan usaha, secara langsung akan berpengaruh
terhadap keputusan calon pengusaha mmaupun investor untuk menanamkan
madalnya. Demikan pula sebaliknya. jika proses perizinan tidak efisien, berbelit-belit,
dan tidak transparan baik dalam hal waktu, bisya, maupun prosedur skan berdampak
terhadap menurunnya keinginan orang untuk mengurus perizinan usaha, dan
mereka mencari tempat investasi lain yang prosesnya lebih jelas dan transparan. Hal
ini tentu saja selanjutnya akan berdampak terhadap ketersediaan lapangan kerja dan
masalah-masalah ketenagaketjaan lainnya vyang berujung pada terhambatnya
pembangunan ekanomi.

Dalam era otonomi daerah memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah
untuk mengatur dan mengurus pelayanan publiknya, termasuk dalam hal perizinan.
Diharapkan semua )enis perizinan ditempatkan kepada Pelayanan Terpadu Satu
Pintu [PTSP]. PTSP diharapkan dapat memberikan kemudahan perijinan usaha dalam
menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada gilirannya dapat membuka

lapangan karje serta menurdnkan kemiskinarn

Ferubafian RKED Tahun 2015
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Tabel 2.87
Lama Proses Perijinan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012

No Uraian Lama mengurus
{hari)
(7] (] {3
1 SIup 3 sd 7 hari kerja
2 TOP 3 sd 7 hari kerja
3 SIUJK 5 hari kerja
? 4 IMB 14 hart kerja
3 HO 10 hari kerja

Sumber: Badan Pelayanan dan Periinan Terpadu Kabupaten Kutai Timur

C. Pengenaan Pajak Daerah [Jumiah dan Macam Pajak dan Retribusi

Daerah)

Pajgk daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu unsur penantu
pendanaan pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan pajsk maupun retribusi
sebagal sumber pendapatan suatu wilayah (kabupaten) pajak dan retribusi berfungsi
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pembangunan. Untuk menjalankan tugas-
tugas rutin pemerintahan (SKPO/lembaga) dan melaksanakan pernbangunan,
negara membutuhkan biaya.

Selama periode 20082012 jumlsh obyek pajek tidesk mengalami
peningkatan. Adapun jumlah retribusi yang dikeluarkan selama periode tersebut
terus mengalami peningkatan yakni dari tahun 2008 sebanysk 18 dan tidsk
mengalami perubahan pada tahun 2010. Dart angka 18 tersebut terdapat 4 jenis
retribusi yang dikategorikan mendukung kiim investasi. Adanya retribusi yang
mendukung investasi ini sangat penting bag pembangunan daerah. Kebijakan yang
terkait dergan retribusi yang mendukung iklim investast ini perlu untuk ditingkatkan
dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pihak terkait dengan investasi yang

akan menanamkan modalnya di Kabupten Kutai Timur.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan, selain
sebagl obyek pembangunan juga sebagal subyek pelaksanaan pembangunan.
Perbakan dalem suimper daye mianusie Udsk lepas dan usaha pemenntah mielalul
perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan Sumber

Daya Manusia salah satunya dapat dilinat dar indikator kinerja sebagai berikut:

Fensbafan REKCD Tafiun 2015
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1. Kualitas Tenaga Kerja [Rasio Lulusan 81/52/53)

Proses pembangunan dapat ditentukan oleh sumber daya manusia yang
berkualitas. Kualitas sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh jenjang
pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan akan berdampak pada keterampilan
dan produktivitas seseorang. Produktivitas inilah yang berperan dalam penggerak
pembangunan. Dari sumber daya manusia yany berketrampilan dan berproduktivitas
pada akhirnya dapat mempercepat proses pembangunan.

Jurmntah lulusan 51 /52 /53 di Kabupaten Kalimantan Timur masih memeriukan
upaya serta kerja keras. Dengan jumlah lulusan S2 sebanyak 181 orang dan lulusan
S3 hanya 3 orang, maka rasio lulusan sarjana 51/52/53 terhadap jumlah
penduduk hanya berkisar 0,0074. Tentu saja rasio im masih memeriukan upaya

usaha keras untuk meningkatkan jurniah sekaligus rasio mencapai jenjang lebih baik.

2. Tingkat Ketergantungan Penduduk

Tingkat ketergantungan penduduk susty wilayah menggambarkan komposisi
kelompok umur produktif yang diwakili olehh penduduk dewasa/PD [diasumsikan
penduduk dewasa adalah penduduk yang bekerjal akan menanggung kelompok umur
yang tidak produktif yang diwakili oleh penduduk muda/PM dan penduduk tua/PT.
Semakin tnggi tngkat ketergantungan penduduk suatu wilayah maka semakin berat
beban penduduk dewasa menanggung penduduk yang tidak bekerja, dan sebaliknya.

Rasio ketergantungan penduduk dalam periode tersebut mencapai angka 9571
pada tahun 2009. Angka 51 menginsyaratkan bahwa dari 100 penduduk bekerja
akan menanggung 51 penduduk yang tidak bekerja. Berdasarkan hal itu juga bahwa
salah satu penyebab tingginya rasio ketergantungan di Kabupaten Kutai Timur
dikarenakan masih tingginya angka fertillitas terutama pada penduduk muda yakni
kelompok 15 tahun ke bawah Namun demikian pada tahun 2011 hingga tahun
2013 terjadi penurunan rasio ketergantungan dimana tahun 2013 sebesar 38.

Tabel 2.88
Rasio Ketergantungan Penduduk
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008-2013

No Uraian | 2011 | 2012 | 2013 |
2] 2] e a1
1 | Jumiah Penduduk Usia < ”1 5 tahun - | 106884 S' 144542 | 140225 ‘
2 | Jumish Penduduk usia > B4 tahun ! gage | B 327 11.149 |
3 | Jumish Penduduk Usia Tidek Produktif {1] &(2) 118306 | 152,868 151.374
4 | Jumlzh Penduduk Usia -1--"5‘84 tahu-r-w o _ _5.{4.5759_(_ QEBS_B_l :’_-399_05_5__
5 | Rasto kétergantungan (31714 o ] a7 42 | 3B |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutal Timur Tahun 2014 [diolzh).
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Bab IF Evabuasi Hasil Pelaksancan REKED Tahun Sebelommya
Dan Capaian Kinetja Penyelenggarasn Pemerintakan

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjzlan dan
Realisasi RPJMD

bvaluesi RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015  untuk
implementasinya tahun ke-3 sesuai dengan prioritas pembangunan berdasarkan
indikator kinerja yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2093 maupun evaluasi dengan
indikator-indikator RBPJMD dapat dijabarkan berdasarkan Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program. Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Urusan
Waijib yang meliputi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan,
Penataan Ruang, Perencanaan Pernbangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup,
Pertanshan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemnberdsyaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial,
Ketenagakerjaan, Koperasi dan Ussha Kecill Menengah, Penanaman Modal,
Kebudayaan, Kepernudaan dan Olsh Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,
Ctonomi Oaerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Oaerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Oesa, Statistlk, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, dan
Perpustakaan serta Urusan Pilhan yang meliputt Pertanian, Kehutanan, Energi dan
Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan dan
Transmigrasi.

Evaluasi pelaksanaan program RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2013 dapat
dilihat pada Tabe! 2.99 di bawah ini:

Perubahan REED Tahun 2015
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
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Bab If Bvatiasi Hasil Pelaksongan RKED Tabun Sebefummya
Dan Capaian Kjnerga Peryelenggaraan Pemerint akan

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah

A. Penelaahan Kebijakan Nasional

Telaah kebijaken pembangunan nasional yang terdapat dalam RPJMN
merupakan salah satu metode untuk mengidentifikasi faktorfaktor eksternal dan isu-
isu strateqis yang bertujuan mendapatkan pokok-pokok kebijakan pemerintah
terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terbadap perencanaan
pembangunan daerah dalam 5 [lima) tahun ke depan di Kabupaten Kutai Timur.

Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 adalah indonesia yang mandiry,
mafu, adil dan makmur, Penjabaran vis! ini ke dalam untalan program dan rencana
aksi dituangkan dalam RPJMN 2010-2014 dengan lima agenda yakni:
Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat
Perbaikan tata kelala pemerintahan
Penegakan pilar demokrasi

Penegakan hukum dan pemberantasan korupst

g b -

Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Pelaksanaan agenda pembangunan tersebut diarahkan untuk mencapai Sasaran
Utama Pembangunan Nasional 2010-2014, dan khusus untuk tahun 2014 adalah:

1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, perturnbuhan ekonomi
paling tidak 7 persen, pengangguran terbuka menurun menjadi 6,084
persen, dan tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,5-10,5 persen.

2. Dalam rangka pembangunan demckrasi, Indeks Demokrasi indonesia
mencapai kisaran B8-70.

3. Daam rangka pembangunan hukum, indeks Persepsi Korupsi Indonesia

mencapai 4,0.

Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan tahuntshun sebelumnya, RKP
2014 distsun dengan memperhatikan pencapalan sasaran-sasaran RPJMN 2010-
2014, Informasi tentang sasaran yang sudah diperkirakan tercapai, sasaran yang
membutuhkan kerja Keras, dan sasaran yang sangat sulit dicapal diperlukan untuk
meneniukan program-program yang perlu mendapat perhatian iebih. Dengan
demikian, gsp antara sasaran RPJMN dengan perkirasn realisasi hingga tahun
2013 dapat digenapi. Dengan mempechatikan kebutuhan akan perkuatan ekonomi

dan penggenapan capaian sasaran pembangunan pada tahun 2014, serta
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memperhatikan agends pembangunan RPJMN 2010-2014, maka RKP 2014
ditetapkan dengan tema:
*Memantapkan Perekonomian Nasional Untuk Peningkatan Kesejahteraan
Rakyat Yang Berkeadilan”

Dalam rangka mewujudkan kemantapan perekonomian nasional  untuk
peningkaian kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dilskukan dalam upaya untuk
menyelessikan berbagai masalah dan tantangan yang ada diantaranya:

Reformasi birckrasi dan tata kelola, pelaksanaan reformasi birokrasi masin
menghadapi persepsi yang keliru bahwa reformasi birokrasi identik dengan kenaikan
remunerasi, komitmen pimpinan belum sepenuhnya mendukung reformasi birokrasi
pada instansinya, dan dampak reformasi birokrasi belum dirasakan secara signifikan
oleh masyarakat khususnya pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Pada
aspek kelembagaan, masih dihinggapi masalah dengan postur birckrasi instansi
pusat dan dagerah, yang belum mencerminkan tugas dan fungsinya secara efektif dan
efisien, serta terdapat kecenderungan untuk membentuk lembaga atau unit kerja
baru, tanpa disertai dengan audit organisasi. Tantangan ke depan, diperlukan audit
organisasi dan ditindaklanjuti dengan perajaman fungsi dan struktur organisasi
birokrasi pemerintah pusat dan daerah, sehinggs terwujud postur birokrasi yang
tepat fungsi dan ukuran. Pada aspek SDM aparatur, masih menghadapi
permasalahan dalam rangks mewujudkan manajemen kepegawaian berbasis sistem
meric. Stendar Pelayanan Minimal [SPM] sebagai indikator pelayanan publik belum
optimal dalam pelaksanaannya karena keterbatasan sumber daya dan regulast.

Pendidikan, permasalshan yang masih dihadapi dan harus diupayakan
pemecahannya untuk mencapal target pembangunan pendidikan tahun 2014
diantaranya: 1) masih belum meratanya skses pendidikan, terutama di jenjang SVIP,
yang diturjukkan dengan masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah, 2)
masih rerdahnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan yang ditandai oleh
pengetahtan dan ketrampilan lulusan yang belum sepenuhnya sesuar dengan
kebutuhan dunia kerja/dunia usaha dan rendahnya kemampuan bersaing, 3} masih
rendahnya proporsi guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal $1,/D4 dan
lumlah guru yang telah tersertifikasi, 4} belurmn optimainya pendidikan berkarakter
yang ditandal dengan munculnya gejala perilaku kekerasan di kalangan anak usia
sekolah. Tantangan pada aspek ketenagaan serta sarana dan prasarana pendidikan
adalah meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru, meningkatkan

pemerataan distribusi guru. mempercepat penuntasan rehabilitasi gedung sekolah
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dan ruang kelas yang rusak, meningkatkan ketersediaan bahan ajar yang murah dan
berkualites, meningkatkan ketersediaan prasarana peningkatan muty, serta
meningkatkan pemnafaatn teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan.

Kesehatan, permasalahan yang memerlukan perhatian antara lain: 1] masih
tingginya disparitas akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak yang rmencakup
fasilitas tenaga, jaminan pelayanan kesehatan; 2) upaya preventif dan promotif belum
dilaksanakan secara optimal yang mencakup kualitas pemeriksaan antenata! carg, 3)
belumn terpenuhinya tenaga kesehatan strategis pada seluruh fasilitas pelayanan
kesehatan terutama di daerah tertinggal, dan perbatasan dslam penanganan
kesehatan ibu dan anak; 4} belum optimainya dukungan lintas sektor dalam
penanganan masalah gizi; 5] belum optimalnya upaya upaya preventif terpadu dalam
pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian
akibat penyskit menular dan penyakit tidak menular, serta masib rendahnya kualitas
kesehatan lingkungan; 6] belum optimalnya ketersediaan abat dan vaksin di fasilitas
pelayanan kesehatan dasar; 7] belum optimainya pelayanan kesehatan bagi seluruh
penduduk.

Penanggulangan Kemiskinan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi
diantaranya adalah: 1] program jaminan keseha'can bagi masyarakat masih
ditemukan kendala pendataan peserta di lapangan; 2) permasalahan yang masih
dihadapi dalam penyaluran Bantuan Siswa Miskin [BSM) yakni ketidaktepatan
penetapan penerima dan waktu penyaluran sehingga manfaat BSM kurang efektif;, 3)
rendahnya pemakaian kontrasepsi bagi penduduk miskin dikarenakan oleh pelayanan
KB dan pelaksanaan advokasi KIE program belum merata jangkauannya; 4) PKH
menghadepi kendala cakupan dan manfaat masih terbatas sehingga dampak
program terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan kurang signifikan; 3)
dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa
metalui PNPM-MP masinh relatif rendah komitmen daerah dalam pengalokasian dang;
8] belum optimalnya upaya untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro dan keci
agar usahanya dapat berkembang secara berkelsnjutan.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, masalah dan tantangan yang
dihadapi d antaranya; 1) penanggulangan perubahan ikiim yakni kurang lengkapnya
ketersediaan data dan informasi sebagai basis penghitungan status tingkatan emisi
GRK. rendahnya kesiapan institusi dan rendahnya kapasitas SDOM di daerah datam
menyusun rencana aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca, masib iuasnya lahan

kritis, belum adanya lembaga yang mengelola hasil rehabiltast, masih rendshnya
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keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar kewasan hutan, 2) pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan vyakni masih terjadinya pencemaran
lingkungan, masih rendahnya kapasitas SDM dan institusi pengelola serta masih
rendahnya kesadaran rmasyarakat, kurangnya jumlah dan kompetensi SDM untuk
mengoperasionalkan KPH serta penyuluh kehutanan, perambahan dan penebangan
liar karena masih tingginya luasan hutan yag belum dibebani hak/izi 3)
penanggulangsn bencana yakni ketersediaan infrastruktur kesiapsiagaan dan sistemn
peringatan dini serta kapasitas antisipatif yang kurang memadai dalam menghadapi
berbagai ancaman bencana, kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana yang
belum memadai dan keterbatasan SDM penganggulangan bencana di daerah, belum
optimalnya sosialisasi dan penyebarluasan informasi pengurangan resiko bencana,
masih rendahnya komitmen dan kemampuan pendanaan pemerintah  untuk
penganggulangan bencana serta belum optimalnya koordinasi antar pemerintah,
permerintah daerahm, maupun pihak-pihak terkaitdalam penanganan darurat
bencans..

Daerah tertinggal, terdepan, teriusr dan pasca konflik, permasalahan dan
tantangan yang dihadapi diantaranya: 1) belum optimalnya pengelolsan sumber daya
lokal di daerah tertinggal, hal ini karena :;endahnya kemampuan permodalan,
penguasaan teknologi, informasi pasar dan investasi dalam pengembangan produk
unggulan daerah: 2] kurangnya dukungan infrastruktur jalan, transportasi, energi dan
telekomunikasi di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; 3) program-program
penanggulangan kemiskinan masin  bersifat parsial dan belum menjawab
permasalahan utama yang sesuai dengan karakteristik daerah tertinggal dan
perbatasan; 4) rendahnys kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal dan
perbatasan yarg tercermin dari terbatasnya jumlah tenaga pendidik dan kesehatan

dan umumnya belum terdistribusi secara merata di desa-desa terpencil dan terisolir.

B. Penelaahan Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur

Penelaahan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan Pemerintah Provinsi terpenting,
yang berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan
Kabupaten Kutal Timur dalam 3 {iima] tahun ke depan.

Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai
upaya memenuhi  aspirasi  yang berkembang di  masyarakat dengan

mempertmbangkan tantangan lima tahun kedepan. Visi pembangunan RPJMD

Perubafian RNED Tafun 2015

wemerintal ‘?:ﬂﬁuparcn Wptar Timer




Bab 11 Evolvasi Hasil Peloksanaan RKELD Tahun Sebelummya
Dan Capaian Kfnerja Penyelenggaraan Pemerintafion

2008-2013 Provinsi Kalimantan Timur adalah “Mewujudkan Kalimantan Timur
sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan
Sefahtera’,

Untuk  mewujudkan  vist  pembangunan 2013  pemerintah  provinsi
menterjemahkan visi tersebut kedalam misi sebagai berikut :

Pertama, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
untuk mewujudkan Kaltim sebagai ‘Isfand of Integrity”, adalah meningkatkan kinerja
dan koordinasi pemerintahan serta pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan
pemerintah daerah, reformasi birokrasi, penataan dan penegakkan hukum;
meningkstkan kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta antara pemerinian
dengan lembaga; mengembangkan dan meningkatkan penataan wilayah administrasi
pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan peran
serta masyarakat luas dalam pemberantasan korupsi.

Kedua, mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta sistem
demokrasi yang kondusif, adaiah membangun interaksi infrastruktur dan supra
struktur politk yang demokratis di daerah; peningkatan wawasan kebangsaan,
terbangunnya sarana dan prasarana keamanan; mewujudkan komponen-komponen
cadangan dan pendukung Hankam.

Ketiga, rmewujudkan kawasan perbatasan menjadi beranda depan Negara dan
percepatan pembangunan diwilayah pedalaman dan terpencil adalah mempercepat
pembangunan infrastruktur; pemenchan kebutuhan dasar, tersedianya kebutuhan
pokok dengan harga yang layak; melakukan kerjasama pembangunan ancar Negara,
Provinsi can Kabupaten; membentuk Badan Pengelola Perbatasan, Pedalaman dan
Daerah Terpencil, mengembangkan perekonomian melalui berbagar sektor unggulan;
serta maengembeangkan dan  merningkatkan sistem  pengamanan  perbatasan,
pedalaman dan daerah terpencil.

Keempat, mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro kerakyatan
dengan lkonsep pembangunan berkelanjutan adalah melaksanakan rewvitalisasi
pertanian dalam arti luas melalui pemanfsatan pengelolaan sumber daya alam
secara optimal dan berkelanjutan. Dengan melaksanakan regulasi pemanfaatan
sumber caya alam, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis; meningkatkan Investasi
melalul regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan meningkatkan promosi
nvestasi; melakukan identifixasi peluang usaha berbasis sumber daya alam;
meningkatkan ekspor migas dan non migas serta menurunkan impor migas dan non

migas; meningkatkan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengelola kekayaan
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budaya, sejarah serta potensi pariwisata lsinnya sebagai sumber devisa; dan
memantapkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wiayah Provinsi Kalimantan
Timur,

Kelima, mewujudkan pemenuhan infrastrukiur dasar untuk meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera adalah memenuhi
kebutunan pelayanan air minum,/air bersih; pemenuhan kebutuhan listrik 600 MW
dengan membangun PLTU, PLTG, PLTMG, PLTD, PLTH; penyediaan perumahan
sederhana dan sehat bagi masyarakat berpenghasitan rendah sebanyak 5.000 unit
penuntasan dan pembangunan jalan, jermbatan, bandara, pelabuhan dan dermaga
penyebarangan.

Keenam, rmewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil dan berakhlak
mulia adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan berdaya
saing tinggi. meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran  agama;
merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen; membangun sekolah ungguian
berstandar internasional disetiap kab,/kota; meningkatkan kualitas guru kualifikasi
§1; meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pelayanan puskesmas 24 jam
lengkap rawat inap dan UGD minimal satu buah disetiap kecarmatan; mendorong
kegiatan olah raga, peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan,
menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan mendorong usaha usaha
produktif; serta mengernbangksn ketransmigrasian melalui pembangunan Kawasan
Terpadu Mandiri (KTM)] dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia {IPM)
menjadi peringkat 3.

Ketujuh, mewujudkan pecbakan sistem subsidi, perlindungan sosial dan
penanggulangan/pengentasan masyarakat miskin adalah meningkatkan pemenuhan
kebutuhar dasar masyarakat melalui pemberian beasiswa dan pelayanan kesehatan
gratis bagi keluarga tidak mampu, meningkstkan kemampuan dan kemandirian
masyarakat untuk berusaha.

Prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerinteh Daerah [RKPD}
Kalimantan Timur tahun 2014 merupakan penjabaran dari hasil analisis terhadap :

1. Idenufikasi target-target pembangunan RPJMD 2008-2013 yang belum

tercapai

2. ldentifikasi isu strategis dan permasealahan pembangunan Tahun 2014

3. ldentifikasi isu strategis dan Kebijakan Nasional [RKP tahun 2014)

4. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
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Pada BKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Prioritas Pembangunan
tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan BPJMD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 20092013, Penekanan dalam penyusunan program pembangunan
disesuaiken dengan isu strategis yang dihadap) pada tahun 2014,

Berdasarkan isu strategis tersebut maka pada tahun 2014 ditetapkan kebijakan
pembangunan ditekankan pada pengjaman seluruh program dan kegiatan yang
difakukan pada tahun 2014 untuk mendukung penguatan keterkaitan [konektivitas}
pembangunan antar pusatpusat pertumbuhan. Disamping itu perlu dtingkatkan
kinerja pembangunan secara menyeluruh lintas bidang/sektor dan lintas wilayah
dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian dengan
mempercepat pencapaian keunggulan sarana/prasarana pembangunan dan
sumber daya manusia yang berkusltas dan didukung oleh pemanfaatan dan
pengelclaan sumberdaya alam yang berkelanjutan sesuai dengan rencana tataruang
dan wilayah. Pembenahan kinerja Aparatur Pemerintah merupakan faktor kunci
keberhasilan pencapaian targettarget pembangunan tahun 2014. Oalam rangka
melaksanakan strategi-strategi di stas, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintchan yang baik dan bertanggungjawab, akan terus diupayakan untuk
melakukan reformasi birokrasi publik yang secara garis besar mencakup aspek-
aspek rethinking, restrukturisasi, revitalisasi, dan renewal

Berdesarkan analisa faktor-faktor tersebut, maka pada RKPD 2014 ditetapkan
dengan tems : "Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Sumberdaya
Alam Terbarukan Didukung Peningkatan Manajemen Sumberdaya Aparatur”.

Berdasarkan identifikasi permasalaban pembangunan daerah menurut prioritas
pembangunan dseran maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kemandirian dan Kedaulatan Pangan, permasalahan vyang dihadapi
diantaranya: 1] alin fungst lahan pertanian; 2] rendahnya produktivitas pertanian; 3}
kurangnya luasan lshan pertanian; 4) kurangnya sarana dan prasarana (irigasi)
pertaman; 5) keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pertanian.

Pengentasan Kemiskinan, permasalahan yang dihadapi diantaranya: 1}
permberian jaminan pelayanan dasar dan perlindungan sosial bagi kelompok miskin
belum optimat 2) partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan
belum opumat 3] kemitraan BUMN/ BUMD/ Ilnvestesi swasta dalam
pemberdayaan  UMKM belum optimal: 4] belum terintegrasinya program kegiatan

sektoral untuk mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan; ) belum
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terpenuhinya pembangunan infrastruktur masyarakat miskin, 8) masih terdapat
penyaluran Raskin yang kurang tepat sasaran.

Perluasan Kesempatan Kerja, permasalahan yang dihadapi diantaranya: 1)
kompetensi pencari kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja; 2] masih
terdapat 187.382 orang miskin yang tidak bekerja [Hasil PPLS 2011}, 3] laju
peningkatan pencari kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerjs;
4) tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK}; 5) perempuan masih belum
memiliki peluang besar bekerja di sektor non pertanian (industri, pertambangan, dan
lain lain); B) sektor ekonomi yang berkembang belum memberikan kesempatan kerja
yang luas.

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Pengembangan Sektor Riil,
permasalahan yang dihadapi diantaranya: 1) rendahnya kualitas produk UMKM; 2]
minimnya pendampingan dan pembinaan UMKM; 3] rendahnya akses permodalan;
4] keterbatasan fasilitas pendukung usaha.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, permasalahan yang
dihadapi diantaranya: 1] masih rendahnya kualitas pelayanan publik; 2] rendahnya
kualitas SDM aparatur; 3) belum optimalnya penataan sumberdaya aparatur sesuai
standar kompetensi.

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan lklim, permasalahan yang
dihadapt diantaranya: 1] menurunnya mutu lingkungan, akibat alih fungsi lahan; 2]
meningkainya kerusakan/pencemaran lingkungan perairan; 3) kerusakan Hutan
Mangrove; 4] penegakan hukum lingkungan tidak efekeif, 3) perencanaan belum
berbasis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Daya saing ekonomi daerah, permasalahan yang dihadapi diantaranya: 1)
Peraturar Daerah terkait Investasi :2) rendahnya Prosentase Rencana Investasi
dibandingkan dgn Realisasi Investasi; 3) belum ditetapkannya RTRW Prov dan
beberapa RTRW Kab/Kota; 4) kompetesi Tenagas Kerja belum memenuhi kebutuhan
pasar kerja; 3) rendahnya Infrastruktur pendukung kawsasan pusat pertumbuhan; 6)
belum memadainya kuslitas infrastrukiur destinasi pariwisata, promosi paket wisata
dan jasa pandukung pariwissta.

Perluasan akses dan pelayanan Pendidikan, permasalahan yang dihadapi
diantaranya: 1} beium meratanya prasarana dan sarana pendidikan bagi masyarakat;
2) masih banysk masyarakat kurang mampu yang belum menikmati pelayanan
pendidikan; 3) relevansi pendidikan belum memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja;

4) tenaga pendidik dan kependidikan belum memenuhi kualifikasi S1.
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Jotimalisast akses dan mutu pelayanan kesehatan, permasalahan yang
Jantaranya: 1] upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
uptimal; 2] terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga medis; 3) masih
angka kematian bayi, kematian balita, kernatian Ibu melshirkan, kekurangan
Lecakitan penyakit menular.
" embangunan Infrastruktur, permasalaban yang dihadapi diantaranya: 1)
capainya kondisi jalen mantap provinsi  yang mendukung pusat-pusat
yomi; 2] fasilitas sarana dan prasarana transportasi {darat, laut,
el representatif dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, 3)
arans nan prasarana pengendall banjir belum berfungsi secara optimal; 4}

ya kebutuhan air baku, air bersih dan sanitasi yang layak 9)

i ceiivitkas ekonomi yang disebabkan tidak tersedia akses jalan dan
menu Daya Listrik, permasalahan yang dihadapi diantaranya: 1] daya
v g belum memenuhi kebutuhan; 2) jaringan transmisi listrik yang

. 3] pengembangan energi baru dan terbarukan belum berjalan

.1 diversifikasi bahan bakar.

an perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal, permasalahan
ntaranya: 1) terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendidikan; 2)
#ga Kesehatan di kawasan perbatasan;, 3] belum tersedianya
dan Jembatan yang memadai di kawasasan perbatasan; 4} belum
dara di kawasan perbatasan yang representatifl dalam

selayanan; 5] belum tersedianya dermaga yang representatif dalam

umalkan pelayanan transportasi sungai dan danau; 8] jaringan

Jum menjangkau seluruh kawasan perbatasan,

takars Pembangunan Nasional dan Dampaknya Terhadap Kebijakan
nan Kabupaten Kutai Timur
jasat ckonomi mekro pada tahun 2014 disrankan sejalan dengan tema
asional RKP 2014 yaitw Memantapkan Perekanamian Masional
7n Kessjahteraan Rakyat yang Berkeadilan.
yang terkandung dalam tema tersebut adalah:
.pan Perekonomian Nasional, dengan:
upayskan tercapainya pertumbuhan  ekonomi  tinggt  dan

“elanjutan yang diiring oleh: tingkat inflasi yang terjaga: nilai tukar yang
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stabil dan kompetitif, neraca pembayaran yang seimbang; serta fiskal yang
berkelanjutan,

b. Meningkatkan daya saing ekonomi agar mampu memanfaatkan
kesempatan dalam pertumbuhan ekonomi global

c. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif yaitu intervensi
pemerintah yang tepat memihak [afirmatif] kepada kelompok yang
terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki
kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadsp kesempatan
ekonomi yang muncul.

2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan dengan:

a. Membangun sumber daya manusia {SDM]) Indonesia
b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran
¢. Mitigasi bencans
3. Pemeliaharaan Stabilitas Sosial dan Politik dengan:
a. Menjaga agar konflik sosial tidak terulang kembali
b. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan kerupsi
c. Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan Pemilu
2014.

Dengzn arsh kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan
lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ditargetkan
untuk tumbuh sebesar 8,8 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
dan stabiltas ekonomi yang terjaga tersebut, pengangguran terbuka akan menurun
menjad) berkisar antara 5,6-8,0 persen dari angkatan kerja dan jumlah penduduk
miskin menjadi berkisar antaras 8.0-1Q.0 persen pada tahun 2014,

Pertumbuhan ekonomi yang tnggl dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.
apabila disertai pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak
nyata paca kelompok masyarakat yang paling lemah. Kebijskan ekonomi harus
dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan
terjadi bukan sekadar belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi kemiskinan terjadi
karena tidak adanya hak dan akses uniuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak
hanya mencakup ketersediaan pasckan kebutuhan pokok yang berkualitas sesua
dengsn lokas! kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan
pasokan sepanjang waktu.

Persoalan kemiskinan adafah persoalan yang harus ditangani secara lebih

substantif dan mendasar. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan rmenjamin
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pemerataan (growth with eguityj mensyaratkan stabilitas dan dukungan fundamental
negara yang kuat. Suatu proses pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan
semua lapisan masyarakat hanya tercapai bila keberpihakan dalam alokasi anggaran
belanja permerintah secars sungguh-sungguh, dirancang untuk membantu mereks
keluar dari lingkaran kemiskinan.

Periindungan sosial, juga harus terus diberikan bukan hanya karena merupakan
kewajiban konstitusional, namun juga karena pertimbangan strategis untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang produktif, terdidik,
terampil, dan sehat. Perbaikan kualitas sumber daya manusia dalam fima tahun ini
telah membuahkan hasil. Namun, usaha ini harus tetap dilanjutkan, sehingga proses
perjglanan sejarah bangsa ini berada dalam sebuah kontinuitas proses yang
konsisten, Untuk menjamin berlangsungnya proses perbaikan ity, diperlukan sebuah
sistem pemerintahan yang demokratis, Sebuah sistem yang memberikan jaminan
akses kepada setisp rakyatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Perbaikan
kesejahteraan rakyat hanya dimungkinkan, apabila proses checks and balances
berjalan dengan baik.

Memperhatikan dan mencermati uraian tersebut di atas, guna menghadapi
tantangar. ke depan, maka kerangka Visi Indonesia 2074 adalah . “Terwujudnya
Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” dengan penjelasan
sebagai berikut:

Munculnya kesadaran kolektif global mengenai masalah perubahan iklim fchmate
change/mempengaruhi strategi pembangunan di semua negara. Setiap negara, baik
yang sudah maju maupun yang sedang berkembang memiliki tanggung jawab yang
sama meskipun dengan peran serta cara yang berbeda-beda dalam mengatasi
masalah perubahan klm global Wujud darm makin maraknya kesadaran kolektif
global atas dampak dari fenomena perubahan iklim sdalah makin mengemukanya
strategi pembangunan ekonomi yang harus menempatkan kesadaran akan daya
dukung lingkungan alam pada prioritas yang tinggi. Bila hal tersebut tidak dilakukan,
rangkaian bencana alam akibat ulah manusia dan dampak industrialisasi akan makin
sering terjadi dan dapat membahayakan umat manusia sendin. Upaya Indonesia
untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pada periode 2010-2014 masih akan
dibayangi oleh kondisi krisis ekonomi global dan agenda perubahan kim feimace
changejtersebut.

Bangsa indonesia saat ini menjad model transisi demokrasi dunia yang

sebelumnya diragukan keberhasilannya akibat kompleksitas dan heterogenitasnya.
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Proses desentralisasi sistem pemerintahan yang telah dijalankan dari waktu ke
waktu telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Demokrasi dan
desentralisasi adalah suatu kombinasi yang kompatibel dan dapat menjad kekuatan
yang dahsyat dalam tatanan ekonomi dan politik global. Untuk mewujudkannya
diperivkan upaya yang komprehensif membangun lembaga pemerintahan yang
kompeten, bersih, dan dapat dipercaya melalui proses reformasi yang konsisten. Misi
pembangunan 2010-2014 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk
mencapal visi Indonesta 2014. Namun tidak dapst terlepas dari kondisi dan
tantangasn lingkungan globa!l dan domestik pada kurun waktu 2010-2014 yang
mempengaruhinya, Misi pemerintsh dalam periode 2010-2014 diarahkan untuk
mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan
fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Usaha-usaha
Perwujudan visi Indonesia 2014 dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-
2014 sebagai berikut.

Pertama: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera,
Pembukaan UUD 1845 secara tegas menyatskan bahwa Indonesia yang sejahtera
merupakan tujuan akhir dari pembentukan negara Indonesia. Kesejahteraan rakyat
tidak hanya diukur secara material, tetapi juga secara rohani yang memungkinkan
rakyat Inconesia menjadi mapusia yang utvh dalam mengejar cita-cita ideal, dan
berpartisipasi dalam proses permnbangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif,

Sesuai dengan tantangan perubahan ikim yang semakin nyats, pembangunan
ekonomi Indonesia harus mengarusutamakan masalah lingkungan di dalam
strateginya rmelalui kebiiakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan lingkungan hidup yang
telah terjadi terus diperbaiki, melsiui kebljakan antara lain: rehabilitasi hutan dan
fahan. peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energl dan
transportest yang ramah lingkungan, pengendahan ermisi gas rumah kaca [GRK)
serta pencendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kedua: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi. Indonesia telah tumbuh sebagai
salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Proses demckrasi yang berjaian
dalam lima tahun terskhir ini menunjukkan proses demockrasi yang makin matang
dan makin dewasa. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnasan struktur
pohtik yang ditiikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata
hubungan antara kelembagaan politk dan kelembagaan pertahanan keamanan

dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
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Penguatan pilar-pilar demokrasi yang sehat, harus terus dibangun menuju
demokrasi yang lebih matang dan dewasa. Perbedaan dan benturan kepentingan
serta sikap kritis berbagai pihak terhadap pemerintah, merupakan rezlitas kehidupan
demokrasi dan merupakan hak politik yang harus dihormati. Yang penting, semua ity
harus tetap berada dalam bingkai konstitus), aturan main dan etika yang harus sama-
sama dijunjung tinggi sehingga stabilitas yang dinamis dslam menampung berbagai
perbedazn aspirasi, tetap dapat dijags bersama. Karena itulah, mewujudkan
masyarakat yang demokratis dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum terus
dibangun melfalui pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih  kokoh;
memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kuslitas desentralisasi dan
otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam
mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, dan melakukan pembenahan struktur
hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil,
konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Ketiga: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang. Pembangunan yang
adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen skan meningkatkan
partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan,
serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju,
mandiri dan adil. Percepatan pembangunan dan pertumbubhan wilayah-wilayah
strategis dan cepat tumbuh, diselaraskan sehingga dapat melahirkan rasa keadilan
bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah
tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistern wilaysh pengembangan ekonomi yang
sinergis. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah,
serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama
antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung
peluang barussha dan investasi di daerah. Pendekatan pembangunan ke depan
harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain
dengan pemberdayaan.

Oi sisi lain, pembangunan deerah tertinggal harus terus didorong melalui
pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasis
pertanian dan kelautan: pemingkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan
khususnya dalam pengelolsan dan pemanfaatan sumber days alam melalui
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna; pengembangan jaringan
infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil

terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial. dan ekonomi yang saling
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melengkapi dan saling menguntungkan, peningkatan akses informasi  dan
pemasaran, lembaga keuangan. kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan
social capital dan Auman capital/ yang belum tergall potensinya sehingga kawasan
perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam sajs; serta
intervenst harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian,
terutama terhadap harga dan upah.

Dalam rangka pembangunan berkeaditan, pernbangunan kesejahteraan sosial
juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok
masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat
yang tinggal di wilayah terpenci, tertinggal, dan wilayah bencana. Pembangunan
kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok
masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga
jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan  perundang-undangan,
pendanaan, serta penerapan sistem Nomor Induk Kependudukan [NIK] tunggal.
Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budays dan
kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.

Dari arah kebijskan pembangunan nasional tersebut o atas, dapat
disimpulkan bahwa paradigma pembangunan nasional ditempatkan dalam satu
kerangka dasar yang dikenal dengan pembangunan yang pro growth, pro peor, pro
job dan pra green. Paradigma tersebut telah menjadi isu global. Masyarakat dunia
sepakat untuk menitikberatkan pembangunan ke suatu tujuan bersama yakni;
pemerataan ekanomi. pengurangan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan hidup.
Kerangka dasar tersebut disepakati pula dalam kesepakatan Millenium Development
Goal's (MOG's] Kesepakatan tersebut mengikat negara-negara di dunia untuk
pencapaian target bersama pembangunan vyang terkait dengan pendidikan,
kesehatan. perekanomian dan kemiskinan, sosial budaya dan pelestarian lingkungan.
Sebagai bagian dari masyarakat dunis dan bangsa Indonesia, Kabupaten Kutai Timur,
tdak terlepas dari paradigma tersebut. Perencanaan pembangunan di daerah harus
pula mempedomani kesepakatan bersama dimaksud, karena terkait dengan
kerangka pembangunan nasional. Oleh karena itu tema pembangunan Kutai Timur
tahun 2014: Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian MDG's
Melalui Gerbang Taman Makmur.

Berikut keterpaduan prioritas RKP Nasional, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan
RKPD Kabupaten Kutat Timur Tahun 2014:
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Tabel. 2. 100
Keterpaduan Prioritas RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan
RKPD Kabupaten Kuta| Timur Tahun 201 4

"RKPD
l
e | Provinsi Kalimantan Ti Timur

| Reformasi birokrasi dan Tata

" RKPD. |
|__Kabupaten Kutai Timur |
| Peningkatan kapasitas

=l Refmorr_né_s‘}'éir‘ckr-a_si' dan

tata kelola . Kelola Pemerintahan ! i pemeritahanan (capacity
3 | el building) =il
| 2 | Pendidikan Pelayanan Pendidikan Peningkan aksesibilitas dan
EenA) Pl 5 = | S kualitas pendidikan |
3 | Kesehatan " Optimalisasi akses danmutu | Peningkan aksesibilitas dan

. pelayanan kesehatan | kualitas petayanan i
| | kesehatan

4 Penanggulangan Kemiskinan ! Pengenr,asan kemiskinan
l : |
|SACeEab - = it SoadeRl ERs e Ik
5 - Ketahanan Pangan . Kermandirian dan kedauiatan
| pangan

—_— = ————

| Penurunan angka

kemiskinan dan |

pengangguran !

Penmgkatan ketahanan

| pangan dan kemandirian |

___lpangan s
Penmgkatan infrastruktur l
dasar pemukiman

8 | infra astrukeur Pembanguran Infrastruktur

' 4 g [ Peningkatan sarana dan |
| prasarana perhubungan —

77 KimInvestasidan Usaha | Dayasaing ekonomi daerah | Peningkatan investasi dan
| ekonomi masyarakat
Pernberdayaan ekonomirakyat | : :
_ S, R _dan pengembangan sektor il > CoEEn- PR
| 8 | Energ | Pemenuhan daya listrik Peningkatan infrastrukeur |

| dasar pemukiman
Pemantapan.pemanfa
. penggunaan dan
pengelolaan lahan serta
lingkungan hidup
Pengelolaan kawasan
perbatasan [hinterland)

Pengelalaan lingkungan hidup aatan,

dan perubahan iklim

g '[ingi{mgTah_E_—'('f&Q;i dan
Pengzlolaan Bencana

F’embarguﬂan kawasan
~ perbatasan, pedalaman dan
daerah tertinggal

10 | Daersh Tertinggal.
Terdepan, Terluar dan
Pasca Konfiik

-

Kebudayaan, ekonomi

Peningkatan dan

kreativitas dan Inovasi pengembangan
Teknclogi pemanfaatan teknologi
informasi
12 | Bidang Politik, hukum dan
kearmanan |
12 Bidang Perekonomian . Peningkatan investasi dan
v, > ekonomi masyarakat
14  Bidang Kesejahteraan

Rakya:

Keterpaduan prioritas pembangunan RKP, BKPD Provinsi Kalimantan Timur
aengan BKPD Kabupaten Kutal Timur Tanun 2014 adalah sebaga berkut,
1] Peningkatan Kapasitas Pemerintahan [capacity buflding), dimaksudkan untuk
peningkatan ketaatan terhadap Perda, peningkatan kualitas layanan pubhk serta
kuslitas iaporan keuangan Pererintah Daerah. Prioritas ini sejslan dengan

prioritas BKP Nasional yakni reformas: birokras: dan tate kelola yang ciarahkan
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2]

3)

pada peningkatan kualitas reformasi birokrasi daersh, profesionalisme SDM
aparatur, penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan
publik, dan pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
Sedangkan RKPD Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan reformas/
birokras! dan tata kelols permerintahan dengan sasaran pembangunan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Peningkatan  aksesibilitas dan kualitas pendidikan, dimaksudkan untuk
peningkatan angka rata-rata lama sekolah, peningkatan perluasan sarana dan
prasarana pendidikan yang merata, serta peningkstan kualitas pendidik dan
tenags kependidikan yang merata. Prioritas ini selaras dengan prioritas RKP
Nasional yakni pendidikar yang disrahkan pada peningkatan akses Pendidikan
Anzk Usia Dini {PAUD] yang bekuslitss, kualitas wajib belsjar pendidiksn dasar
sernbilan tahun termasuk kurkuium 2013, peningkatan akses pendidikan
menengah yang berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pesmbangunan,
termasuk rintisan Pendidikan Menengah Universal (PMU), peningkatan akses
pendidikan tinggl berkualitas dan selaras dengan kebutuhan pembangunan,
peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan RKPO
Provinsi  Kalimantan Timur memprioritaskan  Pelayanan  FPendidikan  yang
diarahkan pada penguatan lembaga PAUD, penuntasan wajib belajar 12 tahun,
pengembangan pendidikan tinggl yang berbasis potensi daerah serta
meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh buku perpustakasn
yang berkualitas.

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, dimaksudkan
untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkuailtas, merata di setiap
wilayah, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan
dengan pendekatan kuratif, preventif, dan promotif, peningkatan angka harapan
hidup serta penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Prioritas ini
selaras dengan prioricas RKP Nasional yakni kesehatan yang rmemprioritaskan
pada penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, peningkatan skses
dan kualitas pelayanan KB yang merata, peningkatan perbaikan gizi. pengendalian
penyakt dan penyehatan lingkungan. penyiapan pelaksanasn sistem jaminan
sosial nasional bidang kesehatan. peningkstan efektivitas pengawasan obat dan
makanan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan manfaat/ khasiat obat

dan makanan. Demikian pula prioritas BKPO Prowvinsi Kalimantan Timur yakni
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optimalisasi skses dan muty pelayanan kesehatsn yang diarahkan untuk
peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

4} Pengurangan kemiskinan dan pengangguran dimaksudkan untuk melakukan
berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yakni rumah tangga miskin. Prioritas
int selaras dengan pridritas RKP Nasional yakni pensngguiangan kermiskinan yang
diarahkan pada perluasan program keluarga harapan, pengembangan
penghidupan penduduk miskin dan rentan, peningkatan produkiivitas usaha
mikro, pelaksanaan Badan Pelaksana Jaminan Sosial bidang kesehatan (demand
side). Sedangkan prioritas RKPD Kalimantarn Timur  yakni  pengentasan
kerniskinan dan  periuasan kesempatan Kerjg  yang diarahkan  untuk
mengoptimalkan pemenuhan hak dasar sosial ekonomi masyarakat miskin,
mengoptimalkan peran serta semus pelsku pembangunan dalam pengentasan
kemiskinan, meningkatkan peran UMKM dalam pengentasan kemiskinan serta

menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

D) Peningkatan sarana dan prasarena perhubungan, dimaksudkan untuk
penyediaan kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar secara
proporsional di setiap wilayah. Prioritas ini selaras dengan prioricas BKP Nasional
vakni infrastruktur yang diarahkan untuk penyediaan infrastruktur  yang
mengurangi kesenjangan antarwilayah. Demikian pula prioritas BKPD Provinsi
Kalimantan Timur yakni pembangunsn infrasiruktur yang disrahkan pada
peninckatan kondisi jalan mantap, peningkatan infrastrukiur transportas) sungai
dan penyeberangan serta peningkatan keselamatan [glan di ruas-ruas jslan
provinsi.

B) Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman dimaksudkan
penyediaan rumah layak huni bagl masyarakat miskin, penyediaan air bersih dan
sanitasi yang layak serta penyediaan lisirk yang merats. Prioritas ini selaras
dengan RKP Nasional yakni infrastrukiur dsn energl yang diarahkan penyediaan
infrastrukeur dasar untuk menunjang peningkatan kesgjahteraan, konektivitas
yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri, penyediaan
infrastrukour \;ang mengurangi kesenjangan santarwilayah, serta peningkatan
rasioc  elektrifikest  Demikian pula RKPD  Provinsi  Kalimantan  Timur
memprioritaskan Fembangunan Infrastrukiur dan Pemenuhan days listrik yang
diarahkan peningkatan infrastruktur sumber daya air, pengembangan sistem
distribus! air minum, pemenuhan kebutuhan energi kistrik, pemenuhan kebutuhan

energ listrik bagi rnasyarakat miskin dengan mengembangkan sumber EBT.
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7)

8]

9]

Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk
menyediakan, memberikan dan mermnfasilitasi kepada pelaku koperasi, usaha
mikro, usaha keci!l dan menengah terbadap sumber days [permodalan,
keberlanjutan pasar, kelembagaan, kapasitas dan kualitas produk). Berbagai jenis
produk unggulan pertanian [dalam arti luas] yang bisa menjadi ciri khas daerah
terutama dan sektor-sektor yang memanfaatkan potensi lokal (comparative
advantage). Prioritas ini selaras dengan prioritas RKP Nasional yakni w#&im
invesiasi dan iklm ussha yang diarahkan pada peningkatan kemudahan
berusaha, penurunan biaya logistic nasional, pengembangan fasilitas pendukung
Kawasan Ekonomi Khusus {KEK) yang telah ditetapkan dan penetapan KEK bary,
serta memperkuat kelembagaan hubungan industrial. Dernikian pula prioritas
RKPD Provinsi Kalimantan Timur yakni permberdsyaan ekonomi rakyat dan
pengembangan sektor ril serta days saing ekonomi daerafr yang mengarahkan
pembangunan pads pemberdayaan UMKM sebagai motor penggerak ekonormi
daerash, menciptakan klaster industri kecll berbasis bahan baku lokal,
membangun sarana prasarana pemasaran produk UMKM, peningkatan volume
dan nilai perdagangan daerah, peningkatan daya saing investasi dengan |
menciptakan iklim usaha yang kompetiof, menuju Kalimantan Timur sebagai
daerah tujuan wisata kelas dunia, membangun dan meningkatkan infrastruktur
outlet dan infrastruktur penghubung antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
serta membangun dan meningkatkan infrastruktur pendukung kawasan industri

di Kalimantan Timur.

Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan dan
lingkungan hidup dimaksudkan untuk memperbaiki kondis: lingkungan yang telah
mengslami penurunan daya dukung maupun daya tampungnya. Prioritas ini
selaras dengan RKP Nasional yakni lngkungan hidup dan penigelolasan bencana
yang dprioritaskan pada pengukuhan Kawasan dan Pembangunan Hutan [KPH),
rehabiltasi hutan dan lshan kritis, pengembangan perhutanan sosial,
pengendalian kualitas lingkungan, serta peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
Bemikian pula prioritas RKPD Kalimantan Timur yakni pengefolaan lingkungan

Ridliom e marr s bl MEe TSR e P P [0 |
DL Oan  pervoanan isim yang digrankan paca pengendallan

ingkungan dan implementasi pembangunan rendah Karbon.
Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan, dimaksudkan untuk menjaga
stabilitas pangan baik ketersediaan maupun kemudahan menperolehnya.

Prioritas ini selaras dengan prioritas RKP Nasional Tahun 2014 yakn ketahanan

Perubafian RKED Tafner 2015
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pangan yang diprioritaskan untuk mendukung pencapaian surplus beras 10 juta
ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai, gula, produksi perikanan,
kesejahteraan petani/nelayan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Demikian pula
RKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan prioritas kermandirian dan kedaulatan
pangan yang diarahkan untuk pemantapan ketersediaan pangan berbasis
kernandirian serta peningkatan kemudahan dan kernampuan mengakses pangan.

10) Peningkatan Pembangunan Perdesaan, dimaksudkan untuk mengurang
kesenjangan pembangunan antarwilayah serta mengoptimalkan potensi
pedesaan, Prioritas ini selaras dengan prioritas RKP Nasional tahun 2014 yakni
prioritas daerah lertinggal, terdepan teriuar, dan pasca konfiik yang diarahkan
untuk permbangunan daerah tertinggal. Demikian pula Provinsi Kalimantan Timur
tahun 2014 memprioritaskan pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman
dan deerah tertingga!

11) Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi
dimaksudkan untuk menyediakan, mernberikan dan memfasilitasi informasi dan
komunikasi masyarakat dan sistem pelayanan publik. Prioritas ini selaras dengan
prioritas BKP Nasional yaskni kebudayvaan, ekonomi krestif dan inovasi teknologr
yang diarankan untuk peningkatan kemampuan ilmu Pengetahuan dan Tekno!ogl
(IPTEK).

12} Pengelolaan Kawasan Perbatasan (hinterland] dimaksudkan untuk
penyelesaian konflik tapal batas serta peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi
di kawasan tersebut. Prioritas ini selaras dengan prioritas RKP Nasional yakni
dseran tertinggal lerdepan, teriusr, dan pasca konfik yang diarahkan pada
pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan dan percepatan
pembengunan infrastruktur. Demikian pula prioritas RKPD Provinsi Kalimantan
Timur yakni pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah
tertinggal yang disrahkan pada pernenuhan pelayanan sarana dan prasarana
bidang pendidikan, peningkatan pelayanan tenaga media/kesehatan, pemenuhan
pelayanan sarana dan prasarana bidang telekomunikasi serta pemenuhan
pelayanan sarana dan prasarana bidang transportasi (darat, udara dan

danau, penyeberangan).

Perubatan RKPD Tahun 2015
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2.3.2. Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Program

Tabel 2.101

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Program

Pembangunan Deaerah Kabupaten Kutai Timur

‘ Prioritas Pembangunan ‘

[ |
Faktor-faktor Penentu

| No | Daerah Tahun ‘ Permasalahan | :

- . Keberhasilan
| . Berkenaan ‘ |

L (2) e e 3] | (4)

1 | Kinerja penyelenggaraan|

| pemerintah daerah

2 | Pendidikan
1]

3 Kesehstan

4

Masih kurangnya kualitas
layanan masyarakat
Kinerja keuangan daerah

masih tergolong tidak wajar

Rendahnya kualitas SDM
aparatur

' = Belum semua SKPD

optimainya melaksanakan
SPM

Masih terbatasnya
ketersediaan laporan dan
informasi KM, penegakan

= hukum.dan Perda™ =7
Lambatnya peningkatan

rata-rata lama sekalah
Lambatnya kenaikan

APM/APS sekolah lanjutan

Masih rendahnya

pendidikan perguruan tinggt

Masih banyak masyarakat

kurang mampu yang belum

menikmati pelayanan
pendidikan, terutama
pendidikan lanjut

Relevansi pendidikan belum
memenuhi kebutuhan pasar

tenaga kerja

Upaya peningkétan akses

dan mutu pelayanan
kesehatan masih belum
optimal.

Terbatasnya kualitas dan
kuantitas tenage medis
Ketimpangan tenaga
kesehatan dan fasilitas
kesehatan antar wilayah
[terkonsentrasi di ibukota
kabupaten

, - Masih tingginya angka

- Indeks kualitas
pelayanan masyarakat
: - Rekruitmen dan
distribusi aparatur
sesual kompetensi
yang diperiukan
- Diklat Teknis dan
Fungsional
i - Perbaikan kinerja
keuangan
i - Pencatatan dan
pelaporan
berkelanjutan
- Pemerataan
prasarana dan sarana
sekolah (lanjutan) bagi
masyarakat
- Pemberian beasiswa
bagi masyarakat
kurang mampu,
terpencil dan
terisolasi
- Pengembangan
sekolah kejuruan
- Optimalisasi
keberadaan
pendidikan tingg: iokal
- Peningkatan kualifikasi
tenaga pendidik dan
kependidikan
- Peningkatan
prasarana dan sarana
pendukung pelayanan
kesehatan
- Penambahan dan
pendistribusian
tenaga
medis/ paramedik
secara merata
- Peningkatan kualitas
tenaga medis dan
paramedis

Berubaban RKED Takun 2015
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| Prioritas Pembangunan

Daerah Tahun }
Berkenaan |

(3]

| No Permasalahan

| Faktorfaktor Penentu

Keberhasilan

el

Ml (2 RS s
i | | Kematian bayi, kematian
| | ' balita, kematian lbu
melahirkan, kekurangan gizi
i | dan kesakitan penyakit
menular.

data kesehatan

Belum optimalnya

pemanfaatan jaminan

pelayanan dasar dan

; perlindungan sosial bagi

5 | kelompok miskin

l ' - Masih kurangnya peran
| serta masyarakat dalam

\ { upaya penanggulangan

| |

|

|

| 4 | Kemiskinandan |-

. . Pengangguran ;
| [ f
|

kemiskinan belum optimal
| - Kemitraan BUMN,/
| BUMO/ Investasi swasta
| dalam pemberdayaan
UMKM belum optimal
Belum terintegrasinya
| program kegiatan sektoral
| untuk mendukung upaya
percepatan pengentasan
kemiskinan
| - Belum terpenuhinya
kebutuhan dasar
masyarakat miskin

S  Daya saing ekonomi - Masih rendahnya kontribusi

sektor pertanian

[agribisnis]

- Kecenderungan pasang
surut realisasi Investasi

- Belum ditetapkannya
perubahan RTRW

- Kompetesi tenaga kerja
belum sesuai kebutuhan
pasar kerja

- Rendahnya Infrastruktur
pendukung kawasan pusat
perturnbuhan

- Rendahnya kualitas produk
UMKM

- Minimnya pendarmpingan
dan pembinaan UMKM

| - Jaminan Pelayanan

| - Akurasi dan wnder reported

Kesehatan
- Kelompok rentan
[balita, wanita]
menjadi prioritas
- Budaya masyarakat
PHBS -
| - Optimalisasi upaya
penanggulangan
[ kemiskinan
- Sinergi Program lintas
| Sektor untuk
| pelayanan kebutuhan
dasar
- Update data
. masyarakat miskin
| - Kemitraan CSR untuk
| pemberdayaan dan
| keberlanjutan UMKM
- Kemudahan
berinvestasi untuk
perluasan tenaga
kerja

|
|
|
|

- Optimatkan sektor
pertanian sebagai
basis agribisnis
Kemudahan
berinvestasi
- Persetujuan Substansi
Perubahan Kawasan
dari Menteri
Kehutanan
Peningkatan
Kualifikasi Pendidikan
Sesual Kebutuhan
Pasar Kerja
- Daya saing produk
- Ketersediaan dan
kemudahan modal
Usaha bagi UKM
[masyarakat miskin

Perubahan RKED Tahun 2015
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Rripritas Bembanglinan | Faktorfaktor Penentu I.

\ No \ Daerah Tahun Permasalahan Keharbachan |
l Berkenaan L a o ._
e R s s e e T = A7
; | - Kualitas manajemen | dan pengusaha kecil}
I koperasi dan keaktifan | - Sarana pemasaran |
 koperasi - Promosi produk
f | - - Minimnya fasilitas lembaga
'. | . jasa keuangan [BPR/LKM])
i | untuk mendukung usaha
[ kecll
' - Rendahnya akses
. permodalan UKM

- Penyusutan atau Alih fungsi
lahan pertanian

- Pengawasan dan
pengendalian alih

6 | Kemandirian pahgan

I
i |
’ - Rendahnya Produktivitas fungsi lahan
\ | : pertanian - Intensifikasi untuk
| | - Kurangnya luasan lahan | peningkatan
| |l | pertanian | produktivitas
'| | - Kurangnya sarana dan - Ekstensifikasi untuk
| prasarana (irigasi) perluasan tanam
, ‘ ‘ pertanian | .[cetak sawah)
| . - Keterbatasan kuantitas dan | - Pembangunan dan
l ‘ kualitas SDM pertanian pptim_a[isasj jaringan
| | - Ketimpangan distribusi | irigasi
| ' SDM pertanian lapangan | - Revitalisasi
o b o .l Tidaksersedianya date:NTP | _pefyuluhan pertanian.
7 Infrastruktur wilayah ' - Masih banyak daerah yang - Tersedianya jalan dan
| ' belum terjangkau * jembatan akses
' prasarana jalan darat pedesaan dan
[pedalaman) ekonomi strategis
- Belum tercapainya kondisi - Transportasi
jalan mantap yang pedesaan
mendukung pusat-pusat - Ketersediaan ishan
pertumbuhan ekonomi - Tersedianya akses
- Fasilitas sarana dan Listrik
prasarana transportasi - Ketersediaan bahan
(darat, laut, dan udara) bakar minyak dan gas
belum representatif dalam | . Tersedianya dokumen
mendukung kegiatan teknis perencanaan

- ekonomi masyarakat

- Fasllitas sarana dan
prasarana pengendsli banjir
belum berfungsi secara
optirmnal

- Terhambatnya aktivitas
ekanomi yang disebabkan
tidak tersedia akses jalan
dan jembatan

Perubahan RKED Tahun 2015
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'! | Prioritas Pembangunan

| No Daerah Tahun
l Berkenaan
M- (3

8 Tat—a—an—aTéHé_ﬁ dan
lingkungan

|
|
|

il
f Fasilzas dan Utilitas
| kawasan pemukiman

|
o

’IO_I 5é5hangaﬁéh"§edesé§n |

11  Batas Wilayah

e

\
Permasalahan

WS N ) R |

- - Daya Mampu PLN yang
belum memenuhi
kebutuhan

i - Jaringan transmisi listrik

- yang befum mencukupi

' - Kurang lengkapnya data

| infrastruktur
| - Menurunnya mutu

lingkungan, akibat alih fungsi |

| lahan

| - Belum selesainya revisi
RTRW

- Meningkatnya
kerusakan/pencemaran
lingkungan perairan

| = Penegakan hukum

lingkungan tidak efektif

| - Perencanaan belum

| berbasis mitigasi dan

adaptasi perubahan iklim

Minimnya data lingkungan

- Belum terpenuhinya

kebutuhan air baku, air

bersih dan sanitasi yang

layak

Masih minimnya drainase

permukiman

- Kesenjangan akses
pembangunan desa - kota

- Minimnya  fasilitas dan
keberadaan lembaga
penunjang usaha pedessan

Ketimpangan dan
keterbatasan infrastruktur
dasar:

-Terbatasnya Sarana
Prasarana Pendidikan dan
kesehatan

-Terbatasnya Tenaga
Kesehatan dan pendidikan
dikawasan perbatasan

-Belum tersedianya

Perubafian RKED Takun 2015
Pemerintak Kabupaten Kutai Timur

Faktorfaktor Penentu

Keberhasilan

— LB ]

Pengendalian
perizinan pembukaan
lahan

Percepatan revisi
RTRW

Pengendalian
pencemaran dan
kerusakan lingkungan
Ruang terbuka hijau
Penindakan/kasus
yang ditangani
Inventarisasi data
lingkungan

Penyediaan akses air

bersih, dan sanitasi
yang memadai
Penanganan sampah

Pemerataan fasilitas
kebutuhan dasar
[kesehatan.
pendidkan)

- Kemudsahan usaha

dan permodalan
(bankable) di daerah
tertinggal
Pembangunan
sekolah terpadu
Pembangunan
fasilitas dan distribusi
tenaga kesehatan
Pembangunan Tower
dan jaringan
komunikasi
Kemudahan usaha
kecil di sekitar
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Prioritas Pembangunan | N i
' No Daerah Tahun i Permasalahan Faktt:(z:jaek:ﬁ;‘slf:gnentu
! Berkenaan | lian
(1) (2] o < (3] S—— (4]
| transportasi jalan dan - kawasan

| ; ' | jembatan yang memadai di
kawasan perbatasan
-Jaringan Telekomunikasi
: . belum menjangkau seluruh
| - kawasan perbatasan
i ' - Rendahnya pertumbuhan
- ekonomi deersh perbatasan

|12 : Teknologi Informasi - Masih rendahnya budaya | Gerakan budaya baca
‘ || baca masyarakat | akses  informasi ke |
|- Masih adanya wilayahyg | masyarakat
| belum terjangkau penyempurnaan sistem |
| | |_kemunikasi dan informasi | layanan publik

®erubakan REFD Takun 2015
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BAB I

RANCANGAN KERANGKA EKONOM| DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan pengalaman keberhasilan di  berbagai wilayah, kinerja
pembangunan daerah lebih ditentukan oleh dua aspek penting, yaitu kuoalitas
perencanaan pembangunan dan daya dukung keuangan daerah. Oleh karenanya,
antara perencanaan pembangunan dengan keuangan daerah merupakan dua sisi
yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan yang baik tanpa didukung oleh kekuatan
anggaran atau keuangan daerah yang memadal akan menemui banysk kesulitan,
demikian pula sebaliknya. Terkait dengan hal tersebut, maka antara rancangan
kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah memberikan gambaran kondisi
saat ini sekaligus perkiraan kedepan tentang berbagai potenst ekonomi dar kekuatan
keuangan daerah.

Gambaran umum untuk situasi perekonomian Kutai Timur tahun 2012
beserta karakteristiknya serta prospek perekonomian tahun 2013-2014 tampak
dalam kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah. Kerangka skonomi
makro dan kebjakan keuangan daerah membert gambaran tentang perkembangan
ekonomi makro hingga semester satu tahun 2013, dan estimasi tahun 2014, arah
kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, sasaran-sasaran yang akan dicapai pada
tahun 2014, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran-
sasaran yang dimaksud tersebut akan dicapai melalut berbagai kebijskan dan
program pembangunan sesua dengan priortas yang telah digariskan.

Berdasarkan pembangunan sektoral, kontribusi sektor ekonomi menjadi salah
saty pemicu sekaligus pemacu bagi sektor-sektor lainnya. Dengan kata lain.
keberhasilan  pembangunan suatu wilayah tergantung pads keberhasilan
pembangunan sektor ekonomi. Lintuk melihat sejauh mana keberhasilan
pembangunan bidang ekonomi dapat dilihat dori berbagar indikator. Salah satu
indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik
Regiona! Bruto [PDRB] atal

O L T
’ L

lebin dikenal dentan pertumbuhan ekono cator 10

digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan

berguna urtuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang.

Perbahan RKGD Tafiun 2015
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3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan situasi ekonomi nasional maupun global saat ini turut
mempengaruhi  arah  kebijakan ekonomi Kabupaten Kutai Timur. Situasi
perekonomian dunia pada tahun 2014 diperkirskan akan tumbuh lebih baik
dibanding tahun 2013, dengan asumnsi perekonomian Eropa yang mulal membaik
dan ekanomi AS yang telah berangsur pulih. Namun demikian masih terdapat resiko
global yang perlu diwaspadai yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional.
Resika tersebut diantaranya adalah: (i) krisis utang Eropa terus berlanjut dan
pemulihan ekonomi AS berlangsung lambat; [ii) perekoromian negara-negara
kawasan Asia yang multai melemah, serta (i) meningkatnya perubahan iklim global.

Dalam situasi ini, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan
serta kemungkinan cuaca ekstrem di datam negeri akan dihadapi dengan berbagai
langkah yang tepat, antara lain; (i} penguatan ekonomi domestik melalui investas
agar daya beli meningkat, (i) meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah
belanja negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait dengan
prioritas belanja negara infrastrukiur, serta (iil] peningkatan efektivicas penerimaan
negara dangan sekaligus pengurangan defisit anggaran. Sehingga dengan langkah-
langkah ini, secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapal pada
tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dapat dipertahankan pada tahun 2013,
dan dapat ditingkatkan pada tahun 2014 [Bappenas, 2013, BKP 2014)

Dalam perjalanan tahun 2012, situasi pergkonomian dunia masin mengalami
perlambatan yang terutama disebabkan oleh: [i] lambatnya proses pemulihan
ekonomi AS; (i} berlanjutnya krisis keuangan Eropa yang melebar ke regara-negara
lainnya di kawasan Eropa; dan {iii} melemahnya perdagangan dunia yang berpengaruh
terhadap perekonomian negara-negars Asia sebagai penopang perekonomian dunia.
Perekonomian AS berada dalam proses pemulihan yang lambat namun masih sesuai
dengan harapan. Membaiknya daya beli masyarakat yang mendorong peningkatan
konsumsi masyarskat, serta mutai pulthnys sektor perumahan, mendorong
perekonomian AS menyadi tumbuh sebesar 2.2 persen pada tahun 2012,

Sernentara itu, kekuatan ekonomi dunia lainnya yakni China terus melambat di
kuartal ketiga {tahun ke tahun), walau masih tumbuh sehesar 7.4 persen tahun ke
tahun, dar terdapat beberapa perkembangan pasitif. seperti dar output industn
yang menunjukkan sejumiah percepatan dalam pertumbuhan sedang berlangsung,.
Sementare faktor yang kurang positif, Zona Eropa masih terus berjuang untuk keluar

dari resesiiya yang berkepanjangan, dan dengan POB di kuartal ketiga relstif datar
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persen dengan penyesuaian musiman yang disetahunkan (seasonally
ualized rate, saar) di tengah kekhawatiran melambatnya pertumbuhan
.11 sebagal mesin pertumbuhan wilayah itu dan Prancis. Ekonomi Jepang
L=lami kontraksi sebesar 3,5 persen (saar) di kuartal ketiga 2012 [Bank
).
Sermentara ito dalam konteks pernbangunan nasional, berdasarkan RPJMIN
1% arah kebijakan umum pembangunan nasional saish satunya adalah
| tkar pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang
creermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara
han dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomt yang didukung oleh
1 ilmu pengetahuan dan teknologl, pengurangan kemiskinan, pengurangan
pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan
nber raya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan
nya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
enijakan ekonomi makro pada tahun 2014 diarahkan sejalan dengan tema
nan nasional RKP 2014 yaitu Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi
Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Oengan arah  kebijakan
dkro (i atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan
tumbiihan ekonomi tahun 2014 ditargetkan untuk tumbuh sebesar 5.8
ran partumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonormi yang
ubut, pengangguran terbuka akan menurun menjadi berkisar antsra 5.6-
Jari angkatan kerja dan jumnlah penduduk miskin menjadi berkisar antara
ser pada tahun 2014,
mbuhan  ekonomi  pada tshun 2014 ddorang dengan upays
N nvestasi, meningkatkan ekspor nonmigas, serta memberi dorongan
bitas kemampuan keuangan regera dengan mempertajam dan
kan kualitas belanjs negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter,
ril. semakin ditingkatkon untuk mendorong peran masyarakat dalam
wnyunan ekonomi. Pada tahun 2014, perekonomian ditargetkan tumbuh
pursen, lebih tinggl dari sasaran pertumbubhan tahun 2013 yang
5 pergen
patan lgju pertumbunan ekonomi im diharapken mampu menurunkan
“yangguran terbuka hingga di sekitar 5-8 persen pads akhir tahun 2014,
natan kerja yang tercipta antara 96 juta-10,7 juta pekerja selama

U-2014. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekenomi dan

i 2015
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berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat
mempercepat penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir
2014. Untuk memenuhi sasaran percepatan pertumbuban ekonorni tersebut,
pemerintah akan terus melanjutkan kebijskan makrogkonomi yang terukur dan
berhati hati, sehingga inflasi dapat dikendalikan pada tingkat rendah yang sebanding
dengan negara-negara setaraf dengan Indonesia yaitu sekitar 4-86 persen per tahun.
Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif
sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat.

Dari sisi pengeluaran, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta
ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing sekitar 11,6 persen
dan 10,2 persen. Dengan meningkatnya investasi, impor barang dan jasa
diperkirakan tumbuh sekitar 12,7 persen. Dalam keseluruban tahun 2014, dengan
terjaganya stabilitas ekonomi konsurmnsi masyarakat diperkirakan tumbuh sekitar 6.1
persen, sedangkan konsumsi pemerintah diperkirakan tumbub sekitar 7,0 persen.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian diperkirakan tumbuh sekitar 3,7
persen, sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sekitar 6,8 persen dan
sektor pzrcambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sekitar 1.7 persen.
Sektor tersier yang meliputi listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan,
hotel, dan restoran; pengangkutan dan telekormunikasi; keuangan, real estat, dan jasa
perusahean; serta jasa-jasa diperkirakan tumbuh berturus-turut sebesar 6,2 persen;
7.3 persen;9.6 persen; 10,5 persen; 6,1 persen; serta 5.2 persen.

Secara keseluruhan, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8 persen pada
tahun 2014 membutuhkan investasi sebesar Bp 37466, trihun. Pembiayaan
investasi diperkirakan sekitar 15.2 persen herasal dari pemerintah dan 84,8 persen
berasai cari masyarakat termasuk swasta (Bappenas, 2013, RKP 2014].

Berdasarakan kondisi perekonornian Provinsi Kalimantan Timur, walaupun
pertumbuhan ekonominya mengalami perlambatan pertumbuban namun indikator
makro ekonomi Kalimantan Timur lainnya dapat dikatakan rmasih berada pada jalur
yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari Indikator Makro ekonomi daerah yang ada
seperti pada indikator penduduk miskin tercatat tahun 2012 sebesar 248,11 ribu
fwa. angka ini menunjukkan penurunan sebesar 7.2 ribu erang dibanding tahun
2011, Jumiah penganggur pada Agusius 2012 mengslami penurunan sebanyak
15.430 orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2011 yang tercatat sebanyak
173.685 arang dan pada Agustus 2012 menjad 158.263 orang. indikator makro

ekonomi daerah lainnya yaitu inflasi tercatat pads bulan Desember tahun 2012

Perubahan CKPD Talmun 2013
Pemerintak Kabupaten Kutal Timur
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Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar 0,73 persen, sehingga sampai
dengan bulan Desember 2012 inflasi Kalimantan Timur sudah mencapai 580
persen. Sedangkan pada periode yang sams inflasi tahun 2011 dan tahun 2010

masing-masing sebesar 6,35 persen dan 7,28 persen.

Memperhatikan data di atas, maka pads tshun 2014 dengan target
pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, maka perlu diterapkan kebijakan-kebijakan
pemerintsh daerah agsr target tersebut dapat dicapai. Untuk mencapai tingkat
pertumbuhan ekanomi tersebut diperivkan peningkatan pertumbuhan yang sangat
tinggt pads sektor-sektor ekonomi yang prospektif seperti sektor pertanian yang
selama ini tingkat pertumbuhannya maupun kontribusinya dalam PDRB Kalimantan
Timur masih relatif sangat kecil. Dengan demikian diharapkan struktur ekonomi ke
depan akan terjadi keseimbangan antara sektor ekonomi yang padat modal dan
sektor ekonomi yang padat tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan
pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ekonomi daerah
Kalimantan Timur yang terkait langsung dengan pengembangan sektor ekonomi

(Rancangan BKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 20141

Berdasarkan kondisi di atas maka, arah kebijakan ekonomi Provinsi

Kalimantan Timur adalah

a. Melaksanakan revitalisasl pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan
dan peternakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan

dan peternak;

b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan regulasi yang menjamin
kemudahan berusaha dan berinvestasi dan meningkatkan pemberdayaan

ekcnomi masyarakat;

c. Perbaikan nsentif untuk kewirausahaan dan akses bag: usaba-usaha

menengah, kecil dan mikro serta sektor riif fainnya.

Sementara itu. RPJMD Kabupaten Kutai Timur mengacu pada RPJMD Provinsi
Kalimantan Timur, dengan Visi pembangunan Kabupaten Kutal Timur 2011-20195
ztialeh "Pembangunan Daerah Bertumpu Pada Agribisnis Menuju Kutai Timur
Mandiri”.

Untuk mewujudkan visi tersehut di atas, rumusan misi pembangunan Kabupaten
Kutai Timur Tahun 201 1-2015 adalah sebagai berikut:

Perubaban RKED Tahun 2015
Pemerintak Kpbupaten Kutat Timur
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1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah.

2. Memantapkan Rencana Taﬁa Ruang Wilayah Kabupaten yang serasi dan
berwawasan lingkungan.

3. Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi unggulan
daersh.

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energ.
Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

B. Penegakan bukum dan mengoptimalkan peran aparstur pemerintahan daerah
yang cinarnis dan efisien.
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang.
Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankkan untuk  menjamin
kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja yang

seluas-iuasnya.

Berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi maka strategi
utama pembangunan Kabupaten Kutai Timur dikembangkan dalam rangka
mempertahankan tingkat pertumbuhan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi
daerah serta peningkatan kesejahterasn masyarakat, Hal ini dapat dilihat dari
indikator makro ekonomi daerah yang ada seperti penurunannya jumiah penduduk
miskin dem tahun 2011 sebesar 27432 jiwa menjadi sebesar 24.283 jiwa pada
tahun 2012. Demikian pula jJumlah angka pengangguran mengalami penurunan pada
tahun 2011 sebesar 7.045 jiwa menjadi sebesar 5.096 jiwa pada tahun 2012.
Capaian tersebut diperkirakan juga terjadi pada tehun 2013 dan 2014 yang
ditargetkan mengelami capaian yang positif. Strategi dalam mewuvjudkan capaian
tersebut dilakukan dengan menetapkan 12 prioritas pernbangunan yang meliputi
penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. peningkatan aksesibilitas dan
kualites pendidikan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan. peningkatan
infrastruktur dasar «awasan pemukiman, peningkatan ketahanan pangan dan
kemandirian pangan, peningkatan pembangunan pedesaan, peningkatan investasi
dan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintahan [capacity building).

ggarang dan prasaranag gernubudnoan pemiantangn pEMTantaatan

et [l Pl |8 O

penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup, peningkatan dan
pengembangan pemanfaatan teknolog: informasi, pengelolaan kawasan perbatasan

[hinteriand).

Namun capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur yang cukup tinggi

e

Ferubalicn RXED Takun 2015
Pemerintal Kabupaten Kutai Timur
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BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 adalsh
"PEMBANGUNAN DAERAH BERTUMPU PADA AGRIBISNIS MENUJU KUTAI

TIMUR MANDIRI”

Visi pembangunan 2011-2015 yang telah ditetapkan memiliki makna sebagai
berikut :
Pembangunan | 1. Semua gerak pembangunan daerah di berbagai bidang I

l

daerah bertumpu

pada agribisnis

Mandiri el

ditujukan dalam rangka mendukung pembangunan |
agribisnis. |
Pembangunan agribisnis diharapkan dapat memberikan
multiplier effect  terhadap perkembangan ekonomi |
daerah khususnya ekonomi masyarakat yang berdaya
saing, baik ditingkat regional, nasional mapun global
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan ketahanan ekonomi daerah.

Kemandirian daerah ditandai oleh kemandirian keuangan
daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat serte adanya kemampuan ekonomi
masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup menuju

sejahtera.

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 diwujudkan

dengan ditetapkan 8 (sembilan] misi pembangunan daerah lima tahun kedepan

)

sebanat bemkur:

1.
2.

berwawasan lingkungan.

3.

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah,

Memantapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang serasi dan

Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komaditi ungulan daerah.

Perubafian RAPD Tahun 2015
Femenintalt Kpbupaten Kutai Timur
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Meningkatkan pernbangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi.
Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan daerah
yang dinamis dan efisien.

Meningcatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
Meningatkan kualitas pendidikan secara berjenjang.

9. Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankkan untuk menjamin
kemudahan berusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja yang
seluas-luasnya.

Guna mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
2011-20135, maka ditetapkan tujuan serta sasaran pembangunan, sebagaimana
berikut:

MISI 1: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah

| Tujuan | Meningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang :
|

| layak dan bermartabat dengan mempertimbangkan budaya lokal serta

lebih meningkatkan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa

. Sasaran e Terwujudnya kerukunan hidup beragama;

+ Tercapainya peningkatan peran dan fungsi lembagalembaga
keagamaan dalam pembangunan moral dan spiritual;

e Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap seni
budaya lokal

¢ Terlindunginya benda, bangunan dsn cagar budaya

» Tercapainya peningkatan tujuan dan kunjungan wisata di Kutai Timup

+ Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana
pariwisata serts fasilitas pendukungnya

e Tercapainya peningkatan pendapatan daerah dani sektor pariwisata

» Terbinanya dan berkembangnya olah raga serta kelengkapan sarana
dan prasarana olah raga

s Tercapainya peningkatan pemuda vyang berperan  dalam
penanggulangan  penyalangunaan Narkoba, Kenakalan Remaia,

Pergaulan Bebas dan Miras

Perebahan RIED Tahun 2015
Pemerintah Kebupaten Kutal Timur
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MISI 2: Memantapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang serasi dan
berwawasan lingkungan

Tujuan /Meningkatkan pemanfaatan tata ruang dan pemba_r?gunan
| infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan |
| kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep

pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan '

]

Sy Tercapainya_ pé—ningkatan kualitas dan kuantitas RTH Kawasan
Perkotaan

e Tercapainya peningkatan pengelolaan dan penataan lahan kritis

» Terlaksananya pengamanan kawasan konservasi

» Terbitnya Perda RTRW

» Tercapainya peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi |
kawasan melalui penataan kawasan yang telah ditetapkan dalam
Perda RTRW

e Tersusunnya pedoman pengaturan kawasan [Zoning Regulation)

» Terwujudnya tertib penggunaan/penguasaan lahan dan lingkungan
hidup

e Terwujudnya batas wilayah administrasi kabupaten, kecamatan, dan
desa

+ Terwujudnya penataan wilayah berorientasi pemanfaatan SDA

* Terjaminnya dan terlindunginya hak atas tanah milik pemerintan

* Tercapainya peningkatan persentase penerbitan sertifikasi lahan
masyarakat

» Terdistribusinya lahan bagi kepala keluarga pelaku usaha pertanian

» Terlaksananya pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan

+ Terlaksananya pengendalian pencemaran lingkungan

+ Terciptanya penegakan hukum lingkungan

¢ Terpenuhinya standar mutu Lingkungan Hidup

¢ Terlaksananya rehabilitasi hutan, lahan dan konservasi sumber daya
hutan

e Terwujudnya perlindungan dan pengamanan hutan

» Terwujudnya pengelolaan hutan lestari untuk meningkatkan ekonomi
kerakyatan, pendidikan dan penelitian

Perubalian RKFD Tahun 2015
Pemerintah Kabupaten Kutai Timure
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MISI 3 : Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komaditi unggulan
daerah

I_Tﬁjuan Meningkatan kemampuan pe}éi(onumian daerah seh‘inggawte-r-‘t:nant:t‘.t'k—E
|

! fstruktur‘ perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan |
i {

kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan daerah, berorientasi |

.f ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi yang mempunyai daya saing '

baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.

o fége—ieng.g;rgﬁ}a Eégé__al;erja-dah kelembagaan pe;,-rulﬁhar; g,;ang_!

- Sasaran
berorientasi kepada Satuan Wilayah Kerja Penyuluhan dan

Kebutuhan Petani setempat

¢ Tercapainya peningkatan produksi pangan lokal

e Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian
{dalam arti luas) |

» Terciptanya stabilisasi luasan Iahan pertanian produktif

» Tercapainya peningkatan tingkat kesejshteraan petant

» Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan utama

» Tersedianya beberapa desa mandiri pangan

 Tercapainya peningkatan keragaman konsumsi pangan untuk
mencapai gizi seimbang

+ Menguatnya kelembagaan ketahanan pangan dan gizi di pedesaan

+ Prevalensi penduduk sangat rawan pangan [defisit konsumsi energi
tingkat berat}

» Tercapainya peningkatan keamanan, mutu dan higiene pangan yang
dikonsumsi

e Tercapainya peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelayanan dalam
mendukung ketahanan pangan

¢ Tercapainya peningkatan kualitas bahan pangan yang memenuhi
standar mutu pangan

» Terimplementasikannya dengan baik Sistem Kewaspadaan Pangan

dan Gizi pada setiap kecamatan

¢ Terwujudnya kemantapan regulasi di bidang pertanian dalam arti
luas

+ Tersedianya cadangan pangan daerah untuk kondisi tertentu

¢ Terciptanya stabilitas harga komoditas pangan strategis

Perubshan REPD Tahun 2015
Pemerintalt Kabupaten Kutai Timur
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Tersedianya potensi pasar dan jaringan pemasaran
Tercapainya peningkatan cadangan pangan hewani (ternak]
Tercapainya peningkatan pengembangan komoditi perkebunan
Tersedianya sarana distribusi hasil produksi perkebunan rakyat
Terlaksananya pengembangan industri yang berbasis hasil '
perkebunan

Tercapainya peningkatan sumber daya manusia {[SDM]} perkebunan
Terciptanya lklim usaha perikanan dan kelautan yang kondusif
Tercapainya peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, sistem
tangkap dan ikan olahan

Tercapainya peningkatan cakupan Bina Kelompok Pelaku Perikanan
dan Kelautan

Terpenubinya kebutuhan produksi ikan untukkonsumsi

Tersedianya sentra-sentra penjualan hasil perikanan

Terlaksananya pengembangan usaha perikanan yang ramah
lingkungan

Tewujudnya sistem kelembagaan ekonomi masyarakat pedesaan/
pesisir atas dasar kemitraan dan kewirausahasan

Terciptanya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan secara
optimal

Terlaksananya identifikasi dan monitoringpotensi terumbu karang
Kabupaten Kutai Timur

Teridentifikasi dan monitoring serta penamaan pulau-pulau kecil
Kabupaten Kutai Timur

Terciptanya keamanan dan ketertiban perairan

Termanfaatkannya potensi sumber daya lahan dan lingkungan
dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan

Tercapainya peningkatan jumlah, kempetensi dan penyebaran
penyulun sesua standar

Terbentuknya sentra produksi komoditas unggulan dengan mutu
dan kemasan terjamin serta berorientasi pasar

Terciptanya stabilisasi kawasan hutan produktif

Perubahun REED Tafun 2015
Femerintah Kebupaten Kutar Timur
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MiSt 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan

energi

: Tujuan | Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dan meningkatkan
' kualitas pelayanannya, serta berupaya lebih memeratakan pemenuhan

energi bagi masyarakat

Tercapainya peningkatan persentase kualitas dan kuantitas sarana

Sasaran
prasarana jaringan jalan

» Terwujudnya pemerataan perkembanganaksesibilitas darat untuk |
mendukung mobilitas barang dan jasa untuk peningkatan ekonormni
daerah

e Tercapainya peningkatan persentase sarana prasarana estetika |
perkotaan ;

e Tercapainya peningkatan kualitas sarana dan prasarana
penerangan jalan umum

» Tercapainya peningkatan sarana prasarana pola pergerakan
angkutan barang

» Tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat ternadap sarana
dan prasarana perhubungan darat

* Tercapainya peningkatan sksesibilitas masyarakat terhadap sarana
dan prasarana perhubungan laut, sungat dan danau

« Tercapainya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana
dan prasarana perhubungan udara

e Terwujudnya keterpaduan teiekomunikast dan informasi dengan
sektar pembangunan lainnya yang merata ke segenap wilayah

» Tercapainya peningkatan pengendalian banjir diperkotaan
(Menurunnya persentase luasan genangan banjir]

» Tercapainya peningkatan persentase kualitas dan kuantitas sarana

prasarana penanganan jaringan drainase

T

1@ air baku baik secara kusalitas

maupun kuantitas
s Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat

 Tercapainya peningkatan persentase kualitas dan kuantitas

Perubaban RKAD Talun 2015
Pemerintalt Kaoupaten Kutai Timur
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infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi daerah

e Tercapainya peningkatan sarana prasarana tempat ibadah dan
fasilitas kegiatan sosialkemasyarakatan

. Ter‘sedia_ny-a listrik pedesaan dan daerah terpencil

e Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pemantauan |
pengoperasian kelistrikan !

¢ Terkendalinya pemanfaatan SDA yang mengutamakan kelestarian |
fungsi dankeseimbangan lingkungan hidup

e Terwujudnya pembangunan perumahan dan  permukiman
berwawasan lingkungan

e Tercapainya peningkatan kualitas dan  kuantitas fasilitas
pemerintahan kecamatan

¢ Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas SKPD

MIS! 5 :Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan

Tujuan 'Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan
yang layak dan bermartabat serta terpenthinya kebutuhan dasar
manusia dengan titik berat pada peningkatan ekonomi kerakyatan,
penanggulangan kemiskinan, penanganann penyandang masalah
kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

serta mitigasi bencana

Satsran Tercapainya peningkatan peran masyarakat miskin  daiam
pembangunan pertanian dalam arti luas

« Tercapainya peningkatan keterampilan masyarakat miskin

+ Tercapainya peningkatan usaha keluarga miskin berbasis agribisnis

» Tercapainya peningkatan kemudahan pelayanan bidang pendidikan

¢ Tercapainya peningkatan kemudahan pelayanan bidang kesehatan

s Tercapainya peningkatan kemudshan dalam memperaleh lapangan
pekerjaan dan usaha

¢ Tercapainya peningkatan kualitas perumsahan bagi rumah tanggs

sasaran

Perubahan REED Tahun 2015
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+ Tercapainya peningkatan pemenuhé}w_ kebutuhan pangan bag;_rumah
tangga sasaran [RTS)

e Tercapainya peningkatan tingkat kesejahteraan Nelayan

e Tercapainya peningkatan peran perempuan dalam perencanaan
pembangunan

e Tercapainya peningkatan  kontribusi program KB  dalam
kesejahteraan keluarga

» Terbinanya perempuan dan berkembangnya partisipast dalam
pembangunanTerlaksananya pemberian bantuan bagi Penyandang
Masalsh Kesejahteraan Sosial (PMKS] untuk pemenuhan kebutuhan |
dasar dan atau Sarana Usaha

» Pemberdayaan PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS)

» Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS melalui sistem dalam dan luar
panti sosial

e Pelayanan PMKS melalui Sistem Dalam Panti Sosial

+ Pelayanan sosial melalui Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis
Masyarakat {WKSBM)]

e Bantuan sosial Korban Bencana pada masa tanggap darurat

e Penanganan korban bencana dengan sarana prasarana tanggap
darurat

» Terlaksananya pembukaan, pengembangan dan pemberdayaan
kawasan transmigrasi

e Terwujudnya pengelolaan SDA sudah mendukung peningkatan

kesejahteraan masyarakat

MISI 6: Penegakan hukurm dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan
daerah yang dinamis dan efisien

Tujuan Meningkatan kepatuhan/ketaatan masyarakat terhadap hukum,
adanya pengembangan sistem keamanan lingkungan swakarsa;
terlaksananya penegakan hukum; terlaksananya pembinaan SDM
aparat penegak hukum; meningkatan peran aparat dalam

meminimalisicr berbagai kaonflik kepentingan melalui pendekatan

Perubahan REED Talun 2015
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| persuasif dan membuka 'mr:ueEg”diﬂalog;_éért‘a meningkatan pembinaan
politik bagi masyarakat

+ Terselenggaranya restrukturisasi organisasi perangkat daersh

 Sasaran | :
| secara lebih memadai, efektif dengan struktur yang lebih profesional,
! ' ramping, l[uwes dan responsif
e Tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah
o Tersusunnya Standar kinerja dan Uraian tugas SKPD
e Terwujudnya tingkst kompetensi SDM dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

e Terwujudnya keterpaduan pelaksanaan pembangunan lintas sektor

» Terlaksananya Sistern Pengelolaan Kepegawaian Daerah yang

Menjamin Peningkatan Profesionalisme Aparatur

+ Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

e Terwujudnya pembinaan terhadap parpol, ormas, LSM, paguyuban

e Tercapainya peningkatan kewaspadaan dan Kesiapsiagaan
masyarakat terhadap bencana

» Tercapainya peningkatan pemahaman masyarakat berperan serta
dalam pembangunan politik

e Terselenggaranya Sistem Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi
Hasil Pembangunan yang efekzif

e Terwujudnya kermantapan penataan sarana dan Prasarana Kerja
Aparatur pada instansi pemerinteh

¢ Terwujudnya peningkatan administrasi kas daerah

e Tercapainya peningkatan kerjasama pengelolaan aset dengan
investor

» Terwujudnya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang wajar

¢ Tersedianya penunjang pembangunan yang berbasis aspirasi dan
permintaan masyarakat

* Terwujudnya kemantapan dan pembinaan mental/ spiritual

» Terselenggaranya dukungan terhadap beberapa kegiatan khusus
dilingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

» Terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Good

@erubahan RXTD Tahun 2015
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Governance
Terlaksananya kegiatan pengendalian pelsksanaan pembangunan
Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi
pemerintahan daerah “melalui penataan kembali fungsi-fungsi
kelernbagaan pemerintah daerah sehingga dapat berfungsi secara |
lebih memadai, efektif dengan struktur yang lebih profesional,
ramping, luwesdan responsif

Terpenuhinya pelayanan kegiatan kerja anggota DPRD

Terwujudnya aparatur perencanaan pembangunan yang profesional
dalam menyusun produk-produk perencanasn pembangunan
Terwujudnya pengembangan sistem danmekanisme pengumpulan |
dan pengolahan data dan lengkap dan akurat sebagai bahan
perencanaan pembangunan |
Terwujudnya pengembangan dan pemantapan sistem koordinasi
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
kabupaten yang dinamis dan responsive

Terbentuknya kebijakan Pemerintah Daerah/produk hukum daerah
yang sudah berkekuatan Hukum

Terciptanya Akuntabilitas kinerja SKPD

Tertanganinya kasus pengaduan dilingkungan Pemda

Terwujudnya pengelolaan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih
Terwujudnya kerjasama dan kemunikasi dengan daerah lain
Terselenggaranya pelayanan prima bagi para calon pengusaha dan
para pengusaha

Terwujudnya kepastian hukum yang memberikan perlindungan dalam
pemberianijin dan operasi pasar

Terciptanya klim usaha yang kondusif melalui deregulasi dan
debirckratisasi perijinan

Tercapainya peningkatan koordinasi dalam  peningkatan dan
pengembangan pendapatan daersh

Terciptanya peningkatan dan optimalisasi penerimaan daerah
Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pemungut dan Pengelola

Pendapatan Daerah yang Profesional

Perubatan RFED Tahun 2015
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» Tersedianya Data Cbjek Pajak dan Subjek Pajak dan Retribusi Daer‘ah
yang Akurat

o Terwujudnya pengembangan sumber penerimaan daerah

MISI 7 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan
masyarakat

fTuju’an | Meningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki derajat
ikesehatan yang tinggi, serta mewujudkan adanya pelayanan prima

pada pelaksana teknis penyelenggara kesehatan secara berjenlang |

Sy Tercapainya penmgkatar pelayanan kesehatan dasar

e Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi/anak, |
remaja dan lansia

« Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

e Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas SOM Kesehatan

e Tercapainya peningkatan ketersediaan obat-cbatan dan perbekalan
kesehatan

» Tercapainya peningkatan pembiayaan kesehatan sesuai kebutuhan

= Tercapainya peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi
penduduk miskin

» Tercapainya peningkatan sistem manajemen pelayanan kesehatan

e Terwujudnya peningkatan angka cakupan dan mutu pelayanan
rumah sakit serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dengean
pembangunan RBSU yeng refresentatif, serta mengembangkan
iaringan pelayanan kesehatan yang terintegrasi

» Tercapainya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat

e Tercapainya peningkatan penyelidikan  epidemologis  dan

penanggulangan KLB

Perubalhian RKED Takun 2015
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MISI 8: Meningkatkan kuzlitas pendidikan secara berjenjang

I

Tujuan | Peningkatan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah, dan
' i peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan ;

| | menengah

' Sasaran = ® lercapainya peningkatan jumlah Angka Melek Huruf

e Tercapainya peningkatan jumlah Angka Partisipasi Murni
e Tercapainya peningkatan sebaran saranapendidikan
» Tercapainya peningkatan penyelenggaraan pendidikan luar sekolgh
(PLS]
¢ Tercapainya peningkatan sistermn manajemen pengelolaan sekolah
= Tercapainya peningkatan akses program akselerasi, sekolah unggulan |
dan Tercapainya peningkatan jumlah sekolah inklusif
e Terwujudnya penurunan jumlah Angka Putus Sekalah
e Tercapainya peningkatan Angka Pendidiken Tamatan/ Angka
kelulusan
e Tercapainya peningkatan partisipasi penduduk dalam program
pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 tahun
e Tercapainya peningkatan kuslifikasi tenaga pendidik dan penunjang

pendidikan

MISI8: Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankkan untuk menjamin
kemudahan herusaha dan berinvestasi guna membuka kesempatan kerja

Tujuan Meningkatan peran lintas sektor terutama swasta dalam upaya
meningkatan kesejahteraan masyarakat dan intervensi langsung
pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. serta upaya-upaya
langsung dalam meningkatan perekonomian daerah dengan bentuk

intervensi keuangan pada lembaga pemodalan

Sasaran *® lercapainya peningkatan koperasi akif
+ Tercapainya peningkatan koperasi sehat

e Tercapainya peningkatan jumlah UMKM dan BPR

Perubakan RKPD Tahun 2015
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| Tercapainya béniﬁgkaﬁan akses #ermod—al_én KUMKM -
» Terwujudnya peningkatan pola kewirausahaan dan sistem penduking
| bagi koperasi dan UMKM
e Terlsksananya pemberian insentif kemudahan dan keamanan |
investasi sektor perbankkan
e Tercapainya peningkatan akses modal sektor formal dan informal
yang ditandai berdirinya lembaga keuangan non bank dan bank di
kecamatan
- & Tercapainya peningkatan iklim investasi yang kondusif di Kutal Timur
. Tercapainya peningkatan kesadaran pengusaha dalam peningkatan |
kapasitas tenaga kerja
» Terbukanya peluang kerja dan mengembangkan sistem informasi
ketenagakerjaan
* Tercapainya peningkatan kesiapan calon tenaga kerja menyesuaikan

dengan bursa tenaga kerja

4.2 Prioritas dan Pembangunanl Daerah
Vist dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2011-2015, perlu
dirumuskan dan dijabarkan yang lebih operasional kedalam sejumiah program
prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.
Korelasi pregram prioritcas BPUJMD Kabupaten Kutai Timur 2011-2015
dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah [(RKPDJ tahun 2014 dapat dilihat pada
Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.1
_ Prioritas Pembangunan Daerah

No RPJMD 2011-2015 RKPD 2014

1 Peningkatan kapasitas Penurunan angka kemiskinan dan
pemerintahan ; pengangguran (4]

2 Peningkatan  aksesibilitas Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
kualitas pendidikan pendidikan [2)

3 Peningkatan aksesibilitas dan Peningkatan aksesibilitas dan kualitas

= kualitas pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan (3]

4 FPenanggutangan kemiskinan Peningkatan infrastruktur dasar
pangangguran kawasan pemukiman (9]

3 Peningkatan investasi dan ekonomi | Peningkatan ketahanan pangan dan
masyarakat kemandirian pangan (6]

B Peningkatan ketahanan pangan Peningkatan pembangunan pedesaan

dan kemandirian pangan

(10]

Ferubahan RKBD Tahun 2013
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No RPJMD 2011-2015 | RKPD 2014
= Penihgk_a!;a_n sarana__d_ah_br‘_a-sé‘r:é_ha _}'ﬁani_n:g_igétfaﬁ - investasi dan "ékonomi_!
- perhubungan masyarakat [5] i : |
8 Pernantapan, pemanfaatan, | Peningkatan kapasitas pemerintahan
penggunaan dan pengelolaan lahan | (capscity buidding) (1)

| serta lingkungan hidup

9 Peningkatan infrastrukeur dasar | Peningkatan sarena dan prasarana
I kawasan pemukiman Selpernubtingan(7) e = ERaeT
.10 Peningkatan pembangunan | Pemantapan, pemanfaatan,
] perdesaan penggunaan dan pengelotaan lahan

sertalingkungan hidup (8]

11 Pengelolaan kawasan perbatasan | Peningkatan dan pengembangan
: : . | pemanfaatan teknologi informasi [12]
12 | Paningkatan dan pengembangan | Pengelolaan kawasan perbatasan
| | pemanfaatan teknologi informasi | (Ainteriand) (11)

Penentuan prioritas (fop priority] pembangunan dilakukan dengan cara
pembobotan untuk menentukan skor terbadap kriteriakriteria yang ditetapkan,
meliputi: 1) Besaran pengaruh terhadap pencapaian permnbangunan nasional, 2)
Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;, 3) Besaran dampak yang
ditimbulkan terhadap publik; 4] Besaran daya ungkit untuk pembangunan daerah; 3)
Kermungkinan atau kemﬁdahannya untuk ditangani dan B) Prioritas janji politik Kepala
Daerah yang perlu diwujudkan.

Hasil penentuan top priority. diperoleh 3 program pembangunan dengan
dengan skor tertinggi yaitu 1) Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran; 2}
Pemngkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan 3] Peningkatan aksesibilitas dan
kualitas kesehatan. Berdasarkan hasil tog pricrity dapat dipilih tema pada program
permbangunan RKPD tahun 2014 Ksbupaten Kutai Timur yaitu: "Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Millenium Development Gosls
[MDG’s} Melalui Gerbang Taman Makmur”. Kesepakatan Milenium Development
Goal's {MOG's] tersebut mengikat negara-negara di dunia, termasuk Indonesia untuk
pencapaian target bersama pembangunan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan,
perekonomian dan kermniskinan, sosial budaya dan pelestarian lingkungan.

Tanun 2014 merupakan momentum yang sangat penting bagi Kabupaten
Kutar Timur untuk mewujudkan komitmen terhadsp kesepakatan global MDGs.,
mengingat pada tahun 2015 akan diskukan evalugs: pencapalan Kabupaten Kutai
Timur akan bekerja lebih keras dan dukungan alokasi anggaran untuk terus
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat schingga dengan sendirinya

sasaran MDGs dspat dicapai pada waktunys. Untuk itu, Kabupaten Kutai Timur

Perubafian RKED Tahun 2015
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menyusun strategi “Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian
Miflenium Development Goals [MDG’s) Melalui Gerbang Taman Makmur”.

Komitmen Kabupaten Kutai Timur untuk mencapai target MOGs adalsh
mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejehteraan rakystnya dan
memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan
dalam pencapaian MDG's di Kabupaten Kutai Timur tergantung pada pencapaian tata
pemerintahan yang bak, kemitraan yang produktif pada semua tingkat masyarakat
dan penerspan pendekatan yang komprehensif untuk mencapai pertumbuhan yang
pro-masyarakat miskin, meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki koordinasi antar
pemangku kepentingan, meningkatkan alokasi sumber daya, pendekatan desentralisas
untuk mengurangi disparitas serta memberdayakan masyarakat di seluruh wilayah
Kabupaten Kutai Timur.

Pada dasanya setiap manusia dan bangsa yang beradap berusaha mencapai
kesejahteraan dengan berbagal upaya dengan potensi diri dan ekologinya. Masalah
kesejahteraan yang rendah atau disebut kemiskinan, kelaparan dan kesakitan, selalu
menjadi masalah aktual dari wakou ke waktu. Ketiga malasalah tersebut selalu menarik
perhatian, alagi jika diksitkan dengan komitmen giobsl dan HAM, seperti melalui
MDGs. (Herdisyah, 2007). Studi yang telah dilakukan oleh Lanjouw, dkk [2001)
mengungkapkan bahwa pembangunan manusia (MDGs] sangatlah penting dalam
upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini karena investasi di bidang pendidikan dan
kesehatan yang baik memungkinkan penduduk miskin untuk meningkatkan nilai
asetnya. Sehubungan dengan itulah maka investasi pada pendidikan dan kesehatan
sangat peniing artinya bagi pengurangan kermiskinan.

Alokast dana dalam APBD Kabupaten Kutai Timur sebagai upaya mendukung
pencapaian MDOG's pada tshun 2014 akan ditingkatkan. Seiring dengan pertumbubhan
ekonomi pesitif Kabupaten Kutai Timur sebesar 11,38 persen yang berdampak pada
peningkatan pendapatan per kapita penduduk yang pada gilirannya menurunkan angka
kemiskinan Penurunan angka kemiskinan ini  berkaitan dengan MDGs yang dapat
dimonitor dan dievaluasi kemajuannya dalam meningkatkan efisiensi alokasi sumber
daya. Pada gilirannya, evaluasi kemajuan kinerja pencapaian MDGs tersebut berguna
dalam menyesuaikan perencanaan agar letyh responsif terhadap  kebutuhan
masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Bukti adanya keterkaitan antara pengeluaran pemerintah pada peningkatan
pembangunan manusia dan berpengarub terhadsp penurunan tingkat kemiskinan

teiah diakul oleh Ranis dan Stewart {1998) dan (2005). Studi sejenis telah banyak

Perubakan RXPD Tahun 2013
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dilakukan, misalnya tentang dampak pengeiluaran pemerintah pada pertumbuhan
ekonomi, atau dampak pengeluaran pemerintah pada status kesehatan dan hasil
proses pendidikan. Studi yang sama telah dilakukan oleh Brata (2005) dengan
mengambil data panel untuk 31 propinsi di Indonesia dalam periode 1985-2002.
Berdasarkan studi tersebut telsh terungkap bahwa investasi sektor publik dalam
bidang pembangunan manusia sangat diperiukan untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia serta dapat menekan tingkat kemiskinan.

Penjelasan tentang masing-masing program menurut prioritas Rencana Kerja
Pembangunan DBaerah [AKPD) tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

adalah sebagai berikut :

Prioritas 1 : Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Miskin adalah suatu keadaan dimana sesorang tidak sanggup mermlihara dirinys
sendiri sesuail dengan taraf kehidupan kelompoknya. Kemiskinan perlu mendapat
perhatian serius, bukan semata karena kemiskinan itu, namun karena memiliki korelasi
sangat kuat dengan berbagai masalah sosial, terutama kriminalitas dan penyakit,
Bahkan dslam agamapun disebutkan bahwa “kefakiran menjadi sumber kekafiran”.
Oleh karena itu  kemiskinan merupakan masalah utama dan tantangan serius di
berbagai daerah Indonesia, termasuk Kutai Timur.,

Dalarn kenyataannya, kemiskinan bersifat multidimensional. Kemiskinan bukan
sekedar masalah ekonomi {rendshnya pendapatan), tetapi juga kerentanan dan
kerawanan untuk menjadi miskin dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam
penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Pengurangan
kemiskinar. tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
memerlukan berbagat intervensi yang efektif. Oleh karena itu persoalan kemiskinan
adalah persealan yang harus ditangani secara lebih substantif dan mendasar. Suatu
proses pembangunan yang mengikutsertakan dan  komitmen semua  lapisan
masyarakat hanya tercapai bila keberpihakan dalam alokasi anggarsn belanja
pemerin:ah secara sungguh-sungguh, dirancang untuk membantu mereka keluar dar
lingkaran kemiskinan. Selain ity perlindungan sostal, juga harus terus diberikan bukan
hanya karena merupakan kewajiban konstitusional, namun juga karena pertimbangan

e e I s (L | — - oy | b - premy b oy e el e ey e iy by gL gy b g o
sSuitauedis L TGLIR, T :'.!.I:f“ugj!‘\c.,r\c:i: kualitas sumbe; ._.:1‘-, a manlsia, Perbakan REsEjal

Leraan

rakyat hanya dimungkinkan bila proses checks and balances berjalan dengan baik
Apabila dihubungkan dengan tingkat IPM Kabupaten Kutai Timur, maka

tingginya tingkat kemiskinan (rendahnya pendapatan ril masyarakat) merupakan salah

satu faktor yang berkontribusi besar berpengaruh secara negatif terhadap IPM. {PM

Perubalian RKED Tafun 2015 BRIk
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walaupun tidak merefleksikan kualitas integral dari sumberdaya manusia. namun
dalam perhitungan terkait indikator pembangunan sosial lainnya, maka IPM dapat
menjadi proksi kualitas sumberdaya di suatu daersh. Suatu daersh yang memiliki
tingkat IPM yang rendah, maks dapat diartikan mutu atau kualitas SDM-nya juga
rendah. Dleh karena itu dalam agenda pengentasan kemiskinan dan pengangguran
diupayakan dengan peningkatan mutu SDM. Peningkatan mutu SOM dilakukan dengan
cara peningkatan mutu dari pendidikan dan kesehatan yang didukung dengan
peningkatan kemampuan dan kemandirian ekonomi penduduk/ keluarga miskin agar
dapat memberdayakan dirinya dengan memanfaatkan potensi diri dan potensi
sumberdaya alam dan buatan yang ada disekitar lingkungannya secara berkelanjutan
dan lestari sehingga secara bertahap dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Agenda penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dengan kebijakan
pengentasan kemiskinan yang diarahkan untuk peningkatan mutu SDM  dan
kemandirian ekonomi keluarga miskin, dengan melalui: 1) Peningkatan akses keluarga
miskin terhadap kebutuhan dassr [pangan, sandang, perumahan, kesehatan], 2)
Pengembangan dan pemanfaatan system perlindungan sosisl, 3] Peningkatan

- kemampuan melslui pendidikan, 4} Kemudahan berinvestasi untuk perluasan
penyerap tenaga kerja penduduk lokal (ber KTP Kutai Timur] yang bererientasi sektor
pertanian. 5) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah di tingkat SKPD untuk
membuat terobosan/inovasi dalarn membuat program-program yang terkait dengan
penurunan kemiskinan maupun pengangguran yang berbasis pada problem-problem
bersifat Ickal.

Agar agenda-agenda pengetasan kemiskinan tersebut dapat terwujud,
diperlukan komitmen dan kerja sama antar Pemerintah, antar program SKPD dan
antar pelau baik dari sisi pendanaan, penguatan kapasitss dan pemasaran maupun
perlindungan usaha. Di samping itu, dalam penanggulangan kemiskinan juga
memenrlukan dukungan regulast yang memihak masyarakat miskin dan kondisi
keamanan lingkungan yang kondusif. Pada sisi lain, masyarakat muskin perlu
ditumbuhkan harapan dan kepercayaan diri bahwa mereka mermpunyai potensi diri
yang dape: dikembangkan, etos kerja dan disiplin bak dalam mengelola waktu untuk

meningkat<an produktivicas, serta mempunyai tanggungjawab atas apa yang dilakukan.

Prioritas 2: Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan
Tujuan pembangunan manusia berdasarkan alinea keempat pembukaan UUD
1845 &dalah “"mencerdaskan kehidupan bangsa. Pandangan filosofis bahwa

pendidikan merupakan hak asasi manusia merupakan dasar bagi penyelenggaraan

Perubafian KKED Takun 2015
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program wajib belajar yang harus diikuti oleh semua warga negara Indonesia. UUD
1845 dan UU Sisdiknas menetapkan setiap warganegara indonesia wajib
menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun dan biayanya ditanggung oleh Pemerintah.
Kebijakan pelaksanaan program wajib belajar minimal untuk tingkat pendidikan dasar,
selain untuk memenuhi tuntutan konstitusi, juga untuk memenuhi komitmen global,
Millennium Development Goals [MDGs] yang menargetkan pada tahun 2015 semua
negara telah mencapai APK pendidikan dasar 100 parsen.

Agenda peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dimaksudkan untuk
menyelenggarakan  pelayanan  pendidikan  yang  berkualitas,  berkeadilan,
berkesinambungan di tisp jenjang, serta mampu menyiapkan lulusan yang memenuhi
kesempatan kerja yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja.

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dilakukan dengan kebijakan
yang diarahkan pada upaya-upaya : [8) mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah
dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin; dan [b)
menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan muty, serta efisiensi,
efekiivitas, dan relevansi mansjeman pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai
tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global.  Agenda peningkatan
lebih difokuskan pada: 1) Percepatan peningkatkan rata-rata lama sekolah melalui
akses pendidikan masyarakat yang miskin, terpencil dan terisolasi, dan terkait
penduduk migrasi; 2} Peningkatan APM SLTA; 3] Peningkatan APS SLTP dan SLTA; 4]}
Penurunan putus sekolah, 5) Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan
tinggl dan B) Regulasi kebijgkan pendidikan yang berpihak pada masyarakat tak

marmpu. Selain ity perlu inventarisas! angka putus sekolah .

Prioritas 3: Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosis! yang
memungkirkan setiap orang hidup secara sosial dan ekonomi. Upaya peringkatan
cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan di Kutim, dimaksuckan untuk
menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima, merata di setiap wilayah,
berkeadilan di setiap strata sosial ekonormni masyarakat, yang dilakukan dengan
pendekatar kuratif, preventif, dan promotif.

Feningkatan aksesibiias kesehatan dengan kebyakan yang diarankan untuk: (a)
mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama bagi
masyarakat miskin, untuk meningkatkan kualitasdan produktivitas masyarakat; (b)
meningkatkan jumlah, jaringan. dan kualtas pusat kesehatan masyarakat, (c)

mengembangkan peng
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tenaga kesehatan; (d] mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi
yang layzk; dan ) terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Apgends peningkatan saksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan lebib
difokuskan pada : 1) Percepatan penurunan AKI dan Gizi kurang dengan pemanfaatan
yankes yang tersedia terutama Gakin; berperilaku PHBS dan sadar gizi serta universal
access & coverage untuk pelayanan KIA termasuk KB 2} Percepatan peningkatan
AHH dergan intervensi pada prioritas untuk mengatast penyebab utame kematian bu,
bayl dar baiita yang terintegrasi dalam pengetasan kemiskinan; 3) Peningkatan
pemerataan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan (RS) serta tenaga kesehatan
antar wiiayah; 4] Peningkatan kinerja administrasi kependudukan untuk mengawal
pertumbuhan penduduk yang tinggl karena kontribusi migrasi . Selain itu perlu
dicermati akurasi data dan under reported untuk perhitungan AKl, AKB, dan Giz

Kurang yang lebih representatif. Kabupaten Kutai Timur,

Prioritas 4: Peningkatan infrastruktus dasar kawasan pemukiman

Irvestasi infrastrurktur merupakan salah satu strategi pembangunan dengan
tujuan peningkatan skses terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Masalah kesehatan
dan lingkungan seperti polusi air, udara dan tansh, atau banjir memiliki keterkaitan
yang kuat dengan ketiadaan. infrastruktur yang memadai. Walaupun pengeluaran
dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa,
baik di tingkat kecamatan maupun antar desa. Karena itu, pembangunan infrastruktur
dasar harus menjadi prioritas pembangunan.

Agenda peningkatan sarana dan prasarana dasar wilayah, dimaksudkan untuk
percepatan penyediaan kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar
secara proporsional dan layak di setiap wilayah, yang lebih difokuskan melalui; 1)
Penyedisan akses air hersih dan listrik; serta 2) Penyediaan prasarans sanitasi,
terutama penanganan sampah dan drainase lingkungan kawasan permukiman. Selain

itu diperlukannya inventarisasi kawasan pemukiman tertata.

Prioritas 5: Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan

Pangan memegang peranan penting bagi kubutuhan suatu bangsa, tanpa
pangan negara dapat mengalami kekacauvan sosial dan politik Selain kelembagaan
ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan pangan juga tidak lepas dari keberhasilan
produksi pertantan. Permasalahan ketahanan pangan akan berjalan seiring dengan
adanya permasalahan pertanian dan pembangunan ketahanan pangan tidak dapat

dilskukan dengan mengabaikan sektor pertanian (BKP-Deptan, 2005)..
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Ketahanan pangan di Kutai Timur terwujud apabila selurub penduduk
mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi
sesuai kebutuhannya, agar dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.
Sebagaimana daerah di Indonesia lain pada umumnya, masalah ketahanan pangan
yang di hadapi Kabupaten Kutai Timur, tidak hanya terbatas pada subsistem produksi
(keterseciaan). melainkan juga pada subsistem distribust dan subsisterm konsurmsi.

Peningkatan ketahanan pangan di Kutai Timur dimaksudkan untuk menjaga
stabilitas pangan daerah baik ketersedizgan maupun kemudahan akses sehingga
terwujud kemandirian pangan. Upaya ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan
kemampuan perekonomian daerah sehingga terbentuk struktur perekonormian yang
kokoh berlandaskan potenst keunggulan kompetetif daerah yang berbasis agrobisnis.

Agenda peningkatan ketshanan pangan, lebih diarehkan untuk meningkatkan
ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan orientasi sektor agribisnis dengan
fokus peda upaya-upaya peningkatan PDRB sektor pertanian dan pendapatan
perkapita petani [Nilai Tukar Petani] melalut 1} Peningkatan kuslitas SDM di sektor
pertanian dengan Peningkatan ketrampilan petani, peternak, nelayan dan
pernbudidaya ; 2) Peningkatan produktivitas hasil pertanian sesuai potensi agroekologi
dengan pemanfaatan teknologi tepat guﬁa: 3) Mengantisipast adanya penyusutan
lahan tanaman pangan; 4) Mengoptimalkan fungsi lembaga pangan dan gizi serta 5)
Reguiasi pangan, B8] Pengembangan kawasan agropolitan Maloy dan 7]
:Pengembangan kawasan pertanian [arti luas] dengan One Vilage One FProduct [OVOP)
untuk mendorong percepatan food estate. Selain itu perlu; 7) Inventarisasi data
lumbung pangan dan daerah rawan pangan dan gizi, 8] ODiupayakan terjadi
pengurangan ketergantungan secara bertahap dan berkelanjutan terhadap
sumberdaya alam, khususnya sumberdaya alam batubara. Kondisi ini diarahkan agar
ketercapaian terhadap visi Kabupaten Kutal Timur untuk mencapai pembangunan

yang bertumpu pada agribisnis, secara bertahap akan mampu dicapai.

Prioritas 6: Peningkatan pembangunan pedesaan

Hubungan antar wilayah pedesaan dan perkotaan yang tidak berimbang telah |
menimbulkan berbagai permasalahan, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Padahal
seharusnya antars wilayah pedesaan dan perkotaan terjadi mekanisme pertukaran
sumberdaya yang saling menguntungkan sehingga hubungan yang saling memperkuat
ini akan mampu mewujudkan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang
[Rustiadi dan Dardak, 20035).

Perubafian RYXPD Tahun 2015
@emerintal Kabupaten Kutai Tmur




Bab 1/ Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Qacrah

FPenduduk pedesaan secara spasial bermukim dalam kelompok terpencar
{klastering]. Keterpencaran ini seringkali disebabkan persoalan ekonomi seperti
karakteristik usahatani atau infrakstruktur (jalan dan komunikasi).  Seiring dengan
berjalannya wakty, penduduk yang bermukim berpencar bertambah, sedangkan lahan
usaha tetap bahkan berkurang dan disisi lain kekurangan infrastruktur menyebabkan
wilayah pedesaan terisolasi. Hal ini berpengaruh pada minat investassi termasuk
investasi dalam prasarana dan sarana jalan, komunikasi pendidikan maupun
kesehatan, sehingga menghambat diversifikasi usaha dan pengembangan
sumberdaya manusia menjadi lambat. Kesenjangan pembangunan antar wilayah
ternyata berkontribusi besar bagi permiskinan di pedesaan. Pembangunan kawasan
pedesaar merupakan keniscayaan, kalau kesejahteraan masyarakat yang menjadi
sasaran akhir setiap upaya pembangunan. Oleh karena itu kawsasan pedesaan harus
didorong menjadi kawasan yang tidak hanya menghasilkan bahan primer, melainkan
juga mampu menghasilkan bahan-bahan olshan atau industry has: pertamian

Agenda peningkatan pembangunan wilayah perdesaan, dimaksudkan untuk
menghadapi dua kendala utama yaltu: masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia
dan kualitas atau ketersediaan infrastrukiur wilayah dalam mewujudkan keseimbangan
pembangunan (SDM serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah] antara
wilayah dasa dengan wilayah perkotaan, dengan arah kebijakan yang lebih difokuskan
pada upaya- upaya mengurangi kesenjangan akses pembangunan dengan mengatasi
kendala kualitas SOM dan infrastruktur pedesaan: yaitu 1] Pemerataan pendidikan dan
pelayanan- kesehatan, 2] Peningkatan jangkavan tetekomunikasi serta 3]
Kemudahan modal usaha kecil [LUMKM, koperasi pasar) terutama daerah-daerah

tertinggal (Busang, Muara Ancalong, Muara Wahau dan Teluk pandan).

Prioritas 7: Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat

Pertumnbuhan ekonomi  merupakan proses perubahan kondisi perekonomian
suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama
periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi
keberhasilan pembanguhan suvatu wilayah. Peningkatan investasi dan ekonomi
masyarakat dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha,
perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaba agar memberikan pengaruh
berganda dalam pengembangan wilaysh dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja
seluaslugsnyas dan lebih merata ke sektorsektor pembangunan yang banyak

menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan
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dapat menyerap tenaga kerjs dalam jumlah besar. Usaha mikro, keci, dan
menengzhberbasis agribisnis, diharapkan jugs dapat tumbuh dan berkembang dengan
sehat agar dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing yang lebih baik.
Pertumbuihan ekonomi di Kutai Timur dapat dicapai, jika para pekerja tersebut
dilengkari dengan keahlian, kompetensi, kermampuan untuk bekerja [employable) dan
disiapkan untuk menghadapi persaingan pasar kerja.

Struktur ekonomi Kutai Timur yang berdaya swsing dan pro kerakyatan dengan
konsep pembangunan berkelanjutan adalsh melaksanakan revitaiisasi pertanian dalam
arti luas melalui pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam secara optima! dan
berkelanjutan. Adanya regulasi pemanfaatan sumber daya alam, rehabilitasi dan
reboisasi lahan kritis; meningkatkan Investasi melalui regulasi yang menjamin
kernudahan berusaina dan meningkatkan promosi investasi, metakukan identfixasi
peluang usaha berbasis sumber daya alam, meningkatkan dan pemberdaysan
ekonomi masyarakat, mengelola kekayaan budaya serta potensi pariwisata lainnya
sebagai sumber devisa; dan memantapkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kutai Timur,

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Kutai Timur 2007 hingga 2010 memberikan
modal yang positif, dimana pertumbuhan ekonomi (tanpa migas dan batubara) yang
cukup bak pada kisaran 5,16 persen, sampai 6,11 persen. Sektor yang kontribusinya
cukup besar, setelah sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor pertanian,
meskipurn sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian yang sistemnya
masih tradisional. Hal ini merupakan modal positif untuk pembangunan di masa
mendatang, karena dengan indikator kenaikan di setiap sektor dari PDRB tersebut
berarti bahwa setiap sumber daya yang tersedia sudah mulai bisa dimanfaatkan.

Pada tahun 2014, pembangunan ekonomi masih terpusat pada sektor agribisnis
(pertanian). Hingga saat ini sektor pertanian masih merupakan sektor yangberpotensi
dijadikan sebagal sektor unggulan dibandingkan sektor yang lain di luar sektor
pertambangan dan penggalian. Oleh karena itu pembangunan Kabupaten Kutai Timur
bertumpu dan diarahkan pada sekior pertanian dan bertujuan untuk menjadi daerah
agribisnis, Hasil-hasil per't:anian diupayakan dapat diolah menjadi barang setengah jadi
atau barang jadi agar memiliki nilai tambah di pasar. Bentuk konkretnya, agrotechno
park (pertanian integratif] dan produk pertanian diarahkan pada pengembangan
agroindustri. Sebab, masalah pertanian tidsk hanya sebatas pada peningkatan

produkst per satuan luas, tapi harus melangkah ke depan, yakni pasca panen. Untuk
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mengoptimalkan potensi daerah, pernerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan
pengembangan kawasan Agropolitan Malloy.

Sekoor Pertanian tanaman pangan, dikembangkan melalui pengembangan
holtikuitura, padi, jagung, dan kedeiai sebagai komoditas unggulan. Sektor perkebunan
juga dikembangkan komoditas unggulan yakni kelapa sawit, karet, dan kakau. Sektor
peternakan dikembangkan ternak prioritas yaitu sapi dan ternak unggas. Pada sektor
kelautan dan perikenan dikembangkan unggulan perikanan budidaya dan tangkap.
Secangkan dalam pengermbangan sektor pertanian (dalam art luas) tersebut, periu
didukung dengan pengembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Pendekatan pembangunan pertanian di Kutai Timur perspektif kedepan harus
diarghkan untuk dapat tetap memberi dukungan penuh terhadap upaya
pemberdayaan masyarakat petani, nelayan, peternak, agroindustriawan kecil, koperasi
dan skala usaha kecil menengah di sektor agribisnis. Untuk mewujudkan sektor
agribisnic yang tangguh, maju dan efisien schinggs menjads feaging seccor dalam
pembangunan Kutai Timur, harus ditunjang melalui pengembangan agroindustri yang
maju dan efisien. Pengembangan agroindustri, sekaligus untuk pengembangan
kegiatan budidaya pertanian (on farm agribusiness) dan kegiatan lainnya dalam sistem
agribisnis secara keseluruhan. Oleh karena ity agenda, perlu lebih difokuskan pada: 1)
pengembangan agroindustri, sektor perdagangan, hotel dan restoran; 2) memperkusat
pertumbuhan koperasi dan lembangga keuangan [BPR dan LKM)] serta 3} kemudahan

berinvestasi.

Prioritas 8. Peningkatan kapasitas pemerintahan (cagascity building)
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupskan isu yang paling
mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik, dimana fungsi utama pemerintah
adalah memberikan layanan masyarakat. Pelayanan masyarakat oleh aparatur
pemerintsh hingga saat ini masih banyak dijumpai berbegai kelemahan sehingga
belum dapat memenuhi SPM dan kualitas yang diharapkan, dimana salah satu
indikatoriya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Demikisn juga opini BPK
terhadap kinerja keuangan daerah yang masih diperiukan pembenahan. Oleh karena
itu Reformasi birokrasi, dimaksudkan untuk melakukan penata keiolsan pemerintahan
yang lebih balk melalui peningkatan kinerja aparatur, penuh dedikasi, integritas, &he
right man on the right place pemenuhan formasi pegawai secara bertahap, akuntabel,

transparan sehingga dapat terselenggara efektif dan efisien.
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Agenda peningkatan kapasitas permerintahan, dimaksudkan untuk meningkatkan
kinerja dan mutu aparatur permerintah sebagai pelayan masyarakat yang mampu
mengatasi permasalahan dan mengelola potensi secara profesional serta
menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa melalui prinsip good goverrment
dan pelaksanaan e-government Dalem rangkas meningkatkan kapasitas birokrasi
pemerintahan, kegiatan perlu lebih difokuskan pada:  peningkatan kapasitas
pemnerintahan, berupa upaya-upaya: 1} menegakan perda; 2] meningkatkan kualitas
layanan prima; 3} mengoptimakan layanan pengadaan sistem elekeronik, 4)
mendorong SKPD melaksanakan SPM, 3] perbaikan penyusunan laporan keuangan,
dan B} optimalisasi pelayanan perijinan satu pintu. Selain itu, perlu dilakukan
pengukuran indeks kepuasan dan inventarisasi data Perda.

Selain tersebut di atas diperiukan pengembangan/pengkaderan sumberdaya
manusia dalam organisasi {SKPD] khususnya tenags perencana, sebagai salah saty
unsur yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian kinerja dan kualitas
pelayanan publik. Pengembangan aparatur perencana ini pula yang akan diharapkan
dapat menunjang dan menentukan keberhasilan perubshan, kapasitas, dan
perkembangan SKPD yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, khususnya dalam kaitannya dengan penetapan indikator kinerja baik di

tingkat Rercana Strategis maupun Rencana Kerja SKPD..

Prioritas 8: Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan

Sustu wilayah akan berkembang dengan berhubungan dengan wilaysh laian,
Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi.
Percepatan perturnbuhan ekonomi jefas membutuhkan tambahan kuantitas dan
perbaikan kualitas infrastruktur. Revitalisast pertanian tidek mungkin berhasil tanpa
infrastrukeur yang memadal, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam
struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin dan penduduk
pedalaman (daerah tertinggal) tidak akan mampu kut dalam gelombang pertumbuhan
ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastrukur wilayah,

Agenda pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan kebijakan
yang lebih diarahkan pada percepatan pembukaan isolasi wilayah dan sarana
kewilayahan melalui : 1) Pemerastaan akses transportasi terutama d perdesasan; 2}
Perbaikan jalan akses ekonomi strategis dan pembangunan jalanatan dalam rangka
membuka akses social dan ekonomi masyarakat sehingga mampu menumbuhkan

sentra perekonomian di beberapa wilayah penyangga ibukota kabupaten
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Infrastruktur untuk menunjang kelancaran transportasi juga periu diperhatikan.
Jalan penghubung untuk mempercepat transportasi, diprioritaskan kepada jalan kota
dan kabupaten, sedangkan untuk sarana transportasi pembangunan pelabuhan dan
terminal serta angkutan pedesaan juga diutamakan agar mempermudah akses

masyarakat, termasuk anak-anak usia sekolah,

Prioritas 10: Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta
lingkungan hidup

Kabupaten Kutai Timur dalam bidang lingkungan hidup memiliki dua wajah yang
berbeda. Di satu sisi kabupaten ini dikenal dengan sumberdaya alamnya, bak yang
bersifat terbarukan maupun tidak, yang sangat melimpah. Sumberdaya tersebut
berada di daratan maupun di perairan [laut, sungai dan danau). Akan tetapl di sisi
lainnya sumberdaya yang kaya tersebut pada umumya merupakan ekosistem yang
relatif rentan [fragie] dengan daya pertahanan [resistance) dan kemampuan lenting
{restlience) yang rendah terhadap segala bentuk pemanfastan yang tidak sesuai
dengan daya dukungnya [carrying capacity). Terlebih secara kiimatis dan fisiografis,
juga ads faktor pendorong lainnya yaitu curah hujan di Kabupaten Kutai Timur yang
relatif tinggi, serta di beberapa tempsat topografi bergelombang hingga curam.

Pemantapan penggunaan dan pengelolaan Iahan dimaksudkan untuk
peningkatan pemanfaatan lahan dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif
dan efisien dengan tetap memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan, sedangkan
pengelolean lingkungan hidup dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang
telah mengalami penurunan daya dukung maupun daya tampungnya.

Pertumbuhan ekonomi tidek boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan
lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan.
Pengelolzan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat skan mengakibatkan
sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah mengembalikan krisis pangan
dan energi seperti yang terjadi tahun yang lalu. Kerusakan lingkungan hidup
mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kusfitas
hidup.

Pemantapan penataan Iahan, dengan kebijakan yang diarahkan fokus untuk 1]
menyegerakan proses legslisasi penataan ruang wilayah; 2) pengaturan zona rencana
pola ruang: 3) pengendatian dan pengawasan pemanfaatan ruang secara konsisten
serta; 4] meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan

ruang.
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Sedangkan peningkatan pengelolsan lingkungan dengan kebijakan yang
diarahkan fokus untuk: (1) menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan kualitss dan fungst lingkungan
hidup, (2) mencegah terjadinya atau berlanjutnya pencemaran lingkungan melalui
medium air, udara, maupun tanah; [3) mendorong pengembangan industri dan
pertambangan yang ramah fingkungan; [4) mencegah terjadinya atau berlanjutnya
perusakan hutan skibat kegistankegiatan ilegal, serta mencegah meluasnya areal
lahan kritis; {5) memulinkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang
rusak, (B) mengembangkan manajemen dan mekanisme penanggulangan bencana
alam, terutama di wilayah rawan banjir dan tanah longsor; (7] membangun kesadaran
masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif melakukan
kontrol soswal terhadap kualtas Iingkungan hidup ;8] mengembangkan hutan kota
serta 8] kawasan ruang terbuka hijau.

Fokus kebijakan yang dimaksud terutarma pada konservasi sumber-sumber air
bersih, reklamasi dan pemanfaatan iahan bekas tambang. Oaiam hal penataan ruang
disamping percepatan penyelesaian revisi perencanaan tata ruang wilayah (RTRW)],
perfu pula diiringi dengan upaya yang nyata terkait pengendalian pemanfaatan ruang
seperti peningkatan kinerja perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian

ketat skala regional,

Prioritas 11 : Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi

Kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang demikian pesat
serta potensi pernanfaatannya secara luas telah membuka peluang bagi pengaksesan,
pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat
dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK merupakan faktor
yang sangat penting dalam mendukung kualitas dan pelayanan pemerintah. Namun
disisi lain minimnya jumiah perpustakaan yang dimiliki Pernda menjadi penghambat
dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap infarmasi.

Terwujudnya pelayanan prima dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil dan
akuntabel, merupakan Eﬁjnwcan bagi setiap pemerintah daerah di era otonomi.
Pemerintah juga perlu melakukan penyempurnaan sistem pelayanan publik yang
menyangkut perbatkan metoda dan prosedur pelayanan di setiap unit organisasi
pemerintzh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan TIK dapat membantu
instansi pemerintah dalam mewujudkan good governance. Oleh sebab itu, instansi

pemerintzh perlu melakukan pengelolaan sumberdaya TIK secara baik dan benar.

@erubakan RYPD Takun 2015
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Namun demikinan berbagai hambatan dan kendala, masih ditemukan, diantaranys .
TIK masih dipandang sebagai cos¢ center dan bukan sebagai fong ferm investment
sehingga belum dapat dilihat kemanfaatannya secara jelas. Seiain itu, faktor
kelembagaan dan sumberdaya manusia bidang TIK di dalam organisasi pemerintah
dserah juga masih terbatas Di sisi lain, pemanfaatan TIK di beberapa daerah telah
mampu menghemat anggaran dan juga membuka peluang bagi peningkatan
Pendapatan Asli Daerah [PAD)

Agenda peningkatan dan pengembangan pemanfaat tekonologi dimaksudkan
untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya teknologi data dan informasi, dengan
fokus kegiatan melaluir 1] Penumbuhan budaya baca dan kesadaran masyarakat
tentang Iptek melalui pemanfaatan dan pembangunan perpustakaan yang merata, 2)
Peningkatan jangkauan akses informasi (berbagai media] ke masyarakat terutama

daerah perdesaan dan tertinggal., dan 3} Penyempurnaan sistem pelayanan publik

Prioritas 12. Pengeiolaan kawasan perbatasan [ Ainterland)

Penguasaan masyarakat di kawasan perbatasan terhadap teknologi yang masih
rendah dan keterbatasan infrastruktur adalah dua faktor utama yang menyebabkan
keteringgalan kawasan tersebut dari kawasan lainnya. Padahal kawasan perbatasan
menjadi beranda depan dserah. Namun disisi lain Ainteriand adalah dsersh
pedalamsn yang menopang kegiatan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur. Keberadaan
daerah Hinterland cukup penting dalam menggerakkan dinamika ekonomi masyarakat
lokal. Percepatan permbangunan di wilayah perbatasan yang sebagian wilayah masih
merupakan daerah pedalaman dan terpencil adalah pembukaan isolasi wilayah dan
pembangunan sarana kewilayahan. '

Agenda pengelolaan kawasan perbatasan {/Ainter/and), kebijakan diarahkan pada
pembukaan isolasi wilayah, pembangunan sarana wilayah dan faktor aksesibilitas pada
informasi dalam hubungan pengembangan kawasan agropolitan, difokuskan untuk
mendorong pertumbuhan daerah perbatasan (pedesaan dan pedaleman} dengan
meningkatkan penguasaan teknologi dan mengurangi kesenjangan dan keterbatasan
infrastrukiur  sosial  ekonomi  melalui: 1) Peningkatan akses-skses pendidikan,
kesehatan dan pelayanan dasar lainnya (air bersih dan jalan), dan 2) Penguatannya
“integrated Rural Development (IRD) yang bertumpu pada aktivitas utama sector
pertanian.

Penjelasan tentang prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
tahun 2014 adalah sebagai berikut

Ferubahan REED Taliur 2015
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Tabel 4.1
Penjelasan Program Prioritas pembangunan Daerah

FRIORITAS
INDIKATOR KINERJA SKPD
NO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM TARGET
F. AdA
. TAHUN 2014 . PROGFIAM (QUTCOME) ELAKS
1 Penurunan Sosial
angka
kemiskinan dan
pengangguran =
Program Pemberdayaan Jumiah PVIKS yo 4525 Dingsos
Fakir Miskin, Komunitas memperoiegh bantuan sosial persen
Adat Terpengil (KAT] dan
Penyandang Masalah
Kesejshteraan Soslal
[PMKS] La
Program Pelayanan dan Fenanganan penyandang 7683 Dinsos
Behabilitasi masalah kesejabieraan persen
Kesejahteraan Sosial sosial” ¥ DL e :
Program pembinaan anak Jumlah anak terlantar yang hMeningkat Cinses
terfantar terbina
Program pembinaan para Jurmlah para penyandsng hieningkat Dinsos
penyandang cacat dsn cacst dan traumes yang
trauma terbina
Program pembinaan panti | Jumlah  panii asuhan,’ Meninghkat Dinsos
asuhan/ pant jompo pany j@mpa yang terona
F’rogr::i."n cembinaan eks Jumloh eks bcn\,rimdung Meningrat Dinsos
penyandang penyakt penyakit sosial (eks
sosial [eks narapidans, naramdana, PSK. narkabe
PFSK, narketa dan dan penyakit sosia! lsinnyal
penyakic sosial iainnye) yang terzing
¥ E’rsgzﬁw_ﬁe};be_rauyg{m Jurnlah K-eiremb.:lgaa}.- .Merii.ng.k:zt. DCinsos
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang
| Kesejahteraan Sosial mandiri
| | |
. . Program Utsma Bantuan  Jurmleh keluarga mi_s-k.:n‘yang i Mer;ingkét . Linsos
| dan Jommnan memperaleh bantuan
Kesejahteraan Sosial j@minan kesejahteraan sosial
= TR GE | Progrem Kesispsiagaan | Peningkatan kecepatan | Meningket | Omsos
| | | dan Kewaspadaan | Tanggap darurat :a. Bantuan
Penanggulangan Bencana sial korban bencana
N b, Sarana prasarana - ] S S
penanggulangan bencana
| Ay v | Ketenagakerjsan | ; =R ;
Ty T SRy "~ Progrom Peningkatan | Tingkat partisipasi angkatan Meningkas Disnakertrans
Kuslites dan Produktivitas  kerja
Tenaga Kerja
|
(R =i | Program Peningkatan | Kesempatan kerja | Meningket | Disnakertrons |
e E = __| Kesempatan Kerja dan L = S T = Z=x
; Pengembangan Informasi | Tingkat pengangguran 4 persen
Ketenagakeriaan b terbuka
l Angka Pengangguran | 428
' T 5 ' ‘Rasio penduduk yeng 8107
| b o | bekerja
|| Program Perlindungan | Rasioserikat ~ | Disnekertrans
| | Pengembangan Lembaga | buruh/perusshaan |
| I Ketenagakerjaan : |
e S o, FE TS I . L A Rt S 3
Erogram Pembinaan dan Perjanjian kerja dani Disnaokertrans
‘Pengawasan perusahaan
Ketenagakerjaan dan ¢
Hubungan Industri dengan
Serikat Pekerja !
Perubafian RKED Tafun 2015
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K PRIORITAS . ) |
INDIKATOR KINERJA ] SKPD
NO PEMEBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM PROGRAM [OUTCOME) TARGET PELAKSENG
TAHUN 2014 = - = o
Progrem Peningkatan Jurmiah peserta BLK Mandin Meningkat Orsnakertrans
Kuaktos dan Produktivitas
Tenaga Kerjz [BLK
Miandir)
Program Pelayanan " Rasio kesergantungan 33.45 Disnakertrans
Administrast Perkantoran
[BLKI Mandiri]
Pemberdayaan
Masyarakat
Program Penanggulangan | Rasio penduduk miskin Mienurun Bapemas
Kemiskinan dan terhadap total jJumiah
kerentanan penduduk
Jumilah kekiarga miskin yang Maningkat
berusaha di agribisnis
Ketransmigrasian
Program Pembukaan, Pgnempatan (ransmigras Cisnaxkertrans
Pangembangan dan
Pemberdayaan Wilayah
Transmigrasi
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
£ Bragram Pembinaan Jumlsh Kelempok UPPKS MMeningkat BFFKE
Kemitraan dan binaan
Permodalan Bag
Kelompak UPPKS
TFEe & Er'c_gram_ p;:hng‘-g:;n o E-‘:;r':isi;:)c_siv;e‘rgn.wpu_% dalam | _M-eni.ngka: C T BPPKB
| Kualitas Hidup kegistan ekonemi
i Perempuan |
Program Pel:aisanaaq Jurntah Kogiatan Ketshanan Meningkat BFPKB
Modelmade! Kegiatan dan Pemberdayaan Kelusrga
Ketahanan dan
Permberdayaan Keluerga
) i 1 f’?o‘r_;r'a;n Pe_:'-lyia;;a; | Juml.aﬁ.:l;éagg;ﬁendam;rg ‘ E I\;*icni_ng:két_ | BPPKE |
! | Tenaga Pendamping | Kelompok Bina Keluargs
| | Kelompok Bina Keluarge | (IMF] | 1 .
| : | (IMP) /Penyediaan I
| | dukungan operasional [ |
| | IMP | | 8 -
[ Ketahanan Pongan i
"~ ape¥ e e REY Program Peningkaten | Niigi Tukar Pezani o
o = iy ! Kesejahteraan Petani e S el el A= BT
| | Ratg-rata Pendapetan Petani 10-18 Juta
I ‘ oer Tahun per Kapita :
| :
2 | Peningkatan | Pendidkan | 3 |
| aksesibilitas dan | i |
' | kualitas - | !
pendidikan | 2l f |
|f — e e o= Ty, T - 5 o L T —
Program Pendidikan Anak | Jumlsh PAUD per Meningkat Dicdik
‘Usia Dini kecamatan
}_-_"_‘ BF==waoear s _F:r_cg'u_m Pendidikan Non Jurnleh lembaga pendidiken -| Mcning‘ljc.m | Disdik _-|
| ! Formal nan formal | ! :
[ = T —--_-. Program Paningketan ' Jumish 52nd1dik dan '_C!.'—.‘nﬂgi-s_l_- Eﬂ_enin-gjkat ~  Disdk I
| Muu Pendidik dan ] kependidikan yang julus uji
| . Tenaga Kependidikan kempetensi .
;" SETERTTLT | WAL N | Program Manajemen " Meningkat |  Disdik |

i Pelayanan Pendidikan

|
_i akreditasi sekolah ]
1
| |

Meningkat |
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PRIORITAS ' e o j
INDIKATOR KINERJA SKPD
NO PEMBANGUNAN URUSAN/ PROGRAM TARGET
PROGRAM (OUTCOME PELAKSANA
TAHUN2014 RHEEFERE - |
Pragram Wajib Belajor Angko Partisipast Sekolah Minimal 88 Disdik
12 Tohun Pendidikan [APS] 7-12 persen
Dasar dun Menengah
fngka Partisipas Kasar { 7453
[APK] persen
SMA/SMK,/ WA/ Paket ©
Lngka Partisigas: Murni minimal
{APM] SO/ M|/ Faret & 97.30
persen
Minimal 76
Lngika Partsipasi Murni 85 persen
(AP}
SMA/SMK/ MA/ Paret
= Lngka Partisipasi Sckolah | Minimal
APS) 16 - 19 78,56
persen
Angka melek hueuf 97.80
persen
Lingka rata-rate lama sekolah 882
v Angka Pargsipasi Kasar minimai 58
[APK] S0/ ML/ Paket & persen
Angka Parusipas Kasar mimmal §7
[APK] SMP/MTs/ Paket B persan
Program Pendidizan Jumizh peserta dick inklusi | Disdik
Terhadap Anak
Berkebutuhan Khusus
(inklasi]
| | Perpustakaan | Q= - | :
i D = 3 F-’ré_gr_e-.ur_\ﬁer-ug_erﬁangan “Jumlsh perpustoksan ~ Minimal 1,/ T F_(‘_ahntcr;rsi;; fu
Budays Baca dan Kecamatan
— | FembnsanRerpustakain “ it on o nong | Memingker |
| pergustakaan per tahun |
fEa Kaleksi buku yang tersedia i Meningkat. 3
| perpustakaan daerah
J-— —_— —_—— P — S e — — —— — e ——
| 1. | | Jumlzh perpustakaan keliling | Meningkat |
i . ' | |
] . |
"3 | Peningkatan | Kesehatan | o filizy £
| aksesibilitas dan |
| kualitas | I | {
| pelayanan | | :
kesehatan | |
o . ] Fag T:’_r'cigr.'am Db_at._é:ern Kecukupan sbacdan 3 _Méning_ka‘r.  Dinkes

' Perbekalan Kesehatan perbekalan kesehetan

| Program Upaya | Resio puskesmas, polikinik, |  Mimmal | Dinkes

=}
: | Peningkatan Kesehatan .’ pustu per satuan pendudur, | 0,45
o o ) i e e S | S B S IODY | SO RS 1| |t e
| ' Program Pengawasan . kasus keracunan Menurun Dinkes

b o e e T ———— .~ e e e i —
| kasus kadsluarss ohat dan i hMenurun
E | makanan

. Obat dan Makanan

| |
| ohat dan makenan tidek layak | Menurun e
| | edar _ }
! Program Promosi | PHBS Masyarskat | Dinkes, RSUD
| Kesehatan dan R e et bl e el
- | Pemberdayaan | Angke usiz harapan hidup = 7166
| Masyarakat ! =

I y .
| Rasio posyandu per satuan 11.87 i )
5 : balita
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BAB V
RENCANA PROGRANM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinNci yang
menjelaskan narma program, nama kegiatan, indikator keluaran {outpwt) kegiatan
maupun keluaran program [owrcome), sasaran dali Kegiatan, satuan, voluime, target,
serta pagu indikatf pendanaannya. Klasifkasi program dan kegiatan dituangkan
secara l2ngkap dalam matrik rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD).

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur beserta instansi vertikal lainnya
wajib menerapkan prinsip efisien, efekuif, transparan, skuntabel dan partisipatif dalam
pelaksanaan kegistan guna mencapal sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD] Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014,

Dalem rangka mencapal target RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 -
2015, maka pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan
tema ‘Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Miflenium
Development Goals [MDG's] Melalui Gerbang Taman Makmur” [Gerakan
Pembangunan, Pemerataan dan Kemandirian Masyarakat Kutai Timur), dengan
menetapkan 12 [dua beias] prioritas pembangunan, yaitu :

1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman
Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan
Peningkatan pembangunan pedesaan
Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat

Peningkatan kapasitas pemerintahan [capacity building)

©® N O UL BN

Peningkatan sargna dan prasarana perhubungan

Y
O

. Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta
lingkungan hidup

11. Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi

12. Pengelolaan kawasan perbatasan [/Aiter/and)

Perubaban QKED Tahun 2015
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Berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan permbangunan pada

pembangunan sumberdaya manusis, agribismis (pertanian dalam acti Juas).

infrastrukeur serta penunjang lainnya, maka dijgbarkan pada 34 Urusan yang terdiri

atas :

a). 26 [dua puluh enam] Urusan Waijib, yaitu :

1)
2)
3)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16]
17)
18)
19)
20)

21)
22)
23]
24)
25
26)

Pendidikan;

Kesehatan,

Pekerjaan Umum;

Perumahan;

Penataan Ruang.

Perencanaan Pembangunan;

Perhubungan;

Lingkungan Hidup;

Pertanahan;

Kependudukan dan Catatan Sipil

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Analk;
Keluargs Berencana dan Keluarga Sejshters;
Sosial;

Ketenagakerjasan;

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
Penanaman Modaf Daerah;

Kebudayaan

Kepemudaan dan Keolahragaan;

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
Pemerintahan Umum, otenomi Daerah, Administarsi Keuvangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Ketahanan Pangan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Statistik

Kearsipan;

Komunikasi dan Informatika

Perpustakaan

-

®erubahan QKED Tahun 2015
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b). 8 {delapan) Urusan PFifihan, yaitu :
1) Pertanian;
2] Kehutanan;
3] Energi dan Sumberdaya Mineral,
4] Pariwisata:
3) Kelautan dan Perikanan;
5} Perdagangan
7] Perindustrian,

8] Ketransmigrasian.

Selanjutnya urusan wajib dan piihan dijabarkan dalam bentuk perubshan
program. kegiatan serta pagu indikatif yang diuraikan sebagai sebagai berikut

(zerlampir):

Perubafian RKED Taftur 2015
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BAB Vi
PENUTUP

Perubahan BKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 dilakukan dikarenakan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan proyeksi yang telah ditetapkan terutama adanya
perkembangan perubahan ekonomi makro sehingga diperlukan adanya penyesuaian.
Perubshan RKPD Tashun 2014 adalsh sebagai dokumen rencana operasional
pembangunan tahun 2014, yang tetap memusatkan pada pencapaian arah, tujuan,
sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2014, Penetapan
prioritas rencana pembangunan tahun 2014, mengacu pada isu-isu strategis serta
pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi
pencapatan 12 [dua belas]) prioritas pembangunan. Dalam rangka menjamin
terlaksananya kegiatankegiatan tersebut serta untuk terwujudnys sinergisitas
kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan yskni bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur wajib melaksanskan program dan
kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran BRKPD 2014 beserta perubahannya.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar melaksanakan program dan
kegiatan beserta perubahannya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan
tahun 2014;

2. Dalam rangks menjaga keselarasan perencanesan dan pelaksanaan anggarn,
maka Perubahan RKPD Tahun 2014 digunakan sebagai pedoman penyusunan
Kebiakan Umum Perubahan APBO Tahun 2014 dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2014;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanasn Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014, Badan Perencanaan

Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkewajiban untuk

Perubafian BKED Tafiun 2015
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melakukan monitoring dan evalussi terhadap pelaksanaan program maupun

kegietan pembangunan tahun 2014,

BUPATI KUTAI TIMUR,

'

[ 4

H. ARDIANSYAH SULAIMAN
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Pemerintah Kabupaten Kutai Timur




